
`=~11 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 - 71301 Fax. 71201 
BATUSANGKAR 27281 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

NOMOR 9 TAHUN 2025 SERI - NOMOR - 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi 
dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus 
pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

NOMOR 
SERI 
TANGGAL 9 JULI 2025 

TAHUN 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

t•~-, ) 
ELIZAR 



ISALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) dan 
ayat (10), Pasal 16 ayat (5), Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 32 
ayat (4), Pasal 35, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (5), Pasal 
62, Pasal 66 ayat (5), Pasal 85 ayat (3), Pasal 87 ayat (3), Pasal 
88 ayat (5), Pasal 104 ayat (3), Pasal 106 ayat (3), Pasal 108 
ayat (3), Pasal 121 ayat (7), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat 
(3), Pasal 126 ayat (13), Pasal 129 ayat (6), Pasal 130 ayat (3), 
Pasal 131 ayat (3), Pasal 132 ayat (5), Pasal 135 ayat (4), Pasal 
141 ayat (3) dan Pasal 150 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang .kb. 
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3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6973); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Nomor 55); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah 
Datar. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 
5. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran ralwat. 

8. Retribusi Daerah 
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8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau 
Badan. 

9. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak. 

10. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

11. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, 
jasa dan/perizinan. 

12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan 
yang menurut Peraturan Perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk Pemungutan Retribusi tertentu. 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau 
Badan. 

15. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman. 

16. Bangunan adalah konstruksi teknfic yang ditanarn 
atau dfiekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi 
dan di bawah permukaan Bumi. 

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau 
NJOP pengganti. 

18. Penilaian 
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18. Penilaian Objek Pajak Burai dan Bangunan 
Perdesaan. dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 
Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan 
NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, 
dengan menerapkan metode perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, metode nilai 
perolehan baru, dan/atau metode nilai jual 
pengganti. 

19. Pejabat Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut 
Pejabat Penilai adalah pejabat fungsional penilai yang 
merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan 
ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan 
penilaian pajak. 

20. Petugas Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut 
Petugas Penilai adalah Pegawai Negeri Sipil di 
lingkun.gan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh 
Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian 
PBB-P2 yang bersifat sementara. 

21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah. 

22. Objek Pajak Umum adalah Objek Pajak yang memiliki 
konstruksi umum dengan keluasan tanah 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

23. Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang 
memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya 
memiliki arti yang khusus. 

24. Objek Pajak Standar adalah Objek Pajak yang 
memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

25. Objek Pajak Nonstandar adalah Objek Pajak yang 
tidak memenuhi kriteria Objek Pajak Standar. 

26. Penilaian Individual adalah Penilaian terhadap objek 
pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan 
semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam 
laporan penilaian. 

27. Penilaian Massal adalah Penilaian yang sistematis 
untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada 
saat tertentu secara bersamaan dengan 
mengg-unakan suatu prosedur standar yang disebut 
CAV dan/atau Computer Assisted For Mass Appraisal 
/CAMA. 

28. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat 
NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili 
nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

29. Zona V. 
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29. Zona NiIai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT 
adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau 
lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang 
sama, dan batasi oleh batas penguasaan/pemilikan 
objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi 
pemerintahan Nagari (Jorong) tanpa terikat pada 
batas blok. 

30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas 
perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan. 

32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan 
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang di bidang pertanahan dan 
Bangunan. 

33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 
tertentu. 

34. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa 
Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 
kons-umen 

35. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan 
dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau 
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran. 

36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan 
Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut 
bayaran. 

37. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 
perorangan atau Badan usaha terhadap sistem bisnis 
dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 
barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil 
dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh 
pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. 

38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang 
dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik 
yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 
listrik. 

39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi 
yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas 
lainnya. 

40. Jasa 
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40. Jasa Parlcir adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan 
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan 
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 
dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

42. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 
Reklame. 

43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau menarik perhatian umum 
terhadap sesuatu. 

44. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT 
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. 

45. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan dari sumber slam di dalam 
dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. 

47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 
disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang mineral dan batu 
bara. 

48. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas 
kegiatan pengambilan dan/atau peng-usahaan sarang 
burung wallet. 

49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 
maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

50. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

51. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas 
penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai 
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 
Badan usaha. 

52. Kendaraan ?!). 
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52. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 
beroda beserta gandengannya yang digunakan 
disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang 
dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan 
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor 
yang bersangkutan. 

53. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 
persentase tertentu. 

54. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan 
oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

55. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen 
yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok 
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. 

58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat 
mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta. 

59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalarn rangka pemberian izin 
kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkun.gan. 

60. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas tempat dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 

61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 
pemilik Bangunan. Gedung untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 
teknis Bangunan Gedung. 

62. Sertifikat 
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62. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. Gedung yang 
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
sebelum dapat dimanfaatkan. 

63. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya 
disingkat SHST adalah biaya paling banyak permeter 
persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar 
untuk pembangunan Bangunan Gedung negara. 

64. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal ciiri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan daerahnya. 

65. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
dengan ketentuan tertentu. 

66. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau 
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi 
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau 
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

67. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporlcan penghitungan 
dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau 
bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah. 

68. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 
terutang. 

70. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunalcan formulfr atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

71. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahulcan besarnya PBB-P2 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 

72. Surat 
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72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih 
harus dibayar. 

73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuran.g Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDICBT 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit Pajak. 

75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 
besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

76. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

77. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SICPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap 
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

79. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

80. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian 
surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan lampiran-lampiran.nya termasuk 
penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya serta kesesuaian antara surat 
pemberitahuan dengan SSPD. 

81. Penagihan 
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81. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 
Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya 
Penagihan Pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika 
dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusullcan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang 
yang telah disita. 

82. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita 
Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa 
Pajak, dan Tahun Pajak. 

83. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

84. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang 
Retribusi. 

85. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

86. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

87. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ 
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan. kewajiban 
Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan Retribusi Daerah. 

88. Pejabat Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut 
Pejabat Pemeriksa adalah pejabat fungsional 
pengawas keuangan negara di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan ruang 
lingkup kegiatan untuk melalcukan Pemeriksaan di 
bidang Pajak. 

89. Petugas Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut 
Petugas Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh 
Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
Pemeriksaan. 

90. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa 
adalah Pejabat Pemeriksa dan/atau Petugas 
Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah, yang 
diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk 
melakukan Pemeriksaan di bidang Pajak. 

91. Data .‘.1! 
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91. Data Konkret adalah data yang diperoleh atau 
dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat digunakan 
untuk menghitung kewajiban Pajak Wajib Pajak. 

92. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara 
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau 
pengolah data elektronik lairmya dan disimpan dalam 
media penyimpanan elektronik. 

93. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen 
lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain 
yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan. 

94. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang 
berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan 
Pajak. 

95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 
yang terutang. 

96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah 
kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

97. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

98. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan 
kerja perangkat daerah pada satuan kerja Perangkat 
Daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

99. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS 
adalah surat/dokumen bukti tanda setoran pajak 
dan/atau Retribusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
dan/atau Wajib Retribusi. 

100. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 
dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, 
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Pemeriksa. 

101. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang 
dilakukan di kantor instansi pelaksana pemungut 
Pajak dan retribusi daerah dan/atau kantor-kantor di 
lingicungan Pemerintah Daerah. 

102. Kertas 
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102. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 
KICP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat 
oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang 
ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan 
simpulan yang diambil sehubungan dengan 
pelaksanaan Pemeriksaan. 

103. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang 
selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan 
antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan 
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita 
acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pih.ak dan berisi 
koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui 
maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi 
administrasi. 

104. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang 
pelaksan.aan dan hasil Pemeriksaan yang disusun 
oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai 
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 

105. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 
dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 

106. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah 
surat pemberitahuan mengenai dilakukannya 
Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

107. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
adalah surat panggilan yang disampaikan kepada 
Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor 
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

108. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang 
selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi 
tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos 
yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, 
perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak 
terutang dan perhitungan sementara dari sanksi 
administrasi. 

109. Surat 
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109. Surat Panggilan. Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
adalah surat panggilan yang disampaikan kepada 
Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor 
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

110. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat SP2 adalah surat perintah untuk 
melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ 
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

111. Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan adalah tim yang 
dibentuk oleh Bupati dalam rangka membahas hasil 
Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum 
koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dan 
Wajib Pajak dalam PAHP guna menghasilkan 
Pemeriksaan yang berkualitas. 

112. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang 
berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh 
Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan 
Pemeriksaan.. 

113. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda 
segel pada tempat atau ruangan tertentu serta 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai 
tempat atau alat untuk menyimpan Dokumen dan 
benda-benda lain. 

114. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya 
disebut LHP Sumir adalah laporan tentang 
penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan 
penerbitan surat ketetapan Pajak. 

115. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan 
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di 
bidang perpajakan. 

116. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka adalah 
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang didahului dengan 
penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan 
Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan 
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

117. Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup adalah 
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan tidak 
dengan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti 
Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang 
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

118. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat 
LJK adal.ah lembaga yang melaksanakan kegiatan di 
sektor perbankan, pasar modal., perasuransian, dana 
pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, 
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan di sektor jasa keuangan 

119. Penvidikan 
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119. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 
Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

120. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang 
clilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah 
diterbitkan SKPD dari hasil Pemeriksaan sebelumnya 
untuk jenis Pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak yang sama. 

121. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya 
disingkat STTS adalah bukti pelunasan pajak dan 
retribusi. 

122. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai 
Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri 
dari biaya komponen utama, biaya komponen 
material, dan biaya komponen fasilitas untuk setiap 
jenis penggunaan ban.gunan. 

123. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak; 
b. ketentuan umum PBB-P2; 
c. ketentuan umum BPHTB; 
d. ketentuan umum Pajak Reklame; 
e. ketentuan umum Pajak Air Tanah, 
f. tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan Penelitian 

terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah, 
g. tata cara Pemungutan Pajak, 
h. tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; 
i. tata cara pemungutan Retribusi; 
j. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang Retribusi 

Daerah, 
k. pemanfaatan penerimaan Retribusi; 
1. tata cara penyelenggaraan kerja sama atau 

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan 
pemungutan retribusi, 

m. tata cara pengembangan sistem informasi dan 
Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik, 

n. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, 
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 
Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan 
Retribusi; 

o. pemberian insentif fiskal; 
p. adrninistrasi dan tata cara pemberian kemudahan 

perpajakan daerah; 

q. insentif g). 
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q. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan 
r. tata cara pembinaan dan pengawasan; 

BAB II 
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN BAGIAN TAHUN PAJAK 

Pasal 3 
(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang 

pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif 
dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) 
kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan.g-undangan mengenai 
perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri 
Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk 
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak 
yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Pasal 4 
(1) Masa Pajak PBB-P2 ditetapkan mulai pada tanggal 

diterbitkan SPPT sampai dengan 6 (enam) bulan 
setelah SPPT diterbitkan. 

(2) Tahun Pajak PBB-P2 ditetapkan selama 1 (satu) tahun 
kalender. 

Pasal 5 
(1) Masa Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 

(satu) bulan kalender. 
(2) Masa Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan terhadap Masa Pajak PBJT atas jasa 
kesenian dan hiburan. 

(3) Masa .4 
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(3) Masa Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
selama penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan, 
paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) 
bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak PBJT ditetapkan selama 1 (satu) tahun 
buku. 

Pasal 6 
(1) Masa Pajak Reklame terdiri atas: 

a. 1 (satu) tahun; 
b. 6 (enam) bulan, 
c. 3 (tiga) bulan; 
d. 1 (satu) bulan; 
e. 1 (satu) minggu; dan 
f. 1 (satu) hari. 

(2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan 
Pajak Reklame dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, 6 
(enam) bulan dan 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sarnpai dengan 
huruf c, terdiri atas: 
a. Reklame papan (billboard/ videotron/ megatron), 

dan 
b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. 

(3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan 
Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri 
atas: 
a. Reklame kain; 
b. Reklame melekat/stiker; dan 
c. Reklame apung. 

(4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan 
Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) minggu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri: 
a. Reldame kain; 
b. Reklame udara,dan 
c. Reklame peragaan. 

(5) Reklame yang menggunakan masa perhitungan 
Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) hari, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri 
atas: 
a. Reklame selebaran;dan 
b. Reklame film/s/ide. 

(6) Apabila jangka waktu penayangan Reklame kurang 
dari masa Pajak Reklame, masa Pajak Reklame 
dihitung berdasarkan masa tayang Reklame. 

(7) Tahun Pajak Reklame ditetapkan selama 1 (satu) 
tahun kalender. 

Pasal 7 
(1) Masa PAT ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender. 
(2) Tahun PAT ditetapkan selama 1 (satu) tahun buku. 

Pasal 8 
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Pasal 8 
(1) Masa Pajak MBLB ditetapkan selama 1 (satu) bulan 

kalender. 
(2) Tahun Pajak MBLB ditetapkan selama 1 (satu) tahun 

buku. 

Pasal 9 
(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan selama 1 

(satu) bulan kalender. 
(2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan selama 

1 (satu) tahun kalender. 

BAB III 
KETENTUAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PEDESAAN DAN PERKOTAAN 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penilaian. Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan 

Pasal 10 
(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang 
Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau 
pengurukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemil.ikan, 
penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, 

kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor 
penyelenggara negara lairmya yang dicatat sebagai 
barang milik Negara atau barang milik Daerah, 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, 
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata 
digunakan untuk tempat makam (kuburan), 
peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka 
al.am, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timbal  

f. Bumi .1$1? 
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f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 
Badan/atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, 
moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya 
terpadu (light rail transit) atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak 
Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat. 

Pasal 11 
Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
meliputi: 
a. Objek Pajak Umum; dan 
b. Objek Pajak Khusus. 

Pasal 12 
(1) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf a merupakan objek pajak yang 
memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah 
berdasarkan kriteria tertentu. 

(2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 
a. Objek Pajak Standar; dan 
b. Objek Pajak Non Standar. 

(3) Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki 
kriteria: 
a. luas tanah sampai dengan. 10.000 m2 (sepuluh ribu 

meter persegi); 
b. jumlah lantai bangunan paling banyak 4 (empat) 

lantai; dan/atau 
c. luas bangunan sampai dengan 1.000 m2 (seribu 

meter persegi). 
(4) Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki 
kriteria: 
a. luas tanah lebih dari 10,000 m2 (sepuluh ribu meter 

persegi); 
b. jumlah lantai bangunan lebih dari 4 (empat) lantai; 

dan / atau 
c. luas bangunan lebih dari 1.000 m2 (seribu meter 

persegi). 

Pasal 13 
(1) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf b merupakan objek Pajak yang 
memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau 
keberadaannya memiliki arti yang khusus. 

(2) Objek .V? 
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(2) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa: 
a. jalan tol; 
b. bandar udara; 
c. stasiun; 
d. bendungan; 
e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal; 
f. lapangan golf; 
g. stadion; 
h. sirlcuit balap; 
i. pabrik semen/pupuk; 
j. tempat rekreasi; 
k. tempat penampungan/kilang min.yak, air, atau gas; 
1. pipa minyak, air, atau gas, 
m. stasiun pengisian bahan bakar, dan 
n. menara. 

(3) Terrnasulc Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf b adalah Bangunan yang berada 
di bawah perraukaan Bumi, baik yang menjadi bagian 
dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
maupun yang berdiri sendiri. 

Pasal 14 
(1) Dasar pengenaan. PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

setiap 3 (tiga) talmn, kecuali untuk objek Pajak 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayah Daerah. 

(4) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak merniliki atau menguasai lebih 
dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap 
Tahun Pajak. 

Pasal 15 
NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 
14 ayat (2) tercliri atas: 
a. NJOP Bumi; 
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau 
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus. 

Pasal 16 
(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf a merupalcan hasil perkalian antara total luas 
areal objek pajak dengan NJOP Bumi permeter persegi. 

(2) NJOP 
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(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atas objek Pajak berupa tanah 
merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang 
diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam 
klasifikasi NJOP Bumi. 

(3) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atas objek Pajak berupa areal perairan 
pedalaman untuk: 
a. usaha bidang perikanan berupa areal 

pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual 
pengganti, dan 

b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf 
serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang 
ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke 
samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi 
berupa tanah disekitarnya. 

Pasal 17 
(1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 huruf b dan huruf c merupakan hasil perkalian 
antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan 
per meter persegi. 

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai 
bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses 
penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP 
Bangunan. 

Pasal 18 
(1) Dalam rangka menentukan batas nilai jual tertinggi 

dan terendah ditetapkan klasifikasi NJOP Bumi dan 
NJOP bangunan. 

(2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 19 
(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf a dan NJOP Bangunan Objek Pajak Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 
dihitung melalui Penilaian Massal. 

(2) Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak memadai untuk memperoleh NJOP 
secara alcurat, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP 
Bangunan Objek Pajak Umum dilalculcan melalui 
Penilaian Individual. 

(3) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan NJOP Bumi 
atas objek Pajak berupa areal perairan pedalaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 
dihitung melalui Penilaian IndividuaL 

Pasal 20 .V7 
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Pasal 20 
(1) Penilaian Massal untuk penentuan NJOP Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 
Penilaian. Individual untuk menentukan. NJOP Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk 
objek Pajak berupa tanah dilakukan dengan 
membentuk NIR dalam setiap ZNT. 

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian. 

(3) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clitentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis. 

Pasal 21 
(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan 

Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB 
untuk setiap JPB. 

(2) JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diklasifikasikan atas: 
a. perumahan; 
b. perkantoran, 
c. pabrik; 
d. toko/apotek/pasar/ruko; 
e. rumah sakit/klinik; 
f. olahraga/rekreasi; 
g. hotel/Restoran/wisma, 
h. bengkel/ gudang/ pertanian; 
i. gedung Pemerintah; 
j. lain-lain; 
k. bangunan tidak kena pajak; 
1. bangunan parkir; 
m. apartemen/kondominium; 
n. pompa bensin (Icanopij; 
o. tangki minyak; dan 
p. gedung sekolah. 

(3) Klasifilcasi JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 22 
(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode: 
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; atau 
c. nilai jual pengganti. 

(2) Khusus 4/. 
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(2) Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan 
dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan 
menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu 
kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi 
yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

Pasal 23 
(1) ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

merupakan zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok objek pajak yang mempunyai 1 (satu) NIR 
yang dibatasi oleh batas penguasaan dan kepemilikan 
objek pajak dalam satu kesatuan wilayah administrasi 
pemerintahan nagari tanpa terikat tanda batas blok. 

(2) Dalam menentukan ZNT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi 
dengan instansi Pemerintah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pertanahan. 

Pasal 24 
(1) Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan 
oleh Pejabat Penilai. 

(2) Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat 
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Bupati dapat 
menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah 

ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini; 
dan/ atau 

b. menunjuk pegawai negeri sipil yang akan 
diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan 
kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Pejabat Penilai. 

(4) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Penilaian PBB-
P2 sampai dengan thangkatnya Pejabat Penilai 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan 
Pemerintah Daerah. 

(5) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi 
persyaratan: 
a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau 

pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2; 
b. memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2; 

dan 
c. telah 
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c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(6) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Bupati. 

(7) Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama 
Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi 
teknis terkalt yang memiliki kompetensi pada bidang 
Penilaian PBB-P2, dalam hal: 
a. belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang 
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3); 

b. jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang 
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan 

c. optimalisasi penerimaan PBB-P2. 
(9) Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 yang dikerjasamakan 

dengan penilai publik dan instansi teknis terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman 
pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 
Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 yang dikerjasamakan 
sebagaimana dimaksud dal,qm Pasal 24 ayat (9) dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 
a. volume pekerjaan; dan/atau 
b. tingkat kesulitan. 

Pasal 26 
(1) Teknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 
dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 
pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran N yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini. 

(2) Teknis pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), untuk objek pajak yang dalam 
proses penilaiarmya menggunakan Penilaian Individual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat 
dilengkapi dengan buletin teknis Penilaian PBB-P2 
sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah. 

Pasal 27 
Dalam proses pelaksanaan penilaian PBB-P2, Pemerintah 
Daerah dapat memanfaatkan sistem informasi dan 
teknologi sesuai kebutuhan Daerah. 

Pasal 28 
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Pasal 28 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 27 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Ban.gunan. Perdesaan dan 
Perkotaan 

Pasal 29 
(1) Besaran persentase NJOP ditentukan dengan 

mempertimbangkan persentase NJOP hasil penilaian. 
(2) Persentase kenaikan NJOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperoleh dari selisih NJOP hasil 
penilaian dengan nilai NJOP awal dibagi dengan NJOP 
hasil penilaian. 

(3) NJOP awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan pada saat melakukan penilaian. 

(4) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan: 
a. untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian 

sebesar 0% (nol persen) sampai 10% (sepuluh 
persen), persentase NJOP ditetapkan 95% (sembilan 
puluh lima persen); 

b. untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian 
lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen), persentase NJOP ditetapkan 
50% (lima puluh persen); 

c. untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian 
lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 
75% (tujuh puluh lima persen), persentase NJOP 
ditetapkan 40% (empat puluh persen); 

d. untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian 
sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) 
sampai dengan 100% (seratus persen), persentase 
NJOP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen); 
dan 

e. untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian 
sebesar lebih dari 100% (seratus persen), 
persentase NJOP ditetapkan sebesar 20% (dua 
puluh persen). 

BAB IV 
KETENTUAN UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN 

Pasal 30 
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1. jual beli; 
2. tukar 4. 
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2. tukar-menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. waris, 
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lain; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli dalam lelang, 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hulmin tetap, 
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha, 
12. pemekaran usaha; atau 
13. hadiah, 

b. pemberian hak baru karena: 
1. kelanjutan pelepasan hak, atau 
2. di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. hak milik; 
b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun, dan 
f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya 
yang dicatat sebagai barang milik negara atau 
barang milik Daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 
kepentingan umum; 

c. untuk Badan atau perwakilan lembaga 
internasional dengan syarat tidak menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi 
dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut 
yang diatur dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak 
atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak 
adanya perubahan nama, 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan 

untuk kepentingan ibadah; dan 
h. untuk MBR sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Kriteria 
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(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu 
untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria 
tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR yang 
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat. 

Pasal 31 
Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai 
kewenangannya wajib: 
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan, dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli 
dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada 
Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

Pasal 32 
Dalam hal 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan 
jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan 
yang dibuat, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris 
tetap membuat dan menyampaikan laporan. 

Pasal 33 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang berstatus 
pensiun/cuti/pindah wil.ayah kerja, wajib melaporkan 
melalui surat kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan Daerah di bidang 
pendapatan, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Pejabat 
Pembuat Akta Tanah atau Notaris berstatus 
pensiun/cuti/pindah wilayah kerja. 

Pasal 34 
(1) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dikenalcan sanksi administratif berupa: 
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a; dan/atau 

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 huruf b. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih 
dengan STPD dan merupakan penerimaan daerah 
yang dibayarIcan. ke Kas Daerah dengan menggunakan 
STS. 

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan 
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris. 

(4) Dalarn 
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(4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dilaksanakan, kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
Daerah di bidang pendapatan tidak memproses 
permohonan Penelitian BPHTB yang diajukan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris. 

Pasal 35 
(1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara wajib: 
a. meminta bukti. pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan 
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) clikenalcan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, berdasarkan tanggal dan bulan 
risalah lelang. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bertujuan untuk penyederhanaan administrasi 
perpajalcan sehingga dapat digunakan untuk 
kepentin.gan: 
a. BPHTB; 
b. pelaporan mutasi subjek dan/ atau objek PBB-P2; 

dan/ atau 
c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/ atau 

data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun. 

(5) Pengisian laporan dilakukan secara luar jaringan 
(offline) atau dalam jaringan (online). 

(6) Dalam hal 1 (satu) bulan tidak ada risalah lelang yang 
dibuat, kepala kantor yang membidangi pelayanan 
lelang negara tetap membuat dan menyampaikan 
laporan. 

(7) Dalam hal kepala kantor yang membidangi pelayanan 
lelang negara tidak menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati 
menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban 
penyampaian laporan kepada kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara. 

(8) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat 
melalcukan pendaftaran hak atas tanah atau 
pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 
Pajalc menyerahlcan bukti pembayaran BPHTB. 

(9) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB V .k4 
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BAB V 
KETENTUAN UMUM PAJAK REKLAME 

Bagian Kesatu 
Jenis dan Bentuk Reklame 

Pasal 36 
Jenis Reklame 
a. Reklame papan (billboard/ videotron/ megatron), 
b. Reldame kain, 
c. Reklame melekat/stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, 
f. Reklame udara, 
g. Reklame apung, 
h. Reklame film/s/ide; dan 
i. Reldame peragaan. 

Pasal 37 
(1) Reklame papan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

36 huruf a, merupakan Reklame yang diselenggarakan 
dengan menggunakan bahan kayu, papan, plat besi, 
alumunium, plastik atau sejenisnya yang memiliki 
rangka permanen. 

(2) Reklame papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. billboard; 
b. baliho, 
c. Reklame neon box dan non neon bar, 
d. Reklame videotron/megatrorr, dan 
e. Reklame papan lainnya. 

Pasal 38 
(1) Rekl.ame kain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 

huruf b merupakan Reldame yang diselenggarakan 
dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau 
sejenisnya yang tidak memiliki rangka permanen. 

(2) Reldame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. spanduk; 
b. banner; 
c. umbul-umbul, dan/atau 
d. Reklame kain lainnya. 

Pasal 39 
(1) Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 huruf c merupakan Reldame yang 
diselenggarakan dengan menggunakan bahan yang 
bertujuan untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang 
atau digantungkan di suatu tempat. 

(2) Reklame 
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(2) Reklame yang melekat atau stiker sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. stiker dengan ukuran maksimal 40 cm x 40 cm 

(empat puluh centimeter kali empat puluh 
centimeter); 

b. poster dengan ukuran lebih dari 40 cm x 40 cm 
(empat puluh centimeter kali empat puluh 
centimeter); 

c. mural/lukisan dinding; dan/atau 
d. Reklarne melekat lainnya. 

Pasal 40 
(1) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 huruf d merupakan Reklame berbentuk 
lembaran lepas. 

(2) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. brosur; 
b. pamflet; 
c. /ealletfflan/atau 
d. Reklame selebaran lainnya. 

Pasal 41 
Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf e berbentuk stiker, lukisan, kain atau bahan 
lainnya yang melekat pada kendaraan atau dengan cara 
dibawa oleh orang. 

Pasal 42 
(1) Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

huruf f merupakan Reklame yang diselenggarakan 
dengan cara diterbangkan di udara. 

(2) Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. balon udara, 
b. balon gas; 
c. laser; dan/atau 
d. Reklame udara lainnya. 

Pasal 43 
(1) Reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 huruf g merupakan Reklame yang diselenggarakan 
dengan cara diapungkan di atas air. 

(2) Reldame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. balon air; dan/atau 
b. Reklame apung lainnya. 

Pasal 44 
Reklame filml slicle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf h merupakan Reldame yang diselenggarakan 
menggunakan media yang diproyeksikan pada layar atau 
peragaan lain yang sejenis. 

Pasal 45 
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Pasal 45 
Reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf i merupakan Reklame yang diselenggarakan 
menggunakan media berbentuk patung, mainan, maskot, 
orang dengan kostum tertentu dan/atau media peragaan 
lainnya. 

Pasal 46 
Bentuk Reklame dibedakan berdasarkan: 
a. sifat Reklame; dan 
b. konstruksi Reklame. 

Pasal 47 
Bentuk Reklame berdasarkan sifat Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas: 
a. Reklame permanen meliputi: 

1. Reklame papan (billboard/ videotron/ megatron; dan 
2. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. 

b. Reklame tidak permanen meliputi: 
1. Reklame kain, 
2. Reklame melekat/stiker; 
3. Reklame selebaran; 
4. Reklame udara; 
5. Reldame apung 
6. Reklame fihn / slide; dan 
7. Reklame peragaan. 

Pasal 48 
(1) Bentuk Reklame berdasarkan konstruksi Reklame 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b 
meliputi: 
a. Reklame yang berkonstruksi; dan/atau 
b. Reklame yang tidak berkonstruksi. 

(2) Reklame yang berkonstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. konstruksi kaki tunggal (single pole) merupakan 

Reklame yang menggunakan sistem kaki konstruksi 
hanya dengan 1 (satu) tiang; 

b. konstruksi kaki ganda (double pole) merupakan 
Reklame yang menggunakan sistem kaki konstruksi 
yang terdiri dari atas 2 (dua) tiang; 

c. konstruksi rangka merupakan Reklame yang 
menggunakan sistem kaki konstruksi berbentuk 
rangka, dan 

d. konstruksi menempel merupakan Reldame yang 
konstruksinya menyatu pada bagian bangunan 
dengan memakai konstruksi tambahan yang 
menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut. 

(3) Reldame yang tidak berkonstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Reklame melekat/stiker; 
b. Reklame selebaran; 
c. Reklame berjalan; 
d. Reklame udara; 

e. Reldame 
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e. Reklame apung; 
f. Reklame film/s/ide, dan/atau 
g. Reklame peragaan. 

Bagian Kedua 
Pengecualian Objek Pajak Reklame 

Pasal 49 
Pengecualian objek Pajak Reklame adalah: 
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, 
dan sejenisnya, 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 
dari produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area 
tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, 
bentuk, dan bahan Reklamenya; 

d. Reldame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah, 

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan 
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai 
dengan iklan komersial; dan. 

f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lainnya 
yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. 

Pasal 50 
(1) Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada 

bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c 
memiliki ukuran paling besar 0,3 m2 (nol koma tiga 
meter persegi). 

(2) Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan dan/atau di dalam area tempat profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria 
sebagai berilcut: 
a. nama pengenal profesi tidak lebih dari satu 

Reklame; dan 
b. memiliki ukuran sesuai dengan peraturan kode etik 

profesi atau paling besar 1 m2 (satu meter persegi) 
bagi yang tidak diatur dalam kode etik profesi. 

Pasal 51 
Pengecualian terhadap Reklame yang diselenggarakan 
dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang 
tidak disertai dengan iklan komersial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 huruf e merupakan kegiatan 
politik dengan menggunakan atribut partai politik. 

Bagian 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame 

Pasal 52 
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa 

Reklame. 
(2) Pajak Reklame clikenalcan berdasarkan: 

a. penyelenggaraan Reklame oleh pihak ketiga. 
b. penyelenggaraan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggaralcan oleh pihalc ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, nilai 
sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 
Reklame. 

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, nilai 
sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor 
jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, 
waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, 
jumlah dan ukuran media Reldame. 

Pasal 53 
(1) Nilai kontrak untuk penyelenggaraan Reklame oleh 

pihalc ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (3) biaya kegiatan penyelenggaraan Reklame 
ditetapkan berdasarkan kesepalcatan pihalc yang 
melalculcan transaksi perjanjian pekerjaan dalam 
bentuk akta perjanjian. 

(2) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan sendiri 
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 ayat (4), ditetapkan berdasarkan penjumlahan 
NJOP Reldame dengan nilai strategis lokasi relclame. 

(3) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan 
a. jenis; 
b. bahan yang digunakan; 
c. waktu penayangan; 
d. jangka waktu penyelenggaraan; 
e. jumlah; dan 
f. ukuran relclame. 

(4) Nilai strategis lokasi Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria tempat 
lokasi pemasangan reklame. 

(5) NJOP Relclame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran V yang merupalcan bagian 
yang tidak terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Nilai strategis lokasi Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupalcan bagian yang tidak terpisahkan. dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian 
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Bagian Keempat 
Tata Cara Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 54 
(1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapatkan 

izin dari Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perizinan.. 

(2) Dalam hal bentuk Reklame berupa konstruksi 
permanen, penyelenggara Reklame harus memiliki 
PBG. 

Pasal 55 
(1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan 

Reldame mengajukan permohonan izin secara tertulis 
kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. foto kopi kartu tanda penduduk bagi pemohon 

pribadi atau nomor induk berusaha bagi 
penyelenggara Reklame yang berbadan hukum; 

b. perjanjian pemakaian tanah dan/atau ban.gunan 
yang diketahui oleh wali nagari; 

c. surat kuasa dari pemilik Reldame kepada 
penyelenggara atau penanggungjawab Reklame yang 
dikuasakan pengurusnya; 

d. surat pernyataan penyelenggaraan Reklame diatas 
materai yang berisi : 
1. pernyataan bersedia membayar Retribusi sewa 

tanah dalam hal titik lokasi rencana 
penempatan konstruksi Reklame berada pada 
tanah Pemerintah Daerah; 

2. pernyataan bersedia menghibahkan konstruksi 
Reldame terpasang kepada Pemerintah Daerah 
setelah masa 10 (sepuluh) tahun sejak PBG 
diterbitkan, untuk Reldame yang berbentuk 
konstruksi permanen, dan 

3. pernyataan bersedia bertanggungjawab atas 
seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal 
terjadi kecelakaan akibat robohnya konstruksi 
reklame; 

e. materi Reldame yang meliputi gambar, bahasa dan 
warna reldame; 

f. daftar rencana lokasi penempatan Reldame yang 
akan dipasang; dan 

g. bukti pembayaran Pajak Reldame khusus untuk 
Reldame yang termasuk objek Pajak Reklame. 

(2) Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e wajib mematuhi ketentuan : 
a. tidak boleh mempunyai tmsur pornografi; 

b. tidak .V, 
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_ 
b. tidak bertentangan dengan norma agama, norma 

adat dan norma kesusilaan; 
c. tidak memuat unsur diskrimin.atif terhadap suku, 

agama, ras, dan golongan; 
d. tidak memuat ujaran kebencian; 
e. tidak memuat warna yang mengganggu pengguna 

jalan; dan 
f. tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu 

lalu lintas. 
(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan 
verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 
diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak 
permohonan. diajukan. 

(5) Dalarn hal berdasarkan verifikasi, permohonan 
diterima, pemohon melakukan pembayaran pajak 
Reklame. 

(6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan 
izin penyelenggaraan Reklame setelah pemohon 
menyampalkan bukti pembayaran Pajak Reklame. 

(7) Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) memuat masa berlakunya izin sesuai 
dengan permohonan yang diajukan sepanjang materi 
Reklame tidak mengalami perubahan. 

(8) Dalarn hal penyelenggara Reldame ingin mengajukan 
perpanjan.gan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), harus memenuhi ketentuan: 
a. Reklame papan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

izin berakhir; dan 
b. Reld.ame kain paling lambat 2 (dua) hari sebelum 

izin berakhir. 
(9) Jika materi muatan Reklame mengalami perubahan, 

penyelenggara Reklame wajib mengajukan 
permohonan izin baru. 

(10) Dalam hal permohonan tidak diterima, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perizinan memberitahukan 
kepada penyelenggara Reldame paling lama 15 (lima 
belas) Hari disertai dengan alasan penolakan. 

Pasal 56 
(1) Reklame yang telah memperoleh izin penyelenggaraan 

reklame, dapat dipasang atau diedarkan setelah 
dibubuhi cap, tanggal dan masa berlaku izin atau 
telah diterforasi oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan Daerah. 

(2) Setiap 
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(2) Setiap Reklame wajib menyediakan ruang untuk 
pengesahan Reklame dengan latar belakang putih 
yang memuat: 
a. penomoran izin yang telah dikeluarkan; dan 
b. masa berlaku izin. 

(3) Ruang untuk pengesahan Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: 
a. Reklame papan berupa videotrone, megatrone; 
b. Reklame udara; dan 
c. Reklame film  /slide. 

Pasal 57 
(1) Reklame papan yang ditanam langsung dipermukaan 

tanah dengan menggunakan tiang, wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berilcut: 
a. tiang Reklame tidak dibenarkan untuk ditanam 

diatas trotoar, 
b. tinggi tiang Reklame paling rendah 4 (empat) meter 

dari atas permukaan tanah, kecuali untuk Reldame 
ulcuran 2 (dua) meter persegi; 

c. Reklame dipasang sejajar dengan badan jalan dan 
tidak boleh melewati bahu jalan; 

d. pemasangan Reklame tidak boleh mengganggu 
pandangan pengemudi lalu lintas terutama di 
persimpangan atau perempatan jalan, 

e. pemasangan Relclame tidak dibenarkan 
menghambat merek gedung Pemerintah dan rambu-
rambu lalu lintas; 

f. konstruksi bangunan Reklame harus dirancang 
sehingga apabila bangunan Reldame mengalami 
kerusalcan atau runtuh (roboh) tidak 
membahayalcan pengguna jalan dan tidak 
membahayakan konstruksi dan bangunan 
pelenglcap jalan, 

g. konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa 
portal dan/atau jenis konstruksi lairmya yang 
melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan 
untuk reklame; 

h. Reldame pada jaringan jalan di dalam kawasan 
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang 
manfaat jalan dengan ketentuan: 
1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar 

dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari 
tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan 

2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu 
jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Reklame 
sebagaimana dimaksud pada an.gka 1 dapat 
ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; 

i. Relclame pada jaringan jalan di luar kawasan 
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik 
jalan pada sisi terluar; 

j. Reklame . 
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j. Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan 
tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan 
keselamatan pengguna jalan; dan 

k. Reklame di atas ruang manfaat jalan harus 
diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) 
meter dari permukaan jalan tertinggi. 

(2) Reklame kain wajib memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
a. dipasang ditempat yang telah cliiz. inkan.; 
b. tidak boleh melintang atau melintasi jalan raya; dan 
c. tidak boleh menghambat atau menutup merek atau 

Reklame lainnya serta mengganggu kelancaran arus 
lalu lintas. 

(3) Reklame dengan bentuk atau jenis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf d tidak 
boleh ditempatkan pada gedung pemerintah, sekolah, 
rumah sakit, rumah ibadah, pohon, pot bunga, rambu 
lalu lintas, traffic light, jembatan penyeberangan dan 
sejenisnya. 

(4) Penyelenggaraan Reklame dengan bentuk atau jenis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e 
sampai dengan huruf i dengan memperhatikan situasi, 
kondisi dan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 58 
(1) Penyelenggara Reklame wajib: 

a. memelihara dan memeriksa kelaikan fungsi 
konstruksi Reklame dengan melibatkan Perangkat 
Daerah telmis yang terkait palin.g sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 satu) tahun, 

b. memperbaiki Rekl.ame yang rusak; 
c. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

oleh kerusakan Reklame yang terjadi disebabkan 
kelalaian penyelenggara reklame; 

d. membongkar Rekl.ame yang terpasang yang telah 
berakhir izin dan tidak dilakukan perpanjangan izin; 
dan 

e. mentaati dan mematuhi peraturan penerbitan PBG 
dan SLF untuk konstruksi Reklame meliputi: 
1. perubahan luas Bangunan Gedung; 
2. perubahan tampak Bangunan Gedung; dan 
3. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen 

pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi 
aspek keselamatan dan/atau kesehatan. 

(2) Penyelenggara Reklame yang tidak mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin; dan/atau 
d. pembongkaran Reklame. 

(3) Teguran 0.x 
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Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan terhadap pelanggaran untuk 
pertama kalinya oleh Wajib Pajak yang dibuktikan 
dengan dokumentasi pelaksanaan teguran. 
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilakukan apabila teguran lisan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati. 
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 
(lima) Hari pada setiap teguran tertulis. 
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c diberikan apabila teguran tertulis tidak ditaati 
atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 
Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d diberikan apabila pencabutan izin 
tidak ditaati. 

Pasal 59 
(1) Setiap penyelenggara Reklame dilarang memasang 

Reklame berkonstruksi pada lokasi sebagai berikut: 
a. dalam Kawasan Kota Batusangkar meliputi: 

1. Jalan Sutoyo dari Sekolah Menengah Atas 
Muhammadiyah sampai dengan Simpang Empat 
Kantor Pos sepanjang ±76 meter (sebelah kanan 
arah sim.pang empat kantor pos); 

2. Jalan Sutoyo dari Lapangan Gumarang sampai 
dengan Tugu Lampu Merah ±40 meter (sebelah 
kiri); 

3. Jalan Sultan Alam Bagagarsyah dari Simpang 
Empat Kantor Pos sampai Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Batusangkar (batas trotoar) 
Kampung Baru sepanjang 210 meter; 

4. Jalan Soekarno Hatta Simpang Trafict Light 
sampai dengan batas Kawasan Gedung Nasional 
sepanjang ±76 meter (sebelah Kanan dari Trafict 
Light); 

5. Jalan Soekarno Hatta dari Sekolah Dasar Negeri 
08 Baringin sampai dengan depan Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang 
200 meter, 

6. Jalan M.T. Haryono (depan Mall Pelayanan 
Publik) sampai batas Simpang Jalan R. 
Suprapto (depan Kantor Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga) sepanjang 200 meter; 

7. Jalan Pierre Tandean (depan sekolah dasar 
komplek) dari depan Simpang Kantor Pos 
sampai ke Gedung Indo Jalito sepanjang ±100 
meter; 

8. Jalan Sutoyo Sepanjang Jalan Benteng ±100 
meter; 

9. Jalan Suprapto dari simpang Kantor Dinas 
Pariwisata dan Olahraga sampai. dengan Kantor 
Telkom ±90 meter (sebelah kanan); dan 

10. Jalan ‘b. 
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10. Jalan S. Parman (Kawasan Perumahan. Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah) dari Rumah 
Dinas Kantor Pos sampai dengan batas Kantor 
BRI Cabang Batusangkar sepanjang ± 104 meter 

b. Kawasan Objek Wisata, Cagar Alam, Cagar Budaya; 
c. Kawasan Sekolah, kecuali dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan; 
d. Kawasan Perkantoran milik pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya; dan 
e. Kawasan Rumah Ibadah. 

(2) Pemasangan Reklame pada kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap 
pemasangan Reklame sebagai berikut: 
a. nama instansi; 
b. nama rumah ibadah; 
c. rambu-rambu lalu lintas; 
d. himbauan pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Daerah lain.nya; dan 
e. nama objek wisata, cagar alam, cagar budaya. 

BAB VI 
KETENTUAN UMUM PAJAK AIR TANAH 

Pasal 60 
(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air 

Tanah. 
(2) Nilai pero1ehan. Air Tanah terdiri dari harga air baku 

dan bobot Air Tanah. 
(3) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas 
faktor berikut: 
a. jenis sumber air berupa Air Tanah; 
b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah, 
d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau 

dimanfaatkan; 
e. kualitas Air Tanah, dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
(4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikelompokkan ke dalam komponen berikut: 
a. sumber daya alam; dan 
b. peruntukan dan pengelolaan. 

Pasal 61 
(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor 
berikut: 
a. jenis sumber air berupa Air Tanah; 
b. lokasi sumber air berupa Air Tanah, dan 
c. kualitas Air Tanah. 

(2) Komponen V4. 
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(2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang 
memiliki peringkat dan bobot. 

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
secara eksponensial dari nilai peringkatnya. 

(4) Peringkat dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 62 
(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b meliputi 
faktor berikut: 
a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah; 
b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau 

dimanfaatkan, dan 
c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. 

(2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) 
kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam 
bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah, terdiri atas : 
a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah dengan produk berupa air meliputi : 
1. pemasok air baku; 
2. perusahaan air minum, 
3. industri air minum dalam kemasan; 
4. pabrik es Kristal; dan 
5. pabrik minuman olahan. 

b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk 
membantu proses produksi dan/atau operasional 
pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi 
meliputi : 
1. industri tekstil; 
2. pabrik makanan olahan; 
3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel 

bintang 5; 
4. pabrik kimia; 
5. industri farmasi; dan 
6. redimix/pengolahan bubur beton. 

c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk 
membantu proses produksi dan/atau operasional 
pada kegia.tan usaha dengan tingkat risiko 
menengah meliputi : 
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;' 
2. usaha persewaan jasa kantor; 

3. apartemen 
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(3) 

3. apartemen, 
4. pabrik es skala kecil; 
5. agro industri; 
6. peternakan non rakyat; 
7. waterboom/pemandian; dan 
8. industri pengo1ahan logam 

d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan. Air 
Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk 
membantu proses produksi dan/atau operasional 
yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah meliputi : 
1. losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa; 
2. tempat hiburan, 
3. restoran; 
4. gudang pendingin; 
5. pabrik mesin pendingin; dan 
6. pencucian kendaraan bermotor. 

e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang 
melakukan pengam.bilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah dengan: 
1. produk bukan air untuk: 

a) kegiatan sosial selain keperluan panti asuhan, 
panti jumpo dan panti sosial; 

b) pendidikan, 
c) kesehatan; atau 
d) kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintahan. 
2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas 

bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan 
oleh badan usaha milik negara/badan usaha 
milik daerah/badan usaha milik nagari 
penyelenggara sistem penyediaan air minum. 

Kegiatan usaha dengan tin.gkat risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 
d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan 
perizinan berusaha berbasis risiko. 

Pasal 63 
(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b memiliki 
nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan 
peruntukan yang dihitung secara progresif. 

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen 
peruntukan dan pengelolaan. 

(3) Interval volume pengambilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan potensi Air 
Tanah. 

(4) Penentuan .15 
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(4) Penentuan nilai komponen peruntukan dan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 64 
(1) Komponen nilai perolehan air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (1) merupakan hasil perkalian 
antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. 

(2) Penghitungan nilai perolehan air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 65 
(1) Komponen harga air baku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64 ayat (1) adalah hasil penjumlahan 
antara biaya pemeliharaan dan biaya pengendalian. 

(2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah biaya yang dibutuhkan untuk 
pembangun.an dan pemeliharaan sumur imbuhan Air 
Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang 
berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume 
pengambilan selama umur produksi dalam satuan 
meter kubik. 

(3) Biaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau 
kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada 
harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan 
volume pengambilan selama umur produksi dalam 
satuan meter kubik. 

(4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada harga air baku yang ditetapkan 
Gubernur. 

Pasal 66 
(1) Setiap komponen bobot Air Tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) mempunyai 
koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan 
sebagai berikut: 
a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam; 

dan 
b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan 

pengelolaan. 
(2) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 67 
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66, nilai 
perolehan air untuk air ikutan dan Air Tanah yang 
keluar dari sumbernya melalui proses dewatering 
pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 

(2) Air .k.17 
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(2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Air Tanah yang ilcut terbawa pada saat 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi 
dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi. 

(3) Dewatering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 

Pasal 68 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan meter air 

sebagai alat penghitungan volume pengambilan air 
tanah. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan meter air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi 
penunjang di bidang pendapatan melakukan 
penghitungan volume pengambilan air tanah 
berdasarkan uji petik dengan memperhatikan 
kapasitas pompa pengarnbilan air tanah. 

Pasal 69 
Simulasi penghitungan nilai perolehan air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN 

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN 
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH 

Bagian. Kesatu 
Umum 

Pasal 70 
(1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status 

Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik 
tertentu. 

(2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan layanan publik yang diberikan 
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat yang terdiri atas: 
a. perizinan berusaha sektor perdagangan, 
b. perizinan berusaha sektor pariwisata; 
c. perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan; 
d. perizinan berusaha sektor transportasi; dan/atau 
e. persetujuan Bangunan Gedung. 

Bagian 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak 

Pasal 71 
(1) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu. 

(2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan 
kementerian yang membidangi urusan keuangan 
melalui direktorat jenderal pajak untuk memperoleh 
keterangan status wajib pajak. 

Pasal 72 
Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 dilakukan melalui: 
a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang 

terhubun.g dengan sistem informasi pada kementerian 
yang membidangi urusan keuangan melalui direktorat 
jenderal pajak, atau 

b. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang 
membidangi urusan keuangan melalui direktorat 
jenderal pajak. 

Pasal 73 
Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid oleh 
sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 maka harus melakukan konfirmasi pada 
kantor pelayanan pajak pratama untuk mendapatkan 
surat keterangan valid status Wajib Pajak. 

Bagian Ketiga 
Penelitian Status Wajib Pajak 

Pasal 74 
(1) Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang penan.aman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu melakukan penelitian 
terhadap pemenuhan kewajiban Pajak dari pemohon 
layanan publik tertentu. 

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kewajiban memiliki NPWPD dan 
kewajiban melunasi tagihan Pajak. 

(3) Penefitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah. 

(4) Perangkat .1,4 
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(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah wajib 
memberikan informasi mengenai pemenuhan 
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 1 (satu) Hari. 

Pasal 75 
(1) Dalam hal pemohon layanan publik tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) 
memenuhl syarat sebagai Wajib Pajak namun belum 
terdaftar sebagai Wajib Pajak maka terlebih dahulu 
wajib melakukan pendaftaran Wajib Pajak untuk 
memperoleh NPWPD. 

(2) Dalam hal pemohon layanan publik tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) belum 
melunasi kewajiban pembayaran Pajak, pemohon 
layanan publik tertentu wajib melakukan pembayaran 
Pajak terutan.g. 

Pasal 76 
(1) Pemerintah Daerah memberikan layanan publik 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 
(2) jika pemohon layanan publik tertentu dapat 
menunjukkan Dolcumen sebagai berilcut: 
a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, 
b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi 

pengalihan kepemilikan; dan 
c. keterangan valid status Wajib Pajak dari 

kementerian yang membidangi urusan keuangan 
melalui direktorat jenderal pajak. 

(2) Jika pemohon layanan publik tertentu tidak 
melaksanalcan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) maka dilalculcan penundaan pelayanan 
publik tertentu se'belum melakukan pemenuhan 
kewajiban Pajak. 

Pasal 77 
Pemerintah nagari memberikan layanan publik tertentu 
sesuai dengan kewenangarmya jika pemohon dapat 
menunjukkan dokumen bukti pembayaran PBB-P2 tahun 
teralchir. 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 78 
(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan penetapan Bupati dan jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek 
pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Jenis .V7 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 45 - 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan 
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. BPHTB; 
b. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman, 
2. Tenaga Listrik, 
3. Jasa Perhotelan, 
4. Jasa Parkir; dan 
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.; 

c. Pajak MBLB, dan 
d. Pajak Sarang Burung Walet. 

(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. PBB-P2; 
b. Pajak Reklame; 
c. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 
e. Opsen BBNKB. 

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d dan huruf e penetapannya mempedomani 
ketetapan gubernur untuk Daerah. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pernungutan PBB-P2 

Pasal 79 
(1) Wajib Pajak untuk PBB-P2 wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek pajaknya kepada kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan dengan menggunakan SPOP 
dan/atau LSPOP. 

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak baru; 

dan 
b. pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak 

dan/atau objek Pajak. 
(3) Format SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 80 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak baru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf 
a merupakan kegiatan untuk mendaftarkan Wajib 
Pajak dan/atau objek Pajak yang belum tercatat dalam 
sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. 

(2) Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk orang pribadi dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. SPOP dan/atau LSPOP; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu 

keluarga; 
c. fotokopi .V5 
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(3) 

c. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, 
penguasaan atau pemanfaatan tanah bagi yang 
belum memiliki sertifikat tanah; 

d. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan; 

e. fotokopi NPWPD bagi yang memiliki; 
f. surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan 

bahwa objek Pajak belum memiliki SPPT PBB-P2, 
g. fotokopi SPPT PBB-P2 sempadan tanah atau NOPD 

sempadan tanah; dan 
h. foto objek. 
Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk Badan dengan melampirkan persyaratan: 
a. SPOP dan/atau LSPOP; 
b. fotokopi nomor induk berusaha; 
c. fotokopi akta pendirian Badan; 
d. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan, 
e. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, 

penguasaan atau pemanfaatan tanah bagi yang 
belum memiliki sertifikat tanah; 

f. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan, 

g. fotokopi NPWPD Badan; 
h. surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan 

bahwa objek Pajak belum memiliki SPPT PBB-P2; 
i. fotokopi PBG bagi yang memiliki objek bangunan, 
j. fotokopi SPPT PBB-P2 sempadan tanah atau NOPD 

sempadan tanah; dan 
k. foto objek. 

Pasal 81 
(1) Pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau 

objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk 
mendapatkan, mengumpulkan, melengkapi, 
memperbarui dan menatausahakan data Wajib Pajak 
dan/atau objek Pajak yang telah tercatat dalam sistem 
administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. 

(2) Pendaftaran pemutakhiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk orang pribadi dengan 
melampirkan persyaratan: 
a. SPOP dan/atau LSPOP; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu 

keluarga; 
c. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, 

penguasaan atau pemanfaatan tanah bagi yang 
belum memiliki sertifikat tanah; 

d. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan; 

e. fotokopi NPWPD bagi yang 
f. surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan 

bahwa SPPT PBB-P2 sesuai dengan objek Pajak; 
g. asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan atau NOPD; 

h. bukti 
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h. bukti lunas seluruh tunggakan PBB-P2; dan 
i. foto objek. 

(3) Pendaftaran pemutakhiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk Badan dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. SPOP dan/atau LSPOP; 
b. fotokopi nomor induk berusaha, 
c. fotokopi akta pendirian Badan, 
d. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan; 
e. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, 

penguasaan atau pemanfaatan tanah bagi yang 
belum memiliki sertifikat tanah; 

f. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa jika penguru.san dikuasakan; 

g. fotokopi NPWPD Badan, 
h. surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan 

bahwa SPPT PBB-P2 sesuai dengan objek pajak; 
i. asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan atau NOPD, 
j. bukti lunas seluruh tunggakan PBB-P2; 
k. fotokopi PBG bagi yang memiliki objek bangunan; 

dan 
1. foto objek. 

(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. mutasi objek Pajak; atau 
b. mutasi Subjek Pajak. 

Pasal 82 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dliakukan 
dengan tahapan: 
a. pengisian SPOP dan/atau LSPOP dilakukan melalui 

dalam jaringan (online) atau luar jaringan (offline) dengan 
benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya, 

b. SPOP dan/atau LSPOP diserahkan kepada petugas 
pelayanan untuk dliakukan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan SPOP dan/atau LSPOP serta kelengkapan 
dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan SPOP 
dan/atau LSPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

d. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, SPOP dan/atau LSPOP serta 
kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan belum 
sesuai dan/atau belum lengkap maka dikembalikan 
kepada calon Wajib Pajak atau kuasanya; 

e. petugas yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenarannya; 

f. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil Pemeriksaan 
Lapangan; 

g. pemeriksaan 
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g. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak SPOP dan/atau 
LSPOP serta kelengkapan Dokumen persyaratan 
dinyatakan lengkap; dan 

h. petugas yang ditunjuk melakukan perekaman data 
dalam basis data berdasarkan pemeriksaan SPOP 
dan/atau LSPOP serta kelengkapan dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dan/atau berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f. 

Pasal 83 
(1) Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 Bupati melalui 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan, dapat melakukan 
pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk 
memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data 
objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak 
untuk keperluan admin' istrasi perpajakan daerah. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi seluruh Bumi dan/atau bangunan dalam 
wilayah Daerah. 

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dapat melibatkan pemerintah nagari. 

Pasal 84 
(1) Berdasarkan pendaftaran atau pendataan, kepada 

Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan 
oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan secara jabatan, 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 85 .lfi 
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Pasal 85 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP 
dan/atau LSPOP dengan menggunakan SPPT. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal: 
a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampailcan oleh 

Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara 
tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; dan/atau 

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari 
jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP 
dan/atau LSPOP yang disampalican oleh Wajib 
Pajak. 

Pasal 86 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunalcan SSPD atau 
dolcumen lain yang dipersamalcan. 

(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

PBB-P2; 
b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi, 

atau 
c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 
(3) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilalcukan 

secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada 
petugas pemungut PBB-P2. 

(4) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan berdasarkan usulan dari Wali 
Nagari. 

(5) Dalam hal pembayaran pajak terutang dilalcukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, pembayaran Pajak disetorkan kepada bank 
persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah 
Daerah. 

(6) Dalam hal pembayaran Pajak dilakulcan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, pembayaran pajak disetorkan melalui: 
a. sistem pembayaran elektronik yang disedialcan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah; 

b. sistem pembayaran elektronik yang disedialcan oleh 
bank persepsi; atau 

c. pembayaran 
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c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
bukti pembayaran berupa SPPT yang telah 
ditandatangani dan di cap lunas kepada Wajib Pajak. 
Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 87 
Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 
pemungut PBB-P2, petugas pemungut PBB-P2 wajib 
menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling 
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak petugas menerima 
pembayaran dari Wajib Pajak. 
Apabila batas walctu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakukan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 
Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyusun daftar setoran harian 
pembayaran PBB-P2. 
Petugas pemungut PBB-P2 melalculcan penyetoran ke 
bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarlcan daftar setoran harian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Format daftar setoran harian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 88 
(1) Dalam hal Petugas pemungut PBB-P2 tidak 

melakulcan kewajiban penyetoran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan menyampaikan surat teguran 
kepada wali nagari untuk mengingatkan kewajiban 
petugas pemungut PBB-P2 yang berada di Nagari yang 
bersangkutan. 

(2) Wali Nagari berdasarkan surat teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menindaldanjuti dengan 
memberikan teguran lisan dan tertulis kepada petugas 
pemungut PBB-P2, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari 
sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterima. 

(3) Dalam hal Wali Nagari tidak menindalclanjuti surat 
teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan langsung 
memberikan sanksi administratif kepada petugas 
pemungut PBB-P2. 

(4) Sanksi 
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(4) Sanksi administratif kepada pemungut PBB-P2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : 
a. teguran lisan; 
b: teguran tertulis; dan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut PBB-P2. 

(5) Pengenaan sanksi admin' istratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
mekanisme : 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untuk pertama kalinya oleh petugas 
pemungut PBB-P2; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kelender 
sejak teguran lisan diberikan, 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut PBB-P2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
diberikan apabila teguran tertulis tidak ditaati atau 
pelanggaran dilakukan lebih. dari 1 (satu) kali. 

(6) Dalarn hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
pemungut PBB-P2 diduga merupakan tindak pidana, 
maka diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 89 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan PBB-P2 

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman 
SPPT. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pendapatan dapat melakukan 
hirnbauan terhadap kewajiban Wajib Pajak PBB-P2 
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi PBB-P2 setelah 
jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka dilakukan penagihan Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidan.g 
pendapatan. 

(5) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STPD. 

(6) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 90 .1,? 
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Pasal 90 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa : 
a. teguran lisan, 
b. teguran tertulis, dan/ atau 
c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunakan STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 
PBB-P2 sampai dengan tanggal pembayaran. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemun.gutan BPHTB 

Pasal 91 
(1) Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftark.an diri dan/atau 

objek Pajalmya kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat clilakulcan secara luar jaringan (offline) atau 
dalam jaringan (online) melalui pemanfaatan teknologi 
informasi. 

Pasal 92 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, untuk orang 
pribadi harus melampirkan. Dokumen persyaratan 
yang terdiri atas: 
a. formulir pendaftaran; 
b. permohonan Penelitian SSPD BPHTB; 
c. formulir pengajuan data; 
d. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; 
e. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan; 
f. fotokopi sertifikat tanah; 
g. fotokopi SPPT PBB-P2, 
h. bukti lunas seluruh tunggakan PBB-P2; 
i. foto objek pajak BPHTB tampak seutuhnya dan foto 

titik koordinat dengan menggunakan aplikasi 
berbasis foto satelit, 

j. denah 
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j. denah lokasi; 
k. dokumen terkait peralihan hak: 

1. surat pernyataan dari pembeli dan penjual yang 
diketahui oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah yang menerangkan harga jual 
tanah/bangunan sebenarnya yang dibubuhi 
materai yang telah dliegalisasi Notaris/Pejabat 
Pembuat Akta Tanah; 

2. surat keterangan kematian dan surat keterangan 
ahli waris dari Wali Nagari, 

3. fotokopi risalah lelang; 
4. fotokopi surat pernyataan hibah; 
5. fotokopi surat keterangan hibah wasiat; 
6. fotokopi surat keputusan pemberian hak untuk 

pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak; 

7. fotokopi surat keputusan pemberian hak untuk 
pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau 

8. fotokopi salinan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek BPHTB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, untuk Badan 
harus melampirkan Dokumen persyaratan yang terdiri 
atas: 
a. formulir pendaftaran.; 
b. permohonan Penelitian SSPD BPHTB; 
c. formulir pengajuan data; 
d. fotokopi nomor induk berusaha; 
e. fotokopi akta pendirian. Badan; 
f. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan; 
g. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan, 
h. fotokopi sertifikat tanah; 
i. fotokopi NPWPD Badan, 
j. fotokopi SPPT PBB-P2; 
k. bukti lunas seluruh tunggakan PBB-P2; 
1. foto objek pajak BPHTB tampak seutuhnya dan foto 

titik koordinat dengan menggunakan aplikasi 
berbasis foto satelit; 

m. denah lokasi, 
n. Dokumen terkait peralihan hak: 

1. surat pernyataan dari pembeli dan penjual yang 
diketahui oleh notaris/pejabat pembuat akta 
tanah yang menerangkan harga jual 
tanah/bangunan sebenarnya yang dibubuhi 
materai yang telah dilegalisasi notaris/pejabat 
pembuat akta tanah; 

2. fotokopi salinan akta pemasukan dalam 
perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan 
hak yang mengakibatkan peralihan, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, 
pemelcaran usaha, dan/atau hadiah; 

3. fotokopi risalah lelang; 
4. fotokopi surat pernyataan hibah, 

5. fotokopi 
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(3) 

5. fotokopi surat keterangan hibah wasiat; 
6. fotokopi surat keputusan pemberian hak untuk 

pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak; 

7. fotokopi surat keputusan pemberian hak untuk 
pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau 

8. fotokopi salinan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Format formulir pendaftaran, permohonan Penelitian 
SSPD BPHTB, dan formulir pengajuan data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c 
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 93 
Pendaftaran diri dan/atau objek Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dilalculcan dengan 
tahapan: 
a. pengajuan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 

Dokumen persyaratan melalui dalam jaringan (online) 
atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditanda tan.gani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

b. formulir pendaftaran beserta kelengkapan dokumen 
persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan 
untuk dilakukan pemerilcsaan, 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya, 

d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenarannya; 

e. dalam hal Pemeriksaan Lapangan clilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil pemeriksaan 
lapangan; dan 

f. Pemeriksaan Lapangan dilalcukan oleh petugas yang 
clitunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen persyaratan 
serta kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan 
lengkap. 

Pasal 94 
(1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93, kepada Wajib Pajak diberikan satu 
NPWPD yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan. 

(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan dapat menerbitkan nomor registrasi 
BPHTB. 

(3) NPWPD .‘ 
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(3) 

(4) 

(5) 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubunglcan dengan nomor induk 
kependudukan. 
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 
Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 

Pasal 95 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

BPHTB dengan menggunakan SSPD. 
(2) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dlialcukan secara non tunai 
melalui sistem pembayaran berbasis elektronik yang 
disediakan oleh bank persepsi. 

(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik 
belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB 
dapat dliakulcan melalui teller bank persepsi. 

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pendapatan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi pembayaran BPHTB yang dlialcukan oleh 
Wajib Pajak ke dalam buku penerimaan. 

(5) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 96 
(1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan. 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli 
berdasarkan nilai perolehan objek Pajak. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan 
perjanjian pengikatan jual beli sebelum 
ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, 

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran BPHTB; atau 

b. junliah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak 
melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. 

(3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling 
lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual 
beli. 

Pasal 97 
(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. kesesuaian. NOPD yang dicantumkan dalam SSPD 
BPHTB dengan NOPD yang tercantum: 

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 
lainnya; dan 

2. pada basis data PBB-P2; 

b. kesesuaian 
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b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 
Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Ban.gunan per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 
Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-
P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai 
perolehan objek pajak, nilai perolehan objek pajak 
tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak 
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus 
dibayar; 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, 
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung 
sendiri; dan 

f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang 
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk 
kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR. 

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah 
wasiat dan waris tertentu berupa tanah ulayat yang 
diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan 
kembali. 

(3) Kriteria pengecualian. objek BPHTB bagi MBR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu 
untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria 
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselaraskan dengan kebijalcan pemberian kemudahan 
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) 
Hari sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB 
untuk Penelitian di tempat. 

(6) Dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan, proses 
penelitian SSPD BPHTB dapat dilakulcan paling lama 3 
(tiga) Hari sejak diterimanya secara lengkap SSPD 
BPHTB. 

(7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak 
yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, 
Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan 
tersebut. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

Pasal 98 
(1) Wajib Pajak P13JT wajib mendaftarkan diri dan/atau 

objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(2) Pendaftaran 
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(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga 
Listrik yang berstatus Badan usaha milik Negara atau 
Badan usaha milik Daerah. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara luar jaringan (offline) atau 
dalam jaringan (online) melalui pemanfaatan teknologi 
informasi. 

Pasal 99 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek PBJT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, untuk orang 
pribadi harus melampirkan Dokumen persyaratan 
yang terdiri atas: 
a. formulir pendaftaran; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, 
c. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jika pengurusan ciikuasakan; dan 
d. foto objek PBJT. 

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek PBJT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, untuk Badan 
harus melampirkan Dokumen persyaratan yang terdiri 
atas: 
a. formulir pendaftaran; 
b. fotokopi nomor induk berusaha, 
c. fotokopi akta pendirian Badan; 
d. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan; 
e. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jika pengurusan dilcuasakan; 
f. fotokopi NPWPD Badan; dan 
g. foto objek PE3JT, 

Pasal 100 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan dengan 
tahapan: 
a. pengajuan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 

Dokumen persyaratan melalui dalam jaringan (online) 
atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, 

b. formulir pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen 
persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan 
untuk dilakukan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan palin.g 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

d.petugas .!, 
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d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenararmya; 

e. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil pemeriksaan 
lapangan, dan 

f. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen persyaratan 
serta kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan 
lengkap. 

Pasal 101 
Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 
sampai dengan Pasal 100, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan, dapat melakukan pendataan Wajib Pajak 
dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 
menatausahalcan data objek Pajak, termasuk informasi 
geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi 
perpajakan daerah. 

Pasal 102 
(1) Berdasarkan pendaftaran, kepada Wajib Pajak 

diberikan satu NPWPD yang cliterbitkan. oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubunglcan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan secara jabatan, 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 103 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pl3JT dengan menggunakan SSPD. 
(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

PBJT; 

b. pembayaran N1) 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 59 - 

b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi, 
atau 

c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 
elektronik. 

Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada 
petugas pemungut PBJT. 
Petugas pemungut PBJT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 
Dalam hal pembayaran pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pajak disetorkan kepada bank persepsi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 
Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, pembayaran pajak disetorkan melalui: 
a. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah; 

b. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi; atau 

c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda 
bukti lunas berupa SSPD yang telah ditandatangani 
dan di cap lunas kepada Wajib Pajak PBJT. 
Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Larnpiran XVIII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 104 
(1) Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 

pemungut PBJT, petugas wajib menyetorkan ke 
rekening kas umum Daerah dalam jangka waktu 
1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak 
petugas menerima pembayaran dari Wajib Pajak PBJT. 

(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakukan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 

(3) Petugas pemungut PBJT menyampaikan bukti 
penyetoran kepada bendahara penerimaan. 

(4) Berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bendahara penerimaan melakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran Pajak 
terutang yang disetorkan ke dalam buku penerimaan. 

Pasal 105 .‘h 
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Pasal 105 
(1) Dalam hal Petugas pemungut PBJT tidak melakukan 

kewajiban penyetoran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 104 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan memberikan sanksi administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis, dan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut PBJT. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
mekanisme : 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untuk pertama kalinya oleh Petugas 
pemungut PBJT; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak teguran 
lisan diberikan; 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka 
waktu 3 (tiga) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut PBJT 
sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan 
apabila teguran tertulis tidak ditaati atau 
pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
pemungut PBJT diduga merupakan tindak pidana, 
maka diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 106 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan PBJT paling 

lama 10 (sepuluh) Hari setelah berakhirnya masa 
Pajak. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pendapatan dapat melakukan 
pemberitahuan terhadap kewajiban Wajib Pajak PBJT 
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi PBJT setelah 
jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka dilakukan Penagihan Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunj-uk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(5) Penagihan 
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(5) 

(6) 

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STPD. 
Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 107 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (1) dikenalcan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau lcurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka walctu paling lasna 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunalcan. STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak PBJT 
sarnpai dengan tanggal pembayaran. 

Pasal 108 
(1) Wajib PBJT wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, 
dengan ketentuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
wajib menyelenggarakan pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau 
pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggaralcan 
dengan memperhatilcan itikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
Pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b paling sedilcit memuat data peredaran usaha atau 
data penjualan beserta bukti pendulcungnya agar 
dapat digunakan untulc menghitung besaran PBJT. 

(5) Bulcu 
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(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
Pembukuan atau pencatatan, termasuk Dokumen 
hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola 
secara elektronik atau secara program aplikasi online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 
atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 
tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Pasal 109 
(1) PBJT dipungut dengan penghitungan. sendiri (system 

self assessment) yang memberikan kepercayaan 
kepada Wajib Pajak barang jasa tertentu untuk 
menghitung, memperhitunglcan, membayar dan 
melaporkan sendiri Pajak terutang kepada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pendapatan. 

(2) Wajib PBJT dalam menghitung, memperhitungican dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunalcan SPTPD. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi 
oleh Wajib PBJT. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedilcit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 
terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampailcan kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan setelah beralchirnya masa PBJT dengan 
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. 

(6) Bukti pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berupa: 
a. slip atau bukti pembayaran; atau 
b. struk/resi. 

(7) Dalarn hal Wajib PBJT tidalc melaporkan SPTPD, 
berdasarkan pendataan yang dilakulcan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pendapatan, dapat menerbitkan secara 
jabatan. 

(8) Format SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 110 
(1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

109 ayat (2) dapat dilalcukan secara dalam jaringan 
(online) atau luar jaringan (offline) melalui aplikasi 
sistem informasi eletronik yang dikembanglcan oleh 
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 
dengan benar, jelas, lengicap, dan ditandatangani oleh 
Wajib PBJT atau kuasanya secara elektronilc. 

(3) Penyarnpaian 11.1) 
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(3) Penyampaian SPTPD melalui aplikasi sistem informasi 
eletronik pendapatan Daerah yang dilakukan oleh 
Wajib PBJT diakui secara sah sebagai SPTPD. 

(4) Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD 
melalui sistem informasi eletronik pendapatan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu 
menyampaikan secara manual. 

(5) Dalam hal Wajib PBJT memililei beberapa objek Pajak, 
maka harus mengisi dan menyampaikan SPTPD secara 
dalam jarin.gan (online) atau dalam jaringan (online) 
untuk setiap objek Pajak. 

Pasal 111 
(1) Pelaporan SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 dan Pasal 110 dilakukan setiap masa Pajak. 
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan janglea waktu yang digunalean oleh Wajib 
Pajak untuk menghitung PBJT terutang yang harus 
dibayarkan atau disetorkan ke kas umum Daerah dan 
dilaporIcan dalam SPTPD PBJT. 

(3) Jangka waletu penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) 
Hari setelah beralchirnya masa Pajak. 

Pasal 112 
(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanalean kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
111 dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetaplcan dengan SPTPD 
sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 
setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib 
Pajak mengalami keadaan leahar (force majeure). 

(4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebalcaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara, dan/atau 
d. wabah penyakit. 

Pasal 113 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampailean dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatalcan lebih bayar, pembetulan 
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 
sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam .V7 
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(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti 
pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi 
administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang 
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan dari jiimlah Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampal dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 114 
(1) Kepala Peran.gkat Daerah yang menyelenggaralcan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
melakukan penelitian atas SPTPD PBJT yang 
disampailcan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111. 

(2) Penelitian atas SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. kesesuaian batas alchir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; 
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau 

administrasi lairmya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD PBJT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui 
terdapat PBJT terutang yang ticisk atau kurang 
dibayar, kepala Perangicat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumlcan jumlah kelcurangan pembayaran PBJT 
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 
Pajak atau beralchirnya masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD PBJT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat in.dikasi 
penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari 
Wajib Pajak, kepala Peranglcat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan dapat melakukan Pemeriksaan Pajak. 

Pasal 115 
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Pasal 115 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban PBJT dan tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai PBJT. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib PBJT mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret yang 

menunjukkan bahwa PBJT yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; atau 

c. Wajib PBJT yang terpilih untuk dilakukan 
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
untuk: 
a. pemberian NFWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD, 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

dan/ atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, 
pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan 
dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 116 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 115, kewajiban Wajib Pajak 
PBJT yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, Dokumen yang menjadi dasarnya, dan 
Dokumen lain yang berhubun.gan dengan objek 
PBJT yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115, hak Wajib PBJT yang 
diperiksa paling sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan 

Pemeriksaan kepada pemeriksa, 
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan 

penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, 
dan 

c. menerima Dokumen hasil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil 
Pemeriksaan. 

(3) Dalam 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak barang jasa tertentu tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), besarnya PBJT terutang ditetapkan secara 
jabatan. 

Pasal 117 
(1) Wajib PBJT atas jasa Makanan dan/atau Minuman 

wajib mencantumkan jumlah pembayaran yang harus 
dibayar oleh Subjek Pajak PBJT didalam bon 
Penagihan/bill atau sejenisnya. 

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang 
diberikan kepada subjek PBJT. 

(3) Khusus untuk jasa Makanan dan/atau Minuman 
katering yang disediakan wajib PBJT dengan cara 
pembelian borongan oleh subjek PBJT, maka jumlah 
pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah senilai harga yang dibayarkan oleh subjek 
PBJT. 

(4) Dalam hal Wajib PBJT jasa Makanan dan/atau 
Minuman tidak mencantumkan pajak dalam bon 
Penagihan/bill, maka pembayaran yang diterima oleh 
Restoran, katering atau sejenisnya sudah termasuk 
jumlah pajak. 

Pasal 118 
(1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan wajib 

mencantumkan jumlah pembayaran yang seharusnya 
dibayar oleh Subjek Pajak PBJT didalam bon 
Penagihan/bill. 

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 
pajak dan/atau potongan harga cuma-cuma kepada 
subjek PBJT. 

Pasal 119 
(1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir wajib 

mencantumkan jumlah pembayaran yang seharusnya 
dibayar oleh Subjek Pajak PBJT parkir didalam karcis 
tanda parkir atau sejenisnya. 

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 
pajak parkir. 

(3) Wajib PBJT atas Jasa Parkir yang memberikan 
potongan harga parkir atau parkir cuma-cuma, wajib 
menyampaikan laporan tentang pemberian potongan 
harga atau parkir cuma-cuma dimaksud dalam bulan 
berjalan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan 
berikutnya kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(4) Penyapaian 
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(4) Penyampaian laporan oleh Wajib Pajak PBJT atas Jasa 
Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
dalam rangka pengawasan perhitungan dan 
pembayaran PBJT atas Jasa Parkir. 

Pasal 120 
(1) Wajib Pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum 

melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan 
pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kesenian dan 
hiburan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
melakukan pemeriksaan terhadap pemberitahuan. 

(3) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan melakukan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakulcan terhadap percetalcan karcis kesenian dan 
hiburan atau sejenisnya yang menjadi dasar 
perhitungan pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan 
hiburan. 

(5) Dalam hal karcis kesenian dan hiburan dicetak secara 
manual malca Wajib Pajak PBJT melakukan perforasi 
karcis kepada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(6) Dalam hal karcis kesenian dan hiburan diadakan 
secara elektronik maka Wajib Pajak PBJT melaporkan 
seluruh penjualan karcis kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan selama masa pajak. 

(7) Untuk penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang 
diadalcan secara sewaktu-waktu, Wajib Pajak PBJT 
sebelum penyelenggaraan kegiatan menyampaikan 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut: 
a. rencana penyelenggaraan kesenian dan hiburan, 

dan 
b. rencana harga dan jumlah tiket. 

(8) Wajib Pajak PBJT setelah penyelenggaraan kesenian 
dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
wajib melaporkan realisasi jumlah penjualan tiket 
dan pemberian potongan harga kepada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan. 

(9) Penyarnpaian pemberitahuan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) 
ditujulcan dalam ranglca pengawasan pelaksanaan 
perhitungan dan pembayaran PBJT kesenian dan 
hiburan. 

Pasal 121 .V> 
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Pasal 121 
(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan. PBJT, 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
melaksanakan perekaman transaksi usaha Wajib 
Pajak PBJT secara elektronik. 

(2) Perekaman transaksi usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada perangkat dan/atau 
sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak PBJT. 

(3) Perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki 
Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan sistem informasi apapun yang 
digun.akan oleh Wajib Pajak untuk 
mencatat/merekam/menginput setiap transaksi 
pembayaran atas pelayanan hotel, pelayan.an makanan 
dan/atau minuman, penyelenggaraan hiburan serta 
penyelenggaraan parkir. 

(4) Data transaksi usaha hasil perekaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya 
dapat diketahui oleh pejabat yang berwenang pada 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dan Wajib Pajak 
PBJT yang bersangkutan. 

(5) Data transaksi usaha hasil perekaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 
keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah. 

Pasal 122 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang pendapatan 
melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat 
perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak 
PBJT. 

(2) Sebelum dilakukan pemasangan alat perekaman data 
transaksi usaha, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan melakukan survey terhadap spesifikasi 
perangkat dan sistem informasi pembayaran milik 
Wajib Pajak PBJT. 

(3) Terhadap Wajib Pajak PBJT yang memiliki perangkat 
dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara 
terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi 
usaha secara elektronik dilakukan pada perangkat dan 
sistem informasi yang ada ditempat (outlet) di Daerah. 

(4) Perangkat dan/atau sistem yang dipasang di tempat 
usaha Wajib Pajak PBJT tanpa mengganggu/merusak 
kinerja sistem pencatatan/pelaporan transaksi usaha 
yang dimiliki Wajib Pajak PBJT. 

Pasal 123 .% 
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Pasal 123 
(1) Wajib Pajak PBJT dapat mengajukan permohonan 

secara tertulis penghentian penggunaan sistem 
perekaman data transaksi usaha secara elektronik 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan, apabila: 
a. usaha berhenti/dihentikan; atau 
b. pengalihan pengelolaan usaha. 

(2) Permohonan penghentian penggunaan sistem 
perekaman transaksi usaha secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling 
lambat 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak 
PBJT berhenti atau dialihkan; 

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila 
penghentian usaha Wajib Pajak PBJT disebabkan 
keadaan memaksa (force majeur). 

(4) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan keadaan yang 
terjadi di luar kemampuan Wajib Pajak PBJT yang 
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem 
perekaman data transaksi usaha elektronik. 

(5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah 
atau mengganti perangkat transaksi perekaman data 
transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan 
sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat 
pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan 
usaha. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame 

Pasal 124 
(1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek pajaknya kepada kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan dengan menggunakan formulir 
pendaftaran. 

(2) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 125 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 

sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 124 ayat (1) 
untuk orang pribadi dengan melampirkan persyaratan: 
a. formulir pendaftaran, 
b. fotokopi kartu tan.da penduduk atau kartu 

keluarga; 
c. fotokopi NPWPD bagi yang memiliki; 
d. denah lokasi objek, dan 
e. foto objek. 

(2) Pendaftaran 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 70 - 

(2) Pendaftaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 124 ayat (1) untuk Badan dengan 
melampirkan persyaratan: 
a. formulir pendaftaran, 
b. fotokopi nomor induk berusaha; 
c. fotokopi kartu tan.da penduduk penanggung jawab, 
d. fotokopi NPWPD Badan; 
e. denah lokasi; dan 
f. foto objek. 

Pasal 126 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan 
dengan tahapan: 
a. pengisian formulir pendaftaran melalui dalam jaringan 

(online) atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, 
lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak; 

b. formulir pendaftaran diserahkan kepada petugas 
pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran serta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak; 

d. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, formulir pendaftaran serta 
kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan belum 
sesuai dan/atau belum lengkap maka dikembalikan 
kepada calon Wajib Pajak; 

e. petugas yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenarannya; 

f. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil 
pemeriksaan lapangan; 

g. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran serta kelengkapan Dokumen persyaratan 
dinyatakan lengkap; dan 

h. petugas yang ditunjuk melakukan perekaman data 
dalam basis data berdasarkan pemeriksaan formulir 
pendaftaran serta kelengkapan Dokumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau 
berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f. 

Pasal 127 
(1) Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 124 sampai dengan Pasal 126, Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan dapat melakukan pendataan Wajib 
Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak, 
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk 
keperluan administrasi perpajakan Daerah. 

(2) Pendataan 
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(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan pemerintah nagari. 

Pasal 128 
(1) Berdasarkan pendaftaran, kepada Wajib Pajak 

diberikan satu NPWPD yang diterbitkan. oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NF%VF'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memilild NPWPD. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarka.n diri, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan secara jabatan, 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 129 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
menetapkan Pajak Reldame terutang berdasarkan 
formulir pendaftaran dengan menggunakan SKPD. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimillid oleh 
Daerah. 

Pasal 130 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau 
Dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

Pajak Reldame; 
b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi, 

atau 
c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 
(3) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 

secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada 
petugas pemungut Pajak Reklame. 

(4) Petugas .\6 
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(4) Petugas pemungut Pajak Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(5) Dalam hal pembayaran pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pajak disetorkan kepada bank persepsi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

(6) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan secara 
elektronik sebagaimana climalisud pada ayat (2) huruf 
c, pembayaran pajak disetorkan melalui : 
a. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah, 

b. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi, atau 

c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lairmya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
bukti lunas berupa SSPD yang telah ditandatangani 
dan di cap lunas kepada Wajib Pajak Reklame. 

(8) Format SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XVIII yang merupalcan bagian yang tidak 
terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 131 
(1) Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 

pemungut Pajak Reklame, petugas wajib menyetorkan 
ke rekening kas umum Daerah dalam jangica waktu 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak petugas 
menerima pembayaran dari Wajib Pajak Reklame. 

(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakukan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 

(3) Petugas pemungut Pajak Reldame menyampaikan 
bukti penyetoran kepada bendahara penerimaan. 

(4) BerdasarIcan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bendahara penerimaan melakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran Pajak 
terutang yang disetorkan ke dalam buku penerimaan. 

Pasal 132 
(1) Dalam hal Petugas pemungut Pajak Reklame tidalc 

melalcukan kewajiban penyetoran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan memberlican sanksi 
adrninistratif berupa : 
a. teguran lisan; 

b. teguran 
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b. teguran tertulis; dan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 

Reklame. 
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
mekanisme : 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untuk pertama kalinya oleh Petugas 
pemungut Pajak Reldame; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak teguran 
lisan diberikan; 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka 
waktu 3 (tiga) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 
Reldame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diberikan apabila teguran tertulis tidak 
ditaati atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 
(satu) ka i. 

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
pemungut Pajak Reklame diduga merupakan tindak 
pidana, maka diproses sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 133 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan Pajak 

Reklame paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
pengiriman SKPD. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat melakukan 
pemberitahuan terhadap kewajiban Wajib Pajak 
Reklame yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Pajak Reklame 
setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka dilakukan Penagihan Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan daerah. 

(5) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STPD. 

(6) Format STPD sebagaimana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) tercantum. dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahlcan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 134 
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Pasal 134 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 133 ayat (1) dikenakan sanksi 
adtninistratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis, dan/atau 
c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau lcurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sam.pai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunalcan STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame 
sampai dengan tanggal pembayaran. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 

Pasal 135 
(1) Wajib PAT wajib mendaftarkan dirl dan/atau objek 

pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan dengan menggunalcan formulir 
pendaftaran. 

(2) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 136 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) 
untuk orang pribadi dengan melampirkan persyaratan: 
a. formulir pendaftaran; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu 

keluarga, 
c. fotokopi NPWPD bagi yang memiliki; 
d. denah lokasi objek, dan 
e. foto objek. 

(2) Pendaftaran PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 ayat (1) untuk Badan dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. formulir pendaftaran; 
b. fotokopi nomor induk berusaha; 
c. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab; 
d. fotokopi NPWPD Badan; 
e. alcta pendirian Badan 
f. denah lokasi; dan 
g. foto objek. 

Pasal 137 V?. 
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Pasal 137 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) 
dilakukan dengan tahapan: 
a. pengisian formulir pendaftaran melalui dalam jaringan 

(online) atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, 
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; 

b. formulir pendaftaran diserahkan kepada petugas 
pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran serta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak; 

d. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, formulir pendaftaran serta 
kelengkapan Dolcumen persyaratan dinyatakan belum 
sesuai dan/atau belum lengkap maka dikembalikan 
kepada calon Wajib Pajak; 

e. petugas yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenarannya, 

f. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil 
pemeriksaan lapan.gan; 

g. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran serta kelengkapan Dolcumen persyaratan 
dinyatalcan lengkap; dan 

h. petugas yang ditunjuk melalcukan perelcaman data 
dalam basis data berdasarkan pemeriksaan formulir 
pendaftaran serta kelengkapan Dolcumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau 
berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f. 

Pasal 138 
(1) Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 135 sampai dengan Pasal 137, Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan dapat melalcukan pendataan 
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak, 
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk 
keperluan administrasi perpajakan Daerah. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dapat melibatkan pemerintah nagari. 

Pasal 139 
(1) Berdasarkan pendaftaran, kepada Wajib Pajak 

diberikan satu NFWPD yang diterbitkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain \h. 
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(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan clihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, 
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan secara 
jabatan, menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang 
diperoleh atau dirniliki oleh Daerah. 

Pasal 140 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
menetaplcan Pajak Reklame terutang berdasarkan 
formulir pendaftaran dengan menggunakan SKPD. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melalcukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimililci oleh 
Daerah. 

Pasal 141 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggun.alcan SSPD atau 
Dokumen lain yang dipersamalcan. 

(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

PAT; 
b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi; 

atau 
c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 
(3) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilalcukan 

secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada 
petugas pemungut PAT. 

(4) Petugas pemungut PAT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(5) Dalam 117. 
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(5) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pajak disetorkan kepada bank persepsi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

(6) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, pembayaran Pajak disetorkan melalui : 
a. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 

Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan; 

b. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi, atau 

c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
bukti lunas berupa SSPD yang telah ditandatangani 
dan di cap lunas kepada wajib PAT. 

(8) Format SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 142 
(1) Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 

pemungut PAT, petugas wajib menyetorkan ke 
rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 
lx 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak petugas 
menerima pembayaran dari Wajib PAT. 

(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakukan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 

(3) Petugas pemungut PAT menyampaikan bukti 
penyetoran kepada bendahara penerimaan. 

(4) Berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bendahara penerimaan melakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran Pajak 
terutang yang disetorkan ke dalam buku penerimaan. 

Pasal 143 
(1) Dalam hal petugas pemungut PAT tidak melakukan 

kewajiban penyetoran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 142 ayat (1), kepal.a Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan memberikan sanksi administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut PAT. 

(2) Pengenaan 4 
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(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
mekanisme : 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untuk pertama kalinya oleh Petugas 
pemungut PAT; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak teguran 
lisan diberikan; 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka 
waktu 3 (tiga) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut PAT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diberikan apabila teguran tertulis tidak ditaati atau 
pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
pemungut PAT diduga merupakan tindak pidana, 
maka diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 144 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan PAT paling 

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD. 
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan dapat melakukan 
pemberitahuan terhadap kewajiban wajib PAT yang 
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi PAT setelah 
jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka dilakukan Penagihan Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan daerah. 

(5) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STPD. 

(6) Format STPD sebagaimana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 145 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/ atau 

c. denda 
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c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunakan STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran PAT sampai 
dengan tanggal pembayaran. 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Pasal 146 
(1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau 

objek Pajalmya kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara luar jaringan (offline) atau 
dalam jaringan (online) melalui pemanfaatan teknologi 
informasi. 

(3) 

Pasal 147 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, untuk orang 
pribadi harus melampirlcan Dokumen persyaratan 
yang terdiri atas: 
a. formulir pendaftaran, 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu 

keluarga, 
c. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jilca pengurusan dilcuasalcan; dan 
d. denah lokasi objek. 

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak MBLB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, untuk Badan 
harus melampirkan Dolmmen persyaratan yang terdiri 
atas: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 
g• 

formulir pendaftaran; 
fotokopi nomor induk berusaha; 
fotokopi alcta pendirian Badan; 
fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan; 
surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa jika pengurusan dilmasalcan; 
fotokopi NPWPD Badan; dan 
denah lokasi objek. 

Pasal 148 .‘A 
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Pasal 148 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dilalcukan dengan 
tahapan: 
a. pengajuan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 

Dokumen persyaratan melalui dalam jaringan (online) 
atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

b. formulir pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen 
persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan 
untuk dilakulcan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak atau lcuasanya, 

d. petugas yang ditunjuk dapat melakulcan Pemeriksaan 
Lapan.gan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenarannya; 

e. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilalcukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil pemeriksaan 
lapangan; dan 

f. Pemeriksaan Lapan.gan dilakulcan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen persyaratan 
serta kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan. 
lengkap. 

Pasal 149 
Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
146 sampai dengan Pasal 148, Perangkat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan, dapat melakukan pendataan Wajib Pajak 
dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan 
menatausahakan data objek Pajak, termasuk informasi 
geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi 
perpajalcan daerah. 

Pasal 150 
(1) Berdasarkan pendaftaran, kepada Wajib Pajak 

diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain diberilcan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubunglcan dengan nomor induk 
kependudulcan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan 
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(5) 

(6) 

Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 
Dalain hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan secara jabatan, 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 151 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak MBLB dengan menggunakan SSPD. 
(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

Pajak MBLB; 
b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi; 

atau 
c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 
(3) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 

secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada 
petugas pemungut Pajak MBLB. 

(4) Petugas pemungut Pajak MBLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(5) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pajak disetorkan kepada bank persepsi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

(6) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, pembayaran pajak disetorkan melalui: 
a. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan; 

b. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi,atau 

c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan.gan. 

(7) Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
bukti lunas berupa SSPD yang telah ditandatangani 
dan di cap lunas kepada Wajib Pajak MBLB. 

(8) Format SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 152 1$. 
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Pasal 152 
(1) Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 

pemungut Pajak MBLB, petugas wajib menyetorkan ke 
rekening kas umum Daerah dalam jangka waktu 
1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak 
petugas menerima pembayaran dari Wajib Pajak 
MBLB. 

(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakulcan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 

(3) Petugas pemungut Pajak MBLB menyampaikan bukti 
penyetoran kepada bendahara penerimaan. 

(4) Berdasarkan b-ulcti penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bendahara peneriMaan melakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran pajak 
terutang yang disetorkan ke dalam bulcu penerimaan. 

Pasal 153 
(1) Dalarn hal Petugas pemungut Pajak MBLB tidak 

melalculcan kewajiban penyetoran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bi.dang pendapatan memberilcan sanksi administratif 
berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis,clan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 

MBLB. 
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
melcanisme : 
a. teguran lisan dilalcukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untulc pertama Icalinya oleh Petugas 
pemungut Pajak MBLB; 

b. teguran tertulis dilalcukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak teguran 
lisan diberikan, 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) Ic.ali dalam jangka 
waktu 3 (tiga) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 
MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diberilcan apabila teguran tertulis tidak ditaati atau 
pelanggaran dilalculcan lebih dari 1 (satu) kali. 

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilalcukan oleh petugas 
pemungut Pajak MBLB diduga merupalcan tindak 
pidana, malca diproses sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 154 14,. 
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Pasal 154 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan Pajak MBLB 

paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah berakhirnya 
masa Pajak. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat melakukan 
pemberitahuan terhadap kewajiban Wajib Pajak MBLB 
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Pajak MBLB 
setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka dilakukan Penagihan Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilalculcan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan. 

(5) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) clilakulcan dengan menggunakan STPD. 

(6) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 155 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 154 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk janglca waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunalcan STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak MBLB 
sampai dengan tanggal pembayaran. 

Pasal 156 
(1) Wajib Pajak MBLB wajib melakukan Pembukuan atau 

pencatatan secara elektronfic dan/atau nonelektronik, 
dengan ketentuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau 
pencatatan. 

(2) Pembukuan 
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(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
Pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau 
data penjualan beserta bukti pendukungnya agar 
dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak 
MBLB. 

(5) Buku, catatan, dan Dokumen yang menjadi dasar 
Pembukuan atau pencatatan, termasuk Dokumen 
hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola 
secara elektronik atau secara program aplikasi online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 
atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 
tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Pasal 157 
(1) Pajak MBLB dipungut dengan penghitungan sendiri 

(system self assessment) yang memberikan 
kepercayaan kepada Wajib Pajak barang jasa tertentu 
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri Pajak terutang kepada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pendapatan. 

(2) Wajib Pajak MBLB dalam menghitung, 
memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menggunakan SPTPD. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi 
oleh Wajib Pajak MBLB. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
seclikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 
terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan setelah berakhirnya masa Pajak MBLB 
dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. 

(6) Bukti pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berupa: 
a. slip atau bukti pembayaran; atau 
b. struk/resi. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak melaporkan 
SPTPD, berdasarkan pendataan yang dilakukan 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendapatan, dapat menerbitkan 
secara jabatan. 

(8) Format 
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(8) Format SPTPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 158 
(1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

157 ayat (3) dapat dilakukan secara dalam jaringan 
(online) melalui aplikasi sistem informasi eletronik 
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 
dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatan.gani oleh 
Wajib Pajak MBLB atau lcuasanya secara elektronik. 

(3) Penyampaian SPTPD melalui aplikasi sistem informasi 
eletronik pendapatan Daerah yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak MBLB diakui secara sah sebagai SPTPD. 

(4) Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD 
melalui sistem informasi eletronik pendapatan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu 
menyampaikan secara manual. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak MBLB memiliki beberapa objek 
Pajak, maka harus mengisi dan menyampaikan SPTPD 
untuk setiap objek pajak. 

Pasal 159 
(1) Pelaporan SPTPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 157 dan Pasal 158 dilakukan setiap masa 
Pajak. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan janglca walctu yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk menghitung Pajak MBLB terutang yang 
harus dibayarkan atau disetorkan ke k.as umum 
Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 

(3) Janglca waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) 
Hari setelah berakhirnya masa Pajak. 

Pasal 160 
(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
157 dapat dikenalcan sanksi administratif berupa 
denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD 
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 
setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dikenalcan jilca Wajib 
Pajak mengalarni keadaan lcahar (force majeure). 

(4) Keadaan 
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(4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam, 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara, dan/atau 
d. wabah penyakit. 

Pasal 161 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 
SPTPD harus disampaikan palin.g lam.a 2 (dua) tahun 
sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 
berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang 
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 162 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
melakukan Penelitian atas SPTPD Pajak MBLB yang 
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157, Pasal 158, dan Pasal 159. 

(2) Penelitian atas SPTPD Pajak MBLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD, 
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD Pajak 

MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui 
terdapat Pajak MBLB terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan menerbitkan STPD. 

(4) STPD 
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(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 
MBLB terutang ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah 
Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat 
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
baglan dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal. hasil Penelitian atas SPTPD Pajak MBLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi 
penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari 
Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan dapat melakukan Pemeriksaan Pajak. 

Pasal 163 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak MBLB dan 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pajak 
MBLB. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak MBLB mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak MBLB yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; atau 

c. Wajib Pajak MBLB yang terpilih untuk dilakukan 
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

dan/atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau 
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 
Pemeriksaan. 

Pasal 164 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 163, kewajiban Wajib Pajak 
MBLB yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku 

atau catata_n, Dokumen yang menjadi dasarnya, 
dan Dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
Pajak MBLB yang terutang; 

b. memberikan 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksan.aan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 163, hak Wajib Pajak MBLB 
yang diperiksa paling sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan 

Pemeriksaan kepada pemeriksa; 
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan 

penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, 
dan 

c. menerima Dokumen hasil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil 
Pemeriksaan. 

(3) Dal.am hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
besarnya Pajak MBLB terutang ditetapkan secara 
jabatan. 

Pasal 165 
(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak MBLB, 

proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
wajib menyertakan bukti pembayaran Pajak MBLB 
terhadap MBLB yang telah digunakan dalam proyek. 

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi persyaratan dalam pencairan termin 
pekerjaan pada proyek milik Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 166 
(ij Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan 

diri dan/atau objek Pajaknya kepada kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara luar jaringan. (offline) atau 
dalam jaringan (online) melalui pemanfaatan teknologi 
informasi. 

Pasal 167 
(1) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak Sarang 

Burung Walet sebagaimana dimRksud dalam Pasal 
166, untuk orang pribadi harus melampirkan 
Dokumen persyaratan yang terdiri atas: 
a. formulir pendaftaran, 

b. fotocopi 
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b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu 
keluarga; dan 

c. denah lokasi objek. 
(2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak Sarang 

Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
166, untuk Badan harus melampirkan Dokumen 
persyaratan yang terdiri atas: 
a. formulir pendaftaran; 
b. fotokopi nomor induk berusaha; 
c. fotokopi akta pendirian Badan, 
d. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Badan; 
e. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan; 
f. fotokopi NPWPD Badan; dan 
g. denah lokasi objek. 

Pasal 168 
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), 
dilakukan dengan tahapan: 
a. pengajuan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 

Dokumen persyaratan melalui dalam jaringan (online) 
atau luar jaringan (offline) dengan benar, jelas, lengkap 
dan clitanda tan.gani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

b. formulir pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen 
persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan 
untuk dilakukan pemeriksaan; 

c. pemeriksaan formulir pendaftaran beserta kelengkapan 
Dokumen persyaratan oleh petugas pelayanan paling 
lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pengajuan formulir 
pendaftaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal terdapat data yang diragukan 
kebenaran.nya; 

e. dalam hal Pemeriksaan Lapangan dilakukan, petugas 
yang ditunjuk menyusun berita acara hasil pemeriksaan 
lapangan; dan 

f. Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari sejak formulir 
pendaftaran beserta kelengkapan Dokumen persyaratan 
serta kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan 
lengkap. 

Pasal 169 
Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
166 sampai dengan Pasal 168, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan, dapat melakukan pendataan Wajib Pajak 
dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi., dan 
menatausahakan data objek Pajak, termasuk informasi 
geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi 
perpajakan daerah. 

Pasal 170 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 90 - 

Pasal 170 
(1) Berdasarkan pendaftaran, kepada Wajib Pajak 

diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. 

(2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
NOPD. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum 
memiliki NPWPD. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan secara jabatan, 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 171 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan 
SSPD. 

(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung 
Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara tunai dan/atau non tunai melalui sistem 
pembayaran berbasis elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi. 

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. pembayaran secara tunai melalui petugas pemungut 

Pajak Sarang Burung Walet; 
b. pembayaran secara tunai melalui bank persepsi; 

atau 
c. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 
(4) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 

secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, pembayaran Pajak disetorkan kepada petugas 
pemungut Pajak Sarang Burung Walet. 

(5) Petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 

(6) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan 
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, Pajak disetorkan kepada bank persepsi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

(7) Dalam .14 
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(7) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
c, pembayaran Pajak disetorkan melalui: 
a. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah, 

b. sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh 
bank persepsi; atau 

c. pembayaran digital yang disediakan pihak ketiga 
lairmya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 
tanda bukti lunas berupa SSPD yang telah 
ditandatangani dan di cap lunas kepada Wajib Pajak 
Sarang Burung Walet. 

(9) Format SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 172 
(1) Dalam hal Pajak terutang disetorkan melalui petugas 

pemungut Pajak Sarang Burung Walet, petugas wajib 
menyetork.an ke rekening Kas Umum Daerah dalam 
jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
sejak petugas menerima pembayaran dari Wajib Pajak 
Sarang Burung Walet. 

(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, 
penyetoran dilakukan pada hari pertama kerja setelah 
libur dan/atau cuti bersama. 

(3) Petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet 
menyampaikan bukti penyetoran kepada bendahara 
penerimaan. 

(4) Berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bendahara penerimaan melakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran pajak 
terutang yang disetorkan ke dalam buku penerimaan. 

Pasal 173 
(1) Dalam hal Petugas pemungut Pajak Sarang Burung 

Walet tidak melakukan kewajiban penyetoran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), 
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
memberikan sanksi administratif berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis, dan/atau 
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 

Sarang Burung Walet. 

(2) Pengenaan 
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(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan 
mekanisme : 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan untuk pertama kalinya oleh petugas 
pemungut Pajak Sarang Burung Walet; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak teguran 
lisan diberikan, 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 
b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka 
waktu 3 (tiga) Hari pada setiap teguran tertulis; 

d. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak 
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c diberilcan apabila teguran tertulis 
tidak ditaati atau pelanggaran dilakukan lebih dari 
1 (satu) kali. 

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 
pemungut Pajak Sarang Burung Walet diduga 
merupakan tindak pidana, maka diproses sesuai 
ketentuan peraturan perun.dang-undangan. 

Pasal 174 
(1) Jatuh tempo pembayaran atau pelunasan Pajak 

Sarang Burung Walet paling lama 10 (sepuluh) Hari 
setelah beralchirnya masa Pajak. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pendapatan dapat melakukan 
pemberitahuan terhadap kewajiban Wajib Pajak 
Sarang Burung Walet yang belum jatuh tempo 
pembayaran atau pelunasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Pajak Sarang 
Burung Walet setelah jatuh tempo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), malca dilakukan Penagihan 
Pajak. 

(4) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh petugas Penagihan atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan daerah. 

(5) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilakukan dengan menggunalcan STPD. 

(6) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupalcan 
bagian tidak terpisahlcan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 175 9.). 
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Pasal 175 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 174 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/ atau 
c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk janglca walctu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
menggunakan STPD. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Sarang 
Burung Walet sampai dengan tanggal pembayaran. 

Pasal 176 
(1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan 

penghitungan sendiri (system self assessment) yang 
memberilc.an kepercayaan kepada Wajib Pajak barang 
jasa tertentu untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri Pajak terutang 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan.. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam menghitung, 
memperhitungkan dan melaporkan sendiri Pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menggunalcan SPTPD. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi 
oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak 
terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan setelah beralchirnya masa Pajak Sarang 
Burung Walet dengan dil.ampiri SSPD sebagai bukti 
pelunasan Pajak. 

(6) Bulcti pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berupa: 
a. slip atau bukti pembayaran, atau 
b. struk/resi. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak 
melaporkan SPTPD, berdasarkan pendataan yang 
dilakulcan Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan, dapat 
menerbitkan secara jabatan. 

(8) Format 
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(8) Format SPTPD Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran XXIII yang merupalcan bagian tidak 
terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 177 
(1) Pengisian SPTPD sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 

176 ayat (3) dapat dilakukan secara dalam jaringan 
(online) melalui aplikasi sistem informasi eletronik 
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 
dengan benar, jelas, lenglcap, dan ditandatangani oleh 
Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau kuasanya 
secara elektronik. 

(3) Penyampaian SPTPD melalui aplikasi sistem informasi 
eletronik pendapatan Daerah yang dilalcukan oleh 
Wajib Pajak Sarang Burung Walet dialcui secara sah 
sebagai SPTPD. 

(4) Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD 
melalui sistem informasi eletronik pendapatan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu 
menyampaikan secara manual. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet memiliki 
beberapa objek Pajak, maka harus mengisi dan 
menyampaikan SPTPD secara dalam jaringan (online) 
untuk setiap objek Pajak. 

Pasal 178 
(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melalcukan 

Pembukuan atau pencatatan secara elektronik 
dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melalculcan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
wajib menyelenggarakan Pembukuan, dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melalcukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau 
pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan itilcad baik dan 
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang 
sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalculcan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
Pembukuan. 

(4) Pencatatan 3. 
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(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha 
atau data penjualan beserta bukti pendukungnya 
agar dapat digunakan untuk menghitung besaran 
Pajak Sarang Burung Walet. 

(5) Buk-u, catatan., dan Dokumen yang menjadi dasar 
Pembukuan atau pencatatan, termasuk Dokumen 
hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola 
secara elektronik atau secara program aplikasi online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan 
atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau 
di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Pasal 179 
(1) Pelaporan SPTPD Pajak Sarang Burung Walet 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dan Pasal 
177 dilakukan setiap masa Pajak. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk menghitung Pajak Sarang Burung Walet 
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke 
kas umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD 
Pajak Sarang Burung Walet. 

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) 
Hari setelah berakhirnya masa Pajak. 

Pasal 180 
(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 179 dapat dikenakan sanksi administratif 
berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD 
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 
setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib 
Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). 

(4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 
d. wabah penyakit. 

Pasal 181 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam 
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(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, 
pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 
(dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatalcan kurang bayar, 
pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai 
bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan 
sanksi administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatalcan kurang 
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dikenalcan sanksi administratif berupa 
kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 182 
(1) Kepala Perangicat Daerah yang menyelenggaralcan 

urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
melakukan Penelitian atas SPTPD Pajak Sarang 
Burung Walet yang disampaikan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Pasal 177, 
dan Pasal 179. 

(2) Penelitian atas SPTPD Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kesesuaian batas alchir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan. dalam 
SSPD, 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak Sarang Burung 
Walet terutang yang tidak atau kurang dibayar, 
Kepala Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran 
Pajak Sarang Burung Walet terutang ditambah sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) 
per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
beralchirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam 
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(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD Pajak Sarang 
Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak 
sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
melakukan Pemeriksaan Pajak. 

Pasal 183 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidan.g pendapatan 
berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Sarang 
Burung Walet dan tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pajak Sarang Burung Walet. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengajukan 

pengembalian atau kompensasi kelebihan 
pembayaran Pajak; 

b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret 
yang menunjukkan bahwa Pajak Sarang Burung 
Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar, 
atau 

c. Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang terpilih 
untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan 
analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
untuk: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan, 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib 

Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

dan/ atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, 
pencocokan, atau pengumpulan materi yang 
berkaitan dengan tujuan. Pemeriksaan. 

Pasal 184 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 183, kewajiban Wajib Pajak 
Sarang Burung Walet yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku 

atau catatan, Dokumen yang menjadi dasarnya, 
dan Dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak Sarang Burung Walet yang terutang; 

b. memberikan 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan 
memberikan bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 183, hak Wajib Pajak Sarang 
Burung Walet yang diperiksa paling sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan 

Pemeriksaan kepada Pemeriksa, 
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan 

penjelasan tentang alasan dan tujuan 
Pemeriksaan; dan 

c. menerima Dokumen hasil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil 
Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), besarnya Pajak Sarang Burung Walet 
terutang ditetapkan secara jabatan. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB 

Pasal 185 
(1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak 
MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan 
Pajak MBLB terutang. 

(2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak 
terutang dari Pajak MBLB. 

Pasal 186 
(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen 

Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 185 dilakukan bersamaan dengan 
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak 
MBLB. 

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi 
dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak 
MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB. 

(3) Pembayaran yang dilakukan secara bersamaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
pembayaran Opsen Pajak MBLB yag dilakukan 
sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui 
mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) 
secara langsung atau otomatis. 

(4) Dalam 
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(4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pendapatan melakukan Penagihan. 

(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen 
Pajak MBLB. 

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerima 
pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyetorkan 
bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi 
paling lama 3 (tiga) Hari. 

(7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak 
MBLB. 

Pasal 187 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan 

pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB 
termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan 
pembayaran Opsen Pajak MBLB. 

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati 
menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB. 

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 
(tiga) Hari sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan. 

(4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB 
berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari 
penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) Hari sejak 
salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diterima. 

(5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan 
pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB 
kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 4, 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB. 

Pasal 188 
(1) Dalarn rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB 

dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah 
bersinergi dengan Pemerintah provinsi. 

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam 
Pemungutan Pajak MBLB dan. Opsen Pajak MBLB 
atau bentuk sinergi lainnya. 

(3) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa : 
a. kerja sama dalam pendataan dan pemetaan 

potensi Pajak MBLB; 
b. kerja sama dalam Pemungutan Pajak MBLB; 

c. kerja .V7 
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c. kerja sama dalam mendorong kepatuhan Wajib 
Pajak MBLB untuk membayar Pajak MBLB, 

d. kerja sama dalam fasilitasi perizinan berusaha 
MBLB bagi pelaku usaha yang belum memiliki 
izin; dan/ atau 

e. bentuk sinergi lainnya yang diatur dalam 
perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dan 
pemerintah provinsi. 

Bagian Kesepuluh 
Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan 

Paragraf 1 
Tata Cara Pembetulan Ketetapan 

Pasal 189 
(1) Atas Permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dapat 
membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pembetulan kesalahan atau kekeliruan yang 
tidak mengandung persengketaan antara petugas 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dan Wajib Pajak, 
antara lain: 
a. kesalahan tulis/hitung berupa kesalahan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau 
pembaglan; dan/atau 

b. kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan Pajak Daerah berupa 
kekeliruan dalam penerapan tarlf, dan sanksi 
administrasi. 

Pasal 190 
(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 189 ayat (1) dapat diajukan secara 
perseorangan dan/atau dapat clilakukan oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya secara perseorangan. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang 
meliputi: 
a. surat permohonan yang ditujukan kepada 

kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan disertai dengan alasan yang 
jelas; dan 

b. surat kuasa dalam hal permohonan dikuasakan. 

Pasal 191 
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Pasal 191 
(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 190 
ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat 
dipertimbanglcan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan harus 
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak 
atau kuasanya. 

(3) Terhadap permohonan pembetulan yang diajukan 
Wajib Pajak, Bupati atau kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan menindaklanjuti permohonan 
dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan 
Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka Penelitian sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati atau kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan dapat meminta data, informasi, 
dan/atau keterangan yang cliperlukan. 

Pasal 192 
(1) Dalam hal Permohonan pembetulan yang telah 

dilakukan Penelitian dan diterima, Bupati atau 
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan wajib 
menerbitkan Surat Keputusan pembetulan dalam 
jangka waktu paling la.ma 6 (enam) bulan sejak 
tanggal surat permohonan pembetulan cliterima. 

(2) Surat keputusan sebagairn.ana dimaksud pada ayat 
(1) berisi keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang 
dapat berupa menambahkan, mengurangkan, 
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi administratif berupa bunga, 
denda, dan kenaikan pajak; 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil 
pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

Paragraf 2 4. 
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Paragraf 2 
Pembatalan Ketetapan 

Pasal 193 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 

pembatalan atas STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitun.g dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

(2) Permohonan pernbatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila STPD, SPPT, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB 
tersebut seharusnya tidak diterbitkan. 

Pasal 194 
Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 
dapat dilakukan dalam hal: 
a. hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang 

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; 

b. ketetapan Pajak terutang dalam hal objek Pajak 
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar 
biasa; dan/atau 

c. diterbitkan surat ketetapan Pajak yang seharusnya 
tidak terutang. 

Bagian Kesebelas 
Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Paragraf 1 

Umtun 

Pasal 195 
(1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendapatan daerah berwenang melakukan 
Pemeriksaan Pajak. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk: 
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan; dan 
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Pajak 
dan Retribusi Daerah. 

Paragraf 2 4. 
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Paragraf 2 
Tata Cara Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Pasal 196 
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, 
beberapa, atau seluruh jenis Pajak, bailc untuk satu atau 
beberapa Masa Pajak, bagian. Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. 

Pasal 197 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 195 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal : 
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak 
atau kurang bayar; atau 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan 
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi: 
a. kepatuhan penyampaian SPTPD, 
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang; dan 
c. kepatuhan dalam membayar Utang Pajak, Masa 

Pajak/Tahun Pajak sebelumnya. 

Pasal 198 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 196 dilakukan melalui Pemeriksaan Lapan.gan 
dan/atau Pemeriksaan Kantor. 

(2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendapatan daerah. 

(3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
196 dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa dengan 
memperhatikan ketersediaan Pejabat Pemeriksa pada 
Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam hal Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) belum tersedia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan Pemeriksaan, Bupati dapat 
menugaskan Petugas Pemeriksa untuk 
melaksanakan Pemeriksaan. 

(5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat menunjuk 
tenaga ahli untuk membantu proses Pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa dan/atau 
Petugas Pemeriksa berdasarkan surat tugas yang 
diterbitkan oleh Bupati. 

Pasal 199 %. 
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Pasal 199 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu 
Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum 
yang harus dicapai dalam melaksanakan 
Pemeriksaan. 

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, 
standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar 
pelaporan hasil Pemeriksaan. 

Pasal 200 
(1) Standar umurn Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 199 ayat (3) merupakan standar yang 
bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan 
Pemeriksa yang ber1aku untuk Pejabat Pemeriksa 
dan/atau Petugas Pemeriksa. 

(2) Persyaratan untuk Pejabat Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
jabatan fungsional di bidan.g keuangan negara. 

(3) Persyaratan untuk Petugas Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. minimal lulusan Diploma I dengan pangkat 

minimal Pengatur Muda (II/a) atau minimal 
lulusan sekolah menengah atas atau sederajat 
dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 
(II/b); 

b. teIah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau 
pelatihan teknis terkait Pemeriksaan; 

c. memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan; 
d. cermat dan saksama dalam menggunakan 

keterampilannya sebagai Pemeriksa; 
e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta 

senantiasa mengutamakan kepentingan negara; 
f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 
g. telah mengikuti dan lulus sertifikasi Pemeriksa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c sampai dengan huruf f ditentukan 
berdasarkan penilaian Bupati. 

(5) Pemenuhan sertifikasi Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf g dliaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 201 4. 
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Pasal 201 
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak harus dilakukan sesuai 
standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 199 ayat (3), yaitu: 
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan 

persiapan yang baik sesuai dengan tujuan 
Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan 
mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, 
menyusun rencana Pemeriksaan, dan menyusun 
program Pemeriksaan, serta mendapat pengawasan 
yang saksama, 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan 
pengujian berdasarkan metode dan teknik 
Pemeriksaan sesuai dengan program. Pemeriksaan 
yang telah disusun; 

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada 
bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang 
terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan 
seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan 
tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota 
tim, yang ditetapkan dalam SP2 atau perubahannya; 

e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih tenaga 
ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti dalam 
bidang bahasa, teknologi informasi, dan/atau hukum 
yang diutamakan berasal dari Pemerintah Daerah. 

f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemerintah 
Daerah, tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, 
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau tempat 
lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa, 

g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam 
bentuk ICKP. 

Pasal 202 
ICKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf h 
disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai: 
a. bukti bahwa Pemeriksa telah dilaksanakan sesuai 

standar pelaksanaan Pemeriksaan; 
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak 

mengenai temuan hasil Pemeriksaan; 
c. dasar pembuatan LHP; 
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian 

keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib 
Pajak; dan 

e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

Pasal 203 :‘./) 
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Pasal 203 
(1) Kegiatan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP yang 

disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3). 

(2) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas yang 

menggambarkan informasi mengenai ruang lingkup, 
pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
Pemeriksaan, simpulan Pemeriksa yang didukung 
temuan yang kuat tentan.g ada atau tidak adanya 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan pengungkapan 
informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. 

b. LHP nainimal memuat: 
1. penugasan Pemeriksaan; 
2. identitas Wajib Pajak; 
3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 
4. pemenuhan kewajiban Pajak; 
5. datafinformasi yang tersedia; 
6. Dokumen yang dipinjam, 
7. materi yang diperiksa; 
8. uraian hasil Pemeriksaan; 
9. ilchtisar hasil Pemeriksaan; 
10. penghitungan Pajak terutang, dan 
11. simpulan dan usul Pemeriksa 

Pasal 204 
Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak, Pemeriksa wajib: 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau 
Surat Pangglian Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor; 

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 
kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan; 

c. memperlihatkan SP2 perubahan kepada Wajib Pajak 
apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami 
perubahan; 

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam 
rangka memberikan penjelasan mengenai: 
1. alasan dan tujuan Pemeriksaan; 
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah 

pelaksanaan Pemeriksaan, 
3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk 

dilakukan pembahasan dengan Tim Penjaminan 
Mutu Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 
Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum 
koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa 
dengan Wajib Pajak pada saat PAHP, kecuali untuk 
Pemeriksaan atas keterangan lain berupa Data 
Konkret; dan 

4. kewajiban 
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4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi 
permintaan Dokumen, yang dipinjam dari Wajib 
Pajak, 

e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib 
Pajak; 

f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; 
g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak 

dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; 
h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; 
i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya dengan menyampaikan 
saran secara tertulis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

j. mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari Wajib 
Pajak, dan 

k. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa 
dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain yang 
tidak berhak. 

Pasal 205 
(1) Dalam melakukan. Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: 
a. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang 

berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang 
Pajak, 

b. mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data 
Elektronik yang berhubungan dengan pendapatan 
usaha yang diperoleh, kegiatan usaha dan/atau 
objek yang terutang Pajak; 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 
diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang yang 
dapat memberi petunjuk tentang pendapatan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang 
terutang Pajak, 

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, meliputi: 
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas 

biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses 
Data Elektronik memerlukan peralatan 
dan/atau keahlian khusus; 

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk 
membuka barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; dan/atau 

3. menyediakan ruangan khusus tempat 
dilakukarmya Pemeriksaan Lapangan dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak; 

e. melakukan 
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e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu 
serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 
Wajib Pajak; 

g. meminjam KKP yang dibuat oleh alcuntan publik 
melalui Wajib Pajak; dan 

h. meminta keterangan dan/atau bulcti yang 
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang: 
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di 

lingkungan Pemerintah Daerah dengan 
menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor; 

b. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang 
berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang 
Pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 
Wajib Pajak, 

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik 
melalui Wajib Pajak; dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang 
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa 
melalui Pejabat. 

Pasal 206 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, Wajib Pajak 
berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan 

tanda pengenal Pemeriksa dan SP2; 
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberilcan Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam. hal 
Pemeriksaan dlialcukan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan 
SP2 perubahan apablia susunan keanggotaan tim 
Pemeriksa mengalami perubahan, 

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan 
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, 

e. menerima SPHP; 
f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan, 

g. mengajukan 
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g. mengajukan permohonan untuk dilakukan 
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil 
Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi 
yang belum disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib 
Pajak pada saat PAHP, kecuali untuk Pemeriksaan atas 
keterangan lain berupa Data Konkret; dan 

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 
Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian 
Kuesioner Pemeriksaan. 

Pasal 207 
(1) Dalarn pelaksanaan. Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjarnkan 

Dokumen yang berhubungan dengan pendapatan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek 
yang terutang Pajak; 

b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk 
mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data 
Elektronik yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha dan/atau objek yang terutang Pajak; 

c. memberikan kesempatan. kepada Pemeriksa untuk 
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 
diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang 
yang dapat memberi petunjuk tentang pendapatan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek 
yang terutang Pajak serta meminjamkannya 
kepada Pemeriksa; 

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, 
yang dapat berupa: 
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas 

biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses 
Data Elektronik memerlukan peralatan 
dan/atau keahlian khusus; 

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk 
membuka barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; dan/atau 

3. menyediakan ruangan khusus tempat 
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam 
hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib 
Pajak; 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas 
SPHP, 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis 
yang diperlukan, dan 

g. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan 
publik. 

(2) Dalam 
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(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. memenuhi panggilan untuk menghadiri 

Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan, 

b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan 
Dokumen yang berhubungan dengan pendapatan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang 
terutang; 

c. memberi bantuan guna kelan.caran Pemeriksaan; 
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas 

SPHP; 
e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh alcuntan 

publik; dan 
f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis 

yang diperlukan. 

Pasal 208 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dlialculcan dalam jangka waktu 
Pemeriksaan yang meliputi: 
a. jangka waktu pengujian, dan 
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilalcukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan., jangka waktu pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan 
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, 
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada 
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dlialculcan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 
Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai., 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak. 

(4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) 
bulan kalender, yang dihitung sejak tanggal SPHP 
disampalican. kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak sampai dengan LHP. 

Pasal 209 .11? 
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Pasal 209 
(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling larna 
1 (satu) bulan kalender. 

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal: 
a. pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; 
b. terdapat konfu-masi atau permintaan data 

dan/atau keterangan kepada pihak ketiga, 
c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi 

seluruh jenis Pajak; dan/atau 
d. berdasarkan pertimban.gan Pejabat. 

Pasal 210 
(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3), 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan kalender. 

(2) Perpanjan.gan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal: 
a. pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; 
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data 

dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; 
c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi 

seluruh jenis Pajak; dan/atau 
d. berdasarkan pertimbangan Pejabat. 

Pasal 211 
(1) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu 

pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 209 atau Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Pejabat 
harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan 
jangka waktu pengujian dimaksud secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal jangka waktu perpanjangan pengujian 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada 
Wajib Pajak. 

Pasal 212 

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengembalian atau 
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak, jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, 
Pasal 209, dan Pasal 210 harus memperhatikan 
jangka waktu penyelesaian permohonan pengembahan 
atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak. 

Pasal 213 
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Pasal 213 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Pajak dilakukan oleh 
Pemeriksa yang tergabun.g dalam suatu tim 
Pemeriksa berdasarkan SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak 
dalam suatu bagian Tahun. Pajak atau Tahun 
Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib 
Pajak. 

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, Pejabat 
harus menerbitkan perubahan SP2. 

Pasal 214 
(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Pajak dilakukan dengan 
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dilakukan dengan 
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan 
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor. 

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2. 

Pasal 215 
(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) 
dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib 
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan 
Lapangan atau disampaikan melalui pos atau jasa 
pengiriman lairmya dengan bukti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. 
Lapangan disampaikan secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib 
Pajak tidak berada di tempat, Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat 
disampaikan kepada: 
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau 

b. pihak 
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b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 
1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut 

Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, 
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap 
Wajib Pajak Badan; 

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat 
mewakili Wajib Pajak, dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib 
Pajak orang pribadi; atau 

3. pihak selain sebagaimana dimaksud 
angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili 
Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau 
pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan 
Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan 
Lapangan telah dimulai. 

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 
ayat (2) disampaikan melalui pos atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

Pasal 216 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, 
Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 204 huruf d. 

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa 
dari Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan 
setelah Pemeriksa menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan 
pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa 
wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(6) Dalam 
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(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara 
hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Pemeriksa membuat catatan mengenai 
penolakan tersebut pada berita acara hasil 
pertemuan. 

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita 
acara hasil pertemuan dan membuat catatan 
mengenai penolakan penandatanganan berita 
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
pertemuan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) 
atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan. 

Pasal 217 
(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman 

Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka 
Pemeriksaan Lapangan dan/ atau Pemeriksaan 
Kantor. 

(2) Ruang linglcup peminjaman Dokumen meliputi 
peminjaman dan pengembalian Dokumen. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanalcan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, daftar Dokumen yang 
diperlukan untuk dipinjam oleh Pemeriksa, harus 
dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor. 

Pasal 218 
(1) Pemeriksa berwenang melalcukan Penyegelan 

untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen 
dan benda lain yang dapat memberi petunjuk 
tentang kegiatan usaha Wajib Pajak agar tidak 
dipindahlc.an, dihilangkan, dimusnahlcan, diubah, 
dirusak, ditukar, atau dipalsukan. 

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan apabila pada saat pelaksanaan 
Pemeriksaan Lapangan: 
a. Wajib Pajak, walcil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

yang diperilcsa tidak memberi kesempatan 
kepada Pemeriksa untuk memasulci tempat atau 
ruang serta memeriksa barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau 
patut diduga digunakan untuk menyimpan 
Dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari 
Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 
secara program aplikasi dalam jaringan yang 
dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha Wajib Pajak; 

b. Wajib Pajak, walcil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang diperiksa menolak memberi bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan yang dapat berupa 
tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa 
untuk mengakses Data Elektronik atau 
membuka barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; 

c. Wajib .k0) 
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c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak 
ada pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak yang mempun.yai 
kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang 
mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan 
upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum 
Pemeriksaan ditunda; atau 

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang diperiksa tidak berada di tempat dan 
pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai 
kewenangan untuk bertin.dak selaku pihak yang 
mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan 
guna kelan.caran Pemeriksaan. 

Pasal 219 
(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

218 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda 
segel. 

(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan 
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa. 

(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa wajib 
membuat berita acara Penyegelan. 

(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemeriksa dan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibuat 2 (dua) ranglcap dan rangkap 
kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menolak menandatangani berita acara 
Penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang 
penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan. 

(7) Dalam melaksanalcan Penyegelan, Pemeriksa dapat 
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republilc 
Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat. 

(8) Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau 
menghilanglcan segel, mengakses, mengubah, atau 
menghapus Dokumen yang ditempatkan pada 
tempat atau ruangan tertentu serta barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk media 
penyimpanan data yang disegel. 

Pasal 220 .4 
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Pasal 220 
(1) Pembukaan segel dliakukan apabila: 

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihalc yang dapat 
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 215 ayat (2) huruf b telah memberi 
izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau 
memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak 
atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah 
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegelan 
tidak diperlukan lagi; dan/atau 

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang 
melalcukan Penyidikan tindak pidana. 

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa 
dengan disakslican oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim 
Pemeriksa. 

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat 
dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan/atau Pemerintah Daerah setempat. 

(4) Dalam hal tanda segel yang digunalcan untuk 
melalcukan Penyegelan rusalc atau hilang, 
Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai 
kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(5) Dalarn melalcukan pembukaan segel, Pemeriksa 
membuat berita acara pembukaan segel yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalam hal salcsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menolak menandatangani berita acara 
pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan 
tentang penolakan tersebut dalam berita acara 
pembukaan segel. 

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) 
ranglcap dan ranglcap kedua diserahkan kepada 
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

Pasal 221 
(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah 

tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan 
mempertimbanglcan tujuan Penyegelan, Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap 
tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk 
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, 
barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, 
dan/atau tidak memberikan bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap 
menolak dilalculcan Pemeriksaan. 

(2) Dalarn .V> 
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(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
wajib menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak menolak menandatangani surat 
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan 
menandatangani berita acara mengenai penolakan 
tersebut. 

Pasal 222 
(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 

Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan. Lapangan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan 
Pemeriksaan, termasuk menolak menerima Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak menolak menandatangani surat 
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita 
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh tim Pemeriksa. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak tidak ada di tempat maka: 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang 

terdapat pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan 
mempunyai kewenangan untuk mewalcili Wajib 
Pajak, terbatas pada hal yang berada dalam 
kewenangannya; atau 

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada 
kesempatan berilcutnya. 

(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, 
sebelum dilakukan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat 
melakulcan Penyegelan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 218 ayat (1). 

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam janglca 
walctu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat 
(1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak 
memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka 
atau memasulci tempat atau ruangan, barang 
bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak 
memberilcan bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawai 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan. A

(6) Dalam..
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(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu 
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta 
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat 
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. 

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk 
menandatangani surat penolakan membantu 
kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara 
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 223 
(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 

Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Pajak memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak 
untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, 
atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani 
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak menolak menandatangani surat 
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita 
acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh tim Pemeriksa. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan kalender sejak Surat Panggilan Dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada 
Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak 
dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya 
dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita 
acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan 
oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa. 

Pasal 224 
(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan 

tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran 
pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang 
Pemeriksa belurn menyampaikan SPHP. 

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
ke kantor instansi pelaksana pemungut Pajak dan. 
Retribusi tempat Wajib Pajak terdaftar. 

(3) Laporan .V7 
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(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan 
dilampiri dengan: 
a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, dan 
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar 

serta sanksi administrasi berupa bunga. 
(4) Dalam hal pengunglcapan ketidakbenaran pengisian 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak 
maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri 
dengan SSPD. 

Pasal 225 
(1) Untuk membuktikan pengungkapan 

ketidakbenaran dalam laporan tersendiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1), 
Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil 
Pemeriksaan diterbitkan. SKPD dengan 
mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut 
serta memperhitungkan pokok Pajak yang telah 
dibayar. 

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa 
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD 
oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, SKPD diterbitkan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa 
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD 
oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, SKPD diterbitican sesuai dengan 
pengungkapan Wajib Pajak. 

Pasal 226 
(1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, 

Pemeriksa melalui Pejabat dapat memanggil Wajib 
Pajak, wakil, kuasa dari. Wajib Pajak, pegawai atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak melalui penyampaian surat panggilan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan clilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan., penjelasan yang lebih rinci 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilalufican pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di 
tempat Wajib Pajak. 

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa, 
dituanglcan dalam berita acara mengenai pemberian 
penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh 
tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari 
Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak. 

(4) Dalam 117 
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(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib 
Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani 
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemeriksa membuat catatan penolakan tersebut 
dalam berita acara dimaksud. 

(5) Dalam hal diperlukan informasi tambahan terkait 
penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, 
wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, 
Pemeriksa melalui Pejabat dapat meminta 
keterangan kepada Pihak Ketiga. 

Pasal 227 
(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Pajak harus diberitahukan. 
kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP 
yang dilampiri dengan daftar temuan hasil 
Pemeriksaan.. 

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui pos 
atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti 
pengiriman. 

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, 
atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani 
surat penolakan menerima SPHP. 

(4) Dal.am hal Wajib Pajak, wRkil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak menolak menandatangani surat 
penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara 
penolakan menerima SPHP yang ditandatangani 
oleh tim Pemeriksa. 

(5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan 
Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis 
untuk menghadiri PAHP. 

Pasal 228 
(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis 

atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) 
dalam bentuk: 
a. lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui 
seluruh hasil Pemeriksaan; atau 

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak 
menyetujui sebagian atau seluruh hasil 
Pemeriksaan. 

(2) Tanggapan .137 
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(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya 
SPHP oleh Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka 
waktu penyampaian tanggapan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
beralchir 

(4) Untuk melalculcan perpanjangan jangka waktu 
penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan 
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beralchir. 

(5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib 
Pajak secara langsung atau melalui faksimile, surat 
elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan bulcti pengiriman. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampailcan 
tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat 
berita acara tidak disampaikannya tanggapan 
tertulis atas SPHP yan.g ditandatan.gani oleh tim 
Pemeriksa. 

Pasal 229 
(1) Dalam rangka melalcsanakan PAHP yang tercantum 

dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) 
kepada Wajib Pajak harus diberilcan hak hadir 
dalam PAHP. 

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan melalui penyampaian undangan secara 
tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan 
hari dan tanggal dilaksanalcannya PAHP. 

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak: 
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari 

Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) atau ayat (3), 
atau 

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3), dalam hal 
Wajib Pajak tidak menyampailcan tanggapan 
tertulis atas SPHP. 

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung 
atau melalui faksimile, surat elektronik, pos, atau 
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

Pasal 230 . 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 122 - 

Pasal 230 
(1) Dalam hal Wajib Pajak, waldl, atau kuasa dari Wajib 

Pajak: 
a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 
ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) atau ayat (3); 

b. hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal 
yang tercantum dalam undangan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan 
mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang 
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, 
waldl, atau lcuasa dari Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 
ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. tidak hadir dalam PAHP ,sesuai dengan hari dan 
tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan 
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, 
berita acara ketidalchadiran Wajib Pajak dalam PAHP, 
dan berita acara PAHP yang dilarnpiri dengan ikhtisar 
hasil pembahasan alchir, yang ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, waldl, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
228 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. hadir dalam PAHP sesuai undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa harus melakulcan PAHP dengan Wajib Pajak, 
walcil, atau kuasa dari Wajib Pajak dengan mendasarkan 
pada surat sanggahan dan menuangkan hasil 
pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, 
walcil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, waldl, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
228 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. tidak 
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b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan 
tanggal yang tercantum dalam undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan 
surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib 
Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang 
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) 
dalam janglca waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 228 ayat (2) atau ayat (3), dan 

b. hadir dalam PAHP sesuai undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak, dan menuangkan 
hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, 
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 228 ayat (1) 
dalam jangka walctu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 228 ayat (2) atau ayat (3), dan 

b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan 
tanggal yang tercantum dalam undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan 
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1), 
berita acara ketidalchadiran Wajib Pajak dalam PAHP, 
dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar 
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa. 

Pasal 231 
(1) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum 

disepalcati dalam risalah pembahasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) atau ayat (5) dan 
Wajib Pajak mengajukan perrnohonan pembahasan 
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, berita acara 
PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan 
akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim 
Penjaminan Mutu Pemeriksaan dilaksanakan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan 
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan, berita acara PAHP yang dilampiri dengan 
ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan 
risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 230 ayat (3) atau ayat (5). 

(3) Dalam 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak, walcil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) atau 
ayat (5), dan/atau berita acara PAHP yang dilampiri 
dengan iklitisar hasil pembahasan akhir sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa 
membuat catatan mengenai penolakan tersebut. 

Pasal 232 
(1) Dalam hal Wajib Pajak ticlak hadir dalam PAHP pada 

hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), PAHP dianggap 
telah dilakulcan. 

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dllalculcan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang 
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan alchir 
ditandatan.gani oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 233 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 
ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan 
kepada Pejabat. 

(2) Permohonan pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan, apabila: 
a. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 230 ayat (3) atau ayat (5) telah clitandatangani 
oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau 
kuasa dari Wajib Pajak, 

b. berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 231 ayat (2) belum ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa dan. Wajib Pajak, walcil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak; dan 

c. terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada 
dasar hulcum koreksi antara Wajib Pajak dengan 
Pemeriksa pada saat PAHP. 

(3) Surat permohonan pembahasan dengan Tim Penjaminan 
Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampafican secara langstmg atau melalui 
faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman 
lairmya dengan bulcti pengiriman da Rrn jangka walctu 
paling lama 3 (tiga) Hari sejak penandatanganan risalah 
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 
ayat (3) atau ayat (5). 

Pasal 234 
(1) Susunan tim penjaminan mutu pemeriksaan diusullcan 

oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak kepada Bupati 
dan terdiri dari: 
a. 1 (satu) orang ketua; 
b. 1 (satu) orang sekretaris; dan 
c. 3 (tiga) orang anggota. 

(2) Tim N.,7 
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(2) Tim penjaminan mutu pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau 
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
ditetapkan oleh sekretaris daerah atas nama Bupati. 

(3) Susunan tim penjaminan mutu pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan 
unsur inspektorat daerah yang bersangkutan. 

Pasal 235 
Tim penjaminan mutu pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 234 ayat (1) bertugas untuk: 
a. membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar 

hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa pada 
saat PAHP; 

b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan 
pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa; dan 

c. membuat risalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan yang 
berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat 
mengikat kepada Pemeriksa. 

Pasal 236 
(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 233 ayat (3), Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan harus menyampailcan un.dangan kepada 
Wajib Pajak dan Pemeriksa untuk melakukan 
pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang belum 
disepalcati dalam risalah pembahasan sebagaimana 
dimaksud dfilam Pasal 230 ayat (3) atau ayat (5). 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan secara langsung atau melalui faksimile, 
surat eleIctronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan b-ulcti pengirlinan. 

Pasal 237 
(1) Pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan 

dilakukan bersama dengan tim Pemeriksa, dan Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan 
dengan tim penjaminan mutu pemeriksaan sesuai dengan 
hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan 
sebagaimana dimaksud cialam Pasal 236 ayat (1), 
pembahasan dengan tim penjaminan mutu pemeriksaan 
harus tetap dilalculcan oleh tim penjaminan mutu 
pemeriksaan dan tim pemeriksa. 

Pasal 238 
Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) atau ayat (5) 
serta pelaksanaan pembahasan dengan tim penjaminan mutu 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 harus 
mempertimbangkan jangica waktu PAHP dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4). 

Pasal 239 lb 
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Pasal 239 
(1) Hasil pembahasan dengan tim penjaminan mutu 

pemeriksaan harus dituangkan dalam risalah tim 
penjaminan mutu pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak hadir dalam pembahasan dengan tim penjaminan 
mutu pemeriksaan, risalah tim penjaminan mutu 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh tim penjaminan mutu pemeriksaan, 
tim pemeriksa, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak hadir dalam pembahasan dengan tim penjaminan 
mutu pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa 
dari Wajib Pajak menolak menandatan.gani risalah tim 
penjaminan mutu pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Tim Penjaminan. Mutu Pemeriksaan 
membuat: 
a. berita acara penolakan penandatanganan risalah tim 

penjaminan mutu pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang ditandatangani oleh tim penjaminan 
mutu pemeriksaan, tim pemeriksa, dan Wajib Pajak, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

b. risalah tim penjaminan mutu pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 
ditandatangani oleh tim penjaminan mutu pemeriksaan 
dan tim Pemeriksa. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak menolak menandatangani berita acara penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tim 
penjaminan mutu pemeriksaan membuat: 
a. berita acara penolakan dilakulcan penjaminan mutu 

pemeriksaan yang ditandatangi oleh tim penjaminan 
mutu pemeriksaan dan tim pemeriksa. 

b. risalah tim penjaminan mutu pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 
ditandatangani oleh Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan 
dan tim Pemeriksa. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan tim 
penjaminan mutu pemeriksaan sesuai dengan hari dan 
tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1), tim penjaminan mutu 
pemeriksaan membuat: 
a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam 

pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu 
Pemeriksaan; dan 

b. risalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

yang ditandatangani oleh tim penjaminan mutu 
pemeriksaan dan tim pemeriksa. 

(6) Dalam .4 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 127 - 

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak: 
a. hadir dalam pembahasan, namun menolak 

menandatangani risalah Tim Penjaminan Mutu atau 
menolak menandatangani berita acara penolakan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau 

b. tidak hadir dalam pembahasan, 
pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1), pembahasan dengan 
Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dianggap telah 
dilakukan. 

Pasal 240 
Risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
230 ayat (3) atau ayat (5) dan risalah tim penjaminan mutu 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat 
(1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat 
berita acara PAHP yang dilampiri dengan ilchtisar hasil 
pembahasan akhir. 

Pasal 241 
(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Pemeriksa 
melalui Pejabat memanggil Wajib Pajak dengan 
mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani 
berita acara PAHP. 

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat disampaikan secara langsung atau melalui 
faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman 
lairmya dengan bukti pengiriman. 

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung 
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat penolakan menerima surat 
panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak menolak menandatangani surat pernyataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa 
membuat berita acara penolakan menerima surat 
panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP 
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 242 
(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dalam jan.gka waktu 
paling lama 3 (tiga) Hari setelah surat panggilan untuk 
menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib 
Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 241 ayat (1), namun menolak 
menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa 
membuat catatan mengenai penolakan 
penandatanganan pada berita acara PAHP. 

(3) Dalam .4 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan 
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 241 ayat (1), 
Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP 
mengenai tidak dipenuhinya panggilan. 

Pasal 243 
(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 201. 
(2) Risalah pembahasan, risalah tim penjaminan mutu, 

dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota 
penghitungan. 

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD. 

(5) Pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, 
kecuali: 
a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 

menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 
ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan 
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan; 

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 
menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4), Pajak yang 
terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah 
yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan 
Wajib Pajak; 

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan 
tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (6), 
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dan 
Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan 

Pasal 244 
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak diselesaikan 
dengan cara: 
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; 

atau 
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/ atau 

STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

Pasal 245 4. 
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Pasal 245 
Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf a dilakukan 
dalam hal: 
a. Wajib Pajak, walcil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperilcsa: 

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan. Lapangan diterbitkan; atau 

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
diterbitkan; 

b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan 
Bukti Permul.aan Terbulca dan Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Terbuka tersebut: 
1. dilanjutkan dengan Penyidikan tetapi Penyidikannya 

dihentilcan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, 
atau 

2. dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan serta 
telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak 
pidana di bidang perpajalcan yang telah mempunyai 
kekuatan hulcum tetap yang menyatakan bahwa Wajib 
Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakulcan tindak pidana di bidang perpajakan dan 
salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima 
oleh Bupati; 

c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
ditangguhlcan karena ditindaklanjuti dengan Penyidikan 
sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan 
Tertutup dan Penyidikan tersebut dilanjutkan dengan 
penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan 
mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah 
mempunyai kekuatan hulcum tetap yang menyatakan 
bahwa Wajib Pajak terb-ulcti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melalcukan tindak pidana di bidang perpajakan 
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima 
oleh Bupati; atau 

d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya 
tambah.an atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam 
SKPD sebelumnya. 

Pasal 246 
(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP 

sebagaimana dim aksud dalam Pasal 244 huruf b, 
dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak, walcil, kuasa, pegawai, atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi 
panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan; 

b. Wajib 
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b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi 
panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak belum dapat 
diselesaikan sampai dengan: 
1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu 

pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1); atau 

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu 
pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
dimaksud dalam. Pasal 210 ayat (1). 

c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan 
permohonan pengajuan pengembalian atau 
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) 
huruf a: 
1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan diterbitkan, atau 

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor diterbitkan, 

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan atas keterangan lain berupa 
Data Konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 
ayat (1) huruf b: 
1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor diterbitkan; 

e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan. Terbuka dan atas 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka tersebut: 
1. dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka 
meninggal dunia; 

2. dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti 
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 

3. dilanjutkan dengan Penyidikan namun 
Penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat 
cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, 
tersangka meninggal dunia, atau 

4. dilanjutkan 4 
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4. dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan 
serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai 
tindak pidana di bidang perpajakan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan 
salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima 
oleh Bupati; atau 

f. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan 
Penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Tertutup dan Penyidikan tersebut: 
1. dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal 
dunia; atau 

2. dilanjutkan dengan penuntutan serta telah 
terdapat putusan pengadilan mengenai tindak 
pidana di bidang perpajakan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan 
salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima 
oleh Bupati. 

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
peng-ujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan 
menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) Hari sejak berakhirnya: 
a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 

Lapangan sebagaimana dirnRksud dalam Pasal 209 
ayat (1); atau 

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat 
(1), 

dan dilanjutkan. tahapan Pemeriksaan sampai dengan 
pembuatan LHP. 

Pasal 247 
(1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP 

Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak 
memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 245 huruf a, dapat dilakukan 
Pemeriksaan kembali apabila setelah diterbitkan LHP 
Sumir, Wajib Pajak ditemukan. 

(2) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 
ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan secara jabatan. 

Pasal 248 
Pemeriksa berdasarkan: 
a. surat pemyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2), Pasal 222 ayat (1), 
atau Pasal 223 ayat (1); 

b. berita .1,1 
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b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3), Pasal 222 ayat (2), atau 
Pasal 223 ayat (2); 

c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3); 

d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (6); atau 

e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 222 ayat (7), dapat 
melakukan penetapan Pajak secara jabatan atau 
mengusullcan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Pasal 249 
(1) SKPD dari hasil Pemeriksaan yang dilsksan.alcan tanpa: 

a. penyampaian SPHP; atau 
b. PAHP, 
dapat dibatallcan oleh Bupati secara jabatan atau 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal dilakulcan pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan 
dengan melaksanalcan. penyampaian SPHP dan/atau 
PAHP. 

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan 
PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri ini. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan 
pengembalian atau kompensasi kelebihan. pembayaran 
Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan: 
a. SKPD sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu 

belum melampaui 12 (dua belas) bulan kalender sejak 
diterimanya permohonan pengembalian atau 
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak belum 
terlewati; atau 

b. SKPDLB sesuai dengan SPTPD apabila janglc.a walctu 
12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya 
pengajuan permohonan pengembalian atau 
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak. 

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk 
melanjutican Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim 
Pemerllcsa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilalcukan 
setelah diterbitkan. SP2 perubahan. 

Pasal 250 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak dapat diusullc.an. Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Terbuka apabila.: 
a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan 

adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.; 
atau 

b. Wajib 
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b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 atau Pasal 223 
dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan 
penghitungan Pajak terutang secara jabatan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 
Pemeriksaan atas pengajuan permohonan pengembalian 
atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak, usulan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka harus 
memperhatikan jangka waktu penyelesalan permohonan 
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran 
Pajak tersebut. 

Pasal 251 
(1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) disetujui 
oleh Bupati, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan 
dengan membuat laporan kemajuan pemeriksaan sampai 
dengan: 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan 

karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka meninggal 
dunia; 

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan 
karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak 
pidana di bidang perpajalcan, 

c. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat culcup 
bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupalcan tindak 
pidana di bidang perpajakan, tersangka meninggal 
dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau 

d. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan telah mempunyal kekuatan hulcum tetap 
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima 
oleh Bupati. 

(2) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib 
Pajak. 

(3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampailcan bersamaan dengan disampailc.annya 
surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 
Terbuka. 

(4) Dolcumen terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahlcan kepada 
Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membuat berita acara 
yang ditandatangani Pemeriksa dan Pemeriksa Bukti 
Permulaan. 

(5) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diserahkan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 252 .4 
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Pasal 252 
(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 251 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, apabila: 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan 

karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka meninggal 
dunia; 

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan 
karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak 
pidana di bidang perpajakan; 

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan 
dengan Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat 
culcup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, 
tersanglca meninggal dunia atau peristiwanya telah 
kedaluwarsa; atau 

d. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan 
dengan Penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hulcum dan salinan putusan pengadilan 
tersebut telah diterima oleh Bupati. 

(2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 251 ayat (1) dihentikan dengan membuat LHP 
Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf b, 
apabila: 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan 

dengan Penyidikan tetapi Penyidilcannya dihentikan 
karena peristiwanya telah kedaluwarsa; dan 

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan 
dengan Penyidilcan dan penuntutan serta telah terdapat 
putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hulcum 
tetap yang menyatalcan bahwa Wajib Pajak terbukti 
secara sah dan meyalcinkan bersalah melalcukan tindak 
pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan 
pengadilan tersebut telah diterima oleh Bupati. 

Pasal 253 
(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak juga 
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup, 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak ditangguhkan dengan membuat laporan 
kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Tertutup ditindaklanjuti dengan Penyidikan. 

(2) Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban. Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sampai dengan: 
a. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup 

bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan, tersangka meninggal 
dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau 

b.putusan‘$.. 
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b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh 
Bupati. 

(3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diberitahulcan secara tertulis kepada Wajib 
Pajak. 

(4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilanjutkan apabila: 
a. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup 

bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan, tersangka meninggal 
dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau 

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntuan 
hukum dan salinan atas keputusan tersebut telah 
diterima oleh Bupati. 

(5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihentikan apabila: 
a. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah 

kedaluwarsa; atau 
b. Penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan 

putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
b dan salinan putusan pengadilan tersebut telah 
diterima oleh Bupati. 

Pasal 254 
(1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) atau Pasal 253 ayat (4), 
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 207, atau jangka waktu perpanjangan pengujian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 atau Pasal 210 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 252 ayat (2) atau Pasal 253 ayat (5), Pemeriksa 
harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 255 
(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan 

instruksi atau persetujuan Bupati. 
(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan 

Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data 
baru termasuk data yang semula belum terungkap. 

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas 
jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD 
sebelumnya, Bupati menerbitkan SKPDICBT. 

(4) Dalam 
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(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas 
jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD 
sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan 
membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak 
diberitahukan mengenai penghentian tersebut. 

Paragraf 3 
Tata Cara Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain 

Pasal 256 
Ruang linglcup Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat meliputi 
penentuan, pencocolcan, atau pengumpulan materi yang 
berlc.aitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 257 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria 

paling sedikit: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocolcan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. Pemeriksaan dalam ranglca Penagihan Pajak. 

(2) Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk 
memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan 
dengan: 
a. harta yang dimililci Wajib Pajak/Penanggung Pajak; 
b. proses timbulnya tun.ggalcan pajak berdasarkan LHP, 

KICP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan; 
c. kegiatan Penagihan aktif yang dilakukan; dan 
d. upaya hulcum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

Pasal 258 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 257 dapat dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan atau Pemerilcsaan. Kantor. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. 

Pasal 259 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai 

dengan standar Pemeriksaan. 
(2) Stan.dar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai ulcuran mutu Pemeriksaan yang 
merupalcan capaian minimum yang harus dicapai dalam 
melaksanakan Pemeriksaan. 

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar 
pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan.. 

Pasal 260 
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Pasal 260 
Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) 
adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200. 

Pasal 261 
Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 259 ayat (3) meliputi: 
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan 

yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat 
pengawasan yang saksama; 

b. linglcup Pemeriksaan disesuaikan dengan lcriteria 
dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain; 

c. Pemeriksaan dilakulcan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 
1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 
(satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan 
tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim, 

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemerintah 
Daerah, tempat tinggal atau kedudulcan Wajib Pajak, tempat 
kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang 
dianggap perlu oleh Pemeriksa, 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

f. pelaksanaan Pemeriksaan didolcumentasikan dalam bentuk 
ICKP. 

Pasal 262 
(1) IW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf f 

disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai: 
a. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan 

Pemerilcsaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan 
b. dasar pembuatan LHP. 

(2) IU(P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
gambaran mengenai: 
a. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
b. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan.; dan 
c. simpulan dan hal lain yang dian.ggap perlu yang 

berkaitan dengan Pemeriksaan. 

Pasal 263 
Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam 
bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan, yaitu: 
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

linglcup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat juga 
pengungkapan informasi lain yang terkait; 

b. LHP untuk tujuan lain selcurang-kurangnya memuat: 
1. penugasan pemeriksaan; 
2. identitas wajib pajak; 
3. dasar/tujuan pemeriksaan; 
4. Dokumen yang dipinjam; 
5. Media penyimpanan hasil Salinan Data Elektronik wajib 

paj ak; 

6.materi .44 
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6. materi yang diperiksa; 
7. uraian hasil pemeriksaan, dan 
8. simpulan dan usul Pemeriksa.-

Pasal 264 
Dalam melalculcan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa 
wajib: 
a. menyarnpaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, 

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada 
Wajib Pajak pada saat melalcukan Pemeriksaan, 

c. memperlihatkan SP2 perubahan kepada Wajib Pajak apabila 
susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan, 

d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak yang diperilcsa, 

e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
f. mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; 

dan/ atau 
g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. 

Pasal 265 
(1) Dalam melalcukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 

jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: 
a. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen dengan 

tujuan Pemeriksaan; 
b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola 

secara elektronilc, 
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 

bergerak dan/atau tidak bergeralc yang diduga atau 
patut diduga digunalcan untuk menyimpan Dokumen 
dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan 
Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak, dan/atau 

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan 
dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat. 

(2) Dalam melalcukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang: 
a. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, atau objek yang terutang Pajak; 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak; dan/atau 

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan 
dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa melalui Pejabat. 

Pasal 266 v, 
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Pasal 266 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib 
Pajak berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda 

pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu 
Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan 
Lapangan.; 

c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan SP2 
perubahan apabila terdapat perubahan susunan Tim 
Pemeriksa; dan/atau 

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 
Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengislan Kuesioner 
Pemeriksaan. 

Pasal 267 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 

jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan. meminjamkan Dokumen yang 

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan, 
b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau 

mengunduh Data Elektronik; 
c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruang penyimpanan Dokumen dan/atau barang yang 
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta 
meminjamkannya kepada Pemeriksa, dan/atau 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta 
memberikan data dan/atau keterangan lain yang 
diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan meminjamkan Dokumen yang 

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau 
b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta 

memberikan data dan/atau keterangan lain yang 
diperlukan. 

Pasal 268 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan. jenis Pemeriksaan 

Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) bulan kalender yang dihitung sejak tanggal Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan 
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai 
dengan tanggal LHP. 

(2) Pemeriksaan . 
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(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan. jenis Pemeriksaan 
Kantor dilakukan dalam janglca waktu paling lama 14 
(empat belas) Hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, 
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai 
dengan tanggal dalam LHP. 

(3) Dalam hal jangica waktu Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan 
harus diselesaikan. 

Pasal 269 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan oleh Pemeriksa 

yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan 
SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu 
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib 
Pajak. 

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, Pejabat harus 
menerbitkan perubahan SP2. 

Pasal 270 
(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib 
memberitahulcan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukarmya Pemeriksaan Lapangan dengan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukarmya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitican untuk Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam 
SP2. 

Pasal 271 
(1) Surat Pemberitahuan. Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) dapat disampailcan 
secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya 
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui pos, atau 
jasa pengiriman lainnya dengan bulcti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampailcan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada 
di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
dapat disampaikan kepada: 
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak, atau 

b. pihak 
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b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 
1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa 

dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau 

2., anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib 
Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap 
Wajib Pajak orang pribadi. 

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan 
angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak 
yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dapat ditemui., Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos, atau jasa 
pengiriman lairmya dengan bukti pengiriman dan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah 
disampailcan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai. 

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) dapat 
disampailcan melalui pos atau jasa pengiriman lairmya 
dengan bukti pengiriman. 

Pasal 272 
(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan 

dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 257. 

(2) Peminjaman Dokumen dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217. 

Pasal 273 
(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain 
menyatalcan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan 
termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan 
Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat 
berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 274 
(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain 
memenuhi Surat Panggilan Dalam Ranglca Pemeriksaan 
Kantor namun menyatalcan menolak untuk dilakukan 
Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan.. 

(2) Dalam .4 
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(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan 
yang ditan.datangani oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 275 
(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan 

atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 273 dan Pasal 274, Wajib Pajak 
diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan 
untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka. pemberian 
NPWPD. 

(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan 
atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 273 dan Pasal 274, permohonan 
Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan 
untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan 
NPWPD. 

Paragraf 4 
Pemyampaian Kuesioner Pemeriksaan 

dan Pengembalian Dokumen 

Pasal 276 
(1) Dalam pelaksanaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain, 

melalui Pejabat, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib 
Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau 
meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan 
dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga. 

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlalcu. 

Pasal 277 
(1) Dalam rangka menin.gicatkan kualitas dan alcuntabilitas 

Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat 
pertemuan. dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 216. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 
Pemeriksaan untuk tujuan lain, penyampaian Kuesioner 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampailcan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang 
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor. 

Pasal 278 h. 
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Pasal 278 
Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib 
Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan 
pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak 
tanggal LHP. 

Paragraf 5 
Ketentuan Lain terkait Pemeriksaan 

Pasal 279 
Pemeriksa tidak dapat dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan 
yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta 
dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pasal 280 
Format Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 195 sarnpai dengan Pasal 279 tercantum 
dalam Lampiran XXTV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keduabelas 
Tata Cara Penagihan Pajak 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 281 
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui: 
a. surat tertulis; 
b. pesan singkat elektronik, atau 
c. surat elektronik (email). 

(4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan 
Pajak. 

Paragraf 2 
Jurusita Pajak 

Pasal 282 
(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Bupati berwenang 
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pendapatan. 

(3) Pejabat .‘17 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 144 - 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, dan/ 

atau 
b. menerbitkan: 

1. Surat Teguran, 
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
3. Surat Paksa, 
4. surat perintah melaksanakan penyitaan, 
5. surat pengusulan Pencegahan, 
6. surat perintah penyan.deraan; 
7. surat pencabutan sita; 
8. pengumuman lelang; 
9. surat penentuan harga limit; 
10. pembatalan lelang, dan 
11. surat dan media lain yang diperlukan untuk 

pelaksanaan Penagihan Pajak. 
(4) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b angka 11 berupa surat himbauan, penempelan 
stiker himbauan, stiker peringatan tidak memenuhi 
kewajiban pajak dan/atau penempelan plang. 

(5) Dalam rangka penerbitan Dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat dapat 
mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun.dang-undangan. 

(6) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
bertugas: 
a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus; 
b. memberitahukan Surat Paksa; 
c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak 

berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
dan 

d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat 
perintah Penyanderaan. 

Pasal 283 
(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3) 

huruf a merupakan pejabat fungsional pengawas keuangan 
negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan. 

(2) Persyaratan untuk Jurusita sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di 
bidang keuangan negara. 

(3) Dalam hal pejabat fungsional pengawas keuangan negara 
di linglcungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum ada atau jumlahnya belum mencukupi, 
Pejabat dapat menganglcat Jurusita dari pegawai negeri 
sipil di lingleungan kantor Pejabat yang memililci 
kemampuan dan diberi tugas, wewenang, tanggun.g jawab 
untuk melaksanakan Penagihan. 

(4) Syarat ‘b. 
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(4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi 
Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit meliputi: 
a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah atas 

atau yang sederajat; 
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/ 

Golongan II/a; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. mengikuti pendiclikan atau pelatihan Jurusita; 
e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan 
f. telah mengikuti dan lulus sertifikasi di bidang 

Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e 
ditentukan berdasarkan penilaian. Pejabat. 

(6) Pemenuhan sertifikasi di bidang Penagihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 284 
Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil 
sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh 
Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 285 
(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 

diberhentikan apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. pensiun; 
c. alih tugas atau kepentingan clinas lainnya; 
d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas; 
e. melakukan perbuatan tercela, 
f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau 
g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani. 

(2) Pemberhentian Jurusita Pajak ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
pendapatan. 

Paragraf 3 
Penanggung Pajak 

Pasal 286 
Penagihan Pajak dilalculcan terhadap: 
a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau 
b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan. 

Pasal 287 
Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak 
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a 
dilakukan terhadap: 
a. orang pribadi bersanglcutan yang bertanggling jawab atas 

seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

b. istri 
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b. istri/suami dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan 
yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak dalam hal tidak terdapat perjanjian 
pemisahan harta suami istri; 

c. seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang 
mengurus harta peninggalan dari Wajib Pajak yang telah 
meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi yang 
bertanggungjawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak sebesar: 
1. jumlah harta warisan yang belum terbagi dalam hal Utang 

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar 
dari pada harta warisan yang belum terbagi; atau 

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam 
hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil 
dari pada harta warisan yang belum terbagi; 

d. para ahli waris dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia 
dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung jawab atas 
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar: 
1. porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing 

ahli waris, dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang 
telah dibagi; atau 

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam 
hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil 
dari pada harta warisan yang telah terbagi; 

e. wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab 
atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar: 
1. jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam 

perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak sama atau lebih besar dari pada jumlah harta anak 
yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; 
atau 

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam 
hal: 
a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil 

daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang 
berada dalam perwaliannya; atau 

b) Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang 
bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan 
kepengurusan harta anak yang belum dewasa yang 
berada dalam perwaliannya; 

f. pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang 
bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak sebesar: 
1. jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya 

dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama 
atau lebih besar dari pada jumlah harta orang yang 
berada dalam pengampuannya; atau 

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam 
hal: 
a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil 

daripada jumlah harta orang yang berada dalam 
pengampuannya; atau 

b) Pejabat 
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b) Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang 
bersanglcutan mendapat manfaat dari pelaksanaan 
kepengurusan harta orang yang berada dalam 
pengampuarmya. 

Pasal 288 
(1) Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib 

Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 
huruf b dilakukan terhadap: 
a. Wajib Pajak Badan bersanglcutan yang bertanggung 

jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak; dan 

b. pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung 
jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. 

(2) Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilalcukan terhadap: 
a. untuk perseroan terbatas: 

1. direksi yang 
a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan 

yang setingkat; 
b) wakil direktur utama atau jabatan yang 

setingkat; dan/atau 
c) direktur yang mempunyai wewenang dalam 

menentukan kebijaksanaan dan/ atau 
mengambil keputusan di bidang keuangan, 

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak; 

2. dewan komisaris yang meliputi: 
a) komisaris utama atau presiden komisaris atau 

jabatan yang setingkat; 
b) wakil komisaris utama atau jabatan 

yang setingkat; dan/atau 
c) komisaris lainnya, 
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak; 

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai 
berilcut: 
a) untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi: 

1) pemegang saham mayoritas dan/atau 
pemegang saham pengendali, yang atas 
sahamnya tidak tercatat dan tidak 
diperdagangkan di bursa efek; 

2) pemegang saham lairmya selain pemegang 
saham sebagaimana dimaksud pada an.gka 1), 
yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak 
diperdagangkan di bursa efek; dan/atau 

3) pemegang 
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3) pemegang saham mayoritas tidak langsung 
dan/atau pemegang saham pengendali tidak 
langsung; 

b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi: 
1) seluruh pemegang saham dari perseroan 

terbatas, dan/atau 
2) pemegang saham mayoritas tidak langsung 

dan/atau pemegang saham pengendali tidak 
langsung, 

bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan 
porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak 
Wajib Pajak Badan; 

b. untuk bentuk usaha tetap, meliputi: 
1. kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung 

jawab, atau jabatan yang setingkat, bertanggung 
jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

2. perusahaan induk dari bentuk usaha tetap, 
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak, 

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjal.ankan kegiatan 
usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 
dan/ atau 

4. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional 
berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap 
Utang Pajak Wajib Pajak Badan.; 

c. untuk persekutuan komanditer, meliputi: 
1. sekutu komplementer/ sekutu aktif/ sekutu 

pengurus, bertanggung jawab secara pribadi 
dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak; 

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada persekutuan komanditer, bertanggung 
jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 
dan/atau 

3. sekutu komanditer/sekutu pasif, bertanggung 
jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 
secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan 
modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.; 

d. untuk persekutuan perdata dan persekutuan firma, 
meliputi: 
1. para sekutu, dan/atau 

2. orang .lf7 
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2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan 
firma, 

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak, 

e. untuk koperasi, meliputi: 
1. pengurus; 
2. pengawas, dan/atau 
3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 

dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan 
kegiatan usaha pada koperasi, 

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak; 

f. untuk yayasan, meliputi: 
1. ketua atau jabatan yang setingkat, 
2. sekretaris; 
3. bendahara; 
4. pembina, 

5. pengawas; dan/atau 
6. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 

dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada yayasan, 

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak, 

g. untuk kerja sama operasi, meliputi: 
1. pejabat atau jabatan yang setingkat, bertanggung 

jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada kerja sama operasi, bertanggung jawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 
dan/atau 

3. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional 
berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap 
Utang Pajak Wajib Pajak Badan; 

h. untuk Badan lainnya, meliputi: 
1. pejabat atau jabatan yang setingkat, bertanggung 

jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas 
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

2. orang .01 
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2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau 
mengambil keputusan untuk menjalan.kan kegiatan 
Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau 
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak, dan/atau 

3. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional 
berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal 
terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan; 

i. untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi: 
1. kepala instansi pemerintah, 
2. kuasa pengguna anggaran, 
3. pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan, dan/atau 
4. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang 

dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau 
mengambil keputusan dalam satuan kerja, 

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki cabang, pengurus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk 
kepala cabang yang bertanggungjawab atas seluruh Utang 
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari cabang yang 
bersan.gkutan. 

(4) Termasuk pengertian orang yang nyata-nyata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i 
yakni: 
a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan 

pihak ketiga dan/atau menandatangani cek; 
b. orang yang berwenang mengan.gkat, menggantikan, atau 

memberhentikan anggota direksi, anggota dewan 
komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, 
penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, 
atau jabatan setingkat; dan/atau 

c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk 
mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan 
tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. 

(5) Termasuk pengertian pemegang saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pemilik sebenarnya 
atas saham. 

(6) Termasuk pengertian pemilik modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, dan 
huruf h yaitu pemilik sebenarnya atas modal. 

(7) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak dilakukan terhadap 
Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berurutan. 

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus 
yang tercantum dalam akta, Penagihan Pajak dilakukan 
terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya 
tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap 
pengurus yang namanya tercantum dalam akta 
sebelumnya. 

(9) Untuk 
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Untuk pengurus yang namanya tidak tercantum dalam 
akta, urutan Penagihan Pajak tetap mengficuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Urutan penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk 
dilakukan tindakan Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), tidak berlaku 
dalam hal: 
a.. Objek Sita tidak dapat ditemukan; 
b. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga, 
c. dilakukan tindakan Penagihan Seketlica dan Sekaligus; 
d. hak untuk melalculcan Penagihan Pajak atas Utang 

Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang 
dari 2 (dua) tahun, 

e. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi 
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

f. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, 
digabunglcan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau 
dilakukan perubahan bentuk lainnya; 

g. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam 
keadaan pailit; 

h. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan 
atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, atau 

i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa kedudulcannya tidak dapat 
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. 

Pasal 289 
(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan terhadap penanggung 

Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
286 huruf b yang: 
a. dinyatakan pailit, 
b. dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hulcumnya 

beralchir; 
c. dilakukan penggabungan; 
d. dilakukan peleburan; dan/atau 
e. dilakukan pemisahan. 

(2) Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yang dinyatakan 
pailit tidak menculcupi untuk melunasi Utang Pajak, 
tindakan. penagihan Pajak dilakukan kepada penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 288 ayat (1) 
huruf b. 

(3) Setelah Wajib Pajak dibubarkan, dilikuidasi, atau status 
badan hulcumnya berakhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, tindakan penagihan Pajak tetap dapat 
dilakukan kepada penanggung Pajak. 

(4) Dalam V>. 
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(4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggabungan, 
peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, tindakan 
penagihan Pajak dilakukan kepada penanggung Pajak atas 
Wajib Pajak yang masih merniliki Utang Pajak sebelum 
dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, 
kecuali dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan 
bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak. 

Paragraf 4 
Dasar Penagihan dan Tin.dakan Penagihan 

Pasal 290 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundan.g-undan.gan di 
bidang perpajakan. 

(2) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat 
keputusan keberatan, dan putusan banding atau Dokumen 
lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan 
Pajak. 

(3) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, Pejabat dapat melakukan imbauan. 

(4) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah 
lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Pejabat 
dan/atau Jurusita dapat melakukan serangkaian tindakan 
Penagihan Pajak. 

Pasal 291 
(1) Serangkaian tindakan penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 290 ayat (5) terdiri atas: 
a. penerbitan surat teguran; 
b. penerbitan surat perintah penagihan seketika dan 

sekaligus, 
c. penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, 
d. pelaksan.aan penyitaan; 
e. penjualan Barang sitaan; 
f. pengusulan pencegahan; dan/atau 
g. pelaksanaan penyanderaan. 

(2) Penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dilakukan dengan: 
a. pengumuman lelang dan lelang untuk barang sitaan 

yang dilakukan penjualan secara lelang; dan/atau 
b. penggunaan, penjualan, dan/atau pernindahbukuan 

barang sitaan, untuk barang sitaan yang dikecualikan 
dari penjualan secara lelang. 

Pasal 292 
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Pasal 292 
(1) Pejabat menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 5 

(lima) Hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang 
Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak. 

(2) Apabila setelah lewat waktu 15 (ffina belas) Hari terhitung 
sejak tanggal surat teguran disampaikan, penanggung 
Pajak belum melunasi Utang Pajak, surat paksa diterbitkan 
oleh pejabat dan diberitahukan oleh jurusita kepada 
penanggung pajak. 

(3) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 
empat) jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, 
Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak, pejabat 
menerbitican surat perintah melaksanakan penyitaan dan 
jurusita melaksanalcan penyitaan terhadap barang mllik 
Penanggung Pajak. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal 
pelaksanaan penyitaan, penanggung Pajak belum melunasi 
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, pejabat 
melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang 
akan dilakukan penjualan secara lelang. 

(5) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal 
pengumuman lelang, penanggung Pajak belum melunasi 
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, pejabat 
melakukan penjualan barang sitaan penanggung Pajak 
melalui kantor lelang. 

(6) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal 
pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terhadap barang sitaan yang penjualannya dikecualikan 
dari penjualan secara lelang, penanggung Pajak belum 
melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak, pejabat 
segera menggunalcan, menjual, dan/ atau 
memindahbukukan barang sitaan. 

(7) Dalam hal telah dilakukan upaya: 
a. penjualan barang sitaan secara lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5); dan/atau 
b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan 

barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara 
lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

pejabat dapat mengusullcan pencegahan. 
(8) Pengusulan pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal 

surat paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan 
Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal: 
a. objek Sita ticink dapat ditemulcan; 
b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang 

Pajak alcan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang 
dari 2 (dua) tahun; 

c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi 
Penanggung Pajak akan meninggallcan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

d. terdapat 
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d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, 
digabungkan, dimelcarkan, dipindahtangankan, atau 
dilakukan perubahan bentuk lairmya; atau 

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam 
keadaan pailit. 

(9) Dalam hal terhadap penanggung Pajak telah dilakukan 
pencegahan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap 
Penanggung Pajak dalam janglca waktu paling cepat 1 
(satu) bulan k.alender sebelum berakhfrnya jangka waktu 
Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan 
Pencegahan. 

(10) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 
(sepuluh) Hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan, 
dalam hal: 
a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas utang 

Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang 
dari 2 (dua) tahun; 

b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, 
digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau 
dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau 

c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam 
keadaan pailit. 

Paragraf 5 
Penerbitan Surat Teguran 

Pasal 293 
(1) Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan 

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 
ayat (1) huruf a oleh pejabat. 

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh 
penanggung Pajak. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang 
Pajak. 

Paragraf 6 
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus 

Pasal 294 
Jurusita melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus 
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) huruf b 
apabila: 
a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya atau berniat untuk itu; 
b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki 

atau yang dilcuasai dalam ran.gka menghentikan atau 
mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang 
dilakulc.armya di Indonesia; 

c. terdapat 
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c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan 
membubarkan 13adan usahanya, menggabungkan usahanya, 
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan 
perusahaan yang diiniliki atau dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya; 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak 

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Pasal 295 
(1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 diterbitkan: 
a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran; 
b. tanpa didahului Surat Teguran.; 
c. sebelum jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak surat 

teguran disampaikan; atau 
d. sebelum penerbitan Surat Paksa. 

(2) Surat perintah Penagihan Seketika. dan. Sekaligus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

penanggung Pajak; 
b. besarnya Utang Pajak, 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan Pajak. 

Paragraf 7 
Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa 

Pasal 296 
(1) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat 

(1) huruf c diawali dengan frasa "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum 
yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat paksa paling sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; 
b. dasar Penagihan Pajak, 
c. besarnya Utang Pajak; dan 
d. perintah untuk membayar. 

Pasal 297 
(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan 

pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada 
Penanggung Pajak. 

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberitahukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa 
oleh Jurusita. 

(3) Pemberitahuan 
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(3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang 
pribadi dilakukan kepada: 
a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

288 ayat (1) huruf a; atau 
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama 

Penanggung Pajak atau yang bekerja di tempat usaha 
Penanggung Pajak dalam hal Jurusita tidak dapat 
menjumpai Penanggung Pajak. 

(4) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak 
Badan dilakukan kepada: 
a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

288 ayat (1) huruf b; atau 
b. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang 

membidangi keuangan, Pembukuan, perpajakan, 
personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum 
dan bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau 
tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal 
Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang 
Penanggung Pajak. 

(5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang 
dinyatakan pailit dilakukan kepada kurator, hakim 
pengawas, atau balai harta peninggalan. 

(6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang 
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada 
orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan 
pemberesan atau likuidator 

(7) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang 
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 
untuk menjalankan hak dan kewajiban Pajak, dapat 
dilakukan kepada penerima kuasa. 

Pasal 298 
(1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 297 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan 
Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak 
yang menerima pemberitahuan Surat Paksa. 

(2) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pal.ing sedikit memuat: 
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa; 
b. nama Jurusita, 
c. nama yang menerima Surat Paksa; dan 
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa. 

Pasal 299 
(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak 

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 297 ayat (3) dan ayat 
(4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampalkan 
melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-
kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris 
desa. 

(2) Dalam .4 
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(2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, 
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan 
menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di 
kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan 
melalui media massa, atau cara lain. 

(3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan mengumumkan melalui situs resmi yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 297 ayat (3) 
dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, 
Jurusita meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan 
mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak 
menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa 
dianggap telah diberitahukan. 

Pasal 300 
Surat Paksa dapat diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran 
dalam hal: 
a. terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan surat perintah 

Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 291 ayat (1) huruf b; atau 

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan pengangsuran 
atau penun.daan pembayaran Utang Pajak. 

Paragraf 8 
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

dan Pelaksanaan Penyitaan 

Pasal 301 
(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita 

berdasarkan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) huruf d. 

(2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedilcit memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 
b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa; 
c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa; 
d. nama Jurusita; dan 
e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.. 

Pasal 302 
(1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita harus: 

a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita, 
b. memperlihatkan Surat Perintah melaksanakan 

Penyitaan; 
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan 

Penyitaan; dan 
d. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap 

pelaksanaan Penyitaan. 

(2) Berita 
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(2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung 
Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah 
dewasa, penduduk Indonesia, clikenal oleh Jurusita, dan 
dapat clipercaya. 

(3) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk 
menandatangani berita acara pelaksanaan sita 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita: 
a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita 

acara pelaksanaan sita; dan 
b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita tersebut 

bersama saksi. 
(4) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihacliri oleh 

Penanggung Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui 
tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan.nya, 
berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita 
dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berasal dari aparat Pemerintah 
Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris 
nagari. 

(5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) tetap sah serta mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat. 

(6) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada 
Penanggung Pajak dan dapat ditempelkan: 
a. pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak 

yang disita, 
b. di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak 

bergerak yang disita berada, atau 
c. di tempat umum. 

(7) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang 
kepemilikannya terdaftar, salin.an berita acara pelaksanaan 
sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga 
kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud 
terdaftar. 

(8) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang 
bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang 
kepemilikannya belum terdaftar, salinan berita acara 
pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan juga kepada aparat Pemerintah Daerah 
setempat dan pengadilan negeri setempat untuk 
diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu. 

Pasal 303 
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan dalam hal: 
a. nilai Barang sitaan yang tirlak cukup untuk melunasi Utan.g 

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; atau 
b. hasil Lelang, penggunaan, penjualan, dan/atau 

pemindahbukuan Barang sitaan yang tidak cukup untuk 
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. 

Pasal 304 .‘17 
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Pasal 304 
(1) Objek Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1) 

meliputi: 
a. barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 286; atau 
b. barang milik istri atau suami dan anak yang masih 

dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, kecuali terdapat perjanjian 
pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, 
tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain 
termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak 
lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang 
tertentu. 

(2) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam 
perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-un.dangan. 

(3) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dilakukan Penyitaan meliputi: 
a. Barang bergerak; dan 
b. Barang tidak bergerak. 

(4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, dapat berupa: 
a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang 

elektronik atau uang dalam bentuk lainnya, 
b. logam mulia, perhia.san emas, permata, dan sejenisnya; 
c. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan 

pada LJK sektor perbankan meliputi deposito 
berjangka., tabungan, saldo rekening koran., giro, atau 
bentuk lairmya yang dipersamakan dengan itu; 

d. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya 
yang tidak diperdagangkan di pasar modal, 

e. piutan.g; 
f. penyertaan modal pada perusahaan lain; 
g. kendaraan bermotor; 
h. yach4 dan 
i. pesawat terbang. 

(5) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) 

meter kubik. 

Pasal 305 
(1) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan Barang 

bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 
dliaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mencakup: 
a. Jurusita tidak menjumpai Barang bergerak yang dapat 

dijadikan Objek Sita; atau 

b. Barang 
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b. Barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai 
atau harganya tidak memadai jika dibandingkan 
dengan Utang Pajalmya. 

Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak 
yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan 
memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak serta kemudahan penjualan atau pencairarmya. 
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang sitaan 
diperlcirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak. 
Dalam memperkirakan nilai Barang yang disita, Jurusita 
dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai pajak 
atau penilai pemerintah. 

Pasal 306 
Barang sitaan dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali 
dalam hal menurut Jurusita, Barang sitaan perlu disimpan 
di kantor Pejabat atau di tempat lain. 
Dasar pertimbangan Jurusita untuk menentukan tempat 
penitipan atau penyimpanan Barang sitaan, dapat berupa: 
a. risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan 
b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Barang sitaan. 
Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. LJK; 
b. kantor pegadaian; 
c. kantor pos; 
d. kantor aparat Pemerintah Daerah setempat yang 

menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal 
Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak; 

e. rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan 
f. tempat tertentu yang ditetapkan Bupati. 

Pasal 307 
(1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal: 

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilalcukan 
Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286; 

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan 
pengadilan pajak, atau 

c. terdapat kondisi tertentu. 
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi: 
a. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, 

bencana sosial dan/atau bencana alam; 
b. Penanggung Pajak menyerahlcan Barang lain yang 

nilainya palin.g sedilcit sama dengan. Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilalcukan 
Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286; 

d. Penanggung .'4) 
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(3) 

(4) 

(5) 

c. Penanggung Pajak dapat meyakin.kan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa dalam kedudukarmya tidak dapat 
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat 
digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak; 

e. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum; 
f. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang 

Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah 
kedaluwarsa Penagihan, 

g. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang 
sebagaimana dimnksud dalam Pasal 292 ayat (5) atau 
penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan 
Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara 
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat 
(6); 

h. barang sitaan telah dliakukan penjualan secara Lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (5) atau 
penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari 
penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 292 ayat (6) tetapi tidak terjual dan Pejabat 
mendapatkan Barang lain yang nilainya paling sedikit 
sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 
yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan 
tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 286; dan/atau 

i. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan 
pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak 
yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan. 

Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dan huruf h merupakan: 
a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri/ suami 

dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung 
Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta 
sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 304 ayat (2); 

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang 
tertentu, dan 

c. Barang yang setara atau lebih mudah dijual atau 
dicairkan dari Barang yang telah disita. 

Terhadap pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf h, Pejabat 
melalmkan. Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang 
diserahkan atau didapatkan. 
Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang 
diterbitkan oleh Pejabat dan disampaikan oleh Jurusita 
kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait. 

Paragraf 9 .V7 
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Paragraf 9 
Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak 

yang Disimpan pada Lembaga Jasa Keuangan 

Pasal 308 
Jurusita melaksanalcan Penyitaan terhadap harta kekayaan 
Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 304 ayat (4) huruf c, dengan terlebih 
dahulu melakukan permintaan Pemblokiran. 

Pasal 309 
(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 308, disampaikan oleh Pejabat kepada: 
a. kantor pusat atau divisi pada LJK, bagi Penanggung 

Pajak yang belum diketahui nomor rekening 
keuangannya; dan/atau 

b. unit vertikal LJK yang mengelola rekening keuangan 
Penanggung Pajak yang bersangkutan, bagi 
Penanggung Pajak yang telah diketahui nomor rekening 
keuangarmya. 

(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara tertulis dan dilampiri dengan: 
a. salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan 
b. salinan Surat Perintah Melaksanalcan Penyitaan. 

(3) Pejabat melalcukan permintaan Pemblokiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak sebagaimana tercantum dalam 
Surat Paksa atau daftar Surat Paksa. 

(4) Dalam hal terdapat perbedaan mengenal identitas 
Penanggung Pajak yang terdapat pada data LJK dengan 
permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), informasi identitas yang digunalcan berdasarkan 
Dolcumen: 
a. kartu tanda penduduk; 
b. akta pendirian Badan atau Dokumen lain yang 

dipersamakan; 
c. NPWPD, dan/atau 
d. paspor atau Dolcumen yang menunjuldcan identitas diri 

untuk warga negara asing. 

Pasal 310 
(1) Berdasarlcan permintaan Pemblokiran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 309, LJK wajib melalmican 
Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang 
tercantum dalam surat permintaan Pemblokiran. 

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalcukan secara seketika setelah permintaan Pemblokiran 
diterima oleh LJK. 

(3) Sejak saat diterimanya permintaan Pemblokiran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, LJK tidak 
dlizinkan melalcukan pemindahbukuan dan/atau 
penarikan atas saldo dalam rekening keuangan 
Penanggung Pajak yang telah diblokir. 

Pasal 311 Ni7 
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Pasal 311 
(1) Berdasarkan pelaksanaan. Pemblokiran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 310, pihak LJK membuat berita 
acara Pemblokiran atau Dokumen yang dipersamalcan. 

(2) Berita acara pemblokiran atau Dokumen yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat: 
a. nomor dan tan.ggal permintaan pemblokiran; 

.b. hari, tanggal, dan walctu diterima permintaan 
pemblokiran oleh LJK; 

c. hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran 
oleh LJK, 

d. nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Pajak; 
dan 

e. nomor rekening keuangan Penanggung Pajak yang 
telah dilalcukan Pemblokiran oleh LJK. 

(3) Berita acara Pemblokiran atau Dokumen yang 
dipersamalcan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampailcan kepada Pejabat dan Penanggung Pajak segera 
setelah dilaksanakan Pemblokiran. 

Pasal 312 
(1) Setelah menerima berita acara Pemblokiran, Pejabat 

memerintahkan. Penanggung Pajak untuk memberikan 
kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta 
kekayaan yang tersimpan pada LJK tersebut kepada 
Jurusita dengan menggunakan surat perintah memberikan 
kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta 
kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK. 

(2) Dalam hal Penanggung Pajak bersedia memberitahukan 
saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK, 
Penanggung Pajak memberikan kuasa kepada pimpinan 
LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk dengan membuat 
surat kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang 
tersimpan pada LJK dan menyampafican surat kuasa 
beserta salinannya kepada Jurusita. 

(3) Pitnpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk 
memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak 
yang tersimpan pada LJK secara tertulis kepada Jurusita 
berdasarIcart surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak memberikan kuasa 
kepada pimpinan LJK atau pejabat LJK yang ditunjuk 
untuk memberitahukan saldo harta kekayaarmya yang 
tersimpan pada LJK, Jurusita membuat berita acara 
penolakan pemberian kuasa oleh Penanggung Pajak kepada 
LJK untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang 
tersimpan pada LJK kepada Jurusita. 

(5) Dalam %. 
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(5) Dalam hal Penanggung Pajak: 
a. tidak memberikan jawaban atas perintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) 
Hari sejak disampaikarmya surat perintah tersebut; 
atau 

b. tidak dapat ditemukan, 
Jurusita membuat berita acara tidak diperoleh kuasa 
Penanggung Pajak kepada bank untuk memberitahukan 
saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank. 

(6) Dalam hal Penanggung Pajak: 
a. menolak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK atau 

pejabat LJK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4); 

b. tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf a; atau 

c. tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b, 

Pejabat melakukan Permintaan informasi saldo rekening 
terblokir kepada LJK sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku. 

(1) 
Pasal 313 

Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan, 
dilakukan dalam hal: 
a. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya 

Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan 
Pemblokiran dengan menggunakan harta kekayaan 
Penanggung Pajak yang telah diblokir sesuai dengan 
tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 286; 

b. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan 
Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab 
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
286; 

c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang 
nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan 
Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab 
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
286; 

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat 
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktlican bahwa harta kekayaan yang diblokir 
tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak; 
terdapat putusan pengadilan pajak; 
hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang 
Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran telah 
kedaluwarsa Penagihan; 

h. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan 
pengangsuran pembayaran. Pajak atas Utang Pajak 
yang menjadi dasar clilalcukan Pemblokiran; dan/atau 

i. telah 

f. 
g.
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i. telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah 
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi 
dasar dilakukan Pemblokiran sesuai dengan tanggung 
jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 286. 

(2) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan: 
a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri/ suami, 

dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung 
Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2); 

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang 
tertentu; dan 

c. Barang yang mudah dijual atau dicairkan. 
(3) Terhadap pelaksanaan pencabutan blokir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat melakukan 
Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan. 

(4) Atas Pemblokiran yang dilakukan melebihi jumlah Utang 
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar 
dilakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf i, pencabutan blokir dilakukan terhadap nilai 
yang melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak. 

Pasal 314 
(1) Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 

dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak 
yang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
313 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan 
permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak kepada 
Pejabat. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan melampirkan: 
a. cetakan surat setoran, kode billing atau Dokumen yang 

dipersamakan untuk pembayaran Utang Pajak; 
b. cetakan surat setoran, kode billing atau Dokumen yang 

dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan 
Pajak; dan 

c. surat permintaan pemindahbukuan sebagai pelunasan 
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan 
menggun.akan harta kekayaan yang telah diblokir 
kepada LJK. 

Pasal 315 
(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan 

yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan 
pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan 
Penanggung Pajak kepada LJK dengan tembusan kepada 
Penanggung Pajak yang dllampiri Dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 314. 

(2) Berdasarkan .9/ 
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(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan 
pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara seketika 
melakukan: 
a. pencabutan blokir, dan 
b. pemindahbukuan sebesar Utang Pajak dan Biaya 

Penagihan Pajak yang tertera pada Surat Paksa atau 
daftar Surat Paksa yang disampaikan pada saat 
melalcukan Pemblolciran. 

Pasal 316 
Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat 
(1) huruf b sampai dengan huruf i dilalculcan berdasarlcan 
permintaan pencabutan blokir yang diajulcan oleh Pejabat 
kepada LJK dengan tembusan kepada Penanggung Pajak. 

Pasal 317 
(1) Dalam hal jumlah saldo harta kekayaan Penanggung Pajak 

yang tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 310 diketahui dan Penanggung Pajak tidak melunasi 
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Jurusita 
melaksanalcan. Penyitaan. 

(2) Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sampai dengan jumlah yang menc-ulcupi untuk melunasi 
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sesuai dengan 
tanggungjawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 286. 

(3) Atas Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita: 
a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang 

ditandatangani oleh: 
1. Jurusita; 
2. Penanggung Pajak; 
3. saksi-saksi, dan 
4. pihalc LJK; 

b. menyampailcan salinan berita acara pelaksanaan sita 
kepada: 
1. Penanggung Pajak; dan 
2. pihalc LJK. 

Pasal 318 
(1) Setelah dilaksanakarmya Penyitaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 317 ayat (3) tetapi belum dilalcukan 
pemindahbukuan, pencabutan sita dilakulcan dalam hal: 
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan 

Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilalcukan 
Penyitaan sesuai dengan tanggungjawab Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286; 

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan 
pengadilan pajak; atau 

c. terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Kondisi .V> 
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(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. Penanggung Pajak membayar Utang Pajak dan Biaya 

Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan 
Penyitaan dengan mengg-unakan harta kekayaan yang 
telah disita sesuai dengan tanggung jawab Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286; 

b. Barang sitaan musnah karena gagal tekn.ologi; 
c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang 

nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan 
Penyitaan sesuai dengan tanggungjawab Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286; 

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa dalam kedudukarmya tidak dapat 
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; 

e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan 
membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat 
digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak, 

f. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum; 
g. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang 

Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah 
kedaluwarsa Penagihan; dan/atau 

h. Wajib Pajak telah mendapatImn keputusan persetujuan 
pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak 
yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan. 

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
merupakan: 
a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri atau 

suami dan anak yang masih dalam tanggungan 
Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian 
pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
289 ayat (2); 

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang 
tertentu; dan 

c. Barang yang mudah dijual atau dicairkan. 
(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita atas kondisi 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang 
yang diserahkan. 

Pasal 319 
(1) Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 

dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak 
yang telah disita sesuai dengan tanggung jawab 
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 
ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengajukan 
permohonan kepada Pejabat. 

(2) Permohonan 
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan melampirkan: 
a. cetakan surat setoran, kode billing atau Dokumen yang 

dipersamakan untuk pembayaran Utang Pajak; dan 
b. cetakan surat setoran, kode billing atau Dokumen yang 

dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan 
Pajak. 

Pasal 320 
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 319 ayat (1), Pejabat menyampalkan permintaan 
pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan 
Penanggung Pajak kepada LJK dengan tembusan kepada 
Penanggung Pajak, yang dilampiri dengan Dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319. 

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan 
pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara seketika 
melakukan: 
a. pencabutan blokir, dan 
b. melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang 

diminta oleh Pejabat. 
(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta 

kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sekaligus dengan penyampaian surat 
pencabutan sita oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak 
dengan tembusan kepada LJK. 

Pasal 321 
Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 318 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf h dilakukan oleh Pejabat dengan 
menyampaikan: 
a. permintaan pencabutan blokir kepada LJK dengan 

tembusan kepada Penanggung Pajak; dan 
b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan 

tembusan kepada LJK. 

Paragraf 10 
Penyitaan Surat Berharga yang Tidak 

Diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang, dan 
Penyertaan Modal 

Pasal 322 
(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap: 

a. surat berharga yang meliputi obligasi, saham, dan 
sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (4) 
huruf d; 

b. piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat 
(4) huruf e; dan 

c. penyertaan 
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c. penyertaan modal pada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 304 ayat (4) huruf f, dengan 
melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang 
jenis, jumlah, dan/atau nilai nominal atau nilai 
perkiraan Barang sitaan dalam suatu daftar yang 
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita. 

(2) Setelah melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Jurusita membuat: 
a. berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama 

dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam hal 
Barang sitaan merupakan surat berharga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

b. berita acara persetujuan pengalihan hak menagih 
piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam 
hal Barang sitaan merupakan piutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau 

c. akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal 
pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada 
Pejabat dalam hal Barang sitaan merupakan 
penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c. 

Pasal 323 
(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat 

(2) huruf a dan huruf b paling seclikit memuat: 
a. hari dan tanggal berita acara, 
b. nomor dan tanggal Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan; 
c. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita, 
d. nama dan nomor identitas Penanggung Pajak; dan 
e. jenis dan nilai. Barang sitaan. 

(2) Akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 322 ayat (2) huruf c paling seclikit memuat: 
a. hari dan tanggal akta; 
b. nama dan nomor identitas Penanggung Pajak; 
c. nomor akta pendirian atau akta perubahan anggaran 

dasar perusahaan tempat penyertaan modal, dan 
d. nilai dan nama perusahaan tempat penyertaan modal. 

(3) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak 
ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, 
penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat 
dipercaya. 

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk 
menandatangani berita acara atau akta persetujuan 
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat 
usaha, atau tempat kedudukannya, atau Penanggung 
Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan 
Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita. 

(5) Dalam N1? 
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(5) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk 
menandatangani berita acara atau akta persetujuan 
pengalihan hak, Jurusita: 
a. mencantumkan alasan penolakan, dan 
b. menandatangani berita acara atau akta persetujuan 

pengalihan hak tersebut bersama saksi. 
(6) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah serta 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

(7) Salinan berita acara atau persetujuan pengalihan hak 
disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang 
berkewajiban membayar utang atau perusahaan tempat 
penyertaan modal. 

Pasal 324 

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, Surat Paksa, berita acara pemberitahuan Surat 
Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, berita acara 
pelaksanaan sita, segel sita, dan surat pencabutan sita 
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 11 
Penjualan Barang Sitaan 

Pasal 325 
(1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak 

dan Biaya Penagihan Pajak setelah dilakukan Penyitaan, 
Pejabat berwenang melakukan penjualan barang sitaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) huruf e 
dengan cara: 
a. melaksanakan penjualan secara Lelang sesuai jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (4) 
dan ayat (5), atau 

b. menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan 
Barang sitaan yang penjualarmya dikecualikan dari 
penjualan secara Lelang sesuai jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (6), 
untuk melun.asi Utang Pajak dan. Biaya Penagihan 
Pajak. 

(2) Dalam menentukan harga limit untuk penjualan Barang 
sitaan secara Lelang dan menentukan harga jual untuk 
Barang sitaan yang penjualarmya dikecualikan dari 
penjualan secara Lelang, Pejabat dapat meminta bantuan 
penilaian kepada penilai pajak atau penilai pemerintah. 

Pasal 326 
(1) Pelaksanaan penjualan secara Lelang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1) huruf a dliakukan oleh 
pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang yang berwenang melaksanakan Lelang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai petunjuk pelaksanaan Lelang. 

(2) Dalam .V2 
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(2) Dalam hal penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena Barang 
sitaan dibebani hak tanggungan atau jaminan fidusia, 
Pejabat dapat: 
a. melalcsanalcan penjualan secara Lelang; atau 
b. membuat pernyataan bersedia mengangkat Penyitaan 

agar penjualan dapat dilaksanakan oleh pihak yang 
memiliki hak tanggungan atau jaminan fidusia, 

setelah membuat kesepakatan dengan pihak yang memiliki 
hak tanggungan atau jaminan fidusia. 

(3) Kesepalcatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
harus dibuat dengan memperhatikan pembayaran Utang 
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara optimal. 

(4) Dalam hal Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah dilakulcan penjualan, Pejabat mencabut sita. 

Pasal 327 
(1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara 

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1) 
huruf b dapat berupa: 
a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang 

elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. surat-surat berharga: 
1. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan 

pada LJK; 
2. obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak 

diperdagangkan di pasar modal, 
3. piutang; 
4. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau 
5. surat berharga lainnya; dan 

c. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk. 
(2) Terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang 

tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 1, Pejabat meminta kepada pihak LJK untuk 
melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung 
Pajak. 

(3) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 3, Pejabat dapat: 
a. menjual piutang, atau 
b. meminta pihak yang berkewajiban membayar utang 

menyetor pembayaran langsung ke kas negara, untuk 
melunasi Utang Pajak dan. Biaya Penagihan Pajak. 

(4) Terhadap Barang yang mudah rusak atau cepat busuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat 
dapat menjual Barang dimaksud untuk pelunasan Utang 
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (6). 

Pasal 328 
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Pasal 328 
(1) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 327 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan: 
a. permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan 

harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak LJK 
dengan tembusan kepada Penanggung Pajak; dan 

b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak 
dengan tembusan kepada pihak LJK. 

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paLing banyak sebesar sejumlah 
yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita. 

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta 
kekayaan. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilampiri dengan: 
a. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara 

bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk 
pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan 

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak. 
(4) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan 

pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak LJK 
secara seketika melakukan: 
a. pencabutan blokir; dan 
b. pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh 

Pejabat. 
(5) Pejabat dapat melakukan permintaan Pemblokiran kembali 

terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah 
dilakukan pencabutan blokir dengan menyampaikan 
kembali permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 307. 

Pasal 329 
Pejabat atau Juru sita yang menerima hasll penjualan secara 
Lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau 
pemindahbukuan Barang sitaan yang penjualannya 
dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 292 ayat (7), harus menyetorkan ke kas 
negara untuk melun.asi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. 

Paragraf 12 
Pengusulan Pencegahan 

Pasa1 330 
(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat 

(1) huruf f hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak 
dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah 
Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan diragukan itikad ballcnya dalam melunasi 
Utang Pajak. 

(2) Pencegahan dapat clilaksanakan terhadap beberapa orang 
sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli 
waris. 

(3) Pencegahan .‘") 
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(3) 

(4) 

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak 
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya 
pelaksan.aan Penagihan. 
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 13 
Pelaksanaan Penyanderaan 

Pasal 331 
(1) Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 

ayat (1) huruf g hanya dapat dilakulcan terhadap 
Penanggung Pajak yang: 
a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 
b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak. 

(2) Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam hal: 
a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun 

angsuran, walaupun telah diberitahukan Surat Paksa; 
dan/ atau 

b. menyembunyikan atau memindahtangankan Barang 
yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan 
membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak. 

(3) Pelaksanaan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau 
Penanggung Pajak dilalculcan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 14 
Pembetulan, Penggantian, dan Pembatalan Dolcumen 

Pasal 332 
(1) Terhadap Dolcumen Penagihan Pajak dapat dilalcukan 

pembetulan, penggantian, atau pembatalan. 
(2) Pembetulan, penggantian, atau pembatalan Dokumen. 

Penagihan Pajak dilakulcan: 
a. berdasarkan permohonan Penanggung Pajak, atau 
b. secara jabatan oleh Pejabat. 

(3) Pembetulan Dolcumen Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat 
kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, 
NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain. 

(4) Penggantian Dokumen Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilalculcan dalam hal hilang, rusak, 
atau lcarena alasan lain. 

(5) Pembatalan Dokumen Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilalcukan dalam hal seharusnya 
tidak diterbitkan. 

Pasal 333 
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Pasal 333 
(1) Pejabat melakukan Penelitian atas permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf a. 
(2) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pejabat harus memberi keputusan dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal diterima 
permohonan. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan 

atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, 
NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas 
Dokumen Penagihan Pajak; 

b. keputusan penggantian dalam hal Dokumen Penagihan 
Pajak hliang, rusak, atau karena alasan lain, 

c. keputusan pembatalan dalam hal Dokumen Penagihan 
Pajak seharusnya tidak diterbitkan.; atau 

d. keputusan penolakan atas permohonan Penanggung 
Pajak dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 325 ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5). 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terlampaui, Pejabat tidak memberikan keputusan: 
a. permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan; 

dan 
b. Pejabat menerbitkan keputusan sesuai permohonan 

Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) Hari setelah jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

(5) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pejabat 
menerbitkan Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau 
Dokumen Penagihan Pajak pengganti dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal keputusan 
pembetulan atau penggantian. 

(6) Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kelcuatan 
eksekutorial dan/atau kedudulcan hukum yang sama 
dengan Dokumen Penagihan Pajak yang dibetulkan atau 
digan.ti. 

(7) Dalam hal permohonan pembetulan, penggantian, atau 
pembatalan tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelalcsanaan 
Penagihan Pajak ditunda sampai dengan Dokumen 
Penagihan Pajak pembetulan, Dokumen Penagihan Pajak 
pengganti, keputusan. pembatalan Dokumen Penagihan 
Pajak diterbitkan. 

Pasal 334 
(1) Pejabat melalcukan pembetulan, penggantian, atau 

pembatalan Dokumen Penagihan Pajak secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b 
dengan melalcukan Penelitian. 

(2) Berdasarkan 
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(2) Berdasarkan hasil Penelitian, Pejabat menerbitkan.: 
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan 

atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, 
NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas 
Dokumen Penagihan Pajak; 

b. keputusan penggantian dalam hal Dokumen Penagihan 
Pajak hilang, rusak, atau karena alasan lain; atau 

c. keputusan pembatalan dalam hal Dokumen Penagihan 
Pajak seharusnya tidak diterbitkan. 

(3) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat menerbitkan 
Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau Dokumen 
Penagihan. Pajak pengganti dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal keputusan 
pembetulan atau penggantian. 

(4) Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan 
eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama 
dengan Dokumen Penagihan Pajak yang dibetulkan atau 
diganti. 

Bagian Ketiga belas 
Kerja Sama Pemeriksaan dan. Penagihan 

Pasal 335 
(1) Bupati dapat melakukan kerja sama Pemeriksaan dalam 

rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
dengan instansi pemungut pajak lainnya. 

(2) Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat meliputi: 
a. pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib 

Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak 
pusat dan daerah; atau 

b. pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib 
Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
antardaerah. 

(3) Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan instansi pemungut pajak 
lainnya. 

(4) Pelaksanaan pemeriksaan secara bersama-sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan.gan mengenai perpajakan. 

Pasal 336 
(1) Bupati dapat melakukan kerja snnaa Penagihan pajak 

dengan instansi lain. 
(2) Kerja sama Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa pendampingan atau bantuan dari 
Jurusita lain dan/atau pihak lain. 

(3) Pelaksanaan pendampingan atau bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
perpajakan. 

Bagian .‘"? 
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Bagian Keempat belas 
Keberatan Pajak 

Pasal 337 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan 
atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau 
isi dari surat ketetapan Pajak, yang meliputi jumlah rugi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, jumlah besarnya Pajak, atau terhadap materi 
atau isi dari pemotongan atau Pemungutan Pajak. 

(3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai 
materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan 
atau Pemungutan Pajak, alasan tersebut tidak 
dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. 

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan. 

(5) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 338 
(1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 337, harus memenuhi persyaratan 
dan melampirkan Dokumen pendukung. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yaitu sebagai berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. 1 (satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat 

ketetapan pajak, 
c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut 

penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-
alasan yang menjadi dasar penghitungan; 

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal 
ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri 
Surat Kuasa bermeterai cukup; 

e. Wajib Pajak telah membayar utang pajaknya yang 
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan 
oleh pihak ketiga paling sedikit sejiimlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan; 

f. Diajukan dalsm jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak atau 
SPPT oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan 

g. Wajib 
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g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 
keberatan atas surat ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan., berupa : 
1) Pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi; 
2) Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar, 
3) Pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak; 
4) Pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

5) Keringanan atau pembebasan pajak. 
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 
a. fotokopi SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ 

SKPDN; 
b. fotokopi kartu tanda peduduk Wajib Pajak, 
c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan 

dikuasakan dan fotokopi kartu tanda peduduk 
peneriina kuasa; 

d. fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan 
penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan 

e. Dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan. 
(4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, 

apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf e belum terpenuhi, selama 
masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. 

(5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah 
diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 

(6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. bencana alarn, 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau 
d. wabah penyakit. 

(7) Jangka waktu pelunasan Pajak yang masih harus dibayar 
terhadap surat ketetapan Pajak atau SPPT yang diajukan 
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

Pasal 339 
(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat 

meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar pengenaan pajak kepada kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang pendapatan atau pejabat yang berwenang. 

(2) Kepala g? 
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(2) kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pendapatan atau pejabat 
yang berwenang wajib memberikan keterangan yang 
diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (2) huruf f. 

Pasal 340 
(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak 

dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan 
tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis 
kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat 
pemberitahuan dengan menggunakan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga 
tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak. 

Pasal 341 
(1) Wajib Pajak menyarnpaikan Surat keberatan kepada Bupati 

melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai lokasi 
objek pajak terdaftar. 

(2) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau 
c. dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.. 
(3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan 
bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang 
merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

(4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian Surat 
Keberatan melalui pos yang mempun.yai bukti pengiriman 
surat secara tercatat. 

(5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
b. e-Filirtg. 

(6) Perusahaan .\/) 
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(6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang 
berbentuk badan hukum yang memberikan jasa 
pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman Surat 
Keberatan. 

(7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan 
Elektronik. 

(8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) huruf a, dan Bukti Penerimaan 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan 
Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 

(10) Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 342 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 

waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar 
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak. 

Pasal 343 
(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang 

telah disampaikan kepada Bupati sebelum tanggal diterima 
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 

(2) Format Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian permohonan 
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan 
pencabutan dengan menggunakan format sesuai 
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini 

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan 
dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani 
bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut 
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus; dan 

c.surat 
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c. surat permohonan harus disampafican kepada Bupati 
melalui kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang pendapatan. 

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan wajib memberikan 
jawaban atas • permohonan pencabutan pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
surat persetujuan atau surat penolakan dengan 
menggunakan format sesuai contoh sebagaimana 
tercantum dalam lampiran ,COCI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan belum 
memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak 
dianggap diterima. 

Pasal 344 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mencabut surat pengajuan 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat 
(1), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang 
tidak benar. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1), yang 
terkait dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, pajak yang masih harus dibayar dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam PAHP 
atau pembahasan akhir hasil verifikasi, menjadi utang 
pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. 

Pasal 345 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara: 
a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam 

bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak 
terkait dengan materi yang disengketakan melalui 
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, 
catatan, data, dan informasi; 

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan 
terkait dengan materi yang disengketakan melalui 
penyampaian surat permintaan keterangan; 

c. meminta 
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c. meminta keterangan atau bukti terkatt dengan materi 
yang disengketakan kepada pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui 
penyampaian surat permintaan data dan keterangan 
kepada pihak ketiga; 

d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain 
yang diperlukan; 

e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal 
yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui 
penyampaian surat pan.ggilan dengan menggunakan 
format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran. XXXII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 
ran.gka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau 
informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar 
dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. 

(4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum 
tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa 
perpajakan. 

(5) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf e dituangkan dalam berita acara 
pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan 
menggunakan format sesuai contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang 
pemeriksaan. 

Pasal 346 
(I) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk metninta Wajib Pajak untuk 
hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui 
penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang 
dilampiri dengan: 
a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan. 

(2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, pemberitahuan daftar 
hasil Penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan 
hasil Penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(3) Pemberian 
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(3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian 
penjelasan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
berita acara kehadiran yang dibuat dengan menggunakan 
format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk 
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. dibuat berita acara ketidakhadiran dengan 

menggunakan format sesuai contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXXV1 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu 
kehadiran Wajib Pajak. 

(5) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat 
fmal dan bukan merupakan keputusan atas keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

(6) Format Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan 
Format Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 
lampiran )00CVII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 347 
(1) Bupati dalam jangka waktu palin.g lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 
keberatan dapat berupa: 
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang 
terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan 
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam 
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan 
oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam 
hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih 
besar dari Pajak yang terutang dalam surat 
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan 
pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu 
palin.g lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan tersebut berakhir. 

(4) Keputusan 
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(4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), disampaikan. kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak 
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal Keputusan 
Keberatan. 

(5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(6) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan. kepada Wajib Pajak: 
a. secara langsung dengan bukti tanda terima; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat. 

Bagian Ke1ima belas 
Gugatan 

Pasal 348 
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan 

penyitaan, atau pengumuman lelang, 
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh 
pihak ketiga; dan 

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan 
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak. 

Pasal 349 
Pengajuan gugatan dilaksan.akan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un.dan.gan. 

BAB IX 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 350 
(1) Piutang Pajak dapat dihapus secara bersyarat atau secara 

mutlak dari Pembukuan Pemerintah Daerah. 
(2) Penghapusan Piutang Pajak secara bersyarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan dengan 
menghapuskan piutang dari Pembukuan Pemerintah 
Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah. 

(3) Penghapusan Piutang Pajak secara mutlak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan 
database dan hak tagih Daerah. 

(4) Penghapusan 
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(4) Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak dengan 
menghapuskan hak tagih Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan : 
a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 

tanggal penetapan penghapusan piutang secara 
bersyarat; dan 

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan 
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak 
diketahui tempat tinggalnya yang dibuktikan dengan 
keterangan dari pejabat yang berwenang. 

(5) Penghapusan data piutang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus diungkap secara cukup dan memadai 
dalam catatan atas laporan keuangan daerah. 

Pasal 351 
(1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 350 ayat (1) dilakukan terhadap: 
a. piutang Pajak yang telah kedaluwarsa; dan/atau 
b. piutang Pajak yang tidak dapat dan/atau tidak 

mungkin ditagih lagi. 
(2) Penghapusan piutang Pajak yang telah kada1uwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena 
hak untuk melakukan Penagihan pajak telah 
kadaluwarsa melarapaui jan • ka waktu 5 (lima) tahun 
sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria: 
a. Wajib Pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak 

pernah disampaikan Surat Teguran dan/atau surat 
paksa, dan/atau 

b. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah disampaikan 
Surat Teguran dan/atau surat paksa, dan/atau 

c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
penyampaian Surat Teguran dan/atau surat paksa 
terakhir; dan/atau 

d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun 
tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung 
pajak. 

(3) Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat dan/atau 
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dengan kriteria: 
a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak meninggal dunia 

dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang 
dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari 
pejabat yang berwenang/wali nagari dan/atau LHP 
Petugas Pajak pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan; 

b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak mempunyai 
harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau LHP 
petugas Pajak pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan, 

c. Wajib 
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c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang dinyatakan 
pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil 
penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi 
utang pajaknya; 

d. Wajib Pajak/penanggung utang menjalani hukuman 
atas tindak pidana pajak dan telah memiliki kekuatan 
hukum tetap; 

e. Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang tidak 
ditemukan lagi keberadaarmya yang dibuktikan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang/wali nagari 
dan/atau LHP petugas pajak pada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan, 

f. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggalkan 
Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak 
tidak diterbitkan Penagihan pajak seketika dan 
sekaligus; 

g. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak 
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara 
optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan; 

h. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak 
Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi 
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan 
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Bupati; dan/atau 

i. Wajib Pajak/penanggung utang terkena bencana alam 
yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata 
dan diperkuat dengan dari instansi yang berwenan.g. 

Bagian Kedua 
Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan 

Pasal 352 
(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 350, meliputi: 
a. PBB-P2; 
b. pajak reklame; 
c. pajak MBLB, 
d. pajak air tanah, dan 
e. PBJT 

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud 
ayat (1) terdiri dari pokok pajak terhutang beserta sanksi 
administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan, 
merupakan piutang Pajak yang tercantum dalam 
Dokumen: 
a. SKPD, 
b. SPPT PBB-P2; 
c. SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e. STPD; dan/atau 

f. Surat 
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f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali. Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah. 

Pasal 353 
(1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan buku piutang 

Pajak karena kedaluwarsa, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan melakukan Penelitian administrasi, meliputi: 
a. inventarisasi data Dokumen Wajib Pajak atau 

penanggung Pajak, yang terdiri atas: 
1. SKPD; 
2. SPPT PBB-P2, 
3. SKPDKB; 
4. SKPDKBT; 
5. STPD; 
6. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya; 
7. Surat Paksa terakhir yang disampaikan; 
8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat 

Keputusan Keberatan; dan/atau 
9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 

Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

b. penelaahan Dokumen sesuai dengan huruf a angka 1 
sampai angka 9; dan/atau 

c. dilaksanakan melalui penelaahan database Pajak pada 
sistem aplikasi. 

(2) Hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi. 

(3) Khusus untuk Penghapusan Piutang Pajak karena tidak 
dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi di samping 
dliakukan Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 
ayat (1) juga dliakukan Penelitian substansi atau Penelitian 
Lapangan.. 

(4) Penelitian Substansi atau Penelitian Lapangan dilakukan 
oleh Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Hasil penelitian substansi atau Penelitian lapangan 
sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam berita 
acara Penelitian lapangan. 

(6) Berdasarkan berita acara Penelitian administrasi dan/atau 
berita acara Penelitian lapangan, ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak. 

(7) Berdasarkan Keputusan. Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang pendapatan melakukan 
penghapusan buku piutang Pajak yang telah menjadi 
piutang neraca daerah. 

(8) Format 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 187 - 

(8) Format berita acara Penelitian administrasi dan/atau 
berita acara Penelitian lapan.gan sebagaimana dimaksud 
ayat (5) tercantum dalam Lampiran )0(XIX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 354 
Penghapusan Piutang Pajak secara bersyarat atau secara 
mutlak ditetapkan oleh: 
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 

(lima milyar rupiah) per penanggung utang. 
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung 
utang. 

BAB X 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Paragraf 1 
Pendaftaran Retribusi Pe1ayanan Kesehatan 

Pasal 355 
(1) Pendaftaran Wajib Retribusi clilakukan terhadap calon 

Wajib Retribusi yang memperoleh pela.yanan kesehatan 
dari rumah sakit umum daerah atau pusat kesehatan 
masyarakat. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh 
rumah sakit umum daerah atau pusat kesehatan 
masyarakat. 

(3) Pendaftaran dengan menggunakan formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan 
persyaratan berupa: 
a. kartu tanda penduduk, dan/atau 
b. akta pendirian perusahaan; 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diajukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 356 
(1) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 mendapat 
pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah atau 
pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Rumah 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Rumah sakit umum daerah atau pusat kesehatan 
masyarakat melakukan penghitungan dan pen.etapan 
Retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang telah 
diberikan. 
Penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dicantumkan dalam SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. 
Rumah sakit umum daerah atau pusat kesehatan 
Masyaralcat menyampaikan SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Wajib Retribusi. 
Format SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 357 
Wajib Retribusi pada rumah sakit umum daerah wajib 
membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau 
Dokumen lain yang dipersamakan. 
Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetorkan melalui Petugas Pemungut secara 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai. 
Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh direktur rumah sakit umum daerah. 
Dalam hal pembayaran Retribusi terutang disetorkan 
melalui Petugas Pemungut: 
a. Petugas Pemungut wajib menyetorkan kepada 

Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 (satu kali 
dua puluh empat) jam; atau 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di Hari pertama. 

Dalam hal pembayaran Retribusi dilalcukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam, bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke rekening BLUD. 
Bendahara penerimaan melalculcan pencatatan, 
dan verifilcasi penyetoran Retribusi terutang yang 
dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi ke dalam buku 
penerimaan. 
Penyetoran ke rekening BLUD oleh bendahara penerimaan 
dengan. menggunakan STS. 
Dalam hal pembayaran Retribusi dilalculcan secara non 
tunai oleh wajib Retribusi, petugas pemungut 
menyampaikan bulcti pembayaran secara nontunai oleh 
Wajib Retribusi kepada bendahara penerimaan. 

(9) Bendahara 
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(9) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi untuk pembayaran non tunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 

(10) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjacli tanggungjawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dibidang pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 358 
(1) Wajib Retribusi pada pusat kesehatan masyarakat wajib 

membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau 
Dolcumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetorkan melalui bendahara penerimaan 
secara tunai atau melalui sistem pembayaran non tunai. 

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Dalam hal pembayaran Retribusi terutang disetorkan 
melalui bendahara penerimaan: 
a. bendahara penerimaan wajib menyetorkan kepada ke 

rekening BLUD paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam; atau 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilalculcan di Hari pertama. 

(5) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan jasa keuangan, 
penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 x 24 (satu kali 
dua puluh empat) jam paling larna dalam jangka waktu 3 
(tiga) Hari. 

(6) Bendahara penerimaan melakulcan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran retribusi terutang baik secara 
tunai maupun non tunai ke dal.am buku penerimaan. 

(7) Penyetoran ke rekening BLUD oleh bendahara penerimaan 
dengan menggunakan STS. 

(8) Bendahara penerimaan wajib menyelenggaralcan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran retribusi yang menjadi tanggungjawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dibidang pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 359 
Pembayaran Retribusi terutang pada rumah sakit umum daerah 
atau pusat kesehatan masyaralcat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 355 dan Pasal 356 wajib dilunasi sekaligus oleh 
Wajib Retribusi. 

Bagian 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan 

Paragraf 1 
Pendataan dan pendaftaran 

Pasal 360 
(1) Pendataan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
persampahan terhadap perorangan atau Badan yang 
menggunakan pelayanan persampahan pada objek 
Retribusi pelayanan kebersihan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tahapan: 
a. petugas yang ditunjuk melakukan pendataan secara 

langsung terhadap perorangan dan Badan yang 
menggunakan pelayanan kebersihan melalui formulir 
pendataan; 

b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 
juga dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah 
nagari; 

c. hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b menjadi dasar penerbitan SKRD, karcis, 
atau Dokwnen lain yang dipersamakan.; dan 

d. penerbitan SKRD, karcis, atau Dokumen lain yang 
dipersamakan dilakukan oleh Peran.gkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
persampahan. 

(3) Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampfran XLII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 361 
(1) Selain pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 

perorangan atau Badan dapat melakukan pendaftaran 
untuk penggunaan pelayanan persampahan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh perorangan atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara 1uar jaringan (ofiline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

(4) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 362 
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama 

Pemtmgutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan: 
a. Pemerintah nagari; 
b. Badan usaha milik Daerah; 
c. Badan usaha milik nagari; 

d. organisasi 
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d. organisasi kepemudaan; 
e. pengurus pasar, dan/atau 
f. kelompok masyarakat lairmya. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam perjanjian kerja sama Pemungutan yang 
paling sedikit memuat: 
a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihak, 
c. sanksi; 
d. waktu Pemungutan; 
e. jangka waktu perjanjian; 
f. besaran imbal jasa; 
g. penyelesaian perselisihan. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan. 

(4) Penerimaan. Retribusi yang dilaksanakan berdasarkan kerja 
sama Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto. 

(5) Pemerintah Daerah memberikan imbal jasa kepada pihak 
kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

(6) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam 
Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 363 
(1) Berdasarkan pendataan dan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 360 dan Pasal 361 Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang persampahan melakukan penetapan besaran 
retribusi terutang dengan SKRD, karcis, atau Dokumen 
lain yang dipersamakan. 

(2) Format SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum. dalam I Arnpiran XLV yang merupakan 
bagian tiriRk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 364 
(1) Wajib Retribusi membayarkan Retribusi terutang 

berdasarkan SKRD, karcis atau Dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363. 

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat clilakukan: 
a. secara tunai kepada Petugas Pemungut dan bendahara 

penerimaan; dan/atau 
b. secara nontunai ke rekening kas umum daerah. 

(3) Petugas 
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Petugas pemungut melakukan penyetoran ke Bendahara 
Penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam sejak dilakukan pembayaran oleh wajib 
Retribusi 
Apabila batas walctu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama, penyetoran 
dilakukan pada hari pertama kerja setelah hari libur 
dan/atau cuti bersama. 
Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifilcasi pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan 
yang dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi ke dalam 
bulcu penerimaan. 
Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) kali 
24 (dua puluh empat) jam sejak Petugas Pemungut 
menyetorkan. retribusi. 
Penyetoran Retribusi pelayanan kebersihan oleh pihak 
kerja sama dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam 
perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
362 ayat (2). 
Pihak kerja sama Pemungutan Retribusi pelayanan 
kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 
dilarang melakukan Pemungutan Retribusi di luar tarif 
Retribusi yang ditetapkan. 
Pihak kerja sama Pemungutan Retribusi pelayanan 
kebersihan yang melanggar larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) dikenalcan sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penundaan pembayaran imbal jasa, dan/atau 
c. pemutusan hubungan kerja sama. 

Paragraf 4 
Penagihan 

Pasal 365 
(1) Penagihan Retribusi terutang pada Wajib Retribusi 

dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang; 

dan/ atau 
b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo. 

(2) Jatuh tempo SKRD, karcis atau Dokumen lain yang 
dipersamakan ditetapkan 10 (sepuluh) Hari sejak SKRD, 
karcis atau Dolcumen lain yang dipersarnakan diterbitkan. 

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh petugas Penagihan yang ditetapkan 
oleh Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang persampahan. 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. 

(5) Penagihan .‘8? 
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(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
STRD. 

(6) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 366 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang 
atau membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, maka 
dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif 
sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal 367 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang persampahan melakukan teguran 
lisan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) 
Hari setelah jatuh tempo pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2). 

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mentaati teguran lisan, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang persampahan menerbitkan Surat 
Teguran sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) Hari untuk melunasi Retribusi yang terutang. 

(3) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 10 
(sepuluh) Hari sejak tanggal Surat Teguran kedua diterima 
oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 368 
Setiap Wajib Retribusi pelayanan kebersihan yang tidak 
melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kebersihan selama 
3 (tiga) bulan secara berturut-turut diberikan sanksi 
administrasif berupa penghentian pelayanan kebersihan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Pasal 369 
(1) Pendaftaran dilalcukan terhadap parkir berlangganan di 

tepi jalan umum. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilalaikan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang perhubungan. 

(3) Pendaftaran *. 
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(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 370 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 

dilakukan dengan mengajukan formulir pendaftaran yang 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan 
c. surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa-menyewa 

tempat usaha. 
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran parkir berlangganan di tepi jalan umum. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 
3 (tiga) Hari sejak permohonan dan kelengkapan 
persyaratan diterima. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran diterima, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perhubungan melakukan penerbitan kartu langganan yang 
memuat hak dan kewajiban pelanggan. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran ditolak, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perhubungan menyampaikan surat penolakan disertai 
alasan penolakan kepada calon wajib Retribusi. 

Pasal 371 
Untuk parkir di tepi jalan umum yang tidak berlangganan tidak 
menggunakan mekanisme pendaftaran. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 372 
(1) Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan melakukan 
penetapan Retribusi terutang. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk parkir belangganan di tepi jalan umum 
dicantumkan dalam SKRD, dan untuk parkir tidak 
berlangganan dicantumkan dalam karcis atau Dolcumen 
lain yang dipersamakan dengan karcis (point of sales). 

(3) Dalam 
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(3) Dalam hal penggunaan karcis atau Dokumen lain yang 
dipersamakan dengan karcis (point of sales) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan jaringan, 
penetapan Retribusi terutang dapat dilakukan melalui 
karcis. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 373 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan melalui: 
a. petugas pemungut Retribusi untuk parkir tidak 

berlangganan yang menggunakan karcis atau Dokumen 
lain yang dipersamakan dengan karcis (point of sales); 
dan 

b. bendahara penerimaan untuk parkir berlangganan yang 
menggunakan kartu langganan. 

(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh kepala Peranglcat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
perhubungan. 

(3) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang: 
a. untuk parkir tidak berlangganan pada saat penyerahan 

karcis atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan. 
karcis (point of sales); atau 

b. untuk parkir berlan.gganan sebelum diterbitican kartu 
langganan, 

(4) Wajib Retribusi dapat melalcukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disedialcan oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana climaksud pada ayat (4) diberikan tanda 
terima berupa kuitansi, karcis, atau berupa bukti cetak 
dari Dokumen lain yang dipersamakan dengan karcis (point 
of sales) oleh Petugas Pemungut atau bendahara 
penerimaan. 

Pasal 374 
(1) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 

petugas pemungut: 
a. Petugas Pemungut menyetorkan hasil Pemungutan 

Retribusi ke bendahara penerimaan paling lambat 
1 x 24 (satu kali dua pul.uh empat) jam; atau 

b. apabila kewajiban penyetoran. Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di Hari pertama. 

(2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke kas umum. Daerah. 

(3) Bendahara 
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Bendahara penerimaan melakulcan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran Retribusi terutang yang 
dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku 
penerimaan. 
Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum daerah 
sejak petugas pemungut menyetor ke bendahara 
penerimaan setelah dilakukan pencatatan, validasi, dan 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Penyetoran ke kas umum Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan menggunalcan STS. 
Dalam hal pembayaran dilakukan secara non tunai oleh 
wajib retribusi, petugas pemungut penyampaikan bukti 
pembayaran secara non tunai oleh Wajib Retribusi kepada 
bendahara penerimaan.. 
Bendahara penerimaaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifilcasi untuk pembayaran non tunai berdasarlcan 
bulcti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 
Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuan.gan daerah. 

Bagian Keempat 
Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Pasal 375 
(1) Pendaftaran hanya dilakukan terhadap objek Retribusi 

pelayan.an pasar berupa los/kios lepas/pelataran yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunalcan formulir pendaftaran. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan telcnologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam. Lampiran XLVIII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahlcan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 376 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 

dilakukan dengan mengajukan formulir pendaftaran yang 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. bagi pemohon baru: 

1. fotokopi kartu tanda penduduk; 
2. fotokopi . 
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2. fotokopi kartu keluarga, dan 
3. pas foto; 

b. bagi pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa: 
1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 
2. fotokopi bukti lunas PBB-P2 terakhir; 
3. fotokopi SSRD terakhir, 
4. Surat Perjanjian Sewa terakhir; 
5. pas foto; 

c. bagi pemohon yang mengajukan balik nama sewa, 
antara lain: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; 
2. fotokopi bukti lunas PBB-P2 terakhir; 
3. fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris; 
4. fotokopi SSRD terakhir; 
5. Surat Perjanjian Sewa terakhir;dan 
6. pas foto. 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran los/kios lepas/pelataran. 
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 
3 (tiga) Hari sejak permohonan dan kelengkapan 
persyaratan diterima. 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran diterima, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan melalcukan perjanjian sewa dengan calon 
wajib Retribusi. 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran ditolak, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan menyampaikan surat penolakan disertai 
alasan penolalcan kepada calon wajib Retribusi. 
Untuk permohonan perpanjangan sewa, pemohon wajib 
mengajukan perpanjangan sewa paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelum beralchirnya surat perjanjian sewa. 
Dalam hal penyewa tidak mengajukan permohonan 
perpanjangan sewa dalam janglca waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan mengirimIcan surat pemberitahuan untuk 
mengkonfirmasi bahwa penyewa tidak memperpanjang 
perjanjian sewa. 

Pasal 377 
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 
ayat (4) dilalcukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan dengan wajib Retribusi. 
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 
a. data los/lcios lepas/pelataran milik Pemerintah Daerah 

yang disewalcan.; 
b. halc dan kewajiban dari kedua belah pihak; 

c. jumlah 
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(3) 

c. jumlah/besaran biaya sewa yang harus dibayar oleh 
wajib Retribusi; 

d. jangka waktu, dan 
e. ketentuan sanksi. 
Format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 378 
(1) Setiap Wajib Retribusi los/kios lepas/pelataran dilarang: 

a. mengalihkan los/kios lepas/pelataran tanpa 
persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 

b. menyewalcan kembali los/kios lepas/pelataran pada 
pihak lain; 

c. menjadikan los/kios lepas/pelataran jaminan 
perlunasan hutang; 

d. mengubah ftmgsi peruntukkan los/kios lepas/pelataran 
menjadi tempat tinggal atau kegiatan lainnya; dan 

e. mengubah dan /atau menambah bangunan los/kios 
lepas/pelataran tanpa sepengetahuan atau izin 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. 

(2) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penutupan sementara; dan/atau 
d. pencabutan hak penggunaan objek retribusi los/kios 

lepas/pelataran. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan cli bidang 
perdagangan dengan mekanisme: 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh wajib retribusi untuk pertama kalinya 
dan dituangkan dalam berita acara, 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak teguran lisan 
diberikan; 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b 
diberilcan sebanyak 3 (tiga) kali; 

d. penutupan sementara dilakukan apabila teguran 
tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf 
c tidak ditaati dalam jangka walctu 7 (tujuh) Hari sejalc 
teguran tertulis ketiga diberikan, dan 

e. pencabutan 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 199 - 

e. pencabutan hak penggunaan objek retribusi los/kios 
lepas/pelataran dilakukan apabila penutupan 
sementara sebagaimaa dimaksud pada huruf d tidak 
ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak 
penutupan sementara dilakukan. 

(4) Dalam hal Wajib Retribusi mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 
7 (tujuh) Hari sejak dilakukan penutupan sementara, maka 
los/kios lepas/pelataran dapat ditempati kembali oleh 
wajib Retribusi. 

Pasal 379 
Untuk penggunaan pelataran, los/kios lepas, pelataran kuliner, 
pelataran di pasar ternak tidak menggunakan mekanisme 
pendaftaran. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasa1 380 
(1) Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan atau pertanian 
melakukan penetapan Retribusi terutang. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk los/kios lepas/pelataran dicantumkan 
dalam perjanjian sewa. 

(3) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk pelataran, los/kios lepas, pelataran kuliner, 
pelataran di pasar ternak, menggunakan Dokurnen lain 
yang dipersarnakan dengan karcis (point of sales). 

(4) Dalam hal teijadi gangguan jaringan,penetapan Retribusi 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dilakukan melalui karcis. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan. Penyetoran 

Pasal 381 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan atau pertanian 
melalui petugas pemungut Retribusi atau bendahara 
penerimaan. 

(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan atau pertanian. 

(3) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang 
sebelum jatuh tempo dengan ketentuan. : 
a. untuk los/kios lepas/pelataran paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) setiap bulannya; 
b. untuk pelataran, los/kios lepas/pelataran lepas, 

pelataran kuliner dihari yang sama; 
c. untuk \,) 
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c. untuk pelataran di pasar temak pada saat hewan temak 
masuk. 

(4) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda 
terima berupa kuitansi atau berupa bukti cetak dari 
Dokumen lain yang dipersamakan dengan karcis (point of 
sales) oleh petugas pemungut atau bendahara penerimaan. 

Pasal 382 
(1) Dalam hal pembayaran. Retribusi dilakukan melalui 

petugas pemungut: 
a. petugas pemungut menyetorkan hasil Pemungutan 

retribusi ke bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam, 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagiamana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di Hari kerja pertama. 

(2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke kas umum Daerah. 

(3) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran Retribusi terutang yang 
dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi ke dalam buku 
penerimaan. 

(4) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum Daerah 
sejak petugas pemungut menyetor ke bendahara 
penerimaan setelah dilakukan. pencatatan, validasi, dan 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penyetoran ke kas umum Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan menggunalcan STS. 

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan secara non tunai oleh 
wajib Retribusi, petugas pemungut penyampailcan bukti 
pembayaran secara nontunai oleh Wajib Retribusi kepada 
benhara penerimaan. 

(7) Bendahara penerimaaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifilcasi untuk pembayaran nontunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(8) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Paragraf 4 .S1? 
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Paragraf 4 
Penagihan 

Pasal 383 
(1) Penagihan Retribusi terutang pada Wajib Retribusi 

pelayanan pasar pada objek Retribusi los/kios 
lepas/pelataran dilakukan dalam hal Wajib Retribusi: 
a. tidak membayar Retribusi terutang, dan/atau 
b. membayar setelah lewat jatuh tempo. 

(2) Jatuh tempo Penagihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan untuk 10 (sepuluh) Hari sejak SKRD 
diserahkan kepada Wajib Retribusi 

(3) Setelah jangka waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan 
Surat Teguran kepada Wajib Retribusi untuk melunasi 
Retribusi yang terutang paling lama 5 (lima) Hari sejak 
kewajiban penyetoran; 

b. Wajib Retribusi wajib menyetorkan retribusi terutang 
paling lama 5 (lima) Hari sejak Surat Teguran 
diterbitkan. 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh petugas Penagihan yang ditetapkan 
oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD. 

(6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan STRD sebagsimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 
dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 384 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi terutang 
atau membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, maka 
dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif 
sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal 385 
(1) Setiap pengguna los/kios lepas/pelataran yang tidak 

melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar selama 
30 (tiga puluh) hari sec,ara berturut-turut diberikan sanksi 
adminstrasif berupa: 
a. pemberhentian sementara penggunaan los/kios 

lepas/ pelataran, 
b. pemasangan spanduk bahwa Wajib Retribusi tidak 

membayar Retibusi; dan/atau 
c. pencabutan hak pemakaian los/kios lepas/pelataran. 

(2) Sanksi 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan dengan mekanisme: 
a. pemberhentian sementara los/lcios lepas/pelataran 

dilakulcan 1 (satu) hari setelah selama 30 (tiga puluh) 
hari secara berturut-turut retribusi pelayanan pasar 
tidak dibayar; dan 

b. pemasangan spanduk bahwa Wajib Retribusi tidak 
membayar Retibusi, dilalcukan 30 (tiga puluh) hari 
setelah Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran 
Retribusi pelayanan pasar, dan/atau 

c. pencabutan halc pemakaian los/kios 1epas/pelataran 
dilalcukan 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian 
sementara dilalcukan dan pembayaran retribusi tidak 
dlialculcan. 

Pasal 386 
Perjanjian Sewa dapat dibatalkan/dicabut apabila: 
a. pihak penyewa melanggar isi Perjanjian sewa; 
b. pihak Pemerintah Daerah memerlulcan toko, kios untuk 

dipergunakan bagi kegiatan pemerintah dan/atau untuk 
kepentingan umum, 

c. pihak penyewa menghentikan atas dasar kehendalmya 
sendiri; 

d. pihak penyewa mengalihkan hak atas toko, kios kepada 
Pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan 

Paragraf 5 
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif 

Pasal 387 
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 378 ayat (2) dilalinkan secara bertahap. 
(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 378 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan. 

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 378 ayat (2) huruf c 
dilaksanalcan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan. 

Bagian 
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Bagian Kelima 
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Atas 

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, 
Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Pasal 388 
(1) Pendaftaran hanya dfiakukan terhadap objek Retribusi 

penyediaan tempat usaha berupa toko atau tempat 
kegiatan usaha lainnya yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang perdagangan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh setiap oran.g atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan 
bagian yang ticlak terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 389 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 

dilakukan dengan mengajukan formulir pendaftaran yang 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. Bagi Pemohon Baru 

1. fotokopi kartu tanda penduduk; 
2. fotokopi kartu keluarga;dan 
3. pas foto, 

b. Bagi Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa 
1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 
2. fotokopi bukti lunas PBB-P2 terakhir, 
3. fotokopi SSRD terakhir; 
4. surat perjanjian sewa terakhir; 
5. pas foto; 

c. Bagi Pemohon yang mengajukan Balik Nama Sewa, 
antara lain: 
1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 
2. fotokopi bukti lunas PBB-P2 terakhir; 
3. fotokopi surat keterangan ahli waris; 
4. fotokopi SSRD terakhir; 
5. Surat Perjanjian Sewa terakhir; dan 
6. pas foto. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran los/kios lepas/pelataran. 

(3) Verifikasi 
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(3) 

(4) 

(3) 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 
3 (tiga) Hari sejak permohonan dan kelengkapan 
persyaratan diterima. 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran diterima, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan melakukan perjanjian sewa dengan calon 
wajib Retribusi. 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran ditolak, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan menyampaikan surat penolakan disertai 
alasan penolakan kepada calon wajib Retribusi. 
Untuk permohonan perpanjangan sewa, pemohon wajib 
mengajukan perpanjangan sewa paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelurn berakhirnya surat perjanjian sewa. 
Dalam hal penyewa tidak mengajukan permohonan 
perpanjangan sewa dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan mengirimkan surat pemberitahuan untuk 
mengkonfirmasi bahwa penyewa tidak memperpanjang 
perjanjian sewa. 

Pasal 390 
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 
ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan dengan wajib Retribusi. 
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 
a. data toko atau tempat kegiatan usaha lainnya milik 

Pemerintah Daerah yang disewakan; 
b. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak; 
c. jumlah/besaran biaya sewa yang harus dibayar oleh 

wajib Retribusi; 
d. jangka waktu, dan 
e. ketentuan sanksi. 
Format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 391 
(1) Setiap Wajib Retribusi penyediaan tempat usaha dilarang : 

a. mengalihkan toko atau tempat kegiatan usaha lainnya 
tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan; 

b. menyewakan kembali toko atau tempat kegiatan usaha 
lainnya pada pihak lafri; 

c. menjadikan toko atau tempat kegiatan usaha lainnya 
jaminan perlunasan hutang; 

d. mengubah 
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d. mengubah fungsi peruntukkan toko atau tempat 
kegiatan usaha lainnya menjadi tempat tinggal atau 
kegiatan lainnya; dan 

e. mengubah dan/atau menambah bangunan toko atau 
tempat kegiatan usaha lainnya tanpa sepengetahuan 
atau l.zin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

(2) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis, 
c. penutupan sementara; dan/atau 
d. pencabutan hak penggunaan objek Retribusi 

penyediaan tempat usaha. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan dengan mekanisme: 
a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh Wajib Retribusi untuk pertama kalinya 
dan dituangkan dalam berita acara; 

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak teguran lisan 
diberikan; 

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b 
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali; 

d. penutupan sementara dilakukan apabila teguran 
tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf 
c tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak 
teguran tertulis ketiga diberikan; dan 

e. pencabutan hak penggunaan objek retribusi penyediaan 
tempat usaha dilakukan apabila penutupan sementara 
sebagaim.aa dimaksud pada huruf d tidak ditaati dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak penutupan sementara 
dilakukan. 

(4) Dalam hal Wajib Retribusi mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dal.am jangka waktu 
7 (tujuh) Hari sejak dilakukan penutupan sementara, maka 
toko atau tempat kegiatan usaha lainnya dapat ditempati 
kembali oleh Wajib Retribusi. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 392 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan melakukan 
penetapan Retribusi terutang. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk toko atau tempat kegiatan usaha lainnya 
dicantumkan dalam perjanjian sewa. 

Paragraf 3. k5 
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Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 393 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan melalui petugas 
pemungut Retribusi atau bendahara penerimaan. 

(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan. 

(3) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang 
sebelum jatuh tempo dengan ketentuan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. 

(4) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda 
terima berupa kuitansi oleh petugas pemungut atau 
bendahara penerimaan. 

Pasal 394 
(1) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas 

pemungut: 
a. petugas pemungut menyetorkan hasil Pemungutan 

retribusi ke bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam; 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di hari kerja pertama. 

(2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat lx 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke kas umum daerah. 

(3) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran retribusi terutang yang dilakukan 
oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku 
penerimaan. 

(4) Bendahara penerimaan paling lambat lx 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum daerah 
sejak petugas pemungut menyetor ke bendahara 
penerimaan setelah dilakukan pencatatan, validasi, dan 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penyetoran ke kas umum Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan menggunakan STS. 

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan secara nontunai oleh 
Wajib Retribusi, petugas pemungut penyampaikan bukti 
pembayaran secara nontunai oleh Wajib Retribusi kepada 
bendahara penerimaan 

(7) Bendahara 
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(7) 

(8) 

Bendahara penerimaaan melalaikan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi untuk pembayaran nontunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuangan Daerah. 

Paragraf 4 
Penagihan 

Pasal 395 
(1) Penagihan Retribusi terutang pada Wajib Retribusi 

pelayanan pasar pada objek Retribusi toko atau tempat 
usaha lainnya dilakukan dalam hal Wajib Retribusi: 
a. tidak membayar Retribusi terutang; dan / atau 
b. membayar setelah lewat jatuh tempo. 

(2) Jatuh tempo Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan untuk 10 (sepuluh) Hari sejak SKRD 
ditetapkan. 

(3) Setelah jangka waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan: 
a. Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan 
Surat Teguran kepada Wajib Retribusi untuk melunasi 
Retribusi yang terutang paling lama 5 (lima) Hari sejak 
kewajiban penyetoran; 

b. Wajib Retribusi wajib menyetorkan Retribusi terutang 
paling lama 5 (lima) Hari sejak Surat Teguran 
diterbitkan. 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh petugas Penagihan yang ditetapkan 
oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.. 

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunalcan STRD. 

(6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran LIII yang merupalcan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 396 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang 
atau membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, maka 
dikenalcan sanksi administratif berupa denda administratif 
sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal 397 / 
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Pasal 397 
(1) Setiap pengguna toko atau tempat kegiatan usaha lainnya 

yang tidak melakulcan pembayaran Retribusi penyediaan 
tempat usaha selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut 
diberikan sanksi administratif berupa: 
a. pemberhentian sementara penggunaan toko atau tempat 

kegiatan usaha lainnya; 
b. pemasan.gan spanduk bahwa Wajib Retribusi tidak 

membayar Retibusi, dan/atau 
c. pencabutan hak pernalcaian toko atau tempat kegiatan 

usaha lainnya. 
(2) Sanksi aciministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan oleh Bupati melalui Peranglcat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan dengan mekanisme: 
a. pemberhentian sementara penggunaan toko atau tempat 

kegiatan usaha lainnya dilalculcan 1 (satu) Hari setelah 
selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut retribusi 
penyediaan tempat usaha tidak dibayar; 

b. pemasangan spanduk bahwa Wajib Retribusi tidak 
membayar Retibusi, dilalcukan 3 (tiga) bulan setelah 
Wajib Retribusi tidak melalculcan pembayaran Retribusi 
penyediaan tempat usaha; dan/atau 

c. pencabutan hak pemalcaian toko atau tempat kegiatan 
usaha lainnya dilalcukan 3 (tiga) bulan setelah 
pemberhentian sementara dilakukan dan pembayaran 
Retribusi tidak dilalcukan. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan. Tempat Khusus 

Parlcir Di Luar Badan Jalan 

Pasal 398 
(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parlcir Di 

Luar Badan Jalan dilakulcan dengan menggunakan karcis 
atau Dokumen lain yang dipersamalcan. dengan karcis 
(e-ticketing). 

(2) Dalam hal terjadi gangguan jaringan, Pemungutan 
Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakulcan melalui karcis. 

Pasal 399 
(1) Pemungutan dilalcukan oleh petugas pemungut yang 

ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan dibidang pariwisata, lingkungan 
hidup atau pertanian. 

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memalcai atribut lenglcap yang disediakan oleh 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pariwisata, linglcungan hidup atau 
pertanian. 

(3) Wajib 
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Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan 
karcis atau Dolcumen lain yang dipersamakan dengan 
karcis (e-ticketing) kepada petugas pemungut. 
Petugas pemungut wajib menyetorkan paling lambat 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam setelah Retribusi dibayar 
oleh Wajib Retribusi, kepada bendahara penerimaan. 
Apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyetoran 
dilalculcan di hari kerja pertarna. 
Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi 
dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang 
disetorkan dalam buku penerimaan. 
Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan 
pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Di 
Luar Badan Jalan ke rekening kas umum Daerah paling 
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah 
diterima dari petugas pemungut. 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah 

Pemotongan Hewan Ternak 

Pasal 400 
(1) Pemungutan Retribusi pelayanan rumah pemotongan 

hewan ternak dilakulcan dengan menggunalcan. Dokumen 
lain yang dipersamakan dengan karcis (point of sales). 

(2) Dalarn hal terjadi gangguan jaringan, Pemungutan 
Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilalcukan melalui karcis. 

Pasal 401 
(1) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut yang 

ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan dibidang pertanian. 

(2) Petugas pemungut melaporkan jumlah hewan yang 
dipotong ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan 
bulcti Dokumen lain yang dipersamakan dengan karcis 
(point of sales). 

(3) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan 
Dokumen lain yang dipersamakan dengan karcis (point of 
sales) kepada petugas pemungut. 

(4) Petugas pemungut wajib menyetorkan paling lambat 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam setelah Retribusi dibayar 
oleh Wajib Retribusi kepada bendahara penerimaan. 

(5) Apabila kewajiban penyetoran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari fibur, penyetoran 
dilalculcan di hari kerja pertama. 

(6) Bendahara penerimaan melalculcan pencatatan, validasi 
dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang 
disetorkan dalam buku penerimaan. 

(7) Bendahara .V 
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(7) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan 
pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan 
Hewan Ternak ke rekening kas umum daerah paling 
lambat 1 x 24 (satu kali dua pul.uh empat) jam setelah 
diterima dari petugas pemungut. 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, 

Pariwisata, dan. olahraga 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Pasal 402 
(1) Pendaftaran dilakukan terhadap objek Retribusi pelayanan 

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berupa lapangan 
dan/atau tanah bumi perkemahan yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang olahraga. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan telmologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 403 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 

dilakukan dengan mengajukan formulir pendaftaran yang 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan 
b. surat pernyataan kesediaan untuk mengurus izin yang 

diperlukan untuk kegiatan berupa event atau 
pertandingan olahraga; 

(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang olahraga melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran lapangan dan/atau tanah bumi perkemahan . 

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 
3 (tiga) Hari sejak permohonan dan kelengkapan 
persyaratan diterima. 

(5) Dalam . .5? 
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(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifik.asi permohonan 
pendaftaran diterima, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
olahraga menetapkan besaran Retribusi terutang dalam 
SKRD. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran ditolak, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
olahraga menyampaikan surat penolakan disertai alasan 
penolakan kepada calon Wajib Retribusi. 

Pasal 404 
Untuk penggunaan tempat rekreasi berupa istano basa 
pagaruyung tidak menggunakan mekanisme pendaftaran. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 405 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata atau olahraga 
melakukan penetapan Retribusi terutang. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk lapangan dan/atau tanah bumi perkemahan 
dicantumkan dalam SKRD. 

(3) Penetapan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk tempat rekreasi berupa istano basa 
pagaruyung menggunakan Dokumen lain yang 
dipersamakan dengan karcis (e-ticketing). 

(4) Dalam hal terjadi gangguan jaringan, penetapan Retribusi 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
cfilakukan melalui karcis. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 406 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pariwisata atau olahraga melalui : 
a. bendahara penerimaan untuk objek retribusi lapangan 

dan/atau tanah bumi perkemahan, dan 
b. petugas pemungut Retribusi untuk tempat rekreasi 

berupa Istano Basa Pagaruyung. 
(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetaplcan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pariwisata. 

(3) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Wajib ..\17 
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(4) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
terima berupa : 
a. kuitansi untuk objek Retribusi lapangan dan/atau 

tanah bumi perkemahan., atau 
b. bukti cetak dari Dolaunen lain yang dipersamakan 

dengan karcis (e-ticketing) untuk tempat rekreasi berupa 
Istano Basa Pagaruyung. 

Pasal 407 
(1) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 

petugas pemungut: 
a. petugas pemungut menyetorkan hasil Pemungutan 

Retribusi ke bendahara penerimaan palin. g lambat 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di hari kerja pertama. 

(2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat lx 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke kas umum daerah. 

(3) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran retribusi terutang yang dilakukan 
oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku 
penerimaan. 

(4) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum daerah 
sejak petugas pemungut menyetor ke bendahara 
penerimaan setelah dilakukan pencatatan, validasi, dan 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penyetoran ke kas umum Daerah oleh bendahara 
penerimaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 
menggunakan STS. 

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan secara nontunai oleh 
Wajib Retribusi, petugas pemungut penyampaikan bukti 
pembayaran secara nontunai oleh Wajib Retribusi kepada 
bendahara penerimaan. 

(7) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi untuk pembayaran nontunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuangan Daerah. 

Pasal 408 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang olahraga mengeluarkan izin 
pemakaian lapan.gan dan/atau tanah bumi perkemahan 
setelah Wajib Retribusi membayar Retribusi. 

(2) Format 
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(2) Format izin pemakaian lapangan dan/atau tanah bumi 
perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Pemungutan. Retribusi Penjualan Hasil Produksi 

Usaha Pemerintah Daerah 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Pasal 409 
(1) Pendaftaran dilakukan terhadap objek retribusi Penjualan 

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa: 
a. kegiatan penyiaran di radio Pemerintah Daerah; dan 
b. kegiatan pengujian di laboratorium job mix. 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
untuk kegiatan penyi2ran di radio Pemerintah Daerah; 
dan 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
kegiatan pengujian di laboratorium job mix. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

(5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 410 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 

untuk kegiatan penyiaran di radio Pemerintah Daerah dan 
kegiatan pengujian di laboratorium job mix dilakukan 
dengan mengajukan formulir pendaftaran yang dilengkapi 
dengan persyaratan: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan 
b. nomor induk berusaha bagi Badan atau surat 

rekomendasi dari Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian. 

(2) Perangkat 
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(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan 
pekerjaan umum melakukan verifikasi terhadap 
pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran kegiatan penyiaran di radio Pemerintah 
Daerah dan kegiatan pengujian di laboratorium job mix. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 
1 (satu) Hari sejak permohonan dan kelengkapan 
persyaratan diterima. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran diterima: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
untuk kegiatan penyiaran di radio Pemerintah Daerah; 
dan 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
kegiatan pengujian di laboratorium job mix. 

menetapkan besaran retribusi yang terutang dalam SKRD. 
(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 

pendaftaran ditolak: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
untuk kegiatan penyiaran di radio Pemerintah Daerah; 
dan 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
kegiatan pengujian di laboratorium job mix. 

menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan 
kepada calon wajib Retribusi. 

Pasal 411 
Untuk penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 
berupa induk ikan konsumsi dan benih ikan tidak dilakukan 
pendaftaran. 

Paragraf 2 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 412 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk 
pemanfaatan kegiatan penyiaran di radio Pemerintah 
Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk kegiatan 
pengujian di laboratorium job mix, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan untuk induk ikan konsumsi dan benih ikan, 
melalcukan penetapan retribusi terutang. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan dalam SKRD. 

Paragraf 3 .\1) 
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Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 413 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
di bidang komunikasi dan informatika untuk kegiatan 
penyiaran di radio Pemerintah Daerah dan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pekerjaan umum untuk kegiatan pengujian di 
laboratorium job mix melalui bendahara penerimaan. 

(2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda 
terima berupa kuitansi. 

Pasal 414 
(1) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam wajib menyetorkan ke kas umum daerah 
dengan menggunakan STS. 

(2) Bendahara penerimaaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuangan Daerah. 

Pasal 415 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perikanan melalui petugas 
pemungut Retribusi untuk penjualan hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah berupa induk ikan konsumsi dan benih 
ikan. 

(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan. 

(3) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda 
terima berupa kuitansi. 

Pasal 416 
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Pasal 416 
(1) Pembayaran retribusi untuk penjualan hasil produksi 

usaha Pemerintah Daerah berupa induk ikan konsumsi 
dan benih fican dilakukan melalui petugas pemungut: 
a. petugas pemungut menyetorkan hasil Pemungutan 

retribusi ke bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam; 

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, 
penyetoran dilakukan di hari kerja pertama. 

c. dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau 
dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan jasa 
keuangan, penyetoran penerimaan dapat melebihi 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam paling lama 
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari. 

(2) Dalarn hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui 
bendahara penerimaan paling lambat lx 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib 
menyetorkan ke kas umum daerah. 

(3) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi penyetoran retribusi terutang yang dilakukan 
oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku 
penerimaan. 

(4) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum daerah 
dengan menggunakan STS sejak petugas pemungut 
menyetor ke bendahara penerimaan setelah dilakukan 
pencatatan, validasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan secara nontunai oleh 
wajib retribusi, petugas pemungut penyampaikan bukti 
pembayaran secara nontunai oleh Wajib Retribusi kepada 
bendahara penerimaan 

(6) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan.,validasi, 
dan verifikasi untuk pembayaran nontunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun.dang-undan.gan 
tentang pengelolaan keuangan Daerah. 

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 

dan/atau Optimalisasi Aset Daerah 
Paragraf 1 

Umum 

Pasal 417 
(1) Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau 

Optimalisasi Aset Daerah dilakukan terhadap : 
a. pemanfaatan Gedung; 

1. gedung DW/PKK; dan 
2. gedung nasional maharajo clirajo. 

b. pemanfaatan kendaraan; 
c. pemanfaatan alat berat; 

d. pemanfaatan 
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d. pemafaatan sound system; 
e. pemanfaatan sawah atau lahan; 
f. pemanfaatan ruangan; 

1. ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah; 
2. ruangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

informatika. 
g. pemanfaatan alat tenun, 
h. pemanfaatan aset di Istano Basa Pagaruyung; 
i. pemafaatan Iayanan vidiotron; 
j. pemanfaatan sarana prasarana baliho untuk 

iklan/reklame, dan 
k. pemanfaatan sarana prasarana aset daerah di luar 

kegiatan rekreasi, pariwisata dan olahraga. 
(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimakud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang : 
a. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah; 
b. pariwisata, 
c. komunikasi dan informatika
d. industri, 
e. pekerjaan umum; dan 
f. pertanian. 

Paragraf 2 
Pendaftaran 

Pasal 418 
(1) Pendaftaran dilakukan terhadap objek Retribusi 

Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset 
Daerah berupa: 
a. pemafaatan gedung; 

1. gedung dharmawanita/pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga; dan 

2. gedung nasional Maharajo Dirajo; 
b. pemanfaatan kendaraan, 
c. pemanfaatan alat berat; 
d. pemanfaatan sound system; 
e. pemanfaatan sawah atau lahan; 
f. pemanfaatan ruangan; 

1. Ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah, 
2. Ruangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

informatika. 
g. pemanfaatan alat tenun; 
h. pemafaatan layan.an vidiotron; dan 
i. pemanfaatan sarana prasarana baliho untuk 

iklan/reldame. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (2). 

Pasal 419 
(1) Pendaftaran sebagairaana dimaksud dalam Pasal 418 ayat 

(1) dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan 
menggunakan formulir pendaftaran. 

(2) Pendaftaran 4 
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(2) 

(3) 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan 
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran LVIII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 420 
(1) Pendaftaran untuk objek Retribusi pemanfaatan aset 

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 ayat (1), 
dilakukan dengan mengajukan formulir pendaftaran yang 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan/atau 
b. nomor induk berusaha atau surat keterangan terdaftar 

lembaga/organisasi bagi Badan atau surat rekomendasi 
dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
di bidang perindustrian, dan 

c. surat pernyataan kesediaan untuk mengurus izin yang 
diperlukan untuk kegiatan berupa event. 

(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran LIX yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 
ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pariwisata melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran pemanfaatan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 418 ayat (1) huruf a angka 2. 

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 
ayat (2) huruf c yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan 
pengajuan permohonan pendaftaran pemanfaatan ruangan., 
pemanfaatan videotron dan pemanfaatan baliho 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (1) huruf f 
angka 2, huruf h dan huruf i. 

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 
ayat (2) huruf e yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan 
verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan 
permohonan pendaftaran pemanfaatan alat berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf huruf c. 

(6) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (2) 
huruf a pada Sekretariat Daerah melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran pemanfaatan kendaraan, pemanfataan souncl 
system, pemanfaatan gedung DW/PKIC, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 418 ayat (1) huruf a angka 1, 
huruf b dan huruf d dilingkungan sekretariat daerah. 

(7) Perangkat »'? 
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(7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 
ayat (2) huruf d yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang industri melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran pemanfaatan alat tenun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 418 ayat (1) huruf g. 

(8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 
ayat (2) huruf f yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pertanian melakukan verifikasi 
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan 
pendaftaran pemanfaatan sawah atau lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 418 ayat (1) huruf e. 

(9) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) 
dan ayat (5) paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan 
dan kelengkapan persyaratan diterima. 

(10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 
pendaftaran diterima: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata untuk pemanfaatan 
gedung; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
penyewaaan alat berat, 

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
untuk pemanfaatan ruangan, videotron, dan baliho; 

d. unit kerja pada selcretariat daerah pemanfaatan gedung 
dharmawanita/pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga, dan ruangan di linglcungan. Selcretariat 
Daerah, sound system dan kendaraan; dan 

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang industri untuk pemanfaatan 
alat tenun, 

menetapkan besaran retribusi yang terutang dalam SKRD. 
(11) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan 

pendaftaran ditolak: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata untuk pemanfaatan 
gedung; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunilcasi dan informatika 
untuk pemanfaatan ruangan, videotron, dan baliho; 

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
penyewaaan alat berat; 

d. unit kerja pada sekretarlat daerahpemanfaatan gedung 
dharmawanita/pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga, dan ruangan dilinglcungan selcretariat daerah, 
sound system dan kendaraan;dan 

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang industri untuk pemanfaatan 
alat tenun, 

menyampailcan surat penolakan disertai alasan penolalcan 
kepada calon wajib Retribusi. 

Pasal 421 
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Pasal 421 
Untuk pemanfaatan aset di Istano Basa Pagaruyung tidak 
menggunakan mekanisme pendaftaran. 

Paragraf 3 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 

Pasal 422 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata untuk pemanfaatan 
gedung dan pemanfaatan aset Di Istano Basa Pagaruyung, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di 
bidang komunikasi dan informatika untuk pemanfaatan 
ruangan, videotron dan baliho,unit kerja pada sekretariat 
daerah pemanfaatan gedung dharmawanita/pemberdayaan 
dan kesejahteraan keluarga, dan ruangan dilingkungan 
sekretariat daerah, sound system dan kendaraan, dan 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang industri untuk pemanfaatan alat 
tenun, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk 
pemanfaatan alat berat, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian untuk pemanfaatan sawah dan lahan melakukan 
penetapan retribusi terutang. 

(2) Penetapan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan dalam SKRD. 

(3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 423 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pariwisata untuk pemanfaatan 
gedung dan pemanfaatan aset di istano basa pagaruyung, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di 
bidang komunikasi dan informatika untuk pemanfaatan 
ruangan, videotron dan baliho, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umurn untuk penyewaan alat berat, unit kerja 
pada sekretariat daerah pemanfaatan gedung 
dharmawanita/pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, 
dan ruangan dilingkungan sekretariat daerah, sound 
system dan kendaraan, dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri 
untuk pemanfaatan al.at tenun melalui bendahara 
penerimaan. 

(2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
tunai atau melalui sistem pembayaran nontunai yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Wajib 
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(3) Wajib Retribusi yang sudah melalcukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cliberikan tanda 
terima berupa lcuitansi. 

Pasal 424 
(1) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam wajib menyetorkan ke kas umum Daerah 
dengan menggunalcan STS. 

(2) Bendahara penerimaaan melalcukan pencatatan, validasi, 
dan verifikasi berdasarkan bulcti pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggaralcan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuan.gan Daerah. 

Pasal 425 
(1) Perang,kat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata untuk pemanfaatan 
gedung dan/atau aset di Istano Basa Pagaruyung serta 
Perangkat Daerah yang menyelenggaralcan urusan 
pemerintahan di bidang industri untuk pemanfaatan alat 
tenun, mengeluarkan izin pemakaian gedung, izin 
pemanfaatan aset di Istano Basa Pagaruyung, atau izin 
pemanfaatan alat tenun setelah Wajib Retribusi membayar 
Retribusi. 

(2) Format izin pemakaian gedung, izin pemanfaatan aset di 
Istano Basa Pagaruyung, atau izin pemanfaatan alat tenun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahlcan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 5 
Penagihan 

Pasal 426 
(1) Penagihan Retribusi terutang pada Wajib Retribusi untuk 

pemanfaatan ruangan dilinglcungan Sekretariat Daerah 
dilalculcan dalam hal wajib retribusi: 
a. tidak membayar Retribusi terutang; dan / atau 
b. membayar setelah lewat jatuh tempo. 

(2) Jatuh tempo Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan ditanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. 

(3) Setelah jangka waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilalculcan: 
a. unit kerja pada selcretariat daerah melalcukan teguran 

lisan sebanyalc 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 
(enam) Hari. 

b. menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi 
sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) Hari untuk melunasi Retribusi yang terutang; dan 

c. Wajib 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 222 - 

c. Wajib Retribusi wajib menyetorkan retribusi terutang 
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Surat Teguran 
diterbitkan. 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh petugas Penagihan yang ditetapkan 
oleh kepala unit kerja pada sekretariat daerah. 

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD. 

(6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 
dalam Lampiran LXII yang merupalcan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 427 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi terutang 
atau membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, maka 
dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif 
sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untulc jangka 
walctu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih 
dengan menggunalcan STRD. 

Pasal 428 
(1) Setiap pengguna ruangan di linglcungan sekretariat daerah 

yang tidak melalcukan pembayaran retribusi pemanfaatan 
aset selama 5 (lima) bulan secara berturut-turut diberikan 
sanksi administratif berupa: 
a. pemberhentian sementara penggunaan ruangan 

dilingkungan sekretariat daerah; dan/atau 
b. pencabutan hak pemalcaian ruangan di lingkungan 

Sekretariat Daerah. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenalcan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Baglan Kesebelas 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung 
Paragraf 1 

Pendaftaran 

Pasal 429 
(1) Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang atau Badan dalam 

rangka penerbitan. PBG dan SLF. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara dalam jaringan (online) melalui 
pemanfaatan teknologi informasi. 

(3) Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pekerjaan umum melalcukan 
verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melalui teknologi informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Paragraf 2 ... 
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Paragraf 2 
Penetapan 

Pasal 430 
(1) Penetapan Retribusi terutang didasarkan pada hasil 

perhitun.gan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. 

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan dalam SKRD. 

Paragraf 3 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 431 
Retribusi PBG dibayarkan sekaligus sebelum penerbitan PBG 
dan SLF. 

Pasal 432 
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi 

kepada bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan peentrintahan dibidang 
pekerjaan umum. 

(2) Pembayaran oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui 
sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Wajib Retribusi yang sudah melakukan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda 
terima pembayaran berupa kuitansi. 

Pasal 433 
(1) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara 

penerimaan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke 
kas umum daerah. 

(2) Penyetoran ke kas umum daerah oleh bendahara 
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
menggunakan STS. 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara nontunai, Wajib 
Retribusi menyampaikan bukti pembayaran kepada 
bendahara penerimaan. 

(4) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi 
dan verifikasi untuk pembayaran nontunai berdasarkan 
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Bendahara penerimaan wajib melakukan penatausahaan 
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran retribusi 
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan 
keuangan Daerah. 

Pasal 434 •f:7 
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Pasal 434 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang penanaman modal dan perizinan 
menerbitkan PBG dan SLF setelah dilakukan pembayaran 
retribusi. 

Bagian Kedua belas 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing 

Pasal 435 
Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan 
Pembayaran Retribusi tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang tenaga kerja. 

Pasal 436 
(1) Pembayaran Retribusi penggunaan tenaga kerja asing 

dibayarkan pemberi tenaga kerja asing berdasarkan surat 
pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 435 melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Setelah pemberi kerja tenaga kerja asing melakukan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pemberi kerja tenaga kerja asing melakukan validasi 
pembayaran Retribusi ke Perangkat Daerah yang mengelola 
Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dengan 
membawa Dokumen: 
a. surat permohonan validasi pembayaran Retribusi 

penggunaan tenaga kerja asing, memakai kop 
Perusahaan/yayasan yang di dalamnya terdapat 
pernyataan kebenaran dan keabsahan Dokumen/data; 

b. fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab; 
c. surat pemberitahuan pembayaran Retribusi 

penggunaan tenaga kerja asing; 
d. fotokopi bukti/kuitansi pembayaran Retribusi 

penggunaan tenaga kerja asing, dan 
e. ijin tinggal terbatas/ijin tinggal tetap. 

(3) Validasi pembayaran Retribusi penggunaan tenaga kerja 
asing oleh Perangkat Daerah pengelola retribusi 
penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme: 
a. pemberi tenaga kerja asing datang ke kantor Perangkat 

Daerah yang mengelola Retribusi penggunaan tenaga 
kerja asing, dengan membawa Dokumen persyaratan 
validasi pembayaran Retribusi penggunaan tenaga kerja 
asing; 

b. petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan 
Dokumen; 

c. setelah Dokumen lengkap, petugas yang ditunjuk 
menyerahkannya ke bendahara penerimaan untuk 
diverifikasi; 

d. bendahara penerimaan melakukan verifikasi Dokumen 
dan menyerahkan hasilnya ke petugas validasi; 

e. petugas 1.• 
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e. petugas validasi melakukan validasi pembayaran 
retribusi penggunaan tenaga kerja asing di sistem 
informasi tenaga kerja asing yang dikembangkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

f. validasi pembayaran selesai, petugas yang ditunjuk 
menginformasikan ke pemberi kerja tenaga asing 
sambil meminta rencana penggunaan tenaga kerja 
asing perpanjangan yang diterbitkan; dan 

g. pemberi tenaga kerja asing mengirimkan rencana 
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk 
dicatatkan masa berlaku tenaga kerja asingnya. 

Bagian Ketiga belas 
Keberatan Retribusi 

Pasal 437 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas SKRD 
atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah terhadap materi atau isi dari penetapan tentang 
jumlah retribusi yang terutang yang seharusnya dibayar 
menurut perhitungan Wajib Retribusi. 

(3) Keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau 
isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan 
merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat 
dipertimbangkan. 

Pasal 438 
(1) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 437, harus memenuhi persyaratan 
dan melampirkan Dokumen pendukung. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yaitu sebagai berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. 1 (satu) keberatan diajukan un.tuk 1 (satu) surat 

ketetapan retribusi; 
c. mengemukakan jumlah retribusi yang terutang 

menurut penghitungan Wajib Retribusi dengan disertai 
alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; 

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Retribusi, dalam 
hal ditandatangani oleh Kuasa Wajib Retribusi harus 
dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; 

e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tan.ggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib 
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 
dan 

f. keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi. 
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 
a. fotokopi SKRD atau Dokumen lain yang dipersarnakan; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Retribusi 
c. surat kuasa bermeterai culcup, jika pengajuan 

dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk 
penerima kuasa; 

d. Dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan. 
(4) Wajib 
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(4) Wajib Retribusi dapat melakukan perbaikan Surat 
Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e belum 
terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e. 

(5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah 
diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 

(6) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi : 
a. bencana alam; 
b. kebakaran, 
c. huru-hara/kerusuhan massal, 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. 

Pasal 439 
(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Retribusi dapat 

meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar pengenaan retribusi kepada Kepala Perangkat 
Daerah atau pejabat yang berwenang. 

(2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang 
wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Perrnintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 ayat (2) huruf e. 

Pasal 440 
(1) Wajib Retribusi menyampaikan Surat Keberatan kepada 

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sesuai lokasi 
objek retribusi terdaftar. 

(2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. penyampaian secara langsung, 
b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa 

kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.. 
(3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, 
diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang 
merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

(4) Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran LXIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 441 
(1) Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi 

persyaratan, ditindaklanjuti dengan menguji data yang 
dimiliki Perangkat Daerah dengan data yang disampaikan 
oleh Wajib Retribusi Daerah/Kuasa Wajib Retribusi. 

(2) Petugas 
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(2) Petugas dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki kewenangan, sebagai berikut : 
a. mengajukan peminjaman Dokumen yang berkaitan 

dengan proses penyelesaian keberatan kepada Wajib 
Retribusi; 

b. meminta keterangan kepada Wajib Retribusi Daerah; 
c. melakukan Penelitian lapangan; dan/atau 
d. meminta data dan informasi kepada pihak lain. 

(3) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) masih dibutuhkan data atau 
informasi, petugas dapat melakukan pemeriksaan atau 
Pemeriksaan Ulang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Pasal 442 
(1) Kewenangan mengajukan peminjaman Dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 441 ayat (2) huruf a, 
dilakukan melalui penyampaian surat permintaan 
peminjaman Dokumen. 

(2) Format Surat Permintaan Peminjaman Dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Lampiran 
LXIV Peraturan ini. 

(3) Wajib Retribusi harus memenuhi permintaan peminjaman 
Dokumen, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya 
surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Apabila Wajib Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi tidak 
memenuhi permintaan peminjaman Dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap 
dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 

Pasal 443 
(1) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 441 ayat (2) huruf b, 
dilakukan melalui penyampaian undangan. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
apabila menurut pertimbangan tim peneliti masih 
diperlukan keterangan tambahan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

(3) Apabila Wajib Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi tidak 
memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan. 

Pasal 444 
(1) Kewenangan melakukan. Penelitian lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 441 ayat (2) huruf c, dapat 
dilakukan apabila petugas membutuhkan informasi yang 
berkaitan dengan kondisi objek retribusi yang diajukan 
keberatan. 

(2) Sebelum melakukan Penelitian lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari 
petugas harus menyampaikan surat pemberitahuan 
kepada Wajib Retribusi /Kuasa Wajib Retribusi. 

(3) Format 
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Format Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Lampiran LXV 
Peraturan ini. 
Setelah melakukan Penelitian lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat Laporan 
Hasil Penelitian Lapangan sebagai bahan pengambilan 
keputusan keberatan. 
Format Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran LXVI 
yang merupalcan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

Pasal 445 
(1) Apabila dalam janglca waktu. 6 (enam) bulan sejak 

permohonan Surat Keberatan diterima Bupati belum 
menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Wajib 
Retribusi, maka pengajuan keberatan dianggap dikabullcan 
seluruhnya. 

(2) Surat Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(3) Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaldanjuti dengan 
disusunnya Laporan Alchir Hasil Penelitian Keberatan oleh 
Tim Peneliti dan disampaikan kepada Bupati untuk 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

(4) Format Laporan Akhir Hasil Penelitian Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
lampiran LXVII yang merupalcan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 446 
(1) Berdasarkan Laporan Alchir Penelitian Keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 ayat (3), Bupati 
menerbitkan Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa : 
a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang 

berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Retribusi 
yang terutang menurut Wajib Retribusi; 

b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang 
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan 
Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi, 

c. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan 
hasil Penelitian sama dengan Retribusi yang terutang 
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Retribusi; atau 

d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang 
dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil 
Penelitian lebih besar dari Retribusi yang terutang 
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

(3) Keputusan 
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Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), disampaikan kepada Wajib Retribusi/Kuasa Wajib 
Retribusi palin' g lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal 
Keputusan Keberatan. 
Format Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam lampiran LXVIII yang merupalcan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 447 
(1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabullcan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 
Retribusi yang lebih dibayar untuk janglca waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh I (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkarmya SKRD. 

BAB XI 
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu. 
Piutang Retribusi Daerah yang Dihapuskan 

Pasal 448 

(1) Penghapusan Piutang Retribusi dilalcukan terhadap: 
a. Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa, dan/atau 
b. Piutang Retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak 

mungkin ditagih lagi. 
(2) Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak 
untuk melakulcan Penagihan retribusi telah kadaluwarsa 
melampaui janglca waktu 3 (tiga) tahun sejak saat 
terutangnya retribusi, dengan kriteria: 
a. Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi sama sekali 

tidak pernah disampaikan Surat Teguran dan/atau 
surat paksa; dan/atau 

b. Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi telah 
disampaikan Surat Teguran dan/atau surat paksa; 
dan/ atau 

c. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
terakhir; dan/atau 

d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun 
tidak langsung dari Wajib Retribusi atau penanggung 
Retribusi. 

(3) Penghapusan N,1? 
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(3) Penghapusan piutang Retribusi yang tidak dapat dan/atau 
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dengan kriteria: 
a. Wajib Retribusi atau penanggung retribusi meninggal 

dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan 
yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian 
dari pejabat yang berwenang/wali nagari dan/atau LHP 
petugas retribusi pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan; 

b. Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi tidak 
mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan 
dan/atau LHP petugas Retribusi pada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan; 

c. Wajib Retribusi atau penanggung retribusi yang 
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan 
dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk 
melunasi utang retribusinya; 

d. Wajib Retribusi/penanggung utang menjalani hukuman 
atas tindak pidana retribusi dan telah memiliki 
kelcuatan hukum tetap; 

e. Wajib Retribusi atau penanggung retribusi yang tidak 
ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang/wali nagari 
dan/atau LHP petugas retribusi pada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan; 

f. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi 
meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan 
terhadap Wajib Retribusi tidak diterbitkan Penagihan 
retribusi seketika dan sekaligus; 

g. Dolcumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak 
ditemukan dan telah dilakulcan penelusuran secara 
optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, 

h. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi 
tidak dapat clilaksanakan karena kondisi tertentu 
sehubtmgan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan 
oleh Bupati; dan/atau 

i. Wajib Retribusi/penanggung utang terkena bencana 
alam yang tidak dapat dihin.dari berdasarkan kejadian 
nyata dan diperkuat dengan dari instansi yang 
berwenang. 

Pasal 449 

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 448, meliputi: 
a. Piutang Retribusi jasa umum; 
b. Piutang Retribusi jasa usaha; dan 
c. Piutang Retribusi perizinan tertentu. 

(2) Penghapusan 
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(2) Penghapusan Piutang Retribusi yang terutan.g beserta 
sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau 
kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
piutang Retribusi yang tercantum dalam Dokumen: 
a. SKRD, 
b. SKRDKB; 
c. SKRDKBT; 
d. STRD; dan/atau 
e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah 
Retribusi yang harus dibayar bertambah. 

Bagian Kedua 
Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah 

Pasal 450 

(1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan Piutang Retribusi 
karena kedaluwarsa, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan melakukan Penelitian administrasi, meliputi: 
a. inventarisasi data Dokumen Wajib Retribusi atau 

penanggung retribusi, yang terdiri atas: 
1. SKRD; 
2. SKRDKB; 
3. SKRDKBT; 
4. STRD; 
5. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya; 
6. Surat Paksa terakhir yang disampaikan; 
7. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan 

Keberatan, dan/atau 
8. Putusan Ban.ding atau Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung yang menyebabkan jurnlah 
retribusi yang harus dibayar bertambah. 

b.penelaahan Dokumen sesuai dengan huruf a angka 1 
sampai 8, dan/atau 

c. dilaksanalcan melalui pene1aahan database retribusi 
daerah pada sistem aplikasi. 

(2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi. 

(3) Khusus untuk penghapusan piutang Retribusi karena tidak 
dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi di samping 
dilakukan Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 
ayat (1) juga dilakukan Penelitian substansi atau Penelitian 
Lapangan. 

(4) Penelitian Substansi atau Penelitian Lapangan dilakukan 
oleh Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Hasil Penelitian substansi atau Penelitian lapangan 
sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita 
Acara Penelitian Lapangan. 

(6) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan/atau 
Berita Berita Acara Penelitian Lapangan, ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi. 

(7) Berdasarkan 
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Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
melakukan penghapusan buku Piutang Pajak yang telah 
menjadi piutang neraca daerah. 
Penghapusan Piutang Retribusi secara mutlak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekaligus 
dengan penghapusan database Piutang Retribusi. 
Format Berita Acara Penelitian Administrasi dan/ atau 
Berita Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana ayat 
(6) tercantum dalam Lampiran LXIX yang merupakan 
bagian tidak terpisahlcan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 451 

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 450 ayat (6) Perangkat Daerah yang 
menyelenggarak.an urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan melakukan penghapusan buku dan data base 
piutang retribusi daerah yang telah menjadi piutang neraca 
daerah. 

(2) Piutang Retribusi dapat dihapus secara bersyarat atau 
secara mutlak dari Pembukuan Pemerintah Daerah. 

(3) Penghapusan Piutang Retribusi secara bersyarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dilakukan 
dengan menghapuskan piutang dari Pembukuan 
Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah. 

(4) Penghapusan Piutang Retribusi secara mutlak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan 
menghapuskan hak tagih Daerah. 

(5) Penghapusan secara mutlak atas piutang Retribusi dengan 
menghapuskan hak tagih Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan : 
a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 

tanggal penetapan penghapusan piutang secara 
bersyarat; dan 

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan 
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak 
diketahui tempat tinggalnya yang dibuktikan dengan 
keterangan dari pejabat yang berwenang. 

(6) Penghapusan data piutang Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus diungkap secara cukup dan 
memadai dalam catatan atas laporan keuangan daerah. 

Pasal 452 
Penghapusan Piutang Retribusi secara bersyarat atau secara 
mutlak ditetapkan oleh : 
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 

(lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan 
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung 
utang. 

BAB XII 
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BAB XII 
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI 

Pasal 453 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 
yang bersangkutan dan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan lainnya. 

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum 
digunakan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan 
dengan pelayanan Retribusi Jasa Umum dan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. 

(3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha 
digunakan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan 
dengan pelayanan Retribusi Jasa Usaha dan infrastruktur 
Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
lainnya. 

(4) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu 
digunakan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan 
dengan pelayanan Perizinan. Tertentu dan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan lainnya. 

(5) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 
dikelola oleh badan layanan umum daerah dapat langsung 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan 
badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan 
umum daerah. 

BAB XIII 
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJASAMA ATAU 
PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 454 

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi dapat melaksanakan kerja sama atau 
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan 
Retribusi. 

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. badan usaha milik Daerah 
b. badan usaha milik nagari, 
c. organisasi kemasyarakatan; 
d. koperasi, 
e. organisasi kepemudaan, dan/ atau 
f. kelompok masyarakat lainnya. 

(3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, 
pengawasan, dan Pemeriksaan. 

(4) Pemungutan 'q-). 
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(4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas 
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban 
Wajib Retribusi. 

Pasal 455 
(1) Pemungutan Retribusi melalui kerja sama atau 

penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 454 harus memenuhi kriteria: 
a. ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah terbatas; 
b. penggunaan sumber daya yang lebih efisien dari aspek 

waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila 
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah; 

c. Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga dapat mencapai realisasi penerimaan yang 
optimal, dan 

d. telah melalui kajian potensi, kebutuhan dan studi 
kelayalcan pelaksanaan kerja sama. 

(2) Kajian potensi, kebutuhan dan studi kelayakan 
pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan dengan ketentuan: 
a. kajian potensi dilakukan oleh Perangkat Daerah 

pengelola Retribusi atau dapat bekerja sama dengan 
pihak lain yang memiliki kapabilitas atau sebagai ahli 
dalam bidang tersebut, 

b. melakukan survey tiap objek Retribusi untuk dilakukan 
analisa, uji potensi dan lainnya yang diperlukan untuk 
mendapatkan nilai okupansi; 

c. menghitung hasil analisa sebagai dasar penetapan 
target; 

d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pengolahan 
Retribusi tersebut, baik realisasi dari targetnya maupun 
kendala yang terjadi selama pengolahan Retribusi; 

e. melakukan pengembangan dan Inovasi berbasis digital 
dalam pengelolaan retribusi;dan 

f. membuka kerja sama dengan berbagai penyedia jasa 
pembayaran dalam proses pembayaran Retribusi. 

Pasal 456 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyusun rencana 
Pemungutan Retribusi melalui kerja sama atau penunjukan 
pihak ketiga berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 455. 

Bagian Kedua 
Kerja Sama Pemungutan Retribusi 

Pasal 457 
(1) Dalam melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1), pihak 
ketiga mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi. 

(2) Permohonan 4). 
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara langsung atau secara elektronik melalui sistem 
informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Dalam mengajukan permohonan, Pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki surat keputusan pengesahan badan hukum 

atau surat keterangan terdaftar dari instansi yang 
berwenang; 

b. memiliki perizinan berusaha; 
c. taat membayar Pajak dan Retribusi; dan 
d. memiliki kelayakan, kemampuan sumber daya manusia, 

ekonomi, dan kemampuan fmansial dalam pelaksanaan 
kerja sama. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
melampirkan Dokumen pendukung yang terdiri atas: 
a. fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum 

atau surat keterangan terdaftar dari instansi yang 
berwenang; 

b. fotokopi perizinan berusaha, 
c. bukti lunas kewajiban perpajakan dan Retribusi; dan 
d. laporan yang berisikan pihak ketiga memiliki kelayakan, 

kemampuan sumber daya manusia, ekonomi, dan 
kemampuan fmansial dalam pelaksanaan kerja sama. 

Pasal 458 
(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan verifikasi 

dan penilaian terhadap permohonan pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 457. 

(2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria dan 
persyaratan oleh pemohon kerja sama Pemungutan 
Retribusi. 

(3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan 
diterima. 

Pasal 459 
(1) Perangkat Daerah penge1ola Retribusi dapat menunjuk 

Badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik nagari 
sebagai pihak ketiga yang memungut Retribusi. 

(2) Dalam melakukan penunjukan Badan usaha milik Daerah 
atau badan usaha milik nagari, harus terlebih dahulu 
memenuhi kriteria kerja sama Pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457. 

(3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik 
nagari harus memenuhi persyaratan yakni memiliki 
kekelayakan, kemampuan sumber daya manusia, ekonomi, 
dan kemampuan fmansial dalam pelaksanaan kerja sama. 

Pasal 460 
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Pasal 460 
Pihak ketiga, Badan usaha milik Daerah atau badan usaha 
milik nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 dan Pasal 
459 yang memenuhi persyaratan dan kriteria ditetapkan dengan 
keputusan kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi. 

Pasal 461 
(1) Keputusan kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ditindaldanjuti 
dengan perjanjian kerja sama Pemungutan Retribusi. 

(2) Perjanjian kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat: 
a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihalc, 
c. sanksi; 
d. waktu Pemungutan; 
e. janglca waktu perjanjian, 
f. besaran imbal jasa; dan 
g. penyelesaian perselisihan. 

Bagian Ketiga 
Penyetoran 

Pasal 462 
(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (1) wajib 
disetor ke rekenin.g kas umum daerah secara bruto. 

(2) Penyetoran Retribusi dilakukan sesuai dengan jangka 
waktu/termin yang ditetapkan dalam petjanjian kerjasama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461. 

(3) Pihak kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 459 ayat (2) dilarang melakukan 
Pemungutan Retribusi di luar tarif Retribusi yang 
ditetapkan. 

(4) Pihak kerja sama Pemungutan Retribusi yang melanggar 
ketentuan kewajiban dan ketentuan larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penundaan pembayaran imbal jasa; dan/atau 
c. pemutusan hubun.gan kerja sama. 

Pasal 463 
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

462 ayat (4) tidak meniadakan tuntutan pidana. 
(2) Dalam hal perbuatan yang dilalcukan oleh pihak kerja 

sama yang melakukan penyimpangan diduga merupalcan 
tindalc pidana maka diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian 
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Bagian Keempat 
Imbal Jasa 

Pasal 464 
(1) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dianggarkan 

pada belanja an.ggaran pendapatan dan belanja daerah. 
(2) Pemberian imbal jasa dfialcukan dengan pencapaian 

persentase tertentu dengan berbasis kineija yang telah 
dicapai dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam 
perjanjian kerja sama. 

Bagian Kelima 
Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pemungutan. Retribusi 

Pasal 465 
(1) Dal.am rangka mewujudkan kerja sama Pemungutan 

Retribusi yang akuntabel, efektif dan efisien, kepala 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi bersama dengan 
Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan 
evaluasi dalam tahapan perencanaan, pelaksan.aan, dan 
pemberiaan imbal jasa kerja sama Pemungutan Retribusi. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana ciimaksud pada ayat 
(1) dfialcukan mencalcup: 
a. perencanaan sesuai dengan Icriteria kerja sama; 
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, standar operasional prosedur, dan 
perjanjian kerja sama; 

c. capaian kinerja pelayanan; 
d. alcuntabilitas pengelolaan anggaran dalam kerja sama; 

dan 
e. monitoring dan evaluasi lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundan.g-undangan. 
(3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melaporkan 

hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dalam setiap 
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

BAB XIV 
TATA CARA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH SECARA ELEKTRONIK 

Pasal 466 
(1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah 

Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melalculcan Pemungutan Pajak 
dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan 
efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi melalui 
aplikasi sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

Pasal 467 .` 9/ 
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Pasal 467 
(1) Sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 terdiri atas: 
a. sistem informasi Pemungutan Pajak Daerah; dan 
b. sistem informasi Pemungutan Retribusi Daerah. 

(2) Sistem informasi Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: 
a. pendaftaran dan pendataan Pajak; 
b. penetapan besaran Pajak; 
c. pembayaran dan penyetoran Pajak, 
d. pelaporan Pajak; 
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan 

Pajak, 
f. pemeriksaan Pajak; 
g. Penagihan Pajak; 
h. keberatan, 
i. gugatan; dan 
j. penghapusan piutang Pajak Daerah. 

(3) Sistem informasi Pemungutan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: 
a. pendaftaran dan pendataan Retribusi; 
b. penetapan besaran Retribusi, 
c. pembayaran dan penyetoran Retribusi; 
d. pelaporan Retribusi; 
e. pengurangan, pembetulan., dan pembata1an ketetapan 

Retribusi, 
f. Penagihan Retribusi; 
g. keberatan; 
h. gugatan; 
i. penghapusan piutang Retribusi, dan 
j. pengawasan. 

(4) Sistem informasi Pemungutan Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat 
berdasarkan jenis Pajak dan Retribusi. 

Pasal 468 
(1) Pendaftaran dan pendataan Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 467 ayat (2) huruf a memuat: 
a. formulir pendaftaran Subjek Pajak, dan 
b. formulir pendaftaran objek Pajak. 

(2) Formulir pendaftaran Subjek Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a memuat: 
a. nama Subjek Pajak; 
b. alamat Subjek Pajak; 
c. nomor induk kependudukan, 
d. NPWPD bagi yang memiliki; 
e. nomor telepon, dan 
f. surat elektronik (email) Subjek Pajak. 

(3) Formulir pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b memuat: 
a. alamat objek Pajak; 
b. jenis objek Pajak; 

c. jenis 
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c. jenis dan nama usaha objek Pajak; 
d. foto lokasi yang dilengkapi titik koordinat; dan 
e. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan objek Pajak. 

(4) Bukti kepemilikari dan/atau penguasaan objek Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 
a. sertifikat hak milik tempat usaha, 
b. bukti hak guna usaha; 
c. bukti hak guna bangunan; 
d. bukti hak pengelolaan; 
e. bukti hak pakai; 
f. bukti hak sewa; 
g. bukti pembayaran sewa; dan/atau 
h. surat keterangan dari pemerintah setempat. 

Pasal 469 
Penetapan besaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
467 ayat (2) huruf b memuat: 
a. SPTPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

perhitungan sendiri (self assessment); 
b. SICPD untuk jenis Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah (official assessment); dan 
c. SPPT untuk PBB-P2. 

Pasal 470 
Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 467 ayat (2) huruf c memuat: 
a. SSPD dan nomor tran.saksi penerimaan daerah untuk jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (self 
assessment); dan 

b. STS untuk jenis Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah (official assessment). 

Pasal 471 
Pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat 
(2) huruf d memuat: 
a. buku laporan realisasi penerimaan. Pajak Daerah; dan 
b. buku laporan piutang Pajak Daerah. 

Pasal 472 
Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) huruf e 
memuat: 
a. permohonan; 
b. berita acara pemeriksaan administratif dan substantif; 
c. rekomendasi penerimaan atau penolakan, dan 
d. keputusan persetujuan atau penolakan. 

Pasal 473 
Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 
ayat (2) huruf f memuat: 
a. identitas Wajib Pajak yang diperiksa; 
b. jenis Pajak; 
c. berita acara pemeriksaan; dan 
d. penetapan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. 

Pasal 474 
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Pasal 474 
Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat 
(2) huruf g memuat: 
a. identitas Wajib Pajak yang dilakukan Penagihan; 
b. jenis Pajak; 
c. surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Penagihan; dan 
d. berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Penagihan. 

Pasal 475 
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) 
huruf h memuat: 
a. permohonan pengajuan keberatan; 
b. ketetapan Pajak yang diajukan keberatan; 
c. berita acara pemeriksaan administratif dan substan.tif; 
d. keputusan atas keberatan yang diajukan. 

Pasal 476 
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) huruf 
i memuat: 
a. identitas Wajib Pajak atau penanggung Pajak, dan 
b. putusan Badan peradilan Pajak. 

Pasal 477 
Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 467 ayat (2) huruf j memuat: 
a. jenis piutang Pajak yang dihapuskan; 
b. Dokumen yang berkaitan pelaksanaan penghapusan piutang 

Pajak; dan 
c. keputusan penghapusan piutang Pajak. 

Pasal 478 
Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 467 ayat (3) huruf a memuat: 
a. permohonan; 
b. identitas Wajib Retribusi; dan 
c. jenis Retribusi, 

Pasal 479 
Penetapan besaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 467 ayat (3) huruf b memuat SKRD atau Dokumen lain 
yang dipersamakan. 

Pasal 480 
Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 467 ayat (3) huruf c memuat SSRD atau bukti 
pembayaran/ penyetoran. 

Pasal 481 
Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 467 
ayat (3) huruf d memuat: 
a. rekapitulasi penetapan Retribusi; 
b. rekapitulasi pembayaran Retribusi; dan 
c. rekapitulasi piutang Retribusi; 

Pasal 482 
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Pasal 482 
Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) huruf e 
memuat: 
a. permohonan dan kelenglcapannya; 
b. berita acara pemeriksaan administratif dan substantif, 
c. rekomendasi penerimaan atau penolakan; dan 
d. keputusan persetujuan atau penolakan. 

Pasal 483 
Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 
ayat (3) huruf f memuat: 
a. identitas Wajib Retribusi yang clilakukan Penagihan; 
b. jenis Retribusi; 
c. surat yang berkaitan dengan pelaksanaan. Penagihan, dan 
d. berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Penagihan. 

Pasal 484 
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) 
huruf g memuat: 
a. permohonan pengajuan keberatan, 
b. ketetapan Retribusi yang diajukan keberatan; 
c. berita acara pemeriksaan administratif dan substantif; 
d. keputusan atas keberatan yang diajukan 

Pasal 485 
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) huruf 
h memuat: 
a. identitas Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi; dan 
b. putusan Badan peradilan. 

Pasal 486 
Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 467 ayat (3) huruf i memuat: 
a. jenis piutang Retribusi yang dihapuskan; 
b. Dokumen yang berkaitan pelaksanaan penghapusan piutang 

Retribusi; dan 
c. keputusan penghapusan piutang Retribusi. 

Pasal 487 
(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
(2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan, 
b. pembangunan aplikasi, 
c. pemeliharaan; dan 
d. pengembangan. 

Pasal 488 
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Pasal 488 
(1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan dalam 

rangka pengembangan sistem informasi Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
keseluruhan proses Pemungutan Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) dan ayat 
(3) 

(3) Aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun pada satu atau 
lebih aplikasi yang terintegrasi. 

Pasal 489 
Pembangunan aplikasi, pemeliharaan dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) huruf b, huruf 
c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan fungsi penunjang pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah bekerjasama dengan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informasi dan/atau pihak lain yang 
dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah. 

Pasal 490 
Perencanaan pembangunan aplikasi, pemeliharaan dan 
pengembangan mengacu kepada arsitektur sistem 
pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Daerah. 

Pasal 491 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah 
menyediakan sarana Informasi Elektronik dan Dokumen 
Elektronik yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 492 
Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan berkas 
pencetakan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti 
pembayaran Pajak dan Retribusi yang sah. 

Pasal 493 
(1) Pada sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dim - ksud dalam Pasal 492 tercantum waktu 
pengiriman dan penerimaan informasi Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

(2) Waktu penerimaan atau pengiriman Informasi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
daerah atau Wajib Pajak diakui sebagai waktu yang sah 
apabila waktu pengiriman atau penerimaan tercantum 
dalam sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

(3) Dalam 
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(3) Dalam hal terjadi kerusalcan sistem informasi Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, waktu pembayaran Pajak oleh Wajib 
Pajak secara elektronik merupalcan walctu penyetoran 
Pajak oleh Wajib Pajak pada bank yang ditunjuk atau 
bank/lokapasar (marketplace) yang terhubung dengan 
sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

BAB XV 
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, 

PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS 
POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, 

DAN/ATAU SANKSINYA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 494 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok Pajak dan/atau Retribusi dengan 
memperhatikan. kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi; 
b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
c. Wajib Pajak yang terdampak pembangunan sarana dan 

prasarana untuk kepentingan umum; atau 
d. kegiatan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi merupakan 

kegiatan yang menjadi program unggulan pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. lahan pertanian yang sangat terbatas; 
b. tanah dan Bangunan yang clitempati Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi dari golongan tertentu; 
c. nilai objek Pajak atau Retribusi sampai dengan batas 

tertentu; 
d. kenaikan tarif Pajak atau Retribusi, dan/atau 
e. objek Pajak atau objek Retribusi yang terdampak 

bencana alam, kebalcaran, huru-hara, dan/atau 
kerusuhan. 

Pasal 495 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494, atas permohonan Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, atau karena jabatannya. 

Pasal 496 
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Pasal 496 
(1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran ketetapan Pajak dapat diberikan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494 ayat (2) huruf a karena 
kemampuan membayar Wajib Pajak yakni masyarakat miskin 
berdasarkan data yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak dapat diberikan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494 ayat (2) huruf b, karena 
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak 
sebelumnya yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang 
telah diaudit oleh akuntan publik. 

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak dapat diberikan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494 ayat (2) huruf c, Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi yang terdampak pembangunan sarana dan 
prasarana untuk kepentingan -umum yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

(4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak dapat diberikan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494 ayat (2) huruf d, karena kegiatan 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi merupakan program 
Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 497 
(1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran ketetapan Pajak berdasarkan kondisi 
Objek Pajak berupa lahan pertanian sangat terbatas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 ayat (3) huruf a, 
dilakukan terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan 
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak atau Retribusi 
berdasarkan kondisi objek Pajak atau objek Retribusi berupa 
tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari 
golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 
ayat (3) huruf b, yaitu veteran pejuang kemerdekaan Republik 
Indonesia. 

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak berdasarkan kondisi 
objek Pajak berupa nilai objek Pajak sampai batas tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 ayat (3) huruf c, 
merupakan objek dengan r,ilai lebih dari: 
a. untuk PBB-P2 yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah); 
b. untuk BPHTB yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah), 
c. untuk 
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c. untuk MBLB yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah); dan 

d. untuk Pajak Reklame yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

(4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak berdasarkan kondisi 
objek Pajak berupa kenaikan tarif Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 494 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam 
hal kenaikan tarif Pajak yalmi berlaku untuk PBB-P2 dengan 
kenaikan 100% (seratus persen) atau lebih dari tarif 
sebelumnya. 

(5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Retribusi berdasarkan 
kondisi objek Retribusi berupa kenaikan tarif Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 ayat (3) huruf d, 
clilakukan dalam hal kenaikan tarif Retribusi dengan 
kenaikan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebelumnya. 

(6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran ketetapan Pajak berdasarkan kondisi 
objek Pajak atau objek Retribusi berupa objek Pajak atau 
objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, 
huru-hara, dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 494 ayat (3) huruf e meliputi: 
a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan 

objek Pajak atau objek Retribusi mengalami kerusakan di 
atas 50% (lima puluh persen); 

b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan 
objek Pajak atau objek Retribusi mengalami kerusakan di 
atas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen; dan 

c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan 
mengakibatkan objek Pajak atau objek Retribusi mengalami 
kerusakan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 25% (dua 
puluh lima persen). 

Pasal 498 
(1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran pengurangan terhadap ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 dan. Pasal 497 
diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang 
tercantum dalam SPPT/ SSPD/ SKPD/ STPD/ SKPDKB/ 
SKPDKBT. 

(2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran terhadap ketetapan Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 496 dan Pasal 497 diberikan kepada 
Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum 
dalam SKRD/ SKRDKB/ SKRDKBT. 

Bagian 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pengurangan 

Pembayaran Atas Pokok Pajak 

Pasal 499 
Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pembayaran Atas 
Pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (1) 
dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau 
karena jabatan. 

Pasal 500 
Permohonan Keringanan dan Pengurangan yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. persyaratan wajib pajak untuk orang pribadi terdiri atas : 

1. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/ 
SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD; 

2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai 
alasan yang jelas; 

3. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 
4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilarnpiri Surat Kuasa; 

5. fotokopi kartu tanda penduduk; 
6. dokumentasi objek Pajak; dan 
7. surat keterangan atau Dokumen yang terkait data 

masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

b. persyaratan wajib pajak untuk Badan terdiri atas: 
1. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) 

SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD; 
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai 

alasan yang jelas; 
3. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 
4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
penerima kuasa harus merupakan pengurus Badan dan 
harus dilampiri Surat Kuasa, 

5. fotocopi salinan akta pendirian Badan; 
6. laporan keuangan yang telah cliaudit akuntan publik; 
7. dokumentasi objek pajak; dan. 
8. putusan pengadilan apabila Badan dinyatakan pailit. 

Pasal 501 
(1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 500 diajukan: 
a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal diterimanya SPPT, 15 (lima belas) Hari sejak 
diterimanya SKPD, 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
terjadinya bencana alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan, kecuali apabila Wajib Pajak 
dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya atau 1 (satu) bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya STPD; 

b. pemohon 
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b. pemohon tidak memiliki tunggakan Pajak yang 
dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek 
Pajak terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan; dan 

c. pemohon tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau 
SKPD dan STPD yang dimohonkan Pengurangan. 

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijacifican dasar untuk 
memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya 
surat permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

Pasal 502 
(1) Pengajuan permohonan dilalcukan pemeriksaan 

administratif sejak tanggal diterimanya permohonan. 
(2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanalcan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan paling lama 3 (tiga) Hari. 

(3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan 
administratif dilalcukan pemeriksaan substantif paling 
lama 5 (lima) Hari. 

(4) Dalam hal permohonanan tidak memenuhi persyaratan 
administratif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan 
menyampaikan permohonan tidak dapat diterima paling 
lama 3 (tiga) Hari. 

(5) Dalam pemeriksaan substanstif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilalculcan. Penelitian lapangan dalam 
rangka verifikasi terhadap objek Pajak yang diajukan yang 
dituanglcan dalam berita acara Penelitian lapangan. 

(6) Berdasarkan pemeriksaan substanstif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan mengajukan rekomendasi kepada Bupati. 

(7) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan rekomendasi 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan, Bupati menyetujui 
atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(9) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan 
pemberian keringanan dan pengurangan kepada kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan dengan nilai pokok 
Pajak: 
a. untuk BPHTB dengan nilai sampai dengan 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 
dan 

b. untuk Pajak selain BPHTB dengan nilai sampai dengan 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(10) Dalam ‘b. 
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(10) Dalam hal Bupati menolak permohonan keringanan dan 
pengurangan, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak 
memperoleh rekomendasi, Bupati melalui kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan menyampaikan surat 
penolakan. kepada Wajib Pajak yang disertai dengan 
alasan penolakan. 

Pasal 503 
(1) Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pembayaran Atas 

Pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 yang 
diberikan berdasarkan jabatan dilakukan berdasarkan 
usulan dari Perangkat Daerah terkait. 

(2) Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pembayaran Atas 
Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Penundaan 

Pembayaran Atas Pokok Pajak 

Pasal 504 
(1) Pemberian pembebasan dan penundaan pembayaran atas 

pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 yang 
diberikan berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 500 dilakukan berdasarkan usulan dari 
Perangkat Daerah terkait. 

(2) Pemberian pembebasan dan penundaan pembayaran atas 
pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan. 

Pasal 505 
(1) Pemberian pembebasan Pajak oleh Bupati dilakukan 

berdasarkan kondisi objek Pajak. 
(2) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa objek Pajak yang terdampak bencana alana atau 
kebakaran yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh 
Wajib Pajak. 

(3) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya diberikan terhadap pembebasan PBB-
P2. 

Pasal 506 
(1) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 505 dilakukan berdasarkan Keputusan 
Bupati. 

(2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun Pajak. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah membayar Pajak 
terutang ditahun berjalan, pemberian pembebasan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada masa 
Pajak tahun berikutnya. 

Pasal 507 
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Pasal 507 
Dalam pemberian pembebasan Pajak, kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang 
Pendapatan melakukan koordinasi secara berkala dengan: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan pemadam 
kebakaran; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang 
penanggulangan bencana; dan/atau 

c. wali nagari. 

Pasal 508 
(1) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Pajak oleh 

Bupati dilakukan berdasarkan kondisi objek Pajak. 
(2) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 
terhadap penundaan PBB-P2. 

(3) Penundaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan terhadap objek PPB-P2 yang terkena bencana 
alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan dengan 
tingkat kerusakan di bawah 10% (sepuluh persen). 

Pasal 509 
(1) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 dilakukan 
berdasarkan Keputusan Bupati. 

(2) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pengurangan 

Pembayaran Atas Pokok Retribusi Daerah 

Pasal 510 
Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pembayaran Atas 
Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 
dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi 
atau karena jabatan. 

Pasa1 511 
(1) Permohonan Keringanan dan Pengurangan yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. persyaratan Wajib Retribusi untuk orang pribadi terdiri 
atas: 

1. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) 
SKRD/ SKRDKB/ SKRDICBT/ STRD; 

2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
disertai alasan yang jelas; 

3. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, 
4. ditandatangani .‘,17 
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4. ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib 
Retribusi harus clilampiri Surat Kuasa; 

5. fotokopi kartu tanda penduduk; 
6. dokumentasi objek Retribusi bagi Retribusi PBG; dan 
7. surat keteran.gan atau Dokumen yang terkait data 

masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

b. persyaratan Wajib Retribusi untuk Badan terdiri atas: 
1. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) 

SKRD / SKRDKB / SKRDKBT/ STRD; 
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

disertai alasan yang jelas; 
3. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, 

dan 
4. ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib 
Retribusi, penerima kuasa harus merupakan 
pengurus Badan dan harus dilampiri Surat Kuasa; 

5. fotokopi akta pendirian Badan, 
6. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik; 
7. dokumentasi objek Retribusi bagi Retribusi PBG; dan 
8. putusan pengadilan apabila Badan dinyatakan pailit. 

Pasal 512 
(1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 511 diajukan: 
a. dalam jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal 

diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD, 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam, kebakaran, 
huru-hara, dan/atau kerusuhan, kecuali apabila Wajib 
Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
diterimanya STPD; dan 

b. pemohon tidak memiliki tunggakan Retribusi yang 
dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek 
Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan. 

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 
memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya 
surat permohonan Wajib Retribusi dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

Pasal 513 
(1) Terhadap pengajuan permohonan dilakukan pemeriksaan 

administratif sejak tanggal diterimanya permohonan. 
(2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
paling lama 3 (tiga) Hari. 

(3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan administratif 
dilakukan pemeriksaan substantif paling lama 5 (lima) Hari. 

(4) Dalam .5 
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(4) Dalam hal permohonanan tidak memenuhi persyaratan 
administratif, Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
menyampaikan permohonan tidak dapat diterima paling 
lama 3 (tiga) Hari. 

(5) Dalam melaksanakan pemeriksaan substantif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakulcan Penelitian lapangan 
dalam rangka verifikasi terhadap objek Retribusi yang 
diajukan yang dituangkan dalam berita acara Penelitian 
lapangan. 

(6) Berdasarkan pemeriksaan substanstif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi mengajukan rekomendasi kepada Bupati. 

(7) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dan rekomendasi 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi, Bupati menyetujui 
atau menolak permohonan Wajib Retribusi. 

(8) Bupati dalam menyetujui atau menolak permohonan Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilalcukan 
berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan yang cliberikan paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak rekomendasi Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi diajulcan. 

(9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(10) Dalam hal Bupati menolak permohonan keringanan dan 
pengurangan, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak 
memperoleh rekomendasi, Bupati melalui Kepala Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi menyampaikan surat penolakan 
kepada Wajib Retribusi yang disertai dengan alasan 
penolakan. 

(11) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan pemberian 
keringanan dan pengurangan kepada Kepala Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi dengan nilai pokok Retribusi 
sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(12) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dalam 
menyetujui atau menolak permohonan Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan 
berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang 
menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan yang diberikan paling lama 3 (tiga) Hari. 

(13) Persetujuan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi. 

(14) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
menolak permohonan keringanan dan pengurangan, paling 
lama 10 (sepuluh) Hari sejak pertimbangan dari Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan diterima, Kepala Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi menyampaikan surat penolakan kepada 
Wajib Retribusi yang disertai dengan alasan penolakan. 

Bagian 
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Bagian Kelima 
Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Penundaan 

Pembayaran Atas Pokok Retribusi 

Pasal 514 
(1) Bupati dapat memberikan pembebasan dan penundaan 

pembayaran atas pokok retribusi berdasarkan jabatan 
dan/atau permohonan Wajib Retribusi. 

(2) Pemberian pembebasan Retribusi oleh Bupati dilakukan 
berdasarkan kondisi. Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi yang 
termasuk kelompok MBR atau kegiatan Wajib Retribusi 
merupakan kegiatan yang menjadi program unggulan 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/ atau 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 515 
(1) Permohonan pembebasan Retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) diajukan kepada 
Bupati melalui Perangkat Daerah pengelola Retribusi. 

(2) Terhadap permohonan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan 
administratif sejak tanggal diterimanya surat permohonan 
Wajib Retribusi. 

(3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi dalam janglca walctu 2 (dua) Hari. 

(4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan 
administratif, dilakukan pemeriksaan substantif oleh 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi dalam jangka walctu 
paling lama 3 (tiga) Hari. 

(5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan 
administratif, Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
menyampailcan pemberitahuan permohonan tidak dapat 
diterima dalam janglca walctu 3 (tiga) Hari. 

(6) Dalam pemeriksaan substantif oleh Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disertai dengan Penelitian lapangan untuk verifikasi 
objek Retribusi, yang dituangkan dalam berita acara. 

(7) Berdasarkan pemeriksaan substantif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. 

(8) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dan 
rekomendasi Perangkat Daerah pengelola Retribusi, 
Bupati menyetujui atau menolak permohonan Wajib 
Retribusi. 

(9) Bupati dalam menyetujui atau menolak permohonan 
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilakukan berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan yang diberikan paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak rekomendasi Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi diajukan. 

(10) Persetujuan \I) 
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(10) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(11) Dalam hal Bupati menolak permohonan keringanan dan 
pengurangan, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak 
memperoleh rekomendasi, Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyampaikan 
surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang disertai 
dengan alasan penolakan. 

Pasal 516 
Pemberian pembebasan berdasarkan permohonan Wajib 
Retribusi harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak tanggal SKRD/STRD diterbitkan. 

Pasal 517 
Pemberian penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 514 ayat (1) oleh Bupati dilakukan berdasarkan kondisi 
Wajib Retribusi. 

Pasal 518 
(1) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 yang diberikan 
berdasarkan jabatan dilakukan berdasarkan usulan dari 
Perangkat Daerah terkait. 

(2) Pemberian penundaan pembayaran atas pokok Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
mendapatkan pertimbangan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Pembebasan Atas 

Sanksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Pasal 519 
(1) Sanksi administratif terhadap Pajak berupa denda sebesar 

1% (satu persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak 
atau kurang bayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan 
ditagih dengan menggunakan STPD. 

(2) Sanksi administratif terhadap Retribusi berupa bunga, denda 
dan/atau kenaikan Retribusi sebesar 1% (satu persen) 
perbulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau 
kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Pasal 520 Af) 
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Pasal 520 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan 

sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi, atas 
permohonan wajib Pajak dan/atau Retribusi, atau karena 
jabatannya. 

(2) Pemberian pengurangan dan pembebasan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalcukan 
dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi atau objek Pajak dan/atau objek Retribusi. 

(3) Kondisi Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. tinglcat kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi; dan/atau 
b. program unggulan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah 

provinsi, Pemerintah Daerah. 
(4) Kondisi objek Pajak dan/atau objek Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa objek Pajak dan/atau objek 
Retribusi yang terdampak bencana alam, kebalcaran, huru-
hara, dan./atau kerusuhan. 

Pasal 521 
Pengurangan atau pembebasan terhadap sanksi administratif 
Pajak dan/atau Retribusi diberikan kepada Wajib Pajak 
dan/atau Wajib Retribusi atas sanksi administratif yang 
tercantum dalam STPD/ STRD. 

Pasal 522 
(1) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi 

administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
dan/atau Wajib Retribusi dilakulcan terhadap: 
a. tingkat kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi; dan/atau 
b. objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terdampak 

bencana alam, kebalcaran, huru-hara, dan/atau 
kerusuhan. 

(2) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi 
administratif berdasarkan penetapan Bupati dilakukan 
terhadap: 
a. program unggulan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah 

provinsi, Pemerintah Daerah; dan/atau 
b. objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terdampak 

bencana alam, kebakaran., huru-hara, dan/atau 
kerusuhan. 

Pasal 523 
(1) Besaran pemberian pengurangan berdasarkan permohonan 

Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi diberikan untuk 
kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima 
persen). 

(2) Pemberian N1> 
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(2) Pemberian pembebasan sanksi administratif Pajak dan/atau 
Retribusi terhadap: 
a. program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli Daerah; dan/atau 
b. objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terdampak 

bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau 
kerusuhan yang diajukan berdasarkan permohonan 
dan/atau berdasarkan penetapan Bupati. 

Pasal 524 
(1) Pemberian pengurangan dan pembebasan sanksi 

administratif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 523 berdasarkan permohonan 
diajukan oleh: 
a. Wajib Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan, dan./atau 

b. Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi. 

(2) Permohonan pengurangan atau pembebasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi 
diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk; 
b. surat pernyataan kesanggupan membayar pokok Pajak 

terutang dan/atau pokok Retribusi terutang; 
c. STPD dan/atau STRD, dan 
d. dokumentasi objek Pajak dan/atau objek Retribusi. 

(3) Permohonan pengurangan atau pembebasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan diajukan 
secara tertulis dan dilampiri dengan: 
a. fotokopi salinan akta pendirian Badan; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kuasa 

pemohon; 
c. surat pernyataan kesanggupan membayar pokok Pajak 

terutang dan/atau pokok Retribusi terutang; 
d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
penerima kuasa harus merupakan pengurus Badan dan 
harus dilampiri Surat Kuasa; 

e. NPWPD, 
f. STPD dan/atau STRD, 
g. dokumentasi Objek Pajak dan/atau Objek Retribusi; dan 
h. laporan keuangan. 

Pasal 525 
(1) Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 
diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi. 

(2) Terhadap permohonan pengurangan atau pembebasan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pemeriksaan administratif sejak tanggal 
diterimanya surat permohonan Wajib Retribusi. 

(3) Pemeriksaan 
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(3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
dalam jangka waktu 2 (dua) Hari. 

(4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan administratif, 
dilakukan pemeriksaan substantif oleh Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
Hari. 

(5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan 
administratif, Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
menyampaikan pemberitahuan permohonan tidak dapat 
diterima dalam janglca waktu 3 (tiga) Hari. 

(6) Dalam pemeriksaan substantif oleh Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disertai dengan Penelitian lapangan untuk verifikasi 
Objek Retribusi, yang dituangkan dalam berita acara. 

(7) Berdasarkan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi 
menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. 

(8) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dan rekomendasi 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi, Bupati menyetujui 
atau menolak permohonan Wajib Retribusi. 

(9) Bupati dalam menyetujui atau menolak permohonan Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan 
berdasarlcan pertimbangan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan yang diberikan paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak rekomendasi Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi diajukan. 

(10) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(11) Dalam hal Bupati menolak permohonan keringanan dan 
pengurangan, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak 
memperoleh rekomendasi, Bupati melalui Kepala Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi menyampaikan surat penolakan 
kepada Wajib Retribusi yang disertai dengan alasan 
penolalcan. 

Pasal 526 
Pajak dan/atau Retribusi yang telah diajukan permohonan 
pengurangan atau pembebasan sanksi administratif tidak dapat 
diajukan kembali dalam tahun yang sama. 

Pasal 527 
(1) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 yang 
diberilcan berdasarkan jabatan dilakukan berdasarkan 
usulan dari Perangkat Daerah terkait. 

(2) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah mendapatican pertimbangan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

BAB XVI 
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BAB XVI 
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 528 
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 

Bupati dapat memberfican insentif fiskal kepada pelaku 
usaha di Daerah. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau 
penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau 
sanksinya. 

Bagian Kedua 
Pertimbangan Pemberian Insentif Fiskal 

Pasal 529 
(1) Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak 

dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh 
Bupati berdasarkan pertimbangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi; 
b. kondisi tertentu objek Pajak; 
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro, 

ultra mikro; 
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

mencapai program prioritas nasional. 
(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) cfilakukan dengan memperhatikan : 
a. tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh 

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 
b. kesinarnbungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi; dan/atau 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah 
dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan. 

Pasal 530 
Pemberian insentif fiskal berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1) huruf a 
diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi baru 1 (satu) tahun mulai berproduksi atau 
beroperasi. 

Pasal 531 
(1) Pemberian insentif fiskal berdasarkan kondisi tertentu 

objek Pajak dan/atau objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 

alam, 
b. objek .1t) 
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b. objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 
nonalam; 

c. objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 
sosial; 

d. objek pajak dan/atau objek Retribusi mengalami 
kebakaran; dan 

e. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya 
unsur kesengajaan yang dliakukan oleh Wajib Pajak, 
Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan 
untuk menghindari pembayaran Pajak dan atau 
Retribusi. 

(2) Objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 
objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terkena 
bencana: 
a. gempa bumi; 
b. gunung meletus; 
c. banjir, 
d. galodo, 
e. banjir lahar dingin; 
f. gelombang pasang; 
g. kekeringan; 
h. angin topan, dan/atau 
i. tanah longsor. 

(3) Objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 
nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terkena 
bencana: 
a. gagal teknologi, 
b. gagal modernisasi; dan/atau 
c. pandemi. 

(4) Objek Pajak dan/atau objek Retribusi terkena bencana 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 
objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terkena 
bencana: 
a. konflik sosial antar kelompok; 
b. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan/atau 
c. teror. 

(5) Objek Pajak dan/atau objek Retribusi mengalami 
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan kebakaran yang mengakibatkan kerusakan 
objek Pajak paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari 
nilai objek Pajak. 

(6) Perhitungan persentase kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
kebakaran. 

(7) penyebab ./«) 
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(7) Penyebab lairmya yang terjadi bukan karena adanya unsur 
kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib 
Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk 
menghindari pembayaran Pajak dan atau Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : 
a. menjadi objek dari tindak pidana; dan/atau 
b. bencana lairmya yang ditetapkan oleh pemerintah atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 532 
Pemberian insentif fiskal untuk mendukung dan melindungi 
pelaku usaha mikro, ultra mikro, atau koperasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai 
dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro atau koperasi dalam 
peraturan perundang-undangan di bidan.g usaha mikro, kecil, 
dan menengah, dan koperasi. 

Pasal 533 
Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1) huruf d 
didasarkan kepada: 
a. rencana pembangunan jangka panjan.g dan menengah 

Daerah; 
b. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah 

provinsi; 
c. rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau 
d. rencana pembangunan kepariwisataan Daerah. 

Pasal 534 
Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan 
pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1) huruf e 
dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek 
strategis nasional. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal 

Paragraf 1 
Tata Cara Pemberian. Insentif Fiskal Pajak 

Melalui Pengajuan Permohonan Wajib Pajak 

Pasal 535 
(1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak 

dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak 
kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Jenis Pajak yang dimohonkan dengan melampirkan : 
a. fotokopi perizinan berusaha; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk pernilik atau pengelola 

usaha; 

c. fotokopi 
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c. fotokopi NPWPD; dan 
d. fotokopi tanda lunas kewajiban Pajak masa pajak 

sebelumnya, kecuali untuk usaha yang baru mulai 
berproduksi atau beroperasi. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
menyebutkan secara jelas alasan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan. 

(4) Format formulir permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 536 
(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan untuk melakukan pemeriksaan dan Penelitian 
terhadap permohonan pemberian insentif fiskal Pajak yang 
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 535 ayat (1). 

(2) Pemeriksaan dan Penelitian terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulcan dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak 
permohonan dinyatakan lengkap. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang pendapatan menyam.palican berita 
acara hasil pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berserta pertimbangan diterima atau 
ditolaknya permohonan kepada Bupati. 

(4) Format berita acara hasil pemeriksaan dan Penelitian 
terhadap permohonan pemberian insentif fiskal Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran LXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 537 
Bupati memberikan persetujuan atau penolakan pemberian 
insentif fiskal Pajak dalam jangka walctu paling lama 7 (tujuh) 
Hari sejak berita acara hasil pemeriksaan dan Penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 diterima. 

Pasal 538 
(1) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pemberian 

insentif fiskal Pajak malca Bupati menetapkan Peraturan 
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. 

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 
memberilcan insentif fiskal. 

Pasal 539 
(1) Dalam hal Bupati menolak permohonan pemberian insentif 

fiskal maka Bupati menyampaikan penolakan melalui surat 
penolakan. 

(2) Surat N4 
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(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 
a. nama pemohon; 
b. alamat pemohon, 
c. jenis usaha; dan 
d. alasan penolakan. 

(3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari 
kepada pemohon sejak surat penolakan ditandatangani. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Retribusi Melalui 

Pengajuan Permohonan Wajib Retribusi 

Pasal 540 
(1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi 

dilalcukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib 
Retribusi kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Jenis Retribusi yang dimohonkan dengan melampirkan : 
a. fotokopi perizinan berusaha, 
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola 

usaha;dan 
c. surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mematuhi 

kewajiban Pajak dan Retribusi. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

menyebutkan secara je1as alasan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan. 

(4) Format form-ufir permohonan oleh Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 541 
(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah pengelola Retribusi 

untuk melakukan pemeriksaan dan Penelitian terhadap 
permohonan pemberian insentif fiskal Retribusi yang 
diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 540 ayat (1). 

(2) Pemeriksaan dan Penelitian terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak 
permohonan dinyatakan lengkap. 

(3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyampaikan berita 
acara hasil pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berserta pertimbangan diterima 
atau ditolaknya permohonan kepada Bupati. 

(4) Format berita acara hasil pemeriksaan dan Penelitian 
terhadap permohonan pemberian insentif fiskal Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran LXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 542 .155 
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Pasal 542 
Bupati memberikan persetujuan atau penolakan pemberian 
insentif fiskal Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) Hari sejak berita acara hasil pemeriksaan dan Penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 diterima. 

Pasal 543 
(1) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pemberian 

insentif fiskal Retribusi maka Bupati menetapkan Peraturan 
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. 

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 
memberikan insentif fiskal. 

Pasal 544 
(1) Dalam hal Bupati menolak permohonan pemberian insentif 

fiskal Retribusi maka Bupati menyampaikan penolakan 
melalui surat penolakan. 

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 
a. nama pemohon; 
b. alamat pemohon; 
c. jenis usaha; dan 
d. alasan penolakan. 

(3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari 
kepada pemohon sejak surat penolakan ditandatangani. 

Paragraf 3 
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi 

Secara Jabatan Oleh Bupati. 

Pasal 545 
(1) Pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Bupati 

dilakukan berdasarkan rekomendasi: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendapatan untuk Pajak; dan 
b. Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk Retribusi. 

(2) Rekomendasi pemberian Insentif Fiskal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang pendapatan atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi melalculcan Penelitian dan pengkajian. 

(3) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan terhadap pemenuhan kriteria pemberian 
insentif fiskal. 

(4) Pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Bupati 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan 
kepada DPRD. 

(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 
memberikan insentif fiskal. 

Bagian Xf 
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Bagian Keempat 
Evaluasi Pemberian Insentif Fiskal 

Pasal 546 
(1) Evaluasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi ditujukan untuk memastikan 
insentif fiskal diberikan secara tepat, efektif dan efisien. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui rapat evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 
(enam) bulan.. 

Pasal 547 
(1) Rapat evaluasi insentif fiskal dipimpin oleh sekretaris 

Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. 
(2) Hasil rapat evaluasi insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh sekretaris 
Daerah. 

(3) Hasil rapat evaluasi insentif fiskal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menjadi dasar dalam pemberian insentif fiskal 
berikutnya. 

BAB XVII 
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN 

PERPAJAKAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kemudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 548 
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah 
kepada Wajib Pajak, berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak; dan/atau 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 

Pasal 549 
(1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan 
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban Pajak pada waktunya. 

(2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan 
dengan keputusan Bupati. 

(3) Perpanjangan batas waktu yang berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak harus dilengkapi dengan persyaratan yang 
meliputi: 
a. fotokopi perizinan berusaha; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola 

usaha; 

c. fotokopi 
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(4) 

(5) 

c. fotokopi NPWPD; dan 
d. fotokopi tanda lunas kewajiban Pajak masa Pajak 

sebelumnya, kecuali untuk usaha yang baru mulai 
berproduksi atau beroperasi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
menyebutkan secara jelas alasan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan. 
Format formulir permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXIV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 550 
(1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 548 huruf b diberikan kepada Wajib Pajak 
yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar 
wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pelunasan pajak pada waktunya. 

(2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan 
permohonan wajib pajak yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati dengan memperhatikan kepatuhan 
Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terakhir. 

Pasal 551 
(1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak terutang atau Utang Pajak berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak harus dilengkapi dengan persyaratan yang 
meliputi: 
a. fotokopi perizinan berusaha; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola 

usaha, 
c. fotokopi NPWPD; dan 
d. fotokopi tanda lunas kewajiban Pajak masa pajak 

sebelumnya, kecuali untuk usaha yang baru mulai 
berproduksi atau beroperasi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menyebutkan secara jelas alasan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan. 

(3) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 ayat (2) dapat 
berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak, 

b. menyetujui Sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau 
masa angsuran atau lamanya penundaan yang 
dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(4) Persetujuan ./"? 
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(4) Persetujuan atau persetujuan sebagian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama 
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Pasal 552 
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 549 ayat (1) 
dan Pasal 550 ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara, dan/atau 
d. wabah penyakit. 

Bagian Kedua 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 553 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses 
penyelesaian atas kelebihan. pembayaran Pajak atau 
Retribusii. kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu: 
a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

b. paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan penngembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 554 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 553 ayat (1) disertai dengan alasan dan melengkapi 
berkas permohonan. 

(2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

Pajak; 
b.sTrs 
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b. SITS asli dan STTS fotokopi; 
c. bukti lunas Pajak tahun sebelumnya, 
d. surat kuasa dalam hal permohonan dikuasakan; 
e. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas 

kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan 
f. nomor rekening atas nama wajib pajak. 

(3) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diperiksa dan dliakukan penghitungan kembali oleh pejabat 
yang berwenang. 

(4) Setelah dilakukan pemeriksaan dan. penghitungan Kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditemukan 
kelebihan pembayaran, maka permohonan dikabulkan dan 
dapat diterbitkan SKPDLB. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak lengkap, maka 
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Wajib 
Pajak. 

Pasal 555 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 
keputusan. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah dilampaui Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan suatu keputusan, maka permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

Pasal 556 
(1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPDLB berhak 

menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. 
(2) Dalam hal wajib pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu Utang Pajak lainnya. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk memberikan imbalan Bun.ga sebesar 0,6% 
(nol koma enam persen) per bulan atas keterlatnbatan 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

(5) Proses pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah. 

Paragraf 3 
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 557 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 ayat (1) disertai 
dengan alasan dan melengkapi berkas permohonan. 

(2) Berkas N.17 
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(2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi; 
b. STTS asli dan ST'TS fotokopi; 
c. bukti pembayaran Retribusi sebelumnya; 
d. surat kuasa dalam hal permohonan dlicuasalcan, 
e. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; 
f. nomor rekenin.g atas nama Wajib Retribusi. 

(3) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diperiksa dan dlialcukan penghitungan kembali oleh 
pejabat yang berwenang. 

(4) Setelah dliakulcan pemeriksaan dan penghitungan 
Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ditemukan kelebihan pembayaran, maka permohonan 
dikabulkan dan dapat diterbitkan SKRDLB. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak lenglcap, maka 
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Wajib 
Retribusi. 

Pasal 558 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah dilampaui Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan 
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu palin.g 
lama 1 (satu) bulan. 

Pasal 559 
(1) Wajib Retribusi yang telah menerima SKRDLB berhak 

menerima pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusinya. 

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
dilalcukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% 
(nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(5) Proses pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi mengilcuti mekanisme pengelolaan keuangan 
daerah. 

BAB XVIII .\a 
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BAB XVIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penerima Insentif 

Pasal 560 
(1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan 

berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, 
serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah. 

(2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana Pemungutan 
Pajak dan Retribusi. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
proporsional dibayarkan kepada: 
a. pejabat dan pegawai pada instansi pelaksana 

Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan 
tanggungjawab masing-masing, 

b. Bupati dan. Wakil Bupati sebagai penanggungjawab 
pengelolaan keuangan Daerah, 

c. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan Daerah; 

d. pemungut Pajak Bumi dan Ban.gunan pada tingkat 
jorong, nagari dan kecamatan, wali nagari dan camat, 
dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi 
pelaksana Pemungutan Pajak; dan 

e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana 
pemungut Pajak dan Retribusi. 

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya dapat dilaksanakan sarnpai dengan diberlakukannya 
peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang 
telah mempertimbangkan kelas jabatan yang sesuai untuk 
tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Bagian Kedua 
Sumber dan Besaran Insentif 

Pasal 561 
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan. 

Pasal 562 
(1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 

ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak 
dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap 
jenis Pajak dan Retribusi. 

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 563 i.?i 
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Pasal 563 
(1) Besarnya pembayaran insentif kepada pejabat dan pegawai 

pada instansi pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan sekretaris Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat (3) huruf a, 
huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan 
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun 
anggaran sebelumnya dengan ketentuan: 
a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), 

paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang 
melekat; 

b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai 
dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 
ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok 
dan tunjangan yang melekat, 

c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 
milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 
(tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 
atau 

d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus 
milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok 
dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besarnya pembayaran Insentif bagi pemungut pajak bumi 
dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat 
(3) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran 
Insentif yang ditetapkan berdasarkan. ketentuan Pasal 562 

(3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat (3) huruf e 
ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari 
besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 562. 

(4) Apabila dalam realisasi pembayaran Insentif berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 
sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai 
penerimaan Daerah. 

Pasal 564 
Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 
ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 562 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan. 

Bagian Ketiga 
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban 

Pasal 565 
(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksan.a Pemungutan Pajak dan 

Retribusi menyusun penganggaran insentif Pemungutan 
Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562. 

(2) Penganggaran 
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(2) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja 
pegawai, objek belanja insentif Pemungutan Pajak serta 
rincian objek belanja Pajak. 

(3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja 
pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta 
rincian objek belanja Retribusi. 

Pasal 566 
(1) Instansi pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat 

diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. 
(2) Kineda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan 
Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. 

(3) Pencapaian target yang dijabarkan secara triwulanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjabaran 
target penerimaan pada: 
a. triwulan I; 
b. triwulan II; 
c. triwulan III; dan 
d. triwulan IV. 

(4) Target penerimaan. Pajak dan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 567 
(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

566 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan 
berikutnya. 

(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, 
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal 
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja 
triwulan yang ditentukan. 

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran 
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif 
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

(4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: 
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target 

penerimaan pada triwulan I atau lebih, insentif 
diberikan pada awal triwulan II; 

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 
target penerimaan triwulan I, Insentif untuk triwulan I 
belum dibayarkan pada awal triwulan II; 

c. apabila pada akhir triwulan 11 realisasi mencapai 
target penerimaan pada triwulan II atau lebih, insentif 
diberikan pada awal triwulan III untuk triwulan I yang 
belum dibayarkan dan triwulan II, 

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 
target penerimaan pada triwulan II, insentif untuk 
triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III; 

e. apabila b. 
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e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 
target penerimaan pada triwulan III atau lebih, insentif 
diberikan pada awal triwulan IV untuk untuk triwulan 
II yang belum dibayarkan dan triwulan III ; 

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi lcurang dari 
target penerimaan pada triwulan III, insentif untuk 
triwulan III belum dibayarkan pada awal triwulan IV; 

g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 
target penerimaan pada triwulan IV atau lebih, insentif 
diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan IV 
dan triwulan yang belum dibayarkan; dan 

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 
target penerimaan pada triwulan IV tetapi lebih dari 
target penerimaan pada triwulan III, Insentif diberikan 
untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang 
belum dibayarkan. • 

Pasal 568 
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir 
tahun anggaran telah tercapai atau terlam.paui, pembayaran 
insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran 
berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun 
anggaran berilcutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 569 
Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIX 
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan. 

Pasal 570 
(1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Peranglcat Daerah yang menyelenggaralcan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan 
dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 571 
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 
dilakukan dalam bentuk: 
a. sosialisasi dan penyuluhan; 
b. melalcukan penyebaran informasi untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan 
Retribusi; 

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
penyelenggara Pajak dan Retribusi; 

d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan 
Retribusi; dan/atau 

e. pemberian penghargaan. 
Pasal 572 /.7. 
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Pasal 572 
(1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 571 huruf a dilakukan dalam bentuk: 
a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-

undangan terkait dengan Pajak dan Retribusi, 
dan/ atau 

b. sosialisasi dan penyuluhan tata cara penghitungan 
dan pembayaran Pajak dan Retribusi. 

(2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yan.g 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah. 

(3) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah dalam melaksanakan sosialisasi dan 
penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bekeziasama dengan: 
a. Perangkat Daerah terkait; 
b. instansi vertikal terkait di Daerah; dan/atau 
c. pemerintah nagari. 

(4) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

Pasal 573 
(1) Penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf b 
dilakukan melalui: 
a. media cetak; 
b. media elektronik; 
c. baliho; 
d. radio; 
e. videotron; dan/atau 
f. media sosial perangkat daerah. 

(2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara berkelanjutan. 

Pasal 574 
(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

penyelenggara Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 571 huruf c dilakukan terhadap aparatur 
pemungut Pajak dan Retribusi melalui: 
a. fasilitasi dalam memperoleh pendidikan pada jalur 

formal, 
b. seminar; 
c. bimbingan teknis, dan/atau 
d. workshop. 

(2) Seminar, bimbingan telmis dan/atau workshop 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 
dan huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

Pasal 575 .17 
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Pasal 575 
Fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf d 
dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait 
dengan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 576 
(1) Fasilitasi Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 

huruf d dilakukan terhadap permasalahan Pajak dan 
Retribusi yang terjadi antara pemungut Pajak dan 
Retribusi dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(2) Fasilitasi Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah 
melalui pertemuan untuk mencari kesepakatan dan 
kesepahaman antara pemungut Pajak dan Retribusi 
dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kesepakatan dan kesepahaman antara pemungut Pajak 
dan Retribusi dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan 
mengikat bagi para pihak. 

(4) Dalam hal kesepakatan dan kesepahaman antara 
pemungut Pajak dan Retribusi dengan Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
tercapai, maka dapat dilanjutkan pada tahapan 
penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 577 
(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf 

d dilakukan dalam rangka memperoleh informasi secara 
tepat dan akurat terkait dengan penghitungan dan 
pembayaran Pajak dan Retribusi. 

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara langsung pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 578 
(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 

huruf e dapat diberikan dalam rangka memberikan 
apresiasi terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan 
pihak lain yang berkontribusi dalam peningkatan 
peneriraaan Pajak dan Retribusi. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Bupati pada peringatan hari 
kemerdekaan Republik Indonesia atau pada waktu 
tertentu yang ditetapkan. oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 579 
(1) Penghargaan dalam rangka memberikan apresiasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 dapat diberikan 
pada: 
a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam 

melakukan pembayaran Pajak dan. Retribusi; 
b. aparatur 
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b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, 
berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan 
pendapatan daerah mela1ui Pajak dan Retribusi, 
dan/atau 

c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif 
dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak 
dan Retribusi. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan dalam bentuk: 
a. piagam, 
b. sertifikat; 
c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau 

pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan 
Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan 
pembayaran. Pajak dan Retribusi; 

d. uang, dan/atau 
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 580 
(1) Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (2) 

huruf d besaran.nya sesuai dengan kemampuan keuangan 
Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(2) Uan.g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
secara tunai atau melalui penyaluran dari rekenin.g kas 
umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 581 
(1) Penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 579 dilakukan oleh tim penilai. 
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) terdiri atas: 
a. sekretaris daerah, 
b. asisten pada sekretariat Daerah; 
c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; 
d. kepala Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah, 

dan. 
e. Perangkat Daerah terkait lainnya. 

Pasal 582 
(1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tertib dan taat 

dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (1) huruf a 
harus memenuhi kriteria: 
a. tidak memiliki tunggakan atau piutang Pajak dan 

Retribusi; 
b. menyampaikan SPTPD atau SPTRD tepat waktu; dan 
c. melakukan penyetoran. Pajak atau Retribusi tepat 

waktu dan sesuai dengan kewajiban berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kriteria .199 
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(2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan data administrasi Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi yang ada pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi yang terdiri atas: 
a. data tunggakan atau piutang Pajak, 
b. data penyampaian SPTPD atau SPTRD; dan 
c. data setoran Pajak atau Retribusi. 

Pasal 583 
(1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menerima 

penghargaan ditentukan berdasarkan peringkat penilaian 
yaitu dengan mengacu pada jumlah nilai yang diperoleh. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memperoleh 
jumlah nilai yang sama maka peringkat penilaian 
didasarkan pada besaran Pajak atau Retribusi yang 
dibayarkan. 

(3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menerima 
penghargaan berdasarkan peringkat penilaian dan 
besaran Pajak atau Retribusi yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 584 
(1) Aparatur sipil negara yang berjasa, berkontribusi dan 

berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah 
melalui Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 579 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria: 
a. berkontribusi dalam bentuk menghasilkan inovasi yang 

mempermudah Pemungutan Pajak atau Retribusi; 
dan/ atau 

b. berkontribusi dalam menambah jumlah Wajib Pajak 
baru dalam jumlah tertentu; 

(2) Masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif 
dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak 
dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 
ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria: 
a. berjasa dalam memenuhi realisasi penerirnaan Pajak 

atau Retribusi sesuai dengan target 100% (seratus) 
persen; dan/atau 

b. berperan aktif secara luar biasa dalam meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk menunaikan 
kewajibannya dalam pembayaran Pajak dan Retribusi. 

Pasal 585 
Instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam 
meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (1) huruf c harus 
memenuhi kriteria: 
a. meningkatkan jumlah peneffinaan Pajak atau Retribusi 

secara signifikan; 
b. meningkatkan 4). 
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b. meningkatkan jumlah Wajib Pajak atau Retribusi baru 
secara signifikan; dan/atau 

c. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
dalam pemenuhan kewajiban Pajak atau Retribusi. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 586 
(1) Bupati melakulcan pengawasan dalam rangka efektifitas 

dan efisiensi penyelengaraan Pajak dan Retribusi. 
(2) Pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

penyelengaraan Pajak dan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan untuk 
memastikan: 
a. kesesuaian data objek Pajak dan Retribusi dan laporan 

Pajak dan Retribusi; 
b. pelaksanaan pemeriksaan Pajak dan Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. pemenuhan kinerja pengelolaan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 587 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dilakukan 
dalam bentuk: 
a. pemantauan, 
b. evaluasi secara berkala; dan/atau 
c. penerimaan pengaduan masyarakat. 

Pasal 588 
(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587 

huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, 
kesinamb-ungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan 
kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
mengetahui perkemban.gan dan hambatan dalam 
penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 589 
(1) Pemantauan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

clilalculcan. melalui : 
a. koordinasi antara Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi; dan 

b. pemantauan langsung terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 

(3) Dalam melakukan pemantauan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melibatkan instansi 
terkait, yang terdiri atas : 
a. Satuan Polisi Pamong Praja, 
b. Tentara Nasional Republik Indonesia; 
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau 
d. Kejaksaan Republik Indonesia. 

(4) Hasil 
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(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Bupati paling lama 5 (lima) Hari setelah 
dilakukan pemantauan. 

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan 
evaluasi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 590 
(1) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 587 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendapatan daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah 
terkait. 

(2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan 
Pajak dan Retribusi. 

Pasal 591 
(1) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 587 huruf c wajib ditindaldanjuti 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah atau Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi. 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. pengaduan secara langsung; dan/atau 
b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau 

media lairmya secara elektronik. 

Pasal 592 
(1) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 591 ayat (2) huruf a dilakukan melalui layan.an 
pengaduan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah atau 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi. 

(2) Pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media 
lainnya secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 591 ayat (2) huruf b dilakukan. melalui: 
a. surat pengaduan; 
b. kotak layanan pengaduan; 
c. surat elektronik (email); 

d. laman 
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d. laman atau akun media sosial Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi; atau 

e. sistem pengaduan secara elektronik lainnya yang 
disedialcan. oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 593 
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 wajib 

ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi jilca.: 
a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas, 

yang paling sedikit memuat nama, nomor identitas 
kependudukan, dan alamat, dan 

b. pengaduan disertai dengan bukti penyimpangan 
penyelenggaraan Pajak dan Retribusi. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah atau Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi wajib menjamin kerahasiaan 
identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. 

Pasal 594 
(1) Pengaduan secara langsung atau secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 wajib 
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak 
pengaduan diterima. 

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk klarifikasi dan verifikasi. 

(3) Dalam melaksanakan klarifikasi dan verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait. 

(4) Dalam melaksanakan klarifikasi dan verifikasi, Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah atau Perangkat Daerah 
pengelola Retribusi dapat menghadirkan pengadu dan 
pihak yang diduga melakukan penyimpangan. 

(5) Dalam menghadirkan pengadu dan pihak yang diduga 
melakukan penyimpangan, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi melakukan pemanggilan paling lambat 3 (tiga) 
Hari sebelum klarifikasi dan verifikasi dfialcukan. 

(6) Dalam .t.$ 
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(6) Dalam hal berdasarkan pemanggilan sebagaimana 
dimaksud ayat (5), pengadu dan pihak yang diduga 
melalcukan penyimpangan tidak hadir maka dipanggil 
untuk panggilan kedua paling lambat 5 (lima) Hari setelah 
panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Dalam hal pengadu berdasarkan panggilan kedua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak hadir, maka 
pengaduan dinyatalcan gugur. 

(8) Dalam hal pihak yang diduga melakukan penyimpangan 
berdasarkan panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) tidak hadir maka klarifikasi dan verifikasi tetap 
dilanjutkan. 

(9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan daerah atau Perangkat 
Daerah pengelola Retribusi melaporkan hasil klarifikasi dan 
verifikasi sebagai tindak lanjut pengaduan kepada Bupati. 

Pasal 595 
(1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap pihak 

yang melalculcan penyimpangan sebagai tindak lanjut dari 
pengaduan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. denda administratif; 
d. penghentian sementara kegiatan; 
e. penghentian tetap kegiatan; 
f. sanksi kepegawaian lairmya bagi aparatur sipil negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

g. pemberhentian sebagai petugas pemungut Pajak atau 
Retribusi. 

Pasal 596 
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 595 ayat (2) tidak meniadakan tuntutan pidana. 
(2) Dalam hal perbuatan yang dilalcukan oleh pihak yang 

melalcukan penyimpangan diduga merupalcan tindak 
pidana maka diproses sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 597 
Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 
wajib disampaikan kepada pengadu paling lama 60 (enam 
puluh) Hari sejak pengaduan diterima. 

Pasal 598 .4 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



- 280 - 

Pasal 598 
(1) Aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerin.tahan bidang 
pendapatan daerah atau Perangkat Daerah pengelola 
Retribusi yang tidak menindaklanjuti kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif oleh Bupati. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. sanksi kepegawaian lairmya bagi aparatur sipil negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB )0C 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 599 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap 
hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang 
belum diselesaikan. sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan 
Retribusi yang ditetapkan sebeltun berlaktmya Peraturan 
Bupati ini. 

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 600 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun. 2011 Nomor 17 Seri E); 

b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Prosedur Penelitian Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2011 Nomor 23 Seri E); 

c. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 
Nomor 1 Seri B); 

d. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Tata 
Cara Pemasangan Reklame serta Nilai Perolehan Air 
Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2012 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai 
Sewa Reklame dan Tata Cara Pemasan.gan Reklame serta 
Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 19 Seri E); 

e. Peraturan .NA 
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e. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri 
B); 

f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2012 Nomor 1 Seri C); 

g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2012); 

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Terminal (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2012 Nomor 2 Seri C); 

i. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan. Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 

j. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2012 Nomor 4 Seri C); 

k. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2012 Nomor 5 Seri C); 

1. Peraturan. Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin 
Trayek (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2012 Nomor 6 Seri C); 

m. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 7 Seri C); 

n. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2012 Nomor 8 Seri C); 

o. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2012 Nomor 9 Seri C); 

p. Peraturan 
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p. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Peta (Berita. Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 10 Seri C); 

q. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 11 Seri C); 

r. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun. 2012 Nomor 13 Seri C); 

s. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 14 Seri C); 

t. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2012 
tentang Penggolongan Tempat Relcreasi dan Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2012 Nomor 15 Seri C); 

u. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan. Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 1 Seri B); 

v. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan. Retribusi 
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

w. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

x. Peraturan. Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Trayek (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 3 
Seri C); 

y. Peraturan. Bupati. Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 19 
Seri E); 

z. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan 
Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2014 Nomor 20 Seri E); 

aa. Peraturan 
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aa. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan 
dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 45); 

bb. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Relcreasi dan 
Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2018 Nomor 1); 

cc. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 57 Tahun 2018 
tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 57); 

dd. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 47 Tahun 2019 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong 
Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2019 Nomor 47); 

ee. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2019 Nomor 45); 

ff. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parlcir di Tepi Jalan 
Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2020 Nomor 17); 

gg. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2020 
tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pajak 
Hotel dan Pajak Restoran Kepada Wajib Pajak Hotel dan 
Restoran yang Terdampalc Alcibat Corona Virus Diasease 
2019 di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 50); 

hh. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 
Pajak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 
Nomor 51); 

ii. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2020 Nomor 67); dan 

jj. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parlcir di Tempat 
Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2012 Nomor 39), 

dicabut dan dinyatalcan tidak berlalcu. 

Pasal 601 .% 
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Pasal 601 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan. Bupati ini dengan penempatatuiya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 9 Juli 2025 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 9 Juli 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

ELIZAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 9 

9 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA. TANAH DATAR 

AUDIA SAF SH, M.SI 
NIP. 197709 5 2 0003 2 001 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI 

No. 
Kode Kelas 

Tanah 
Nilai Min 

(ribu) 
Nilai Max 

(ribu) 

Nilai Tanah 
(NJOP)/m2

(ribu) 
1 001 67,390 69,700 68,545 

2 002 65,120 67,390 66,255 

3 003 62,890 65,120 64,005 

4 004 - 60,700 62,890 61,795 

5 005 58,550 60,700 59,625 

6 006 56,440 58,550 57,495 

7 007 54,370 56,440 55,405 

8 008 52,340 54,370 53,355 

9 009 50,350 52,340 51,345 

10 010 48,400 50,350 49,375 

11 011 46,490 48,400 47,445 

12 012 44,620 46,490 45,555 

13 013 42,790 44,620 43,705 

14 014 41,000 42,790 41,895 

15 015 39,250 41,000 40,125 

16 016 37,540 39,250 38,395 

17 017 35,870 37,540 36,705 

18 018 34,240 35,870 35,055 

19 019 32,650 34,240 33,445 

20 020 31,100 32,650 31,875 

21 021 29,590 31,100 30,345 

22 022 28,120 29,590 28,855 

23 023 26,690 28,120 27,405 

24 024 25,300 26,690 25,995 

25 025 23,950 25,300 24,625 

26 026 22,640 23,950 23,295 

27 027 21,370 22,640 22,005 

28 028 20,140 21,370 20,755 

29. 029 4/ 
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No. 
Kode Kelas 

Tanah 
Nilai Min 

(ribu) 
Nilai Max 

(ribu) 

Nilai Tanah 
(NJOP) /m2

(ribu) 
29 029 18,950 20,140 19,545 
30 030 17,800 18,950 18,375 
31 031 16,690 17,800 17,245 
32 032 15,620 16,690 16,155 
33 033 14,590 15,620 15,105 

34 034 13,600 14,590 14,095 

35 035 12,650 13,600 13,125 

36 036 11,740 12,650 12,195 

37 037 10,870 11,740 11,305 

38 038 10,040 10,870 10,455 

39 039 9,250 10,040 9,645 

40 040 8,500 9,250 8,875 

41 041 7,790 8,500 8,145 

42 042 7,120 7,790 7,455 

43 043 6,490 7,120 6,805 

44 044 5,900 6,490 6,195 

45 045 5,350 5,900 5,625 ' 

46 046 4,840 5,350 5,095 

47 047 4,370 4,840 4,605 

48 048 3,940 4,370 4,155 

49 049 3,550 3,940 3,745 

50 050 3,200 3,550 3,375 

51 051 3,000 3,200 3,100 

52 052 2,850 3,000 2,925 

53 053 2,708 2,850 2,779 

54 054 2,573 2,708 2,640 

55 055 2,444 2,573 2,508 

56 056 2,261 2,444 2,352 

57 057 2,091 2,261 2,176 

58 058 1,934 2,091 2,013 

59 059 1,789 1,934 1,862 

60 060 1,655 1,789 1,722 

61 061 1,490 1,655 1,573 

62. 062 .V3 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-3-

No. 
Kode Kelas 

Tanah 

Nilai Min. 

(ribu) 

Nilai Max 

(ribu) 

Nilai Tanah 
(NJOP)/m2

(ribu) 

62 062 1,341 1,490 1,416 

63 063 1,207 1,341 1,274 

64 064 1,086 1,207 1,147 

65 065 977 1,086 1,032 

66 066 855 977 916 

67 067 748 855 802 

68 068 708 748 728 

69 069 573 655 614 

70 070 501 573 537 

71 071 426 501 464 

72 072 362 426 394 

73 073 308 362 335 

74 074 262 308 285 

75 075 223 262 243 

76 076 178 223 200 

77 077 142 178 160 

78 078 114 142 128 

79 079 91 114 103 

80 080 73 91 82 

81 081 55 73 64 

82 082 41 55 48 

83 083 31 41 36 

84 084 23 31 27 

85 085 17 23 20 

86 086 12 17 14 

87 087 8 12 10 

88 088 6 8 7 

89 089 4 6 5 

90 090 3 4 4 

91 091 2 3 2 

92 092 1 2 2 

93 093 1 1 1 

94. 094 .V? 
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No. 
Kode Kelas 

Tanah 

Nilai Min 

(ribu) 

Nilai Max 

(ribu) 

Nilai Tanah 
(NJOP)/m2

(ribu) 

94 094 1 1 1 

95 095 1 1 1 

96 096 0 1 0 

97 097 0 0 0 

98 098 0 0 0 

99 099 0 0 0 

100 100 0 0 0 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFIT 
NIP. 19770915 

, M.SI 
03 2 001 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KLASIFIKASI NILAI JUAL 0I3JEK PAJAK BANGUNAN 

No. Kode Kelas 
Bangunan 

Nilai Min 
(ribu) 

Nilai Max 
(ribu) 

Nilai 
Bangunan 
(NJOP)/m2

(ribu) 

1 001 14,700 15,800 15,250 

2 002 13,600 14,700 14,150 

3 003 12,550 13,600 13,075 

4 004 11,550 12,550 12,050 

5 005 10,600 11,550 11,075 

6 006 9,700 10,600 10,150 

7 007 8,850 9,700 9,275 

8 008 8,050 8,850 8,450 

9 009 7,300 8,050 7,675 

10 010 6,600 7,300 6,950 

11 011 5,850 6,600 6,225 

12 012 5,150 5,190 5,170 

13 013 4,500 5,150 4,825 

14 014 3,900 4,500 4,200 

15 015 3,350 3,900 3,625 

16 016 2,850 3,350 3,100 

17 017 2,400 2,850 2,625 

18 018 2,000 2,400 2,200 

19 019 1,666 2,000 1,833 

20 020 1,366 1,666 1,516 

21 021 1,034 1,366 1,200 

22 022 902 1,034 968 

23 023 744 902 823 

24 024 656 744 700 

25. 025 
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No. Kode Kelas 
Bangunan 

Nilai Min 
(ribu) 

Nilai Max 
(ribu) 

Nilai 
Bangunan 
(NJOP)/m2

(ribu) 
25 025 534 656 595 

26 026 476 534 505 

27 027 382 476 429 

28 028 348 382 365 

29 029 272 348 310 

30 030 256 272 264 

31 031 194 256 225 

32 032 188 194 191 

33 033 136 188 162 

34 034 128 136 132 

35 035 104 128 116 

36 036 92 104 98 

37 037 74 92 83 

38 038 68 74 71 

39 039 52 68 60 

40 040 0 52 50 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

‘411 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAF SH, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KLASIFIKASI JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN 

JPB 1 : perumahan 

JPB 2 : perkantoran 

JPB 3 : pabr-ik 

JPB 4 : toko/apotek/pasar/ruko 

JPB 5 : rumah sakit/Idinik 

JPB 6 : olah raga/rekreasi 

JPB 7 : hotel/restoran/wisma 

JPB 8 : bengkel/gudang/pertanian 

JPB 9 : gedung pemerintah 

JPB 10 : lain-lain 

JPB 11 : bangunan tidak kena pajak 

JPB 12 : bangunan parkir 

JPB 13 : apartemen/kondominium 

JPB 14 : pompa bensin (kanopi) 

JPB 15 : tangki minyak 

JPB 16 : gedung sekolah 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan. aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SE'TDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFIT 
NIP. 19770915 

H, M.SI 
03 2 001 
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LAMP1RAN IV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah 
Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur Pajak 
dan Retribusi Daerah clalarn rangka optimalisasi penerimaan Daerah. 
Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah 
Kabupaten/Kota otonom adalah PBB-P2. 

Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah mengatur bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 
objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
perkembangan wilayahnya. NJOP tersebut merupakan nilai yang 
diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara 
waj ar. 

NJOP merupakan instrumen penting dalam pemungutan PBB-P2, 
tetapi pada kenyataan.nya masih terdapat beberapa kendala dalam. 
mengimplementasikan NJOP hasil pemutakhiran, yang antara lain 
disebabkan oleh: 
a. proses penilaian NJOP belum dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 
b. belum terpenuhinya standar kompetensi penilai PBB-P2 di Daerah; 

dan 
c. adanya penolakan. dari Wajib Pajak atas NJOP hasil pemutakhiran 

karena besarannya mengalami kenaikan yang signifikan 
dibandingkan dengan NJOP sebelumnya. 

Berdasarkan permasalahan. tersebut, Pemerintah menyusun pedoman 
Penilaian PBB-P2 yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah 
dalam mengelola PBB-P2. 

B. Tujuan Penyusunan 
Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah menetapkan NJOP 

yang relevan dengan kondisi objek pajak terkini dan besaran nilainya 
dapat dipercaya, pemerintah pusat menyusun pedoman penilaian 
burni dan/atau bangunan yang secara detail akan menjabarkan lebih 
lanjut teknik dan tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 
55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi. 

Melalui 
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Melalui pedoman penilaian ini, Pemerintah Daerah diharapkan 
dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara 
Penilaian PBB-P2, yang memuat antara lain standar teknis Penilaian 
PBB-P2, klasifikasi dan besaran NJOP, DBKB, besaran persentase 
dasar pengenaan PBB-P2 dan pertimbangan besaran persentase 
tersebut. 

C. Istilah atau Terminologi 
Istilah atau terminologi yang digunakan dalam Pedoman Penilaian 

PBB-P2 ini adalah sebagai berikut: 
1. Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak 

yang dibatasi oleh batas alam dan/ atau buatan manusia yang bersifat 
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk 
kepentingan pengenaan PBB-P2 dalam 1 (satu) wilayah administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat 
pada batas RT/RW dan sejenisnya dalam 1 (satu) desa/kelurahan. 

2. Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif objek 
pajak, ZNT, dan lain sebagainya dalam 1 (satu) wilayah administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan. 

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 
adalah surat yang digunakan. oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak 
untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

4. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak 
atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2. 

5. Lembar Kerja Objek Khusus yang selanjutnya disingkat LKOK adalah 
formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data 
tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus yang 
belum tertampung dalam. SPOP dan LSPOP. 

6. Peta Zona Nilai Tanah atau yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah 
peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok objek pajak yang mempunyai 1 (satu) NIR yang dibatasi 
oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam 1 (satu) wilayah 
administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas ZNT tidak terikat pada 
batas blok. 

7. Penilaian dengan bantuan komputer/ Computer Assisted Valuation 
(CAV) adalah proses penilaian yang menggunakan bantuan komputer 
dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

8. Analisis Bugerlijke Openbare Werken (BOW) adalah perhitungan biaya 
dengan mengalikan setiap satuan harga dengan unit pekerjaan yang 
dilakukan, yang biasanya digunakan untuk proyek padat karya 
sederhana. 

II. 0I3JEK DAN METODE PENILAIAN PBB-P2 
A. Objek PBB-P2 

1. Objek Pajak Umum 
Objek pajak umum terdiri atas: 
a. Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang 

memenuhi kriteria-kriteria berikut: 
Tanah < 10.000 m2
Bangunan : jumlah lantai < 4 
Luas Bangunan : < 1.000 m2

b. Objek 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-10-

b. Objek Pajak Non Standar 
Objek pajak non standar adalah objek-objek pajak yang 
memenuhi minimal salah satu dari kriteria-kriteria berikut: 
Tanah : > 10.000 m2
Bangunan : jumlah lantai < 4 
Luas Bangunan : > 1.000 m2

2. Objek Pajak Khusus 
Objek pajak khusus merupakan objek pajak yang memiliki 
konstruksi khusus, fun.gsi khusus atau keberadaannya memiliki 
arti yang khusus, seperti: 
a. jalan tol, 
b. bandar udara; 
c. stasiun; 
d. bendungan; 
e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal, 
f. lapangan golf, 
g. stadion; 
h. sirkuit balap, 
i. pabrik semen/pupuk, 
j. tempat rekreasi, 
k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas; 
1. pipa minyak, air, atau gas; 
m. stasiun pengisian bahan bakar; 
n. menara; dan 
o. bangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, 
termasuk objek pajak khusus adalah Bangunan yang berada di 
bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sarnpai dengan 
huruf o maupun yang berdiri sendiri. 

B. Metode Penilaian 
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi, metode penilaian Bumi dan/atau Bangunan 
untuk penetapan NJOP dapat dilakukan dengan metode: 
1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis 

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan objek 
pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain sejenis yang 
letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang nilai jualnya 
sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang 
dipandang perlu. Metode ini terutama diterapkan untuk 
penentuan NJOP Bumi dan dapat juga digunakan untuk 
menentukan NJOP Bangunan atas objek pajak tertentu. 

2. Nilai perolehan baru 
Metode ini dilakukan dengan cara memperhitungkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek 
Bangunan baru pada saat penilaian dan dikurangi penyusutan 
berdasarkan kondisi fisik objek Bangunan. Perkiraan biaya 
dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen 
utama Bangunan, material dan fasilitas lainnya. 

3. Nilai .\.13 
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3. Nilai jual pengganti 
Metode nilai jual pengganti clilakukan dengan cara 

menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa 
atau penjualan dalam 1 (satu) tahun dari objek pajak yang 
dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/ atau 
hak pengusaha, yang selanjutnya dikapitalisaslican dengan 
suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Metode ini pada umumnya 
diterapkan untuk objek komersial, yang dibangun untuk usaha 
atau menghasillcan pendapatan, seperti hotel, apartemen, 
gedung perkantoran yang disewakan, bandar udara, pelabuhan, 
tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Dalam penentuan NJOP, 
penilaian berdasarkan metode ini dipakai juga sebagai alat 
pengujian terhadap nilai yang dihasilkan dengan metode 
lainnya. 

III. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN 

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang 
adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing. Dasar pengenaan 
PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian 
PBB-P2. Proses Penilaian PBB-P2 tersebut diawali dengan tahapan 
persiapan terdiri atas: 
a. menyusun Rencana Kerja; 
b. menyiapkan SPOP, LSPOP, dan LKOK, 
c. menyeleksi data-data objek pajak yang perlu dilakukan dalam 

Penilaian Massal atau Penilaian Individual; dan 
d. mengumpulkan data-data lama, sebagai pelengkap, dari objek 

pajak yang akan dinilai. 

Disamping tahapan persiapan, proses Penilaian PBB-P2 baik 
untuk Penilaian Massal maupun penilaian individual memerlukan 
pelaksanaan konversi NJOP yang tahaparmya dilakukan setelah proses 
penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis penilai dikonversi ke 

dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 sebagai dasar 
pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan Kepala Daerah 
setempat. 

2. Nilai Bangunan per meter persegi hasil dari analisis penilai 
dikonversi ke dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 sebagai 
dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan Kepala Daerah 
setempat. 

3. Untuk objek pajak yang terdiri lebih dari 1 (satu) Bangunan, 
konversi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh 
Bangunan dan dibagi luas seluruh Bangunan. Nilai Bangunan per 
meter persegi rata-rata tersebut kemudian dikonversi ke dalam 
klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan 
PBB-P2 berdasarkan peraturan Kepala Daerah setempat. 

Penilaian \:/?. 
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Penliaian Bumi dan/atau Bangunan dalam rangka pemungutan 
PBB-P2 dapat dilaksanakan dengan cara Penilaian Massal dan/atau 
Penilaian Individual. 

A. Penilaian Massal 
Dalam sistem ini, NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang 
terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung 
berdasarkan DBKB. Dalam melakukan Penilaian Massal, baik 
untuk tanah maupun Bangunan dapat menggunakan CAV. 
1. Penilaian tanah 

Pembuatan konsep Sket/Peta ZNT dan penentuan NIR. 
a. Batasan-batasan dalam. pembuatan Sket/Peta ZNT 

1) ZNT dibuat per kelurahan/desa. 
2) Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah. 

Contoh: 

NO NIR PENULISAN 

1. Rp1.500.000,00 1.500,00 

2. Rp220.000,00 220,00 

3. Rp22.500,00 22,50 

4. Rp6.000,00 6,00 

3) Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda 
sehingga jelas batas antar ZNT. 

b. Bahan-bahan yang diperlukan 
1) Peta desa/kelurahan yang telah ada batas-batas 

bloknya yang digunakan sebagai dasar pembuatan Peta 
ZNT akhir. 

2) File data tahun terakhir serta Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak (DHICP) yang digunakan untuk 
standardisasi nama jalan. 

3) Buku klasifikasi NJOP tahun terakhir. 
4) Data yang dipakai untuk pembanding dalam penentuan 

NIR tanah dan sebagai bahan stan.dardisasi nama 
jalan. 

5) Alat-alat tulis. 
c. Proses pembuatan Sket/Peta ZNT 

1) Tahap persiapan 
Tahapan persiapan meliputi kegiatan: 
a) menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan 

NIR dan pembuatan ZNT, meliputi peta Wilayah 
kabupaten/kota, peta desa/kelurahan, Peta ZNT 
dan peta Blok. 

b) menyiapkan data dari instansi yang membidangi 
pendapatan Daerah yang diperlukan, seperti data 
dari laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama, 
Keputusan Kepala Daerah tentang Klasifikasi 
dan Penggolongan NJOP Bumi dan Bangunan, dan 
lain sebagainya. 

c) menyiapkan data yang berhubungan dengan telmik 
penentuan nilai tanah, seperti data jenis 
penggunaan tanah dan data potensi pengembangan 
wilayah berdasarkan RT/RW dari instansi/lembaga 
yang berwenang menyediakan data kewilayahan, 
pertanahan, dan RT/RW. 

d) pembuatanV.). 
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d) pembuatan rencana pelaksanaan meliputi rencana 
anggaran dan biaya, jumlah personil, serta jadwal 
kegiatan dengan mengacu pada Keputusan Kepala 
Daerah. 

2) Pengumpulan data harga jual 
a) data harga jual adalah informasi mengenai harga 

transaksi dan/atau harga penawaran tanah 
dan/atau Ban.gunan. 

b) sumber data berasal dari PPAT, notaris, 
lurah/kepala desa, agen properti, penawaran 
penjualan properti melalui maj alah, brosur, 
direktori, pameran, media elektronik, dan 
sebagainya. 

c) data lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh 
di lapangan yang dianggap paling dapat dipercaya 
akurasinya. Oleh karena itu, pencarian data 
langsung ke lapangan harus dflakukan baik untuk 
memperoleh data baru maupun mengecek data 
yang diperoleh di kantor. 

d) semua data harga jual yang diperoleh agar ditulis 
dalam formulir data transaksi jual beli. 

e) dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga 
diadakan inventarisasi nama jalan yang ada di 
setiap desa/kelurahan. Penulisan nama jalan 
disesualican dengan standar balcu penulisan nama 
jalan. 

3) Kompilasi data 
a) data yang terkumpul dalam masing-masing 

desa/ kelurahan harus clikelompokkan menurut 
jenis penggunaarmya k-arena jenis penggunaan 
tanah/Bangunan merupakan variabel yang 
signiflkan dalam menentukan nilai tanah. 

b) kompilasi juga diperlukan berdasarkan lokasi data 
untuk memudahkan tahap analisis data. 

4) Rekapitulasi data dan pemetaan data transaksi pada 
peta kerja ZNT 
a) semua data yang diperoleh dimasukkan dalam 

formulir analisis penentuan nilai pasar wajar. 
b) nomor data yang tertulis pada formulir data 

transaksi jual beli harus sama persis dengan nomor 
yang tertulis pada formulir analisis penentuan nilai 
pasar. Selanjutnya, nomor ini akan berfungsi lebih 
lanjut sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi 
data pada peta sebaran data. 

c) penyesuaian terhadap waktu dan jenis data: 
(1) Penyesuaian terhadap waktu dflakukan 

dengan membanclingkan waktu transaksi 
dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak 
berkenaan. 

(2) Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan 
dengan mengacu pada faktor yang 
mempengarulil fluktuasi nilai properti dalam 
kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan 
pasar properti, keadaan ekonomi, tingkat 
inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain 
yang berpengaruh. Perubahan nilai tanah 
dapat disesuaikan dengan perkembangan 
wilayahnya. 

(3) Penyesuaian Ni) 
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(3) Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan 
untuk memenuhi ketentuan nilai pasar 
sebagaimana prinsip-prinsip penilaian yang 
berlaku. Misalnya data penawaran dan data 
dari PPAT/Notaris yang tidak sepenuhnya 
mencerminkan nilai pasar harus disesuaikan. 
Besar penyesuaian sangat tergantung pada 
tingkat akurasi data dan keadaan di lapangan. 
Variasi besarnya persentase penyesuaian 
antara penilai satu dengan yang lain tidak 
dapat dihin.dari dan tetap dibenarkan asalkan 
tidak menimbulkan penyimpangan yang terlalu 
jauh dari nilai pasar. Untuk mendapatkan nilai 
tanah, data yang digunakan adalah data 
transaksi jual beli yang memenuhi harga pasar 
wajar. Oleh karena itu, data harga penawaran 
perlu disesuaikan dengan mengurangkan 
dalam persentase tertentu sesuai dengan 
analisis di lapangan 

(4) Angka persentase penyesuaian di atas bukan 
merupakan angka yang mutlak. Persentase 
penyesuaian harus berdasarkan pada data dan 
fakta di lapangan dan dianalisis terlebih 
dahulu, sehingga di setiap wilayah dapat 
berbeda. 

5) Menentukan nilai pasar tanah per meter persegi 
a) Tanah kosong, nilai pasar dibagi luas tanah dalam 

satuan meter persegi. 
b) Tanah dan Bangunan: 

(1) Menentukan nilai Bangunan dengan 
menggunakan DBKB setempat. 

(2) Nilai pasar dikurangi nilai Bangunan diperoleh 
nilai pasar tanah kosong untuk kemudian 
dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi. 

6) Membuat batas imajiner ZNT 
Batas imajiner dituangkan dalam konsep Peta ZNT yang 
telah berisi sebaran data transaksi dan/atau nilai pasar 
tanah. Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah: 
a) Mengacu pada Peta ZNT lama bagi wilayah yang 

telah memiliki Peta ZNT. 
b) Mempertimbangkan data transaksi yang telah 

dianalisis yang telah dipetakan pada peta kerja 
ZNT. 

c) Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT 
dengan mempertimbangkan sebagai berikut: 
(1) Nilai pasar tanah yang hampir sama; 
(2) Memperoleh akses fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang sama; 
(3) Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan 
(4) Mempunyai potensi nilai yang sama. 

7) Analisis data penentuan NIR 
a) Data yang dianalisis untuk memperoleh NIR dalam 1 

(satu) ZNT harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
(1) Data relatif baru; 
(2) Data transaksi atau penawaran yang wajar, 
(3) Lokasi yang relatif berdekatan; 

(4) Jenis 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-15-

(4) Jenis penggunaan tanah/Bangunan yang 
relatif sama; dan 

(5) Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum 
yang relatif sama. 

b) Penyesuaian nilai tanah dan penentuan NIR 
Sebelum menentukan NIR pada masing-masing ZNT, 
nilai tanah yang telah dianalisis disesuaikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
(1) Untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih 

dari satu, penentuan NIR dilakukan dengan 
cara menghitung nilai rata-rata dari data 
transaksi tersebut. 

(2) Untuk ZNT yang hanya memiliki satu data 
transaksi, penentuan NIR dilakukan dengan 
cara mempertimbangkan data transaksi dari 
ZNT lain yang terdekat dan relatif sama nilai 
tanahnya setelah dilakukan pro ses 
penyesuaian seperlunya. 

(3) Untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi, 
penentuan NIR dapat mengacu pada NIR di 
ZNT lain yang terdekat dengan melakukan 
penyesuaian faktor lokasi, jenis penggunaan 
tanah dan keluasan persil. 

8) Pembuatan Peta ZNT akhir 
a) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran 

bidang milik dalam satu desa/kelurahan. 
b) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik 

dan tidak boleh memotong bidang milik. 
c) Cantumkan NIR (nilai tanah hasil analisis bukan 

nilai tanah hasil klasifikasi NJOP) dan kode ZNT 
pada peta kerja. 

d) Peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda pada 
setiap garis batas ZNT. 

Contoh analisis data: 
1) Tabel Data Harga Jual Transaksi 

No. Identifikasi Objek Data Nomor 1 Data Nomor 2 Data Nomor 3 Data Nomor 4 

1 Alamat Jalan Kenanga 
Nomor 5 

Jalan Kenanga 
Nomor 17 

Jalan Kenanga 
Nomor 40 

Jalan Kenanga 
Nomor 14 

2 Peruntukan Tanah Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan 

3 Ukuran 

a. Tanah 20mx 25 m 15 m x 17 m 15 mx 30m 15 m x 19 m 

b. Bangunan 18 m x 15 m 12 m x 15 m 15 mx 20m 12 m x 15 m 

4 Tahun dibangun 2015 2015 2015 2015 

5 Waktu transaksi 
penjualan 

 Akhir tahun 2021 Akhir tahun 2020 Akhir tahun 2022 Penawaran pada
Juni 2024 

6 Harga jual Rp2.040.000.000,00 Rp820.800.000,00 Rp1.464.000.000,00 - 

7 Harga 
penawaran - - - Rp1.134.000.000,00 

8 Spesifikasi 
Bangunan: 

a. Lantai Granit Keramik Granit Granit 

b. Genteng Beton Beton Beton Beton 

9 

Biaya 
Pembangunan 
Baru 
Bangunan/m2
(tahun 2024) 

Rp2.000.000,00 Rp1.800.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 

Keempat 
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Keempat data tersebut di atas, setelah diteliti adalah 
wajar untuk dijadikan data pembanding dan setelah 
dipetakan dalam peta kerja maka data pembanding di 
atas berada dalam 1 (satu) ZNT. 

2) Analisis harga jual tanah per m2 untuk perhitungan 
tahun pajak 2025. 

a) Jalan Kenanga Nomor 5 
(nilai rupiah dalam ribuan 

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan Rp 2.040.000,00 
(-) Nilai Bangunan (berdasarkan DBKB) Rp 540.000 

Nilai Tanah Rp 1.500.000,00 
(:) Luas Tan.ah 500 

Nilai Tanah/m2 Rp 3.000,00 
a. Penyesuaian Waktu + 12% 

(+)12% x Rp 3,000,00 
Rp 360,00 

b. Penyesuaian Jenis Data: 0% Rp 0,00 
Nilai Tanah/m2 setelah disesuaikan Rp 3.360,00 

b) Jalan Kenanga Nomor 17 
nilai ru iah dalam ribuan 

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan Rp 820.800,00 
(-) Nilai Bangunan (berdasarkan DBKB) Rp 324.000,00 

Nilai Tanah Rp 496.800,00 
(:) Luas Tanah 180 

Nilai Tanah/ m2 Rp 2.760,00 
a. Penyesuaian Waktu + 16% 

(+)16% x Rp 2.760,00 
Rp 441,60 

b. Penyesuaian Jenis Data: 0% Rp 0,00 
Nilai Tanah/ m2 setelah disesuaikan Rp 3.201,60 

c) Jalan Kenanga Nomor 40 
nilai ru iah dalam ribuan 

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan Rp 1.464.000,00 
(-) Nilai Bangunan (berdasarkan DBKB) Rp 600.000,00 

Nilai Tanah Rp 864.000,00 
(:) Luas Tanah 300 

Nilai Tanah/ m2 Rp 2.880,00 
a. Penyesuaian Waktu + 8% 
(+)8% x Rp 2.880,00 

Rp 230,40 

b. Penyesuaian Jenis Data: 0% Rp 0,00 
Nilai Tanah/ m2 setelah disesuaikan Rp 3.110,40 

d) Jalan Kenanga Nomor 14 
nilai ru iah dalam ribuan 

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan Rp 1.134.000,00 
(-) Nilai Bangunan (berdasarkan DBKB) Rp 360.000,00 

Nilai Tanah Rp 774.000,00 
(:) Luas Tanah 180 

Nilai Tanah/ m2 Rp 4.300,00 
a. Penyesuaian Waktu + 0% Rp 0,00 
b. Penyesuaian Jenis Data (-)10%: 
(-)10c/0 x Rp 4.300,00 

Rp 430,00 

Nilai Tanah/ m2 setelah disesuaikan Rp 3.870,00 

Contoh V9. 
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Contoh analisis penyesuaian atas faktor waktu 
transaksi: 
Untuk menganalisis persentase atas waktu transaksi 
dapat dilakukan dengan membanclingkan 2 (dua) data 
atau lebih yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama 
yang dalam contoh ini adalah data (a) dan data (c). 

Cara analisis: 

Rp3.000 Rp2.880 
X 100% 

Rp2.880 
= 4,16% 

Nilai penyesuaian sebesar 4,16% (dibulatkan menjadi 
4%) menunjukkan adanya kenaikan ni1ai tanah setiap 
tahunnya. 

3) Penentuan NIR 

No. FAKTOR-FAKTOR 
PENYESUAIAN 

ZNT 
BERDASARKAN 

KONSEP (TAHUN 

PENYESUAIAN) 

PENYESUAIAN (%) 

DATA 
NOMOR 

1 

DATA 
NOMOR 

2 

DATA 
NOMOR 

3 

DATA 
NOMOR 

4 

(harga dalam ribuan rupiah) 

Harga Jual Tanah per m2 3.000 2.760 2.880 4.300 

1. Waktu Transaksi Tahun 2024 +12% +16% +8% 

2. Jenis Data -10% 

Jumlah persen.tase penyesuaian +12% +16% +8% -10% 

Nilai yang telah disesuaikan 3.360 3.201,6 3.110,4 3.870 

Nilai dirata-rata 

Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) 3.385,5 

a. Pemberian warna garis batas ZNT dan pencantuman angka 
NIR dalam peta kerja, dilakukan dengan ketentuan: 
1) Garis batas imajiner ZNT pada peta kerja diberi warna 

yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT. 
2) Untuk setiap ZNT dicantumkan angka NIR-nya. 
3) NIR dicantumkan sebagaimana hasil analisis, bukan 

dalam bentuk ketentuan nilai jual Bumi. 
b. Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT dalam peta 

kerja, dilakukan dengan ketentuan: 
1) Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis tepat di 

bawah angka NIR. 
2) Kode ZNT dibuat pada peta kerja, dimulai dari sudut kiri 

atas (sudut barat laut) berurutan mengikuti bentuk 
spiral. 

3) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi 
dua huruf, dimulai dari AA s.d. ZZ. 

4) ZNT yang memiliki NIR sama, jika dipisahkan oleh ZNT 
lain harus dibuatkan kode ZNT yang berbeda. 

c. Pengisian formulir ZNT 
ZNT yang telah diberi kode dan telah ditentukan NIR-nya, 
datanya diisikan pada Formulir ZNT. 

d. Membuat\9›. 
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d. Membuat sket/Peta ZNT akhir, dilakukan dengan 
ketentuan: 
1) Tahap ini dilaksanalcan setelah selesai pengukuran 

bidang objek pajak dalam satu desa/kelurahan. 
2) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek 

pajak dan tidak boleh memotong bidang objek pajak. 
3) Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesuai garis 

bidang objek pajak, terlebih dahulu dibuat sket/Peta 
ZNT blok yang selanjutnya dipindahkan ke dalam 
sket/Peta ZNT desa/kelurahan. 

4) Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan 
ZNT pada peta kerja, ZNT yang telah diberi kode dan 
ditentukan NIR-nya, datanya diisilcan pada formulir ZNT. 

5) Sket/Peta ZNT alchir diberi warna pada setiap garis 
batas ZNT. 

6) Sket/Peta ZNT alchir digunakan sebagai lampiran 
peraturan Kepala Daerah tentang besarnya NJOP 
sebagai dasar pengenaan PBB-P2. Dalam hal ini, 
sket/Peta ZNT tersebut diperkecil dengan cara difotokopi 
dan tidak perlu diberi warna, tetapi kode ZNT dan NIR 
harus jelas. 

2. Penilaian Bangunan dan penyusunan DBKB 
a. Survei 

Untuk menyusun/membuat DBKB dilalcukan survei 
kuantitas terhadap model Bangunan yang dianggap dapat 
mewakili kelompok Bangunan tersebut dan dinilai dengan 
dasar perhitungan analisis BOW. Dengan survei kuantitas 
dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan 
perhitungan dengan metode nilai perolehan baru, akan 
diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru 
dari Bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan CAV, 
maka biaya komponen Bangunan perlu dikelompoklcan ke 
dalam biaya komponen utama, komponen material dan 
komponen fasilitas Bangunan. 

Pelaksanaan survei kuantitas dipergunakan karena cara 
inilah yang paling mendasar dan terinci bila dibandingkan 
dengan cara-cara perhitungan yang lain, seperti unit 
terpasang, meter persegi dan indeks. 

Perhitungan harga satuan pekerjaan memakai analisis 
BOW merupalcan cara untuk mendapatkan keseragaman 
menghitung biaya pembuatan Bangunan baru. Mengingat 
cara ini alcan memberikan hasil yang lebih tinggi bila 
dibandinglcan dengan cara perhitungan biaya 
pemborongan pekerjaan di lapangan, malca dalam 
perhitungan ini digunakan falctor koreksi. 

b. Pengelompolckan Bangunan 
Pengelompokkan Bangunan dilakukan berdasarkan JPB 
sesuai dengan tipe konstruksinya yaitu: 

JPB 1 Peruraahan 
JPB 2 Perkantoran 
JPB 3 Pabrik 
JPB 4 toko/apotek/pasar/ruko 
JPB 5 rumah salcit/Idinik 
JPB 6 olah raga/relcreasi 

JPB 7 
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JPB 7 
JPB 8 
JPB 9 
JPB 10 
JPB 11 
JPB 12 
JPB 13 
JPB 14 
JPB 15 
JPB 16 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

hotel/restoran/wisma 
bengkel/gudang/pertanian 
gedung pemerintah 
lain-lain 
bangunan tidak kena pajak 
bangunan parldr 
apartemen/kondominium 
pompa bensin (kanopi) 
tangki minyak 
gedung sekolah 

Berdasarkan JPB tersebut, DBKB dikelompokkan menjadi 
2 (dua), yaitu DBKB standar dan DBKB nonstandar. 

1) DBKB Standar 

a) Biaya komponen Bangunan 
(1) Biaya komponen utama, merupakan biaya 

konstruksi utama Bangunan ditambah komponen 
Bangunan lainnya per meter persegi lantai 
meliputi unsur-unsur komponen utama sebagai 
berikut: 
(a) Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi 

keet, boplang). 
(b) Pekerjaan. pondasi (mulai 

dari galian pondasi sampai dengan urugan 
tanah kembali). 

(c) Pekerjaan beton/beton bertulang (termasuk 
kolom dinding luar/dalam, lantai dan plat 
lantai). 

(d) Pekerjaan dinding luar (plester dan pekerjaan 
cat). 

(e) Pekerjaan kayu dan pengawetan termasuk 
pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, kuda-
kuda dan rangka atap, kecuali kaso dan reng). 

(f) Pekerjaan sanitasi. 
(g) Pekerjaan instalasi air bersih. 
(h) Pekerjaan instalasi listrik. 
(i) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk faktor 

penyelaras yang besarnya bergantung kepada 
tipe dari tiap-tiap JPB, dari jumlah a sampai 
dengan h. 

(2) Biaya komponen material merupakan biaya 
material pada: 
(a) atap; 
(b) dinding (dinding dalam tanpa pintu dan 

jendela); 
(c) langit-langit; 
(d) lantai. 

(3) BiayW?.. 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-20-

(3) Biaya komponen fasilitas merupakan biaya yang 
dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur-
unsur pekerjaan yang berkaitan dengan 
penyediaan fasilitas Bangunan. Unsur-unsur 
yang termasuk dalam komponen fasilitas 
merupakan komponen ataupun sarana pelengkap 
dari Bangunan, seperti kolam renang, lapangan 
tenis, pendingin ruangan, lift, tangga berjalan, 
genset, perkerasan baik halaman maupun lantai 
untuk tujuan tertentu, elemen estetika dan 
lanskap. 

b) Tahapan pembuatan DBKB Standar 
(1) Tahap 1 

Menentukan dan membuat tipikal kelompok 
Bangunan sebagai model yang dianggap dapat 
mewakili Bangunan yang akan dinilai. Kriteria 
untuk menentukan kelompok Bangunan dapat 
ditinjau dari segi arsitektur, tata letak dan mutu 
bahan Bangunan, konstruksi serta luas 
Bangunan. 
Oleh karena itu, dalam tahap 1 ini, pekerjaan 
utama yang harus dilakukan adalah menentukan 
atau membuat model Bangunan. Menu layanan 
model-model tersebut tersedia di dalam program 
komputer. 

(2) Tahap 2 
Menghitung volume setiap jenis pekerjaan untuk 
setiap model Bangunan. Perhitungan volume ini 
dilakukan dengan mengukur atau menghitung 
panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan 
sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar 
data yang terkumpul, baik dari gambar denah, 
tarnpak, potongan atau peninjauan langsung ke 
lapangan. Pengukuran atau perhitungan atas 
dasar data yang berupa gambar, harus 
diperhatikan skala yang dipakai. 

(3) Tahap 3 
Mengumpulkan data upah pekerja dan harga 
bahan Bangunan setempat. Harga bahan 
Bangunan dan upah tersebut kemudian dianalisis 
untuk mendapatkan harga pasar yang wajar, 
dalam arti harga/upah tersebut tidak terlalu 
mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku 
standar di kawasan setempat. 

(4) Tahap 4 
Harga upah pekerja dan bahan Bangunan 
setempat yang sudah dianalisis (hasil pekerjaan 
tahap 3 dimasukkan ke dalam formula analisis 
BOW (koefisien analisis satuan harga Bangunan 
untuk menyusun. RAB) yang sudah tersedia 
dalam CAV, untuk mendapatkan harga satuan 
pekerjaan. 

(5) Tahap 5W. 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-2 1-

(5) Tahap 5 
Memasukkan-volume setiap jenis pekerjaan (hasil 
pekerjaan tahap 2 dan harga satuan setiap jenis 
pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke dalam 
suatu format rencan.a anggaran biaya Bangunan 
agar diperoleh biaya dasar setiap jenis pekerjaan 
atau biaya dasar total yang dikeluarkan untuk 
pembuatan sebuah model Bangunan. 

(6) Tahap 6 
Melakukan pengelompokan biaya dasar jenis 
pekerjaan pada tahap 5 sesuai biaya komponen 
bangunannya, yaitu biaya komponen utama, 
biaya komponen material dan biaya komponen 
fasilitas, sebagaimana disebutkan di atas. 

(7) Tahap 7 
Melakukan penjumlahan seluruh pekerjaan pada 
masing-masing komponen pada tahap 6 agar 
diperoleh biaya dasar per komponen Bangunan 
untuk keseluruhan model Bangunan. 

(8) Tahap 8 
Membagi biaya dasar setiap komponen Bangunan 
dengan luas Bangunan keseluruhan untuk 
mendapatkan biaya dasar setiap komponen 
Bangunan per meter persegi lantai Bangunan. 

(9) Tahap 9 
Setelah diperoleh biaya dasar per komponen 
Bangunan., maka dilakukan penjurrdahan setiap 
komponen yang ada untuk memperoleh biaya 
dasar keseluruhan Bangunan. Selanjutnya, untuk 
memperoleh Biaya Pembuatan Bangunan baru 
maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara 
mensubstitusikan faktor-faktor biaya (Faktor 
Penyelaras) yang mempengaruhi biaya dasar 
Bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar 
Bangunan yang telah diperoleh. Faktor-faktor 
penyelaras tersebut adalah: 
(a) Koreksi BOW. 
(b) Biaya-biaya tak terduga proyek. 
(c) Jasa pemborong. 
(d) PPN. 
(e) Biaya jasa konsultan perancang dan 

pengawas. 
(f) Perizinan. 
(g) Suku bunga kredit selama pembangunan. 

(10) Tahap 10 
Dilakukan substitusi terhadap faktor-faktor 
penyelaras (hasil tahap 9) terhadap biaya dasar 
setiap komponen Bangunan per meter persegi 
lantai Bangunan, untuk memperoleh biaya 
pembuatan baru setiap komponen Bangunan per 
meter persegi lantai Bangunan.. 

(11) Tahap 11 
Penilaian terhadap suatu Bangunan dilakukan 
atas dasar biaya pembuatan baru per meter 
persegi lantai Bangunan setiap komponen 
Bangunan, setelah memperhitungkan adanya 
faktor penyusutan. 

Keterangan g.? 
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Keterangan: 
Setiap tahun, DBKB harus dimutakhirkan sesuai 
dengan perubahan harga jenis bahan atau material 
Bangunan dan upah pekerja yang berlaku di wilayah 
kabupaten/kota setempat. 

2) DBKB Nonstandar 

Biaya komponen Bangunan 
(1) Biaya komponen utama merupakan biaya 

komponen penyusun struktur rangka Bangunan, 
baik struktur atas maupun struktur bawah yang 
terdiri dari pondasi, pelat lantai, kolom, balok, 
tangga, dan dinding geser. 

(2) Biaya komponen material merupakan biaya 
komponen pelapis (kulit) struktur rangka 
Bangunan. Komponen material Bangunan 
dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 
(a) material dinding dalam (MDD) merupakan 

material pembentuk ruang (pemisah) dalam 
struktur Bangunan. Contoh: papan gipsum, 
kayu lapis, tripleks dan pasangan dinding 
bata, dan lain sebagainya. 

(b) material dinding luar (MDL) merupakan 
material pembentuk Bangunan yang berfungsi 
sebagai penutup (kulit) rangka struktur 
Bangunan bagian luar. Contoh: beton 
pracetak, kaca, celcon (cilicon block) dan 
pasangan dinding bata. 

(c) pelapis dinding dalam (PDD) merupakan 
material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) 
dari MDD. Contoh: kaca, kertas dinding 
(wallpaper), granit, marmer, keramik, dan cat. 

(d) pelapis dinding luar (PDL) merupakan material 
yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) MDL. 
Contoh: kaca, granit, marmer, keramik dan 
cat. 

(e) Langit-langit (LL) merupakan material 
penutup rangka atap atau plat lantai bagian 
bawah. Contoh: papan gypsum, akustik, 
tripleks dan eternit. 

(1) penutup atap (PA) merupakan material 
penutup rangka atap bagian atas. Contoh: 
plat beton, genteng keramik, genteng pres 
beton, genteng tanah liat, asbes gelombang, 
seng gelombang, genteng sirap, dan spandek. 

(g) penutup lantai (PL) merupakan material 
Bangunan yang berfungsi sebagai pelapis 
lantai. Contoh: granit, marmer, keramik, 
karpet, vinil, lantai kayu, ubin PC abu-abu, 
ubin teraso, dan semen. 

(3) Biaya komponen fasilitas merupakan biaya 
komponen pelengkap fungsi Bangunan. 
Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22 (dua 
puluh dua) jenis yaitu: 
(a) Pendingin ruangan, dibedakan menjadi dua 

bagian: 
i. Sistem 
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i. Sistem pendinginan terpusat (sentral), di 
mana pengaturan sistem pendinginan 
dilakukan terpusat pada satu ruang 
kontrol, 

ii. Sistem pendinginan unit, di mana sistem 
pengontrol pendingin terdapat pada 
masing- masing alat pendingin. 
Contoh: 
• AC split, merupakan AC per unit yang 

memiliki 2 mesin yaitu blower dan 
kompresor; 

• AC window, merupakan AC per unit 
yang pendingin dan kompresornya 
menyatu dan dipasang pada dinding 
dengan cara membuat lubang; dan 

• AC floor, merupakan AC per unit 
berbentuk lemari yang memiliki 
kapasitas besar untuk mendinginkan 
ruangan dengan luasan besar. 

(b) Lift merupakan alat angkut berbentuk 
ruangan kecil (kotak) yang berfungsi untuk 
sirkulasi barang atau penumpang secara 
vertikal; 

(c) Eskalator merupakan alat angkut berupa 
tangga berjalan yang berfungsi untuk 
sirkulasi penumpan.g secara vertikal maupun 
horisontal; 

(d) Pagar merupakan fasilitas pemisah atau 
pembatas Bangunan, 

(e) Sistem proteksi api merupakan fasilitas 
proteksi terhadap bahaya kebakaran. Sistem 
proteksi api terdiri dari: 
i. Hidran merupakan alat berupa pipa untuk 

menyiram air, 
ii. Alat penyiram air otomatis yang 

tergantung dari panas (sprinkler); 
iii. Alarm kebakaran merupakan alat 

peringatan terjadinya kebakaran; dan 
iv. Interkom merupakan alat komunikasi 

untuk peringatan jika teljadi kebakaran. 
(f) Genset merupakan fasilitas pembangkit 

tenaga listrik yang pada umumnya digunakan 
sebagai tenaga listrik cadangan; 

(g) Sistem PABX merupakan fasilitas 
telekomunikasi di dalam gedung bertingkat. 
Sistem dimaksud adalah jumlah saluran 
telepon di dalam gedung yang dihasilkan oleh 
mesin PABX (saluran ekstensi); 

(h) Sumur artesis merupakan fasilitas Bangunan 
untuk penyediaan sarana air bersih selain air 
yang berasal dari PAM. Kedalaman sumur ini 
pada umumnya lebih dari 30 m (tiga puluh 
meter); 

(i) Sistem air panas merupakan fasilitas 
Bangunan untuk penyediaan sarana air 
panas; 

(j) Sistem .S,3 
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(j) Sistem kelistrikan merupakan fasilitas 
instalasi sistem kelistrikan di dalam 
Bangunan.; 

(k) Sistem perpipaan (plumbing) merupakan 
fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa 
air kotor maupun pipa air bersih di dalam 
Bangunan; 

(1) Sistem penangkal petir merupakan fasilitas 
untuk untuk menangkal sambaran petir pada 
gedung-gedung 

(m) Sistem pengolah limbah merupakan fasilitas 
untuk sistem pengolahan limbah lingkup kecil 
yang terdapat di dalam Bangunan, contohnya 
seperti tangki septik, peresapan atau STP 
(Sawage Treatment Plant); 

(n) Sistem tata suara merupakan fasilitas untuk 
sistem insta12si. tata suara di dalam gedung; 

(o) Sistem video interkom merupakan fasilitas 
penghubung antar ruangan (lantai) dengan 
ruang pemanggil yang pada umumnya 
terdapat pada Bangunan apartemen; 

(p) Sistem pertelevisian merupakan fasilitas 
sistem pertelevisian yang terdapat di dalam 
gedung climana dibedakan menjadi 3 (tiga) 
jenis yaitu: 
i. MATV (master antenna television) 

merupakan sistem jaringan televisi 
penerima gambar di dalam gedung; 
CCTV (close circuit television) merupakan 
jaringan kamera untuk sistem 
kearnanan; dan 
TV Kabel dan Parabola. 

(q) Sistem jaringan internet; 
(r) Kolam renang; 
(s) Perkerasan ha1aman dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu: 
i. Tipe konstruksi ringan dengan tebal rata-

rata 6 cm (enam sentimeter) dan biasanya 
menggunakan bahan seperti paving block 
atau tanah yang dipadatkan; 
Tipe konstruksi sedan.g dengan tebal rata-
rata 10 cm (sepuluh sentimeter) dan 
biasanya menggunakan beton ringan atau 
aspal ringan; dan 
Tipe konstruksi berat dengan tebal rata-
rata lebih dari 10 cm (sepu1uh sentimeter) 
dan pada umumnya menggunakan bahan 
beton bertulang dengan atau tanpa aspal 
beton (hot mix). 

(t) Lapangan tenis; 
(u) Kolam penampungan (reservoir) merupakan 

fasilitas penampungan air pada Bangunan 
gedung yang terbuat dari beton bertulang 
pada salah satu lantai; dan 

(v) Sistem sanitasi merupakan fasilitas sanitasi 
atau sistem pembuangan air kotor yang 
terdapat di dalam Bangunan. 

b) Tahapan 
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b) Tahapan pembuatan DBKB nonstandar 
Pembuatan DBKB nonstandar ini dilakukan secara 
bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang 
maksimal. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 
(1) Tahap 1 

Menentukan material penyusun Bangunan 
yang akan digunakan sebagai data masukan 
(input) bagi perhitungan komponen struktur 
Bangunan. 

(2) Tahap 2 
Melakukan analisa harga satuan dengan 
menggunakan metode BOW yang telah 
disesuaikan bagi komponen utama dan metode 
unit terpasang (unit in place method) bagi 
komponen material dan fasilitas. 

(3) Tahap 3 
Menentukan model tipikal Bangunan sebagai 
Bangunan yang mewakili strulctur Bangunan 
yang akan dinilai, dalam hal ini per JPB 
minimal diambil 5 (lima) model Bangunan 
dengan jumlah lantai yang bervariasi. 

(4) Tahap 4 
Menghitung volume setiap jenis pekerjaan 
untuk setiap model Bangunan. Perhitungan 
volume ini dilakukan dengan mengukur atau 
menghitung panjang, luas atau isi dari setiap 
jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang 
dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik 
dari gambar denah, tampak, potongan atau 
peninjauan langsung ke lapangan. 

(5) Tahap 5 
Menghitung nilai Bangunan per JPB 
menggunakan masing-masing model yang telah 
dipilih sehingga dihasilkan nilai DBKB per 
meter persegi. 

(6) Tahap 6 
Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen 
utama dari setiap model dalam satu JPB yang 
dibantu dengan metode statistik tertentu, 
sehingga dihasilkan sebuah formula tren 
komponen utama per JPB untuk memprediksi 
jumlah lantai Bangunan menjadi "tidak 
terbatas". 

(7) Tahap 7 
Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen 
material dari setiap jenis material pelapis 
Bangunan yang dibantu dengan metode 
statistik tertentu, sehingga dihasilkan sebuah 
formula tren komponen material per jenis 
pelapis untuk memprediksi jumlah lantai 
Bangunan menjadi "tidak terbatas". 

(8) Tahap 8 
Menghitung nilai DBKB fasilitas pendukung 
menggunakan model yang telah ditentukan 
sehingga diperoleh nilai komponen fasilitas 
lengkap dengan sistem pendukungnya. 

(9) Tahap 9 .Y.) 
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(9) Tahap 9 
Menghitung nilai DBKB total dengan cara 
menjumlahkan nilai DBKB komponen utama, 
komponen material dan komponen fasilitas, 
dim.ana biaya yang terdapat dalam formula ini 
dihitung dalam ribuan rupiah dan sudah 
termasuk biaya langsung dan biaya tidak 
langsung. 

(10) Tahap 10 
Melakukan penyesuaian nilai DBKB dengan 
cara memperbarui harga raaterial dengan 
memperhitungkan fluktuasi harga material 
Bangunan di pasar, faktor inflasi, biaya 
transportasi berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari buku jurnal harga satuan, 
kontraktor, pengembang, Dinas Pekerjaan 
Umum dan instansi terkait lainnya. 

(11) Tahap 11 
Proses analisis dalam sistem aplikasi DBKB 
merupakan proses berantai yang merupakan 
perpaduan dari konsep model struktur, 
statistik dan penilaian. 
Proses analisisnya dapat dilihat dalam diagram 
berikut: 

> resources 

Tabel - tabel DBKB 

F—Generalisast 
model 

1 
Miabsas 

kcnnponea 

Diagram 1: Proses Penyusunan Tabel DBKB 

c) Perhitungan biaya komponen Bangunan 
Perhitungan biaya komponen Bangunan dilakukan 
dengan cara menjumlahkan biaya konstruksi yang 
terdiri atas: 
(1) biaya komponen Bangunan sama dengan biaya 

komponen utama (struktur atas dan basemen) + 
komponen material + komponen fasilitas, untuk 
JPB 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, dan 16; 

(2) biaya komponen Bangunan sama dengan biaya 
komponen utama (struktur atas, struktur 
bawah, mezzanine dan daya dukung lantai) + 
komponen material + komponen fasilitas, untuk 
JPB 3 dan. 8; dan 

(3) biaya komponen Bangunan sama dengan biaya 
komponen utama, untuk JPB 14 dan 15. 

Daftar biaya konstruksi Bangunan pada komponen 
utama per m2, komponen material per m2, dan 
komponen fasilitas menjadi bahan Lampiran 
Peraturan Bupati mengenai klasifikasi dan besarnya 
NJOP. 

3. Penilaian 
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3. Penilaian dengan bantuan komputer (CAV) 
a. Data yang diperlukan CAV 

Pelaksanaan penilaian CAV membutuhkan data sebagai 
berikut: 
1) ZNT untuk penilaian tanah 

Data ZNT yang telah siap secara otomatis akan 
dipergunakan dalam proses CAV. 

2) DBKB objek pajak standar untuk penilaian Bangunan 
Data DBKB objek pajak standar yang telah siap secara 
otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV. 

3) SPOP dan LSPOP untuk pendataan objek pajak 
Data luas tanah dan detil Bangunan harus 
dikumpulkan di lapangan dengan mengg-unakan SPOP 
dan LSPOP. Semua data objek harus dimasuldcan ke 
dalam komputer. Setelah itu, data masukan tersebut 
akan diproses dalam CAV secara otomatis. 

b. Validasi data 
Data SPOP dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut: 

1) Data Tanah dan Bangunan, seperti: 
a) Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Bila tidak ditemui 

dalam tabel, maka SPOP akan ditolak; 
b) Status wajib pajak, 
c) Pekerjaan wajib pajak; 
d) Dalam hal "Bangunan tanpa tanah" perlu dicek luas 

tanah = 0 dan kode ZNT tidak perlu 
e) Jenis tanah; 
f) Jumlah Bangunan; 
g) Bangunan keberapa; 
h) JPB, 
i) Luas Bangunan.; 
j) Jumlah lantai Bangunan; 
k) Tahun dibangun, 
1) Tahun direnovasi; 
m) Daya listrik; 
n) Kondisi pada umumnya; 
o) Konstruksi; 
p) Atap; 
q) Dinding; 
r) Lantai; 
s) Langit-langit; 
t) Untuk Bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas 

seperti kolam renang, lapangan tenis, alat pemadam 
kebakaran, lift, pendingin ruangan, validasinya 
dilanjutkan dengan fasilitas; 

u) Untuk Bangunan bertingkat dan mempunyai kelas 
atau bintang tertentu seperti gedung perkantoran 
bertingkat tinggi, pusat perbelanjaan, hotel, 
apartemen, validasi dilakukan sesuai dengan kelas 
dan jumlah lantainya; 

v) Untuk Bangunan perindustrian seperti pabrik, 
gudang, dan sejenisnya, validasinya dapat 
ditambahkan sebagai berikut: 
a. tinggi kolom; 
b. lebar bentang; 
c. daya dukung lantai; 

d. keliling 
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d. keliling dinding, dan 
e. luas mezzanine. 

w) Untuk tangki, validasinya sesuai dengan letak 
dan kapasitas tangki yang bersangkutan. 

2) Fasilitas 
a) Kolam renang; 
b) Lapangan tenis; 
c) Alat pemadam kebakaran seperti hidran, alat 

penyiram air otomatis yang tergantung dari panas, 
alarm kebakaran; 

d) Panjang pagar; 
e) Fasilitas AC sentral; 
f) Jumlah AC split; 
g) Jumlah AC window; 
h) Jumlah sal.uran pesawat PABX; 
i) Kedalaman sumur pantek; 
j) Jumlah lift; 
k) Jumlah tangga berjalan; dan. 
I) Perkerasan halaman 

3) Tata cara perhitungan 
Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBKB 
objek pajak standar, dan data objek pajak sudah 
dimas-ukkan ke dalam komputer. 
a) Perhitungan nilai tanah 

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana 
tercantum dalam SPOP. Untuk menentukan NJOP 
pajak Bumi, NIR dicari dalam tabel ZNT berdasarkan 
kode ZNT, kemudian dikalikan dengan luas tanah. 
Contoh Penilaian Objek Pajak Bumi berupa tanah: 
Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) = Rp100.000,00. 
Bila luas tanah = 200 m2
maka NJOP Bumi = 200 m2 x Rp100.000,00 
= Rp20.000.000,00 

b) Perhitungan Nilai Bangunan 
Dalam pelaksanaan perhitungan nilai Bangunan, 
harus ditentukan besarnya nilai komponen 
Bangunan menurut masing-masing karakter objek 
tersebut. NJOP Bangunan berdasarkan: 
a. kelas/bintang/tipe, 
b. komponen Bangunan utama; 
c. komponen material, 
d. komponen fasilitas/ m2 ; 
e. komponen fasilitas yang perlu disusutkan; 
f. penyusutan; 
g. komponen fasilitas yang tidak perlu disusutkan; 

dan 
h. kapasitas dan letak (khusus tangki). 
Tingkat penyusutan Bangunan dihitung berdasarkan 
umur efektif, keluasan, dan kondisi Bangunan. 

Adapun 
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Adapun cara menghitung umur efektif Bangunan 
sebagai berikut: 
(1) Bangunan secara Umum 

Untuk Bangunan secara umum, penentuan 
umur efektifnya sebagai berikut: 

umur efektif = tahun pajak - tahun dibangun 

Namun, apabila atas Bangunan tersebut 
dilakukan renovasi, maka cara menghitung 
umur efektif Bangunan menjadi: 

umur efektif = tahun pajak - tahun direnovasi 

(2) Bangunan bertingkat tinggi dan Bangunan 
eksklusif lainnya 
Untuk Bangunan bertingkat tinggi dan 
Bangunan eksklusif lainnya, seperti gedung 
perkantoran, hotel, apartemen, dan lain-lain, 
penentuan umur efektifnya sebagai berikut: 

Rumus I: 

umur efektif = (tahun pajak - tahun dibangun) + 2 
(tahun pajak tahun direnovasi)/3 

Namun, dalam hal (tahun pajak - tahun dibangun) 
<10 dan tahun direnovasi adalah 0 atau kosong, 
maka penentuan umur efektifnya sebagai 
berikut: 

Rumus II: 

umur efektif = tahun pajak - tahun dibangun 

Sedangkan, dalam hal: 
a. (tahun pajak - tahun dibangun) >10 dan tahun 

direnovasi adalah 0 atau kosong; atau 
b. (tahun pajak - tahun dibangun) >10 dan (tahun 

pajak - tahun direnovasi) > 10, 
maka umur efektif dihitung dengan Rumus I tersebut 
di atas dengan menggunakan faktor (tahun pajak - 
tahun direnovasi) adalah 10. Hal ini karena jika 
(tahun pajak - tahun direnovasi) >10, dianggap tahun 
direnovasi = tahun pajak - 10. 
Contoh perhitungan umur efektif Bangunan 
bertingkat tinggi dan Bangunan eksklusif lainnya 
adalah sebagai berikut: 
Misalnya tahun pajak adalah tahun 2026. 

Untuk 
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Untuk penghitungan Nilai Jual Objek Pajak 
Bangunan secara manual, seba ai berikut: 

Tahun 
Dibangun 

Tahun 
Renovasi 

Umur Efektif 

2021 2023 (2026 - 2021) + 2(2026 - 2023) 

3 
5 + 6 

3 
= 4 

2021 - (2026-2021) = 5 
2013 - (2026 - 2013) + 2(10) 

3 
13 + 20 

3 
= 11 

2013 2015 Karena (tahun pajak - tahun direnovasi) 
> 10, maka: 
• tahun direnovasi = tahun pajak - 10 

• tahun direnovasi = 2026-10 

• tahun direnovasi = 2016 

Umur Efektif = 
(2026 - 2013) 2(2026 - 2016) 

+ 
3 3 

13 + 20 

3 
= 11 

Atau 

(2026 - 2013) 2(10) 
+ 

3 3 
13 + 20 

3 
= 11 

2013 2022 (2026 - 2013) + 2(2026 - 2022) 

3 3 
13 + 8 

_ 
3 

= 7 

c) Penyusutan Bangunan 
Penyusutan Bangunan merupakan salah satu faktor 
yang digunakan untuk menghitung nilai Bangunan. 
Penyusutan yang diterapkan dalam CAV berupa 
penyusutan fisik Bangunan. 
Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan 
pengelompokan besarnya biaya pembuatan atau 
pengganti baru Bangunan per meter persegi, umur 
efektif dan kondisi Bangunan pada umumnya, dan 
dituangkan dalam suatu daftar atau tabel 
penyusutan. 

B. Penilaian .4 
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B. Penilaian Individual 
Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum yang 

bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek 
pajak umum yang telah dinilai dengan CAV, namun hasilnya tidak 
mencerminkan nilai yang sebenarnya karena adanya keterbatasan 
program aplikasi. Proses penilaiannya adalah dengan 
memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut. 

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP 
dan LSPOP, sedangkan untuk data tambahan dengan 
menggunakan LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk 
menampung informasi tambahan sesuth keperluan penilaian 
masing-masing objek pajak. Proses penghitungan nilai 
dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian objek pajak 
khusus PBB-P2 atau dengan lembaran khusus untuk objek pajak 
khusus PBB-P2 seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, 
lapangan golf, stasiun pengisian bahan bakar, dan lain-lain. 

Pelaksanaan proses penilaian individual dilakukan dengan 
metode sebagai berikut: 
1. Metode Perbandingan Harga dengan Objek Lain yang Sejenis 

Metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis 
berbasis pada pendekatan data pasar, yang juga digunakan 
untuk penilaian individual terhadap tanah. 
Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan Data 

Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam penilaian 
individual dapat menggunakan formulir pengumpulan data 
pasar untuk penentuan nilai tanah secara massal. Untuk 
mendapatkan analisis data yang wajar harus 
dipertimbangkan sebagai berikut: 
1) Kesesuaian penggunaan dan luas tanah data pembanding 

dengan objek pajak yang dinilai secara individu, dan 
2) Lokasi dan waktu transaksi yang wajar. 

b. Penilaian 
Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar untuk 
penilaian in.dividual adalah membandingkan secara langsung 
data pembanding dengan objek pajak yang dinilai dengan 
menggunakan faktor-faktor penyesuaian yang lebih. lengkap. 
Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Dalam penentuan nilai tanah memperhatikan: 

a) Kualitas dan kuantitas data pembanding yang 
terkumpul. 

b) NIR dimana objek pajak berada. 
2) Cara membandingkan data dengan faktor-faktor 

penyesuaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi objek 
pajak yang dinilai dengan diidentifikasi secara detil dan 
dibandingkan dengan faktor yang sama pada data 
pembanding. Pejabat Penilai dan/ atau Petugas Penilai 
dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang 
sesuai dari beberapa data pembanding yang terkumpul. 
Pada umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi 
faktor: 
a) lokasi, 
b) aksesibilitas; 
c) waktu transaksi; 
d) jenis data (harga transaksi atau harga penawaran); 
e) penggunaan tanah; 

1) elevasi 
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4 elevasi; 
g) lebar depan (terutarna untuk objek komersil); 
h) bentuk tanah; 
i) jenis hak atas tanah, dan/atau 
j) lain-lain. 
Besarnya penyesuaian yang akan digunakan, sesuai 
dengan pengetahuan dan pengalaman Pejabat Penilai 
dan/atau Petugas Penilai dengan menyebutkan dasar-
dasar pertimbangarmya. 

2. Metode Nilai Perolehan Baru 

Metode nilai perolehan baru berbasis pada pendekatan biaya 
yang digunakan untuk penilaian individual terhadap Bangunan. 

Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

1) Pengumpulan Data Tanah 
Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan 
dengan cara mengisi SPOP. Di samping itu, Pejabat Penilai 
dan/atau Petugas Penilai juga diminta untuk 
mengumpulkan data tanah sebagai berikut: 
a) luas; 
b) lebar depan; 
c) aksesibilitas; 
d) kegunaan; 
e) elevasi; 
f) kontur tanah; 
g) lokasi tanah; 
h) lingkungan sekitar; dan/atau 
i) data transaksi di lokasi sekitar. 

2) Pengumpulan Data Bangunan 
Pengumpulan data Bangunan dapat dilakukan dengan 
beberapa cara yaitu: 
a) Mengumpulkan data objek paj ak dengan 

mempergunakan SPOP dan LSPOP. 
b) Data lain yang belurn tertampung dicatat dalam 

catatan tersendiri. 

b. Penilaian 
1) Penilaian Tanah 

Penilaian tanah menggunakan metode perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis. 

2) Penilaian Bangunan 
Penilaian Bangunan dilakukan dengan cara menghitung 
nilai perolehan Bangunan baru (NPBB) kemudian 
dikurangi dengan penyusutan Bangunan. 
NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh atau membangun Bangunan baru. 
Penghitungan NPBB ini meliputi biaya komponen utama, 
komponen material dan fasilitas Bangunan. Biaya-biaya 
tersebut hendaklah sesuai dengan tanggal penilaian dan 
lokasi objek pajak. 

Pada .‘) 
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Pada dasarnya, Penilaian Individual adalah dengan 
memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek pajak. 
DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 
penilaian, akan tetapi apabila karakteristik dari objek 
pajak baik untuk komponen utama, komponen material 
dan komponen fasilitas Bangunan belum tertampung 
dalam DBKB, perhitungan dapat dilakukan sendiri dengan 
pendekatan survei kuantitas. 

c. Konversi NJOP 

1) Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis Pejabat 
Penilai dan/atau Petugas Penilai dikonversi ke dalam 
klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 sebagai dasar 
pengenaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Kepala Daerah 
setempat. 

2) Nilai Bangunan per meter persegi hasil dari analisis 
Pejabat Penilai dan/atau Petugas Penilai dikonversi ke 
dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 sebagai 
dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan Kepala 
Daerah setempat. 

3) Untuk objek pajak yang terdiri lebih dari satu Bangunan, 
konversi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai 
seluruh Bangunan dan dibagi luas seluruh Bangunan. 
Nilai Bangunan per meter persegi rata-rata tersebut 
kemudian dikonversi ke dalam klasifikasi dan besarnya 
NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan PBB-P2 
berdasarkan peraturan Kepala Daerah setempat. 

3. Metode Nilai Jual Pengganti 

Metode nilai jual pengganti berbasis pada metode kapitalisasi 
pendapatan yang dilakukan dengan menghitung seluruh 
pendapatan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai, 
dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi yang 
selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi 
tertentu berdasarkan jenis penggunaan objek pajak. 

Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data 

Data yang harus dikumpulkan di lapangan adalah: 
1) Seluruh pendapatan dalam satu tahun 

(diupayakan data pendapatan dalam kurun waktu 
3 (tiga) tahun terakhir dari hasil operasi objek 
pajak. Pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu: 
a) Pendapatan dari sewa, seperti objek pajak 

perkantoran atau pusat perbelanjaan. 
b) Pendapatan dari penjualan, seperti objek pajak 

pompa bensin, hotel, bandar udara, gedung 
bioskop, atau tempat rekreasi. 

2) Tingkat 
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2) Tingkat kekosongan yaitu besarnya tingkat persentase, 
akibat dari terdapatnya luas lantai yang tidak tersewa, 
jumlah kamar hotel yang tidak terisi, jumlah kursi yang 
tidak terjual untuk gedung bioskop dalam masa satu 
tahun. 

3) Biaya operasi dalam satu tahun yang dikeluarkan, 
seperti gaji karyawan, ildan/pemasaran, pajak, 
asuransi. Untuk objek pajak jenis perhotelan, 
perlu diperoleh data biaya-biaya lain, misalnya 
pemberian diskon atau komisi yang diberikan 
kepada biro perjalanan. 

4) Bagian pengusaha biasanya sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) s.d. 40% (empat puluh persen) 
dari keuntungan bersih. Data ini hanya untuk 
objek pajak dengan perolehan pendapatan dari 
hasil penjualan. 

5) Tingkat kapitalisasi yang besarnya tergantung dari 
jenis penggunaan objek pajak. 

6) Forrnulir LKOK yang berfungsi untuk 
memudahkan pelaksanaan pengumpulan data di 
lapangan. 

b. Penilaian 

Proses penilaian dengan pendekatan nilai jual 
pengganti dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu: 

1) Pendapatan dari sewa Proses penilaiannya adalah: 

a) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam 
satu tahun yaitu seluruh pendapatan sewa 
dalam satu tahun yang didapat dengan cara 
mengalikan besarnya sewa per meter persegi 
dalam satu tahun dengan seluruh luas lantai 
bersih yang disewakan. 

b) Menentukan tingkat kekosongan dalam satu 
tahun. 

c) Mengurangi pendapatan kotor potensial butir a) 
dengan tingkat kekosongan butir b) hasilnya 
adalah pendapatan kotor efektif dalam satu 
tahun. 

d) Menghitung biaya-biaya operasi dalam satu 
tahun yaitu biaya pengurusan, pemeliharaan, 
pajak, dan asuransi. 

e) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam 
satu tahun butir c) dengan biaya-biaya operasi 
butir d) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam 
satu tahun. 

f) Menghitung nilai objek pajak dengan cara 
mengalikan nilai sewa bersih butir e) dengan 
tingkat kapitalisasi. 

2) Pendapatan 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-35-

2) Pendapatan dari Penjualan Proses penilaiannya 
adalah: 
a) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam 

1 (satu) tahun yaitu seluruh pendapatan dari 
penjualan. 

b) Menentukan besarnya tingkat kekosongan 
dalam satu tahun, diskon serta komisi yang 
dikeluarkan selam.a mengoperasikan objek 
pajak. 

c) Mengurangi pendapatan kotor potensial butir a) 
dengan tingkat kekosongan, diskon dan komisi 
butir b) hasilnya adalah pendapatan kotor 
efektif dalam 1 (satu) tahun. 

d) Menambahkan hasil butir c) dengan 
pendapatan dari sumber-sumber lain. 

e) Menghitung biaya-biaya operasional dalam 1 
(satu) tahun. 

f) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam. 1 
(satu) tahun (butir d) dengan biaya-biaya operasi 
butir e) hasilnya adalah keuntungan bersih 
dalam 1 (satu) tahun. 

g) Mengurangkan hak pengusaha (operator's 
share) sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari 
keuntungan bersih dalam satu tahun butir f) 
hasilnya adalah nilai sewa kotor setahun. 

h) Menghitung biaya-biaya operasi lainnya dalam 
satu tahun yaitu biaya pengurusan, perbaikan, 
pajak, dan asuransi. 

i) Mengurangkan nilai sewa kotor setahun butir 
g) dengan biaya-biaya operasi butir h) hasilnya 
adalah nilai sewa bersih dalam 1 (satu) tahun. 

j) Menghitung nilai objek pajak dengan cara 
mengalikan nilai sewa bersih butir i) dengan 
tingkat kapitalisasi. 

c. Penentuan Nilai Jual Pengganti 
Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran properti 
yang sejenis dengan properti yang dinilai. 
1) Menentukan nilai properti. 

Hal ini dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara: 
a) Transaksi jual beli. 
b) Nilai investasi ditarnbah keuntungan. 

2) Menentukan pendapatan bersih dari properti 
tersebut. Pendapatan bersih ini dapat diperoleh 
dengan cara mengurangkan pendapatan kotor 
efektif dengan biaya-biaya operasi. 

3) Untuk 
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3) Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu 
jenis objek (misalnya hotel) di suatu kota, 
diperlukan banyak data dan analisis. 

45 Juta 
Tingkat Kapitalisasi = 

500 Juta 
= 9% 

Contoh perhitungan tingkat kapitalisasi sebagai 
berikut: Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual 
wajar Rp500.000.000,00 Juta dan pendapatan 
bersihnya setahun Rp45.000.000,00 Juta. 

Dari semua data yang terkumpul tersebut 
kemudian dihitung seperti contoh perhitungan di 
atas, selanjutnya ditentukan suatu tingkat 
kapitalisasi yang standar. 

C. Penjaminan Mutu Hasil Penilaian PBB-P2 
Dalam rangka menjaga keakuratan NJOP hasil Penilaian 
PBB-P2, khususnya untuk Penilaian Massal, Pemerintah 
Daerah melaksanakan penjaminan mutu atas hasil 
Penilaian PBB-P2. Secara berkala, Pemerintah Daerah 
melaksanakan pengukuran rata-rata rasio NJOP 
dibandingkan dengan harga pasar dan/atau pengukuran 
tendensi sentral. Dala.m hal hasil pengukuran tersebut 
belum/tidak menunjukkan nilai yang sesuai dengan nilai 
standar, maka Kepala Daerah melakukan penilaian 
kembali atas NJOP, baik melalui penilaian kembali untuk 
1 (satu) wilayah tertentu, ZNT tertentu, dan/atau objek 
pajak tertentu. 

Adapun teknis perhitungan adalah sebagai berikut: 
1. Pengukuran rata-rata rasio perbandinganNJOP 

dibandingkan dengan harga pasar 

Rumus rata-rata rasio perbandingan nilai NJOP 
dibandingkan dengan harga pasar = 

NJOP 
' harga pasar 

Keterangan: 

" P = jumlah seluruh rasio 
harga pasar 

n = ukuran sarnpel 

Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar 
penilaian kembali dalam rangka pernutakhiran NJOP 
Bumi dan Bangunan agar mendekati harga pasar. 
Selanjutnya, pernerintah Daerah dapat menetapkan 
angka acuan tertentu yang dapat digun.akan sebagai 
standar rasio perbandingan NJOP dengan harga pasar 
yang disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-
masing. 

2. Pengukuran S. 
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2. Pengukuran tendensi sentral 
Pengukuran ini digunakan untuk menilai kesesuaian 
NJOP pada suatu Daerah. Pengukuran ini dilakukan 
dengan terlebih dahulu menghitung rata-rata, nilai 
tengah, dan rata-rata tertimbang atas perbandingan 
NJOP dibagi harga pasar. 

a. rata-rata 

v  NJOP 
'-'harga pasar 

rata-rata - 

Keterangan: 

NJOP - jumlah seluruh rasio 
harga pasar 

= ukuran sampel 

b. nilai tengah 

angka tengah yang diperoleh dengan mengurutkan 
dari nilai rasio terendah sarnpai nilai tertinggi. 

c. rata-rata tertimbang 

ZNJOP 
rata-rata tertimbang - 

Vtarga pasar 

Keterangan: 
NJOP = total jumlah NJOP 
harga pasar = total jumlah harga pasar 

Kemudian, standar nilai pengukuran dapat dilakukan 
dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

a. rata-rata dibagi nilai tengah 

Pengukuran Nilai Interpretasi 

rata-rata/nilai tengah > 1,10 (110%) over asessment 

rata-rata/nilai tengah < 0,9 (90%) under assessment 

rata-rata/nilai tengah 0,9 (90%) 5 rata- 
rata/nilai 
tengah 
5 1,10 (110%) 

Proporsional 

b. rata-rata dibagi rata-rata tertimbang 
P..~3.1zon Nilai lattzu-~ 

rata-rata/rata-rata > 1,10 (110%) 

rata-rata/rata-rata 

1.9.Uia~ 
< 0,9 (90%) azasmixi»,a 

rata-rata/rata-rata 

Isztiaulmag 
0,9 (90%) < rata- 
rata/rata-rata tertimbang 

< 1,10 (110%) 

ktgu9)ip,a2.1 

Hasil .4 
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Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar penilaian 
kembali dalam rangka pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan 
agar mendekati harga pasar. 

Pemerintah Daerah dapat menggunakan nilai hasil pengukuran 
sebagaimana tabel diatas sebagai referensi angka acuan yang 
disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing. 

D. Muatan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata cara Penilaian 
PBB-P2 

Konsep Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara Penilaian 
PBB-P2 memuat paling sedikit: 
1. tata cara teknis Penilaian PBB-P2 termasuk Penilaian Individual; 
2. klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi berupa tanah yang disusun 

per desa/kelurahan dan dilengkapi dengan fotokopi Peta ZNT; 
3. DBKB yang disusun per JPB, 
4. klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan; 
5. klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan Bangunan sebagai 

hasil kegiatan penilaian individual; 
6. daftar objek pajak hasil penilaian individual beserta nilainya 

disusun per objek pajak dan per desa/kelurahan, 
7. klasifikasi Bangunan lainnya yang termasuk dalam objek pajak 

khusus, dalam hal akan diatur; dan 
8. besaran persentase dasar pengenaan PBB-P2 dan dasar 

pertimbangan penetapan besaran persentase yang digunalcan 
tersebut. 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFI 
NIP. 1977091 

SH, M.SI 
003 2 001 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME 

NO JENIS 
REKLAME 

KONTRUKSI UKURAN 
SATUAN 

NJOP 
satu sisi 

Rp 

NJOP 
dua sisi 

Rp 

1 Billboard a. Pipa besi, plat besi, seng 
plat, aluminium, cat, 
instalasi listrik dan 
sejenisnya. 

b. Kayu, Papan, triplek, 
Seng plat, Aluminium, 

Per M2 1 
Muka 

Per M2 1 
Muka 

250.000 

230.000 

400.000 

350.000 

cat dan sejenisnya. 

2 Megatron, Box 
Neon 

Plastik, kertas, 
aluminitun, besi, instalasi 
listrik, cat dan sejenis 
lainnya. 

Per M2 1 
Muka 

260.000 420.000 

3 a. Papan, Kayu, seng plat, 
Aluminium, pipa besi, 
cat instalasi listrik dan 
jenis lainnya 

b. Kayu, papan, triplek, 
cat dan sejenis lainnya 

Per M2 1 
Muka 

Per M2 1 
Muka 

200.000 

150.000 

330.000 

240.000 

4 Reklame kain, 
spanduk 

Kain, tali plastik, kayu, cat 
dan sejenis lainnya 

Per M2 150.000 - 

5 Reklame 
melekat 

Reklame melekat pada 
dinding bangunan dan 
sejenisnya 

Per M2 1 
Muka 

100.000 - 

6 1. Selebaran, 
stiker 

2. poster 

a. kertas, kertas plastik, 
dan sejenisnya 
(ukuran 1-40 cm) 

b. kertas, kertas plastik, 
dan sejenisnya 
(ukuran 40-90 cm) 

Per 20 lembar 

Per 20 lembar 

50.000 

100.000 

- 

- 

7 Reklame 
Berjalan 

Reklame berjalan pada 
mobil dan sejenis 

Per M2 150.000 - 

8. Reklame 
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NO JENIS 
REKLAME 

KONTRUKSI UKURAN 
SATUAN 

NJOP satu 
sisi 
Rp 

NJOP 
dua sisi 

Rp 
8 Reldame Udara Balon udara, kain, 

triplek, karton tebal 
dan sejenis lainnya 

1 buah 3.500.000 - 

9 Reklame suara 
a. untuk 

pertandingan 
sepak bola, 
music, 
sirkus, 
kesenian dan 
hiburan 
sejenisnya 

b. untuk usaha 

Mic, speaker, toa, 
amplifier, mobil dan 
peralatan yang 
digunakan lainnya 

Mic, speaker, toa, 
amplifier, mobil dan 
peralatan yang 
digunakan lainnya 

1 set 

1 set 

1.000.000 

1.200.000 

- 

- 

10 Reldame Film/ 
Slide 

Proyektor, kertas slide, 
layar film dengan 
segala peralatan yang 
digunakan 

- Per 5 buah 
slade film 

- Per 5 
tayangan 
film 

500.000 

650.000 

- 

- 

11 Reldame 
peragaan 

Segala jenis untuk 
reldame peragaan 

Per 1 buah 
alat peraga 

600.000 - 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

4-/ Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAF SH, M.SI 
NIP. 19770915 20 003 2 001 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME 

NO JENIS LOKASI NILAI 
STRATEGIS 

(RP) 

1 Pada jalan Negara dan Ibu Kota Batusangkar 

a. Untuk Reldame dengan Subjek Wajib Pajak 
berada Luar Daerah 

b. Subjek Wajib Pajak berada Dalam Wilayah 
Kabupaten Tanah Datar 

80.000 

20.000 

2 Pada Jalan Provinsi 

a. Untuk Reldame dengan Subjek Wajib Pajak 
berada Luar Daerah 

b. Subjek Wajib Pajak berada Dalam Wilayah 
Kabupaten Tanah Datar. 

80.000 

20.000 

3 Pada Jalan Kabupaten 15.000 

4 Dalam Pasar Kecamatan/Nagari 40.000 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

t \ 
AUDIA SA 

NIP. 19770915 
SH, M.SI 

0003 2 001 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PERINGKAT DAN BOBOT AIR TANAH 

NO. KRITERIA PERINGKAT BOBOT 

1 Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif 4 16 

2 Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif 3 9 

3 Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif 2 4 

4 Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air 
alternatif 

1 1 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFIT 
NIP. 19770915 0 

, M.SI 
03 2 001 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

NILAI KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH 

No. oJume 
peng bilan 

Peruntukan 

0-50 M3 51-500 M3 501-1000 M3 1001-2500 M3 > 2500 M3

1 Kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06 
2 Kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19 
3 Kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31 
4 Kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44 
5 Kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

V) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFI 
NIP. 19770915 200 

, M.SI 
03 2 001 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR 

Formula Penghitungan NPA 
NPA = Volume Pengambilan x HDA 
HAD = HAB x FNA 
HAB =  Biaya Investasi 

Volume Pengambilan selama umur produksi 

FNA = 60%S + 40%P 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

\/) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

. 't 

AUDIA SAFI SH, M.SI 
NIP. 19770915 20 003 2 001 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

BOBOT AIR TANAH - FAKTOR NILAI AIR 

KELOMPOK 1 

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 9 x 40% = 3.6 13.2 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 13.5 x 40% = 5.4 15.0 
Volume 501 - 1000 M3 16 x 60% = 9.6 20.25 x 40% 

8.1 
= 17.7 

Volume 1001 - 2500 
M3 

16 x 60% = 9.6 30.38 x 40% 
12.2 

= 21.8 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 45.56 x 40% 
18.2 

= 27.8 

b. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 9 x 60% = 5.4 9 x 40% = 3.6 9.0 
Volume 51 - 500 M3 9 x 60% = 5.4 13.5 x 40% = 5.4 10.8 
Volume 501 - 1000 M3 9 x 60% = 5.4 20.25 x 40% 

8.1 
= 13.5 

Volume 1001 - 2500 
M3 

9 x 60% = 5.4 30.38 x 40% 
12.2 

= 17.6 

Volume > 2500 M3 9 x 60% = 5.4 45.56 x 40% 
18.2 

= 23.6 

c. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 4 x 60% = 2.4 9 x 40% = 3.6 6.0 
Volume 51 - 500 M3 4 x 60% = 2.4 13.5 x 40% = 5.4 7.8 
Volume 501 - 1000 M3 4 x 60% = 2.4 20.25 x 40% 

8.1 
= 10.5 

Volume 1001 - 2500 
M3

4 x 60')/0 = 2.4 30.38 x 40% 
12.2 

= 14.6 

Volume > 2500 M3 4 x 60% = 2.4 45.56 x 40% 
18.2 

= 20.6 

d. Air !09.1 
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d. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 1 x 60% = 0.6 9 x 40% = 3.6 4.2 
Volume 51 - 500 M3 1 x 60% = 0.6 13.5 x 40% = 5.4 6.0 
Volume 501 - 1000 M3 1 x 60% = 0.6 20.25 x 40% 

8.1 
= 8.7 

Volume 1001 - 2500 
M3 

1 x 60% = 0.6 30.38 x 40% 
12.2 

= 12.8 

Volume > 2500 M3 1 x 60% = 0.6 45.56 x 40% 
18.2 

= 18.8 

KELOMPOK 2 

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 7 x 40% = 2.8 12.4 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 10.5 x 40% = 4.2 13.8 
Volume 501 - 1000 M3 16 x 60% = 9.6 15.75 x 40% 

6.3 
= 15.9 

Volume 1001 - 2500 
M3 

16 x 60% = 9.6 23.63 x 40% 
9.5 

= 19.1 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 35.44 x 40% 
14.2 

= 23.8 

b. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 9 x 60% = 5.4 7 x 40% = 2.8 8.2 
Volume 51 - 500 M3 9 x 60% = 5.4 10.5 x 40% = 4.2 9.6 
Volume 501 - 1000 M3 9 x 60% = 5.4 15.75 x 40% 

6.3 
= 11.7 

Volume 1001 - 2500 
M3

9 x 60% = 5.4 23.63 x 40% 
9.5 

= 14.9 

Volume > 2500 M3 9 x 60% = 5.4 35.44 x 40% 
14.2 

= 19.6 

c. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 4 x 60% = 2.4 7 x 40% = 2.8 5.2 
Volume 51 - 500 M3 4 x 60% = 2.4 10.5 x 40% = 4.2 6.6 
Volume 501 - 1000 M3 4 x 60% = 2.4 15.75 x 40% 

6.3 
= 8.7 

Volume 1001 - 2500 
M3 

4 x 60% = 2.4 23.63 x 40% 
9.5 

= 11.9 

Volume > 2500 M3 4 x 60% = 2.4 35.44 x 40% 
14.2 

= 16.6 

d. Air M 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-47-

d. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 1 x 60% = 0.6 7 x 40% = 2.8 3.4 
Volume 51 - 500 M3 1 x 60% = 0.6 10.5 x 40°Y0 = 4.2 4.8 
Volume 501 - 1000 M3 1 x 60% = 0.6 15.75 x 40')/0 

6.3 
= 6.9 

Volume 1001 - 2500 
M3

1 x 60% = 0.6 23.63 x 40% 
9.5 

= 10.1 

Volume > 2500 M3 1 x 60% = 0.6 35.44 x 40% 
14.2 

= 14.8 

KELOMPOK 3 

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan. dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 5 x 40% -- 2.0 11.6 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 7.5 x 40% = 3.0 12.6 
Volume 501 - 1000 M3 16 x 60% = 9.6 11.25 x 40% 

4.5 
= 14.1 

Volume 1001 - 2500 
M3 

16 x 60% = 9.6 16.88 x 40% 
6.8 

= 16.4 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 25.31 x 40% 
10.1 

= 19.7 

b. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 9 x 60% = 5.4 5 x 40% = 2.0 7.4 
Volume 51 - 500 M3 9 x 60% = 5.4 7.5 x 40% = 3.0 8.4 
Volume 501 - 1000 M3 9 x 60% = 5.4 11.25 x 40% 

4.5 
= 9.9 

Volume 1001 - 2500 
M3

9 x 60% = 5.4 16.88 x 40% 
6.8 

= 12.2 

Volume > 2500 M3 9 x 60% = 5.4 25.31 x 40% 
10.1 

= 15.5 

c. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan. 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 4 x 60% = 2.4 5 x 40% = 2.0 4.4 
Volume 51 - 500 M3 4 x 60% = 2.4 7.5 x 40% = 3.0 5.4 
Volume 501 - 1000 M3 4 x 60% = 2.4 11.25 x 40% 

4.5 
= 6.9 

Volume 1001 - 2500 
M3 

4 x 60% = 2.4 16.88 x 40% 
6.8 

= 9.2 

Volume > 2500 M3 4 x 60% = 2.4 25.31 x 40% 
10.1 

= 12.5 

d. Air 
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d. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 1 x 60% = 0.6 5 x 40% = 2.0 2.6 
Volume 51 - 500 M3 1 x 60% = 0.6 7.5 x 40% = 3.0 3.6 
Volume 501 - 1000 M3 1 x 60% = 0.6 11.25 x 40% 

4.5 
= 5.1 

Volume 1001 - 2500 
M 3

1 x 60% = 0.6 16.88 x 40% 
6.8 

= 7.4 

Volume > 2500 M3 1 x 60% = 0.6 25.31 x 40% 
10.1 

= 10.7 

KELOMPOK 4 

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 3 x 40% = 1.2 10.8 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 4.5 x 40% = 1.8 11.4 
Volume 501 - 1000 M3 16 x 60% = 9.6 6.75 x 40% = 2.7 12.3 
Volume 1001 - 2500 
M3 

16 x 60% = 9.6 10.13 x 40% = 
4.1 

13.7 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 15.19 x 40% = 
6.1 

15.7 

b. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 9 x 60% = 5.4 3 x 40% = 1.2 6.6 
Volume 51 - 500 M3 9 x 60% = 5.4 4.5 x 40% = 1.8 7.2 
Volume 501 - 1000 M3 9 x 60% = 5.4 6.75 x 40% = 2.7 8.1 
Volume 1001 - 2500 
M3 

9 x 60% = 5.4 10.13 x 40% 
4.1 

= 9.5 

Volume > 2500 M3 9 x 60% = 5.4 15.19 x 40% 
6.1 

= 11.5 

c. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 4 x 60% = 2.4 3 x 40% = 1.2 3.6 
Volume 51 - 500 M3 4 x 60% = 2.4 4.5 x 40% = 1.8 4.2 
Volume 501 - 1000 M3 4 x 60% = 2.4 6.75 x 40% = 2.7 5.1 
Volume 1001 - 2500 
M3

4 x 60% = 2.4 10.13 x 40% 
4.1 

= 6.5 

Volume > 2500 M3 4 x 60% = 2.4 15.19 x 40% 
6.1 

= 8.5 

d. Air Tanah .‘,4 
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d. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 1 x 60% = 0.6 3 x 40% = 1.2 1.8 
Volume 51 - 500 M3 1 x 60% = 0.6 4.5 x 40% = 1.8 2.4 
Volume 501 - 1000 M3 1 x 60% = 0.6 6.75 x 40% = 2.7 3.3 
Volume 1001 - 2500 
M3

1 x 60% = 0.6 10.13 x 40% 
4.1 

= 4.7 

Volume > 2500 M3 1 x 60% = 0.6 15.19 x 40% 
6.1 

= 6.7 

KELOMPOK 5 

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 1 x 40% = 0.4 10.0 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 1.5 x 40% = 0.6 10.2 
Volume 501 - 1000 M3 16 x 60% = 9.6 2.25 x 40% = 0.9 10.5 
Volume 1001 - 2500 
M3

16 x 60% = 9.6 3.38 x 40% = 1.4 11.0 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 5.06 x 40% = 2.0 11.6 

b. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 9 x 60% = 5.4 1 x 40% = 0.4 5.8 
Volume 51 - 500 M3 9 x 60')/0 = 5.4 1.5 x 40% = 0.6 6.0 
Volume 501 - 1000 M3 9 x 60% = 5.4 2.25 x 40% = 0.9 6.3 
Volume 1001 - 2500 
M3 

9 x 60% = 5.4 3.38 x 40% = 1.4 6.8 

Volume > 2500 M3 9 x 60% = 5.4 5.06 x 40% = 2.0 7.4 

c. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 4 x 60% = 2.4 1 x 40% = 0.4 2.8 
Volume 51 - 500 M3 4 x 60% = 2.4 1.5 x 40% = 0.6 3.0 
Volume 501 - 1000 M3 4 x 60% = 2.4 2.25 x 40% = 0.9 3.3 
Volume 1001 - 2500 
M3 

4 x 60% = 2.4 3.38 x 40% = 1.4 3.8 

Volume > 2500 M3 4 x 60% = 2.4 5.06 x 40% = 2.0 4.4 

d. Air 1,91. 
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d. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif 

Volume Pengambilan 
Air 

Komponen Sumber 
Daya Alam 

Komponen 
Peruntukan dan 

Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 1 x 60% = 0.6 1 x 40% = 0.4 1.0 
Volume 51 - 500 M3 1 x 60% = 0.6 1.5 x 40% = 0.6 1.2 
Volume 501 - 1000 M3 1 x 60% = 0.6 2.25 x 40% = 0.9 1.5 
Volume 1001 - 2500 
M3 

1 x 60% = 0.6 3.38 x 40% = 1.4 2.0 

Volume > 2500 M3 1 x 60% = 0.6 5.06 x 40% = 2.0 2.6 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAF SH, M.SI 
NIP. 197709, , 0 003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

SIMULASI PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR 

Untuk Hotel XX 

1. Penghitungan Harga Air Baku (HAB) 

Misalnya hotel XX bintang 3 untuk mendapatkan Air Baku digunakan 
sumur bor dalam dengan perincian harga eksplorasi berikut : 

HAB =  Biaya Investasi 
Volume pengambilan selama umur produksi 

Pembuatan sumur bor kedalaman 75 m 
Biaya operasional selama 10 tahun 
Jumlah biaya investasi 

= Rp100.000.000,00 
= Rp50.000.000,00 
= Rp150.000.000,00 

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 10 tahun, debit sumur 65 
m3/hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air 
(10 tahun) : 

(10 x 365) hari x 65 m3 = 237.250 m3
Sehingga HAB = Rp150.000.000,00/ 237.250 m3 = 632 m3

2. Perhitungan NPA 

Rumus perhitungan: 
NPA = Volume Pengambilan x HDA 
HDA = HAB x FNA 
a. Contoh perhitungan NPS untuk pengguna Air Tanah kelompok 2 

jumlah volume pemanfaatan air tanah 1.950 m3/bulan dengan 
kriteria berikut: 
- Air Tanah Kualitas Baik, dan 
- Ada Sumber Air Alternatif 

Maka perhitungan NPA seba ai berikut : 
Volume Pengambilan 
Air 

Komponen 
Sumber 
Alam 

Daya 
Komponen 
Peruntukan dan 
Pengelolaan 

FNA 

Volume 0 - 50 M3 16 x 60% = 9.6 7 x 40% = 2.8 12.4 
Volume 51 - 500 M3 16 x 60% = 9.6 10.5 

4.2 
x 40% = 13.8 

Volume 501 - 1000 
M3 

16 x 60% = 9.6 15.75 
6.3 

x 40% = 15.9 

Volume 1001 - 2500 
M3 

16 x 60% = 9.6 23.63 
9.5 

x 40c/0 = 19.1 

Volume > 2500 M3 16 x 60% = 9.6 35.44 
14.2 

x 40% = 23.8 

KELOMPOK .‘ 
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KELOMPOK VOLUME 
M3 

FNA HAB 
(Rp) 

HAD = (HAB 
X FNA) (Rp) 

NPA = (VOLUME 
X HAD) (Rp) 

2.a 50 12.4 1.054 13.069,60 653.480 
450 13.8 1.054 14.545,20 6.545.340 
500 15.9 1.054 16.758,60 8.379.300 
950 19.1 1.054 20.131,40 19.124.830 

JUMLAH NPA 34.702.950 

PAJAK Maksimal 20% x NPA 6.940.590 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

1.1) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S , H, M.SI 
NIP. 19770915 20 003 2 001 
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LAMPIRAN xii 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN 
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) 

No.Fontelk1 1 11 1 1 1 1 b i 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR I 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
a sdramme ihrgegeomodh Pag~ sep.ansa)nrce Selain disi dhb Petugaa (baghn creersic). - 71101. radsrali riau hh ,41, ,u;goi 

SURAT PEIMERITAHUAN OBJEK PAJAK 

yang yang 

Bed tonds allen9 Pada kobITI )antl sbabeL 

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : 

1. JENIS TRANSAIGI 0 1. Perelcarnan Data 2. Pernulaidtran Data 3. Penghapusan Date 

PR KAI3 KEC NAGJJOR BWIC NO URUT KODE 
2. NOP 

I 1 1 

3. NOP BERSAMA 1 1 1 1

.1 

i l i l l

4. NOP ASAL i i i i i i e 
5. NO SPPT IAMA 1 1 1 

,.. 

8. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOLIOR 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111II I IIIII 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 

S. NAGARVJORONG 

1 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 I 

9. STATUS 1. Pemik 2. Penyetra ii 3. Pengebb ffi 4. Pemakai ffi 5. Sengketa 

10. PEKERJAAN ffi 1. Pl4r) ffi 2. ABRr) . 3. Pansiunan, 4. Badan . 5. Lainnya 

11. NAMA SUBJEIC PAN41C 12. NPINP 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13. NAMA JALAN 14. BLOIVICAVMOMOR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
15. NAGARI /JORONG 

I i i i i i i i 1 1 1_11 1 1 1 1 1 1 1_1 1 1 1 1 
18. KABUPATEN - KODE POS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17. NOMOR KTP 
L 

18. WAS TANAH paz 19. ZONA MLAI TANAH 1111 

20. JEMS TANAH 1.1 1. Tanah + 
Bangunan 

Caletan: *) yang penghaulannm sentab-mata berasal 

iii 

dari 

2. Karding 
Stap Bangun 

gaj atau uang pensicaman 

ei 3. Tamh Koeong E 4. Fasillas Umum 

KAB. dienjulkan dihatunan berikulnya 

E. DATA .1 
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.1 • 

25. JL754LAII BitNGUNAN 

Saya menyarkan bahwainformasi ying td,it saya benlan dalam foandir reinmark Imapaannya adai ab bena, jelas dan lengkap 
mernrut kealmar ymg sebenanyL 

26. NAMA SL811EX PAYAL 
ICLASANYA 

27. TAMGAL 28. TAMATANGAN 

- Dalam hal bertindak mlalor kuma, Surat Kuma harap dilampirkan 
- Dalam hal Subjek Pajak meniallarkan szndni Ohjek Pajak, supaya 

ankru SPOP 30 uh hari thterma 

PENDA.TA 

nengpmbadcan Denah L olasi 
oleb ek P 

, \ • 

Otjek Pajak 

. 

YANG EJAUT A ABATYA BERWENNL 

29. TANGOAL fiG 

30..TAPIDATAMAN 

31. NAMMILAS 

2fr. TANCOrtLfrOliBiffin«, 

30. TANDATANL

n.NAMMELAS 

ED . Irn cri Icarn 

32,242 • I II I 1 1 I I I 32. NIP 

SICET DENAH LOICASI OBJEK PAJAK 

KE1ERANGAN: 

- Gambarkm ske demb lokaa obj ek pajalc 
(tanpa skalg yang dibubungkan dengas jalan raya,
jalanprotokol, jalan h n d Ia 1ain yarg 
mudah drIcetahni olebuman. 

- Sebudmo breasbaaspandrIcm rebdatt utaa. 
Sdama, tiranr dan barit 

ComohPenggambalm 

FORMAT ..‘"? 
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FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

LAMPIRAN SURAT PEMBER/TAHUAN OBJEK PAJAK 

5. JNS PENGGL'NAAN f7
13.«.1~ 

I. Pernanhas 

0 4. TokaApotikTasarRuko 

0 7. liottMana 

0 101aa-1ain 

rj 13Apar1eraea 

0 16.Gedung Sekolds 

2. Perkantoras Swasta f7 

111 5. Rumah SakitiThair 

e 8. BengkelGtxhatPertanan 

O 11.13ng Tidak Kena Pajak 

111 14 lompa Bensia 

i 

fi
0 

e 

3 Pabric 

6. Clab RagaRekreasi 

9. Gedung PemetintM 

12.Basgunan Parkir 

1 5.Tangki Is(myak 

6. LUAS BANGUNAN i i i i i i i 7. RULAHLANTAI 
11111 

042) 
8. THNDIBANGUN m-n 
9. THN DIRENOVASI 111 Il 10. DAYA LISTRIK 11 Il 

TERPASANG (WATI) 
1 1. KONDISI PADA 

L.111UMNYA 

12. KONSTRUKSI 

13.~ 

14 .DINOII% 

15. LANLk1 

16. LANMT-LANGIT 

0 

0 

0 

0 
i 

e 
111

1. Sanga 
Balc 

1. Baa 

1. Deerabow 
Beson,
Gtg Glamr 

i. Kaa 
Almitian 

6.11dak Ada 
1. Mamser 

1. Alcastfiri 
Jei 

e
EI 
El 

0 

0 

n 
1- 1

2.Bai 
1. Beton 

2. Gtg Betar 

~nns 

2. Beten 

2. Keranik 

2. Tapldr/.4sbes 
Itarbn 

03.sedaw
0 

li 

Ei 

0 

0

3 . Bau Bata 

3. Gtg Biasai 

Sirsp 

3 .Baat 133t2i 
Canlick 

3. Teraso 

3. lIdak Ada 

e
Ei 

ci 

D 

n 
" I

& Jeldz 

‘t Kans 

4. Asbes 

4. Kayn 

4. Lina Fet 

P4Tal 

111 

111 

O 

5. Seng 

5. Seng 

5. Semen

i.',. i ‘, •-!; H x - 

17. JUMLAHAC 
En SPlit 

[EI N‘Indow 18. AC Seraral 111 L Ala 2. Tdk Ada 

19. LUAS KOLAM 
RENANG (M2) I 

20. LUAS ITIERRERASANHALAMAN (M2) 

i I 1 I Ringm 13era 

0 l' DiPiester
O 2. Deagas 

Pdvis I I 
Sedmg Dengan Penstup 

Lara 
21. RTMLAH DGNLANIFU TNI>IANTPU 22. ANILAH LIFT 23. IL.1111LAH TANGGA 

BERTALAN 

Lbr < 0,80 M 

Lbr > 0,80 M 

EJ
00 

e 
IAPANGAN Ill Bean e em ~Paing 
TENTS 

[1:1 

[I] 

Kassal 

E] Tanab Liati 
RunNT 

24. PANJANZ PAGAR  
IN1) LUEI CARAN 

El 2- ala‘

r „,, 1 Sprinkler 
i j 3. fireAl. 

Baako 

25. PENIADAM [] 1. Hyskast [11.Arla D 2. Tidak ada 
1 Ada [i 2. Tidak adaB.413NPAGARO 1. BajaSeri 
1. Ada 0 2. Tidrk ada 0 EI 

26-1MLSALURAN j j j 27. KEDALANIAN SUMLIt Mr11 
PESPABX ARTESIS ('.k. I) 

C. DATA 
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. s:k-
211.100301[113:6416 EEJ 29.~~301) IIII 
30. DAYA IXICUNI3 31. KELLINGI 32. LUAS MEZZANINE 

''..... #....; 11111.11 ratem , i  i 111111 

• 7 --t. i 4t's P' : 

3 SB Di.xikai 13 1 Kelas 2 0 11Cilei3 0 Keles4 
VOKOIAIMILAIASAIMUS3301134 

0 3. Keles 3 3& S W4 l L Xeles I 1 Xelas 2 
• RUMAIL SAZZIVIELINK 

33. MASIIIANDUNAW l tirdesi 13 2. Bdas 2 • 3. idis 3 04. Keles 4 
36. LUAS EMILUNG iiiii 37. IS RUANI3LAINEN13 imen

AC ACSENIRAL942) 
cLAfiliAd(iA. 

38.311LAS LKella 1 El 2.Kd2 
1:1 ananwsaa (1184) 

0 2.Reicat 
03.16iAlag 3 04. Biebmg 1.2 03.Nen 

Ifid" 

39. 8651111321L l 134Denigeett 
40.111.11LBI1TANG L Shirieg 5 02.1reetee 4 

4L JUAILARICAMAR 11 i 11 111 4. LLIAS DARE0613 11 elee 43. LS2114/03 LAINEING memem 
ACSIENTRALN2) AC 1RALOW) 

(W1342) 
• 1. Tipe4 02.11pe3 03.11pe2 lipe 1 

E] Al~1(110 ,43) 
4S. ISLAS LICielm 1 0 1Xdua a I Kelai 3 l4.Xd4 

46. AILAPARTEMEN iiii 11 111 471UAS AITENG 11111 4g. L1 RUANGLA1N Ltitl 
ACSINTRAL(142) ACSENIRALGC) 

0 1:A/400:131INYAK 
40. KAPASITAS124140KI uu ii iii e  3D. 12TAK TA/4310 L 1N Aki 02. Di 13avak 

(11%146) 
132. gclua 

. 

,- \ 
se%...- 

\ i ii is • 
c• .4? 1:.• , ..,, ' , 1.- c 

54. TOLZUNIUNG IIII 11111 IIIII 
11304BALI 

55. 113L.PSNIDAMAbi ell e e 'IIl L1 II1A Ill 111111 
56. TA/613A. 

37. NAMA SLAS 

60. 1241~1~3AN 

6L NAMAJILAS 

ss.fir 1 1 i l l lIi .l J i i i ij i i l 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

\17 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 19770915 20 003 2 001 
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) 

N97 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUICUM 

SETDA TAN DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA , M.SI 
NIP. 1977091 200 3 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT DAFTAR SETORAN HARIAN 

PEMER1NTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN.DAERAH 

J1. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung 
Batusanglcar 

DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BU I DAN BANGUNAN r 
DAPTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Jorong 
Nagari 
Kecamatan 

NO. 
URUT 

NOP TAHUN 

JUMLAH PEMBAYARAN (RUPIAH) 

JUMLAH 
IRP.) 

EXT PAJAK 
TERHUTANG 
PADA SPPT 

PAJAK TERHUTANG 
PADA SKP 

STP 

PAJAK 
TERHUTANO DENDA JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 (6 + 7) 9 (4+5+8) 10 

JUMLAH - - - - 

Tanda JUMLAH SETORAN YANG Tangan DITERIMA Cap Bank 

TANOGAL : 

BANK/POS : 

\k Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA TANAH DA AR 

, 
AUDIA SA TR , H, M.SI 

NIP. 19770915 0 iO3 2 001 

BATUSANGKAR, 

PETUGAS 
PEMUNGUT 

tanggal 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 
Pajak  
MASA TAHUN 

Nama  (Nama Usaha) 
Alamat • 
NPWPD/NOPD 
Nama Pemilik / Pengelola : 
Tanggal Jatuh Tempo : 

NO. STPD 

(NOSTPD) 

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor   tentang 
Pajak , telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau 
Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

11. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, 
penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 
1. Ketetapan13ulan  NO_SUMBER STPDI • Rp 
2. Setoran : Rp 
3. Yang Belum Disetor sid Tgl. 20 (1-2) : Rp 
4. Sanksi : • 

a. Administrasi : Rp 
b. Bunga : Rp 

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) RP 

TERBILANG • 

PERHATIAN : 
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Tanah 

Datar dengan menggunakan SuratSetoran Pajak Daerah (SSPD) 
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi ICas Register atau cap/ tanda 

tangan Pejabat 
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga 2% (dua persen) perbulan. 

Batusangkar, TGL 
a.n. Kepala Badan 

Kepala Bidang 

Nama 
NIP. 

FORMAT 
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FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SURAT TAGIHAN NO. STPD 
BADAN/DINAS PAJAK DAERAH 

JIn BPHTB 

NO. BPHTB 
NAMA WAJIB PAJAK 
ALAMAT 
JATUH TEMPO 

I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten   tentang BPHTB, 
telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas 
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, 
penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Terhutang  (POKOK_PAJAK) 
2. Setoran  (SUDAH_BAYAR) 
3. Sanksi (3a + 3b) 

a. Denda 
b. Admin 

4. Jumlah yang masih harus dibayar (1-2+3+4) (JML LEBIH_KURANG_BAYAR) 

TERBILANG • 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara penerima atau kas daerah dengan 

menggunakan form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
2. Tagihan clinyatakan LUNAS apabila telah disahkan/validasi Kas Register atau cap tanda 

tangan Pejabat. 
3. Harap melakukan pembayaran atas tagihan ini  terhitung setelah Surat 

Tagihan Pajak ini terbit. 
, tgl 

a.n. Kepala 

NAMA 
NIP. 

GUNTINGDISINI 

NO. STPD 
NO. BPHTB 
NAMA WAJIB PAJAK 
ALAMAT 

Penerima 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA TANAH DATAR 

AUDIA SAPIT S M.SI 
NIP. 19770915 2 00 3 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAF'TARAN, PERMOHONAN PENELITIAN 
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB DAN PENGAJUAN DATA 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

TIERIPIKATOR BPHTB 

Hari/Tanggal 
Notaris/ PPAT 
Nama Wajib Pajak •  
Alamat Wajib Pajak •  
NOP 
Alamat Objek Pajak •  
Nomor HP WP 
Nomor BPHTB 

No URAIAN Ada/Tidak 
Ada 

Ket 

1 Identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu 
Tanda Penduduk/Surat Izin 
Mengemudi/ Paspor) 

2 Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal 
dikuasakan) 

3 Kartu Keluarga atau Surat Keterangan 
Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi 
waris 

4 Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal 
dikuasakan) 

5 Sertifikat Tartah 
6 Surat Pernyataan Hibah bila hal ini 

dihibahkan 
7 Surat Pernyataan dari Pembeli dan Penjual 

yang diketahui oleh Notaris/PPAT yang 
menerangkan harga jual Tanah/Bagunan 
sebenarnya (Materai 10.000) yang telah 
ciilegalisasi Notaris/PPAT 

8 Bukti Lunas Pembayaran PBB 
9 SPPT PBB 

10 Kwitansi Jual Beli 
11 Photo Lokasi 
12 Sket Lokasi Objek 

CATATAN LAPORAN ALUR DOKUMEN : 

FORMAT .14 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB 

PORMULIR PERMOHONAN PENBLITIAN SSPD-BPHTB 

Lampiran 

Hal 

1 (satu) set 
Penyampaian SSPD BPHTB untuk 
diteliti 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
Kabupaten Tanah 
Datar 

Yang bertanda tangan di 
bawah ini: 
Nama 
Wajib 
Pajak 

NPWP 

Alamat 

Bersama ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteliti atas 
dan/atau bangunan berilcut: 

NOP 

Alamat 

Nagari 

Kecamatan : 

Kabupaten : 

perolehan hak atas tanah 

Terlampir dolcumen sebagai 
berikut: 

SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Tran.snksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB disertai (1) 
bukti Penerimaan 
Daerah (BPD/BANK 
NAGAR1*) 

(2 Fotocopy SPPT/Bukti Lunas PBB 2 tahun 
) teralchir 

Fotocopy identitas Wajib Pajak
(3) berupa 

(4) Surat Kuasa dari Wajib 
Pajak**) 
Fotocopy identitas Kuasa Wajib 

(5) Pajak**) 

(6 Fotocopy Kartu 
) NPWP 

Fotocopy sertifikat 
(7) tanah 

Surat Keterangan Kepemilikan dari Wali (8) Nagari: 
a. Perubahan dan Pemindahtangan data 
subjek pajak 
b. Kepemilikan tanah beserta luasnya, jilca tidak 
ada sertilikat 
c. Tanah kosong/tidak ada bangunan, jika dalam SPFT PBB nya 
kosong bangunan 
Surat pernyataan dari Notaris/PPAT yang menerangkan harga jual tanah/ bangunan 

(9) sebenarnya (Materai 10.000) 
Surat Keterangan NJOP dari KPP Pratama untuk SPPT yang tidak sesuai dengan kondisi ( 10) 
sebenarnya 

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian 
SSPD-BPHTB. 

Keterangan: 
coret yang tidak .) 
perlu 

**) dalam hal .‘!) 
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**) dalam hal dilcuasak Batusangkar, 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib 
Pajak*) 

PENELITIAN 
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung 
dari Wajib Pajak, 
dengan ini karni menyatakan 
bahwa: 
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah 
sesuai 
- Nilai BPHTB tentang yang tercanttun dalam SSPD BPHTB 
telah sesuai 
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan telah lengkap 

Batusangkar, 
Petugas 
Pelayanan 

DATA OBJEK PAJAIC 

Dengan hormat, 
Di bawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses pene1itian SSPD-BPHTB, yaitu: 

1. Nama Wajib Pajak .• 

2. NPWP .• 

3. Perolehan Hak Selama Tahun . 
Berjalan 

a. 

b.  

c.  

d.  

e.  

4. Nomor Objek Pajak (NOP) .• 

5. Letak tanah/bangunan .• 

6. Nagari .• 

7. Kecamatan • . 

8. Kabupaten : TANAH DATAR 

Perhitungan NJOP PBB .• 

Luas NJOP PB/ m2

Uraian. (Diisiluas tanah dan/ atau 
bangunan yang haknya 

diperoleh) 

(Ditsi berrlosarkan SPPT PBB 
tahun terjadinya perolehan 

hak/Tahun. ) 

Luas x NJOP/ m2

Tanah (bumi) 9 Rp. 11 Rp. 13 Rp. 

Bangunan 10 Rp. 12 Rp. 14 Rp. 

15 Rp. 

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, Terima Kasih. 
Batusangkar, 

Petugas Pengelolaan 
Data as Informasi 

FORMAT ...t•S 
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FORMAT PENGAJUAN DATA 

PORM PENGAJUAN DATA 

Dengan hormat, 
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini mengajukan 
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas: 

Nama Wajib Pajak 

NPWP 

Serta data objek pajak atas 

Nomor Objek Pajak (NOP) 

: BUMI DAN BANGUNAN 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

Batusangkar, 
Petugas Pelayanan 

ii 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

kl) SaLinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SA T SH, M.SI 
NIP. 1977091 2e,0032OO1 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XVII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB) 

(lembaran 1-5) 

* 

,.....____, 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD - BPHTB)

$(NoPendaftaran} 

l_embaran 1 
Untlik Wajib Pajak 

BERPUNG10 SEBAGAI SURAT PE1M3ERITAHUAM OBJEK PAJAK 
KilneaDlnes) 

PERHA71AN: Becelah pehmuk parnman pede heleman belakang lember n tedabill delakt 
Na 13PIIT8 5[NO EIPHTB TERBIT) 

ft 1. Neme Wajb Pajek SINFA—WP) 
2 NPWPD : $14PdsP) I I 
3. Narnst Wajib Pajak 14JAIMAJAP)148LO(_KAV_NO_VVP) 
4. Negad/Jorong spoZEUJRAHAN_WP) 5. FIT/RW i(RT_WPYRRw_PiP/ I I 
& Kacamatan : SFECAMATAN 1AP) I I 
7. Kabupeten : SpCOTAJAP) 8. Kade Pos S(KD_POSJA/P) 

E 1. Ncrear ObJak Pnek (NCP) PER ' s(N0P) 
2. Lolak Taneh den Bangunen . 11(JALAN_OP) 5(BU3K_KAV_NO_OP) 
3. NegadlJorang SplametIchaehen0p) 4. RTJRW SIRT_WP) SIFPN—WP) 

5. Kacarnatan i(NenteKecamatenOp) 
6. 
KahupetenfKate 

: $(14amaKateOp) 

P NJOP PBB: 
raien Luas NJOP PE3Bana 

(Diest lues tanah dan/ateu bangunan (Ditsi berdesedun SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBBimx 
ying taknya dperoleh) Te/Mdlnya perdehen halc/Tehm..) 

Taneh (Bmni) 7 $9..UAS TANAH) m. 9 Rp S(NJOP TANAH 142) 11 RPRN"— TAN
AH) 

Indul 7 x 
arsda 9 

B engunan 8 S(LUAS_BANGUNAN 
) 

ins 10 Rp II(NJOP BNG M2) 12 Rpith1.10P_BNG) affka e x anda 10 

NJOP P88 : 13 RpS(NJCP_TOT 
AL3 

amgka jj s 
asma t2 

14.Herga Transaltsi/Niai 
Pasar RP SIHRO 1RANSAKSI) 

15. Jenis perokhen hak ates tanah daVatiu bengumn: $(1CD_PEROLEHAN) - S(NAMILPEROLEHAN) 
16. Noncr Sedificat s(No SERIIRKAT) 

C AKUMULASI NItAl PEROLEHAN HAK SEBEWLINYA 
0 PENGFIFTUI4GAN BPHTB (14Anya trasi berdesaiken penghitungen Wajib Pajak) Dalem Fbmieh 

1. Nlei Peafthan Cbjek Pajek (NPOP) menmerhallcan olei pada 13.13.. B.14., den C 1 Ftp 8INPOP3 
2. NIlei Pendahm Objek Pnak Tenk Kene Pnek (NPOPTKP)memperhaliken nIal peds C 2 Rp 9114POPTICP) 

3. 1111ai Paidahan Objek Pajak Kene Pajek (NPOPKP) 
angka 1 — 

3 Ftp SP4POPICP) angka 2 
4. Ben Peudahen Ink Atas Tanah dan Branunan yang Terutern 5% x angke 3 4 Rp $(BPHTB_TERHUTANG) 

E Jundah Stican Berdesadtan : 
zips lirTUNG S 
ENDIR8 a Perhibmgan Wq9, Pajek 

R1R—JRS—Riq 
b. STPD BPHTEUSKPD 
KURANG BAYARJ 

SICPCKB TAIA13AHAN *) Namar IANO_SRT_KETETAPA Ta, l : S(TGL_SRT K 
10 ETETAPANI 

R/R—(URANG— 
HITUNG SENDI 
RI) 

c. Pengurangan dhltung sendid 
• mereari : 

14RD—A
LSJEF 
11 

$(1CD_,ALS 
883" % Berchsadon Peraman 13114: 8110_13PH18JERBIT) 

d. 
S()SR SETORAN USINNYA) 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan hunit) 

1 RP j suwina DISETOR) 901/1117B DISE-R2R lERBILAM13)RUPIAN 
(1ardeserken judelungen 134 den pullhen di E) 

*) Cast yang tidak pedu 

$(11amaKata0p), 
WAJIB PAJAK/PENYETOR 

1~38~1 

ME NGETAHUI: 
PPAT/NOTARIS 

$INAMA PEJABAT) 

DITERIMA OLEH : 
TEMPAT PE1ABAYARAN BPHTB 

Tanggel : «Tanggel8ayal 
S(NoTransaksi) 

arnI1IN_Kmffigol 

Todah Divertlicasi : 
 $(NimaDbles) 

Ilanut lingkap das anda 
Mum 

tsana Imjnap, stempel die tinda 
negan Name langkap. smnpel den nada tenen Ilana lenkap I.  mich hages 

Hanyn disi aleh patmes 
$(11ameDines) 

I Immar Dcaumen 
j NOP PBB Baru 

. 

BUPATI TANAH DATAR, 

tt.d. 

EKA PUTRA 
‘41 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SE'TDA TANAH DATAR 

AUDIA 14, M.SI 
NIP. 19770915 # e 3 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

(KOP DINAS/BADAN) SSPD 
(ENTRAT SETORAN PAJAK DAERAH) 

Tahun :  No. ... ..... 

NAMA .• 

ALAMAT • 

NPWPD 

Menyetor berdasarkan *) 

Masa 

 SKPD 

 SKPDT 

SICPDKB 

 SICPDICBT 

Pajak: Tahun  

 STPD 

 SPTPD 

SK Pembetulan 

 SK Keberatan 

: No 

  Lain-lain 

Urut : 

No Ayat Jeais Pajak Jumlah 

Jumlah Setoraa Pajak 

Dengan huruf 

Diterima oleh, 
Petugas tempat pembayaran 

Tanggal 
Tanda Tangan : 

Nama Terang : 

Batusangicar, 

Penyetor 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SE'TDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFIT H, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XIX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 
PAJAK BARANG JASA TERTENTU 

FORMAT SPTPD HOTEL 

PESERINTAN ICA8UPATEN TANAN DATAR 

BADAN PBIGELOLAAN PEMAPATAN DAERAH 
.0. Suitan Alarn Sagagarayan Pagaruyung 

Satuaangkar 

No. SPTPD : 

N asa p ei sk , 

Tahon Pajak : 

SPTPD 
SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 

PAJAK SARANG JASA TERTENTU ATAS JASA PERNOTELAN 
NPWPD 

Ilepada Yth. 

nn i Bapak Bupial Taneh Datar 
Cq. Kapade Baden Pangdolaen Pertdapdart Dearah 
Kabytaten Tanah Datar 
dl 

PERHATIAN : Batuessigkar 

1. Harap chist dalam rangkap (2) dituks dengan huruf CETAK 
2. 13eri nomor pada kotak i I yang tersedia untuk jaaraban yang diberikan 
3. Setekth disi dan ditanda tangard. harap diserahkan kembati kepado Badan Pendapatan 

 PalIng lambat tanggal  (081cialAssesment) dan Tanggai 
dure puluh bulan berikutnye (SellAssesment) . 

4. Katertambatan Penyerahan darl tanggal tersebut diatas akan dfilakuican Penstapan secara Jabalan 
untuk IM)  yang bardasarkan Official Asseranent dan Denda untuk INP yang berdasarkan Self Assesment 

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORM4 

1. NaMe Wajib Pajaic .  
2. Alamat WP/OP : 
3. Golongan Hotel 01. Bintang rega 04. Melati Tiga 07. Ekonomi 

02. Bintang Dua 05. Melati Dua 08. Lainnya 
03. Bintang Satu 08. Metati Satu 

4. Tarif dan jumlah karnar Hokel : 
No. Gokmgan Karnar Kamar Terial Tarif Kamar Jumlah Pernbayaran 

5. Menggunakan Kas Register 1. Ya 2. Trdalc 
8. Mangadakan Pernbukuanffencatatan 1. Ya 2. Tidak 

B. DINNOLEH PENGUSAHA HOTEL. SELF ASSESMENT 
1. Jumlah pembayaran dan payalc tarhutang untuk masa pajak sebedurnnya (Akumulasi dari arral 

masa pajak dalam tahun pajak tertentu): 
a. Masa Pajak • Tgl sld 
b. Desar Perigeneen (Jurnlah Pembayaran yang diterima) : Rp. 
c. Tarif Pajak (Sesuai dengan Parda)  % 
d. Pajak Terhutang (brec) " RP• 

2. Jumlah Pembayeran dan pajak terhulang untuk masa pajak sekarang (larripirkan foto copy Dokumen) : 

a. Masa Pajak - Tgl sid 
b. Dasar Pengenean (Jurnlah Pembeyaran yang diterima) : Ftp. 
c. Tarif Pajak (Sesuai dengan Perda)  % 
d. Pajak Terhutang (bm) " RP• 

Dengan menyadarl sepanuhnys akan segala akbat termasuk sankai-senIcsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang bertaku. saya atau yang sily* beri kuaes manyataken bahwa ape yang torieth kami beritahukan tersebut diatas baserta 
larnpiran-Iamplrannya aclalah beneir. lenglaap dan jelas 

0. DIMI 04JEH PETUGAS I 
 20 

Waja, Pajak / Kuasa INakb Pajak 
Oiltartna tanegail : 

Nama Patugas : 

NIP - 

FORMAT 
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FORMAT SPTPD RESTORAN 

PEMERINTAN KADUPATEN TANAN DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAN 

JI. Sultan Alam Bagagarayah Pagaruyung 
Batusangkar 

No. SPTPD : 
masa p ajak : 

Tahun Pajak : 

SPTPD 
SURAT PEILISERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 

PAJAK BARANG JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAWATAU MINUMAN 
NPWPD 

Kapads Yth. ri n Bapak Supell Tanah Dater 

PERHATIAN : 
1.-Harap dlisi datarn nangkap (2) ditulis dengan huruf 

Cq. ICapadaBsdan Pengslolaan Pandspitan Daerah 
Kabupdan Tanah Datar 
dt 
Baturangkar 

CETAK 
untuk jawaban yang dibenican 

kembah kepada Badan Pendapatan 
(015cIa1Assesmerd) dan Tanggal 

• 
rhatas akan dfialculcan Penetapan secara Jabatan 

dan Denda untuk WP yang berdasarkan SelfAsseantent 

2. Beri nomor pada kotak r- i yang tersecha 
3. Sakelah dfmr dan dianda tangani. harap driserahltan 

 Pafing tambat tanggal  

dua pubh bulan berdcutnya (SelAsseement) 

4. Katerlarnbatan Penyerahan darl tanggrd tersebtd 

untuk IA, yang berdasarkan 01ficialAsseament 

A. DBSI OLEH PENOUSAHA RESTORAN 

1. Nama Pamilik Ftestoran -  - 
2. Men* Restoran : 
3.Jents Restoran 

02 Restoran 03. Kedai Nasi/CaleAtinuman 04. lain-lain yang 

2. Ticlak 
diusahakan 

2. Tidak 

01. Rumah Makan 
4. Menggunalan Kas Register 
5. fAengadriken Pernbukuan/Pencatatan 

i 1. Ya 
1. Ya 

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESNIENT 

1."Jundah pernbayanin dan-pajak terhutsmg untuk masa pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal 
masa pajak detam tahun pajak tertentu): 
a. Masa Pajek : Tgl s/d 
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pernbayaran yang dterima) : Rp. 
c. Tarif Pajak (Sesuai dengan Perda) : % 
d. Pajak Terhutang (bxc) : Rp. 

2. Jumlah Pernbayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy Dokumen) : 

a. Masa Pajak : Tgi skt 
b. Dasar Pengenaan (Jumbh Peinbayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tard Pajak (Sesuai dengan Parda) : % 
d. Pajak Thrhutang (bxc) : Rp. 

C. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segeke akibat 
yeng berlaku, saya atau yang saya beri larasa menyatakan 
lampkart-lempirannya adalah banar. Iengkap dan 

termasuk 
bahwa 

jelas 

sanlosi-sanicsi sesurd dengan katentuan perundang-undangan 
aps yang telah kami beritahukan tersebut Nattis beasda 

 20 
lAripb Pajak / Kuasa Wajib Pajak 

D. DOSI OLEH PETUOAS 1 

Diterima tanggat : 

Nama Petugas

- HIP . 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SPTPD KESENIAN DAN HIBURAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAN 
Ji. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 

Batusangkar 

No. SPTPD • 

Masa Pajak • 

Tahun Pajak •  

NPWPD 

,   

SPTPD 
SUFtAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAEFtAH 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 
ATAS JASA KESENIAN DAN HIBUFtAN 

PERHAT1AN : 

Kepada Yth. 
Bapalc Bupati Tanah Datar 
C4 ICepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kab. Tanah Datar 
di Batusangkar 

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Beri nomor pada kotak   yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 

3.,Setelah dIISi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BAPPENDA 

Paling lambat tanggal  (0ffic1a1 Assesrnent) dan Tanggal 

dua puluh bulan benicuhlya (SelfAssesment) 

4. Keterlambatan Penyerahan dan tanggal tersebut diatas akan ditakukan Penetapan secara Jabatan 

untuk VVP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda VVP yang berdasarkan Self Assesment 

A. DIJSI OLEH PENGUSAHA KESENIAN DAN HH3URAN 

1. Hthuran yang di selenggarakan 

01. Tontonan Film atau Audio Visual lainnya 

02. Pergetaran Kesenian. Musik, 

Tari, dan/atau Busana 

03. Kontes Kecantikan 

04_ Kontes Binaraga 

05. Pameran 

06. Pertunjukan Sirlcus, Akrobat dan Sulap 

07. Pacuan Kuda dan Perlombaan 

Kendaraan Berrnotor 

2.'Harga Tanda Masuk yang diberi 
a. Kelas   Rp. 
b. Kelas   Rp  

c. Kelas   Rp. 

08. Permainan Ketangkasan 

09. Olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang 
daniatau peralatan dan pedengkapan untuk olah raga 

dan kebugaran 

10. Rekreasi wahana air, wahana ekologi. wahana pendidikan, 

wahana budaya, wahana salju, wahana permainan. 

pemancingan. agro wisata dan kebun binatang 
11. Pijat Refieksi 

12. Karaoke, Mandi Uap/spa 

3. Jumlah Pertunjukan rata-rata pada hari biasa 

Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari Nbur/minggu 

( Khusus untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya. pagelaran musik dan tan) 

4. Jumlah Pengunjung rata-rata pada hari biasa 

Jumlah Pengunjung rata-rata pada hari Libur/minggu 

5. Jumlah meja/mesin/peralatan/perlengkapan 

(Khusus untuk permainan ketangkasan, olah raga permainan) 

6. Jumlah kamar / Ruangan 

(Khusus untuk olah raga permainan. pijat refleksi. karaoke. mandi uap/spa) 

7. Apakah perusahaan penyedia karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu 
Jika Ya berapa jumlah yang beredar : buah 

8. Penjualan jumlah karcis yang beredar. .   : 1. Ya 2. Tidak 

9. NIelaksanakan pembukuan/pencatatan : 1. Ya 2. Ticlak 

 Kali 

 Kali 

 Orang 

 Orang 

 Buah 

: 1. Ya 2. Tidak 
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B. DIISI OLEH PENGUSAHA KF-SE/NAN DAN HIBUFtAN SELF ASSESMENT 

- 
1. Jumlah pembayaran pajak terhutang untuk masa pajak sebekannya (akumulasi dari awal masa pajak 

dalam tahun pajak tertentu) 

a. Masa pajak • Tgl skl 

b. Dasar pengenaan (lumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 
 % c. Tarif pajak (sesuai dengan Perda) 

d. Pajak terhutang (bxc) : Rp.  

2. Jumlah pembayaran pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen) 

a. Masa pajak : Tgl s/d 

b. Dasar pengenaan (jumlahpernbayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tarif pajak (sesuai dengan Perda)  % 

d. Pajak terhutaig (bxc) : Rp. 

C. DIISI OL.131 PENGUSAHA KESENIAN DAN HKIURAN OFRCIAL ASSESMENT 

• a. Masa pajak • Tgl sld 

Rp. b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : 

D. PERNYATAAN 

Dengan rnenyadari sepenuhrwa akan segala akbat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kamt beritahukan 

tersebut diatas beserta larriptrannya adatah benar, lengkap dan jelas 

 , 
lAkai6 Paiak 

(nama jelas 

E. DIIS1 OLEH PETUGAS PENERIMA BAPPF_NDA 

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki : 

1. OffocialAssesment (dihitung dan ditittapkan oleh pejabat BAPPENDA) 

2. Self Assesment (menghltung dan menetapkan pajak sendiri) 

Ditetaplcan tanggal : 

Nama Petugas 
NIP 

TANDA TERIMA 

NPWD - 
NAMA 
ALAMAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAF 7  SH, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 

GUNTING DISINI 

No. SPTPD : 

Batusangkar. 
Yang Menerima 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMUL1R PENDAFTARAN REKLAME 

PEMERINTAH ICABUIWIEN TANAH DATAR 
BADAII PENGELOLAAN PIWIDIAPATAN DABRAM 

J1n. Sultan Alam Bagagarayah Pagarayung 
BATUSANGICAR 

PiIIDAIFTARAW PAJAIC mAN 
TABUII - 

L NAINIA WAJIB PAJAK 

Prthadi/Badan 

b. Akunat 

c. Telefon/HP 

11. NAINIA PIEKANOGUIG PI/JAIL 

a. Penanggung Jawab - 

b. Alamat 

c. Telefon/HP 

DATA RICICLAING1 

a. Konten Reldame 

b. Jenia Reklame 

c. Lokatd 

d. Konatnikai 

e. Keterangan 
Tambahan 

Nagari
Kecamatan : 

: Panjang Meter 

Lebar Meb3r 

13ahan 

Jumlah Mulca/Sini 

Batusangkar, 

Petugaa Pemffic Uaaba 

Catatan : 
1. Leinbar Pertaina untuk BXD 
2. Lembar Xedua untuk Wajth 1Pajak 

•,1 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA I3AGIAN HUKUM 

SETDA TANAH DATAR 

AUDIA f SH, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
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LAMPIRAN XXI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

PENDAPTARAN PAJAK AIR TANAH 
TAHUN • 

I. NAMA WAJIB PAJAK 

a. Pribadi/Badan 

b. Alamat 

c. Telefon/HP 

II. DATA IISAHA 

a. Nama 

b. Kategori FNA 

c. Lokasi 

d. Surat Izin Tempat Usaha 

e. Surat Izin Usaha 

f. Nilai investasi 

g. Umur Produksi   tahun 

h. Volume produksi per hari   m3

Batusangkar, 

Petugas Pemilik Usaha 

Salin.an sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

t` 
AUDIA S 

1d, 
SH, M.SI 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

NIP. 1977091 200003 2 001 
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LAMPIRAN XXII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERrTAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

PENERINITAN KAIMIPATell TAIMPADMAR 
' DADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAll 

J. Sulen Alsin Nesseampih Paffuyung 
DaNumnikar 

So 8PTPD • 

ilese PaNik  

Tahun Padlik -  

SPTPD 
SURAT PENDERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 

WLINK IfiENDRAL aliKAN DAN 166n1AN 
NPWPD Kopeoda 153. 

E1- 11  l I I enpak Dapna lanak Damar 
  eq.Kawnla Wollen Paagalakan Piondupania Daank 

likarpffilanTanah Ikaw 

11~, 
PERNATIAN : 
1- 11~10 d56 dWgn 166036 (2) diluda dangan hund CEMIC 
2. Oooi exinar peda kakek yang 1araadia untakjanraban yang dibadlan 
& Saielan dad den ditarda harap disasaldram kinabal tapacla Badan Pandapasan 

 (011WWAsanarnang dan tanegal 
hadbanya WallAsawanant) 

Kalarlandbalan Panyaraken dadienigal arsabut dialea akan diakakan Panatapan ascara Jahalan 
antuk WP yang bendinaidian OfficialAwsament den Derda uffiukINP wing berdeserlain ealkawarnant 

A.WMIIOLEN ININGUSANA / PIENAIWANG 

Naina Dadan / Pananwha 
2. Alnonat 
& Nama Pamban Kana (Dinies~ • 
4_ Nanwo lobairew 
5. Lakosi Negistan 
6. Namor Konfteli 

R. Diel 03.164 P6NOWIANA / PIENANDA146 
1. Tamapat Pananibangan PanganWhen Dahan 

Wiann Lagam dan Dalunn 
2. Janla INneral Bakan Logain dan Bahan •t. ... ____ ....... _ .... — .... ........ ...... ....... 

2. 

5  
6  
7. 

3. Dater 
JIMIlli 15-1-4410 L41414141aii 80bun liglirPaisk ! Piplic Tadadeng 

2 
3 
4 
$ 
8 

8 
1) 

4. Jummill% Papik Tarhutang : Rp  
6. alaaa Pajek 118,9661 

Offingan menyasaa aspandinya akan segas atiNea Nriviseuk sankai~i aossuat ciengere kansaluan prundantrundow 
pone barieku. asy• aliou yang arns laneas manyal*an Waream epa reng adan kasai tennaihuhan tanwOut dians beaaran 
imenpirawaimpirannya ben" langkap dan halw. 

 .20 
181088 Papic / KussaRipb Paink 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan. aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA TANAH DATAR 

AUDIA SAF , SH, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

PIIMIRINTAILAN ICABUPATEN TANAH DATAR BKPD 
BADAN PENGICLOLAAN PERDAPATAN DAERAH 

JL Bultan Alam Bagagamyah Pagarayang PAJAK SARANG BURUNG WALET 
Batosangkar 

Masa Pajak •  
Tahun • 

NAMA 
ALAMAT 
NO. TELP/HP 
NPWPD 
Tanggal Jatuh • 
Tempo 

No. 

No Ayat Jenis Pajak Jumlah 

Perhitungan ptijak sarang burung walet Rp  

ID Bill Number : {BILL NUMBER} 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 
Jumlah Saksi a. Saksi 

: b. Kenaikan 
Jumah Keseluruhan 

Dengan Huruf : fift frotalPajakTerbilang) 

Rp 

Rp 

Perhatian : 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BAPPENDA atau Kas Daerah (Bank Nagarl) 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak 

SKPD ini diterima dikenalcan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan 

Gunting di sini 

Batusangkar, tgl 
An. Kepala 
Kepala yang mebidangi 

Namm 
NIP. 

TANDA 
TERIMA 

NPWP 
NAMA 
ALAMAT 

41) Salinan sesuai dengan aslin.ya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S 
NIP. 19770915 

H, M.SI 
03 2 001 

No. SKPD 

Yang Menerima 
Tahun 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
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LAMP1RAN XXIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

SURAT PERINTAH PEMERIESAAN 
NOMOR • 

Kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini : 

No. NAMA/NIP PANGKAT/ GOL JABATAN 

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 terhadap wajib pajak : 
Nama 
NPWP 
Alamat 
Masa & Tahun Pajak • 
Kode/Kriteria Pemeriksaan 
Tujuan Pemeriksaan • 

  tgl 
a.n. KEPALA BADAN/DINAS 

NTP: 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S
NIP. 19770915 0 03 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TEG1URAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
n BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Yth. 

Nama : 
NPWP : 
Alamat : 

SURAT TEGURAN 
NOMOR: 

Menurut data kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai 
berikut : 

Jenis Tahun Nomor 8s Tanggal Tanggal Jumlah 
Pajak Pajak STPPBB/STP/S1CPKB/SKPKBT/ 

SK Pembetulan/SK Keberatan/ 
Putusan Banding/Putusan Peninjauan 

Kembalil 

Jatuh Tempo 
Pembayaran 

(Rp) 

Jumlah 

Jumlah 

Untuk mencegah tindakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta 
kepada Saudara agar melunasi jumlah Utang Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh 
satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran ini. 

PERHATIAN   tgl 
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 
JANGKA WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) 
HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT 
TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU 
ITU, TINDAICAN PENAGIHAN PAJAK AKAN 
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN 
SURAT PAKSA 

(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP) 
(Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 189/PM1C.03/2020 

, 
a.n. ICEPALA BADAN/DINAS 

( ) 

*) dipilih yang sesuai 

FOR1v1AT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANG1CAR 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN snxrrnu DAN SEICALIGUS 
NOMOR • 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpEijakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Palcsa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini 
diperintahkan kepada Penggung Pajak atas Wajib Pajak: 

Nama 
NPWP 
Alamat • 

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak sejumlah Rp 
menurut perincian sebagai berikut: 

Jenis 
Pajak 

Tahun 
Pajak 

Nomor & Tanggal Tanggala 
Jatuh Tempo 
Pembayaran 

Jumlah 
(RP) STPPBB/STP/SKPICB/SKPKI3T/SK 

Pembetulan/SK Keberatan/Putusan 
Bandin.g/Putusan Peninjauan 

Kembalil 

Jumlah 

Jumlah 

Paling lambat pada hari tanggal bulan tahun 

*) Dipilih yang sesuai. 

 , tgl 
Kepala Badan/Dinas 

FORMAT 
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FORMAT SURAT PAKSA 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

SURAT PAKSA 
NOMOR • 

DBMI READILAN BERDASARRAN RETUHANAN YANG SIAHA ESA 

Menimbang bahwa penganggung Pajak atas Wajib Pajak: 
Nama 
NPWP • 
Alamat 

Bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak 
sebagaimana tercantum sebagai berilcut : 

Jenis 
Pajak 

Tahun 
Pajak 

Nomor 8s Tanggal Jumlah (Rp) 

STPPBB/STP/SKPKB/SKPKI3T/ SK 
Pembetulan/SK Keberatan/ 

Putusaxt Banding/Putusan Peninjauan Kembalil 

Jumlah 

Dengan ini: 
1. Memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang Pajak tersebut 

ditambah dengan biaya Penagihan Pajak ke Kas Daerah/Negara dalam jangka walctu 
2X24 (dua kali dua pulult empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini; 

2 Memerintahlcan kepada Jurusita Pajak yang melaksanalcan Surat Paksa ini atau 
Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutIcan pelaksanaan Surat Paksa, 
untuk melaksanalcan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila 
dala jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak 
dipenuhi; 

3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenalcan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PERHATIAN 
UTANG PAJAIC HARUS DILUNASI 
DALAM JANGKA WAKTU 2X24 JAM 
SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT 
PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAICTU 
ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK 
AKAN DILANJUTICAN DENGAN 
PENYITAAN. 

(Pasal UU Nomor 
Sebagaimana telah diubah dengan 
UU 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 
a.n. KEPALA BADAN/DrNAS 

dipilih yang sesuai 

FORMAT 
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FORMAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAII 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAICSA 
NOMOR - 

Pada hari ini  tanggal  bulan  tahun  atas 
perintah  yang memilih tempat kedudukan di  saya juru sita 
pajak pada. bertempat kedudukan di 

MEMBERITAHUICAN DENGAN RESMI 
Kepada saudara.  bertempat tinggal di  berkedudukan 
sebagai Surat Paksa Nomor tanggal dan 
saya, Jurusita PaJak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada 
Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak supaya dalam jangka walctu 2x24 
(dua kali dua puluh empat) jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu haru.s 
menyetor ke Kas Daerah sejumlah Rp  
Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Biaya Penagihan Pajak. Dalam hal 
Penaggung Pajak tidak membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka harta 
bendanya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak alcan disita dan 
dilakukan penjualan secara lelang/penjualan yang dikecualikan dari penjualan secara 
lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya 
Penagihan pajak ini. 

Surat Paksa ini dapat clilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. 

Saya, Jurusita Pajak, telah/tidak dapati menyerahican salinan Surat Paksa ini") 
kepada  selaku  bertempat di 
disebabkan  adapun kondisi pada sat Surat 
Paksa cliserahkan sebagaimana diurailcan berilcut ini: 

 dst 
dengan meninggalkan salinan Surat Paksa karena Penanggung Pajak 
menolak untuk menerima Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah 
diberitahukan. 
oleh karena Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat 
usaha, atau tempat kedudukannya sehingga pemberitahuan Surat 
Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan 
pengumuman kantor pejabat/media massa/cara 
lainnyal 

Yang menerima snlinan Surat Paksa Jurusita Pajak 

Jabatan 

FORMAT 
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FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 

PEMERINTAH KAPUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENG:ELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

SURAT PERINTAH MELAKSANAICAN PENYITAAN 
NOMOR • 

Oleh karena Penanggung Pajak atas Wajib Pajak: 

Nama • 
NPWP • 
Alamat • 

Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa : 
Nomor Tanggal Penerbitan Tanggal Pemberitahuan 

Namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus 
dibayamya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-
Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
 tentang Penagaihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan 
kepada : 

Nama • 
Jabatan : Juru Sita pada 

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang 
tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak termasuk milik istri atau suami dan 
anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sepanjang tidak ada 
perjanjian pemisahan harta baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 
kedudukan, atau tempat lain Wajib Pajak/Penganggung Pajak termasuk yang 
penguasaarmya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin.kan sebagai pelunasan 
utang tertentu. 

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang telah 
dewasa, penduduk Indonesia, dikenal Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. 

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan kepada Penganggung 
Pajak dan pihak terkait dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan 
penyitaan. 

 , tgI 
a.n. KEPALA BADAN/DINAS 

FORMAT 
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FORMAT BERITA ACARA PELAICSANAAN SITA 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
 (1) 

BER1TA ACARA PELAICSANAAN SITA 
NUMCIR (1) 

Pada hari ini   (3) tanggal  (4) bulan   (5) tahun (6) atas 
kekuatan Surat Perintah Melalcsanalcan Penyitaan  (7) Nomor  (8) tanggal 
 (9) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 

ya 
Nomor Tanggal Pemberitahuan Tanggal Penerbitan 

 (11)  (12)  (13) 

maka saya, Jurusita Pajak 14 , dengan dibantu 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, pendud 
Indonesia, dikenal Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya, yaitu: 
1   (15) pekerjaan (16) 
2   (17) pekerjaan (18) 
telah datang di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak: 
Nama  (19) 
NPWP  (20) 
Alamat/tempat tinggal  (21) 
untuk melalcsanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak karena yang 
bersangkutan masth memiliki utang k sebagaimana tersebut di bawah ini: 

lenis 
Pajak 

(22) 

Tahun 
Pajak 

Nomor & tanggal STPPB EVSTP/S KPKB/S 
KPKBT/ 

SK.Pernbetulan/SK.KeberatarVPutusan 
Bandreg/Putusan Peninjauan Kembalr) 

Jumlah utang pajak 

(23) (24) (25) 

Surat Perintah Melaksanakan 
• Penyitaan dapat dilalcsanakan 

Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: 
sebagai berikut: dengan perindan barang-barang yang telah disita adalah 

I Jenis barang bergerak Uraian Terletak di: Taksiran harga: 
 (26) (27) (28)  (26) 

11 lenis barang tidak Uralan Terletak di: Taksiran harga: 
bergerak 

(30) (31)   (32)   (33) 

• Penyttaan tidak dapat dilaksanakan karena: 

• Objek Sita tidak dapat ditemukan karena: 

(34) 

(35) 

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahlAra: 
1. utang pajak dan biaya pereagihan pajak harus dilunasi dalam jangka walctu 14 (empat belas) hari setelah 

dilalcsanakan penyitaan dan setelah batas walctu itu akan diajukan penjualan barang sitaan; 
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual melalui penjualan secara lelang atau penjualan yang 

dikecualilcan dari penjualan secara lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian. 

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjL 
 (36) yang beralamatibertempat tinggal di   (37) sebagai 
penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai 
bukti ia menerima penurrjukan itu. Penursjulcan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, 
yang turut pda menandatangani berita acara dan salinan-salinannya. 

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan pihak 
terIcalt. 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Jurusita Pajak, 

(38) (39) 

Penanggun.g pajak 
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 (40) Penanp,gung Pajak, Saksi: 

Penyimpan, 

(41) 

(43) 

1. (42) 

2. (44) 

Biaya penagihan pajak atas Pelaicsanaan Penyitaan sebesar (45) ( (46)) 

CATATAN: 

Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau menggelapkan barang- barang sitaan ini adalah perbuatan yang 
diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A UU PPSP dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH 
Pidana. 

FORMAT .4) 
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FORMAT SEGEL SITA 

PEMERINTAH KABI:JPATEN TANAH DATAR 
BA,DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAII 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

• • 

. DISITA 

KUTIPAN BERITA ACARA PELAK.SANAAN SITA ATAS 
BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK, 

NOMOR 
TANGGAL 

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, 
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA 

MEMINDAHKAN HAK, MEMINDAHTANGANKAN, MENYEWAICAN, 
MEMINJAMICAN, MENYEMBUNYIKAN, MENGHILANGKAN, MERUSAK, 

MEMBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN, FIDUSIA, ATAU AGUNAN LAINNYA, 
MENGGELAPKAN BARANG INI DAN/ATAU MERUSAK, MENCABUT, ATAU 

MENGHILANGICAN SEGEL SITA ATAU SALINAN BERITA ACARA 
PELAKSANAAN SITA 

DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 41A UU PPSP, PASAL 231 KUH PIDANA, 372 
KUH PIDANA, DAN/ATAU 375 KUH PIDANA DENGAN ANCAMAN HUKUM PENJARA 

JURUSITA PAJAK, 
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FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA 

j PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BAEIAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAII 

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran  
Hal : Pencabutan sita 

Yth. 1.  
di  

2.  
di  

3. dst 

tgl 

Sehubungan dengan atas Wajib Pajak: 

Nama  
NPWP • 
Alamat • 

Maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
tentang Penagihan Pajak dengan. Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor   juncto  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor   tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang Masih Harus Dibayar, 
Penyitaan yang telah dilakukan pada tanggal   sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor  
tanggal terhadap harta kekayaan atas: 

Nama  
NPWP • 
Alamat • 

Dengan ini clinyatakan DICABUT. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih 

  tgl 
a.n. KEPALA BADAN/DINAS 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUICUM 
SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S M.SI 
NIP. 19770915 00003 2 001 
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LAMPIRAN XXVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT KEBERATAN 

Nom or Kepada Yth. 
Lampiran : Kepala 
Perihal : Permohonan Keberatan Pajak Te rhutangatas KabupatenTanah Datar 

SPPT/SKP/STP*)PBBTahun  diTempat 

Yang bertanda tangan dibawah ini, pemohon : 
Nama 

Alamat 

Adalah Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*)PBB atas objek dalam SPPTTahun 
NOP SPPT 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Objek Pajak 
Desa/ Kelurahan 
Kecamatan 

Kabupaten 
PBB terhutangsebesar Rp. 
( ) 
Tanggal SPPT/ SKP/ STP *) diterima 

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas SPPTPBBtersebut di atas. 
Alasan untuk mengajukan Permohonan Keberatan adalah 

1.  
2. 

Menurut perhitungan kami ketetapan PBBtahun adalah sebagai berikut : 
1. Buml  M2 x Rp. /M2 
2. Bangunan  M2 x Rp. /M2 

3. NJOP : (1+2) 
4. NJOPTKP : 

5. NJOP setelah dIkurangi NJOPTKP ( 3 - 4 ) 

6. PBB Terhutang( % x Rp.  1 
( 

= Rp. 
= Rp. 

= Rp. 
= Rp. 

= Rp. 

Rp. 

Bersama ini pula saya lampirkan : 
1. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (jika dikuasakan/diwakilkan) 1::::1 
2. SPOP dan ISPOP yang sudahdi isi Ei 
3. Fotocopy KTP/ Identltas lain E.1 
4. FotocopySuratTanah dan Bangunan (Sertifikat/AJB/Akta Waris/IMB SuratKeterangan Desa) 
5. SPPTAsliTahun bersangkutan/TahunTerakhir 
6. Fotocopy STTS/ Bukti lunas tahun terakhir [ ] 
7. Fotocopy NPWP/ Surat Pernyataan tidak punya NPWP El 
8.  
9. 

) 

Dem i kian Surat Pennohonan ini saya buat untukdapat dipertimbangkan. 

.) Coret yang tidak perlu 

k9) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

a 

  20.. 
Pemohon 

(  ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

+ 

AUD1A SAFIT H, M.S1 
NIP, 19770915 00003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXVTI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BAHWA SURAT KEBERATAN 
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN 

PEMERINTAII ICABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENCIBILOLAAN PleNDAPATAN DAERAH 

Jla. Sultan Alain l3agagarayah Pagarupung 
BATUSANGICAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan Tidak Memenuhi Perayaratan 

Kepada Yth, 

Di 

Sehubungan dengan aurat Sauclara Nomor Tanggal 
hal yang kami terima pada tanggal , dengan ini 
disampaikan bahwa : 
1 Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan 

tersebut tidak memenuhi k.etentuan 
2. Sesuai ketantuan Pasal  .Peraturan Daerah Nomar 

 tentang    jo. Peraturan Bupati Nomor 
 tentang , surat yang saudara sampaikan 
tersebut bukan merupakan Surat Keberatan selaingga tidak 
dapat dipertimbanglaan. 

3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan 
Keberataux sehingga sesuai dengan ketentuan pajak daerah, 
atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke bada 
penablan pajak. 

Demikian disam.pgulcan, atas perhatiannya diucapkan terima 
fraih 

An.KEPALA BADAN/DINAS 

MP: 

Tembusan 

kN Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA ... TANAH DATARt

...1 

a'da 
AUDIA S • 114 , SH, M.SI 

NIP. 19770915 00003 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyimg 
BATUSANGKAR 

BUKTI PERERIMAAN SURAT ICEBBRATAN 

Nama 

Alamat 

Jenis Pajak 

Jenis Permohonan : 

\17 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA 
NIP. 19770915 

, M.SI 
03 2 001 

NPWPD 

NIK 

Masa Pajak •

Tahun Pajak • 

,tanggal 
Petugas Penerima, 

( 1 
NIP.  

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



LAMPIRAN XXIX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR ATAS PENGAJUAN KEBERATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENCOLLOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran : 
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 

Kepada Yth, 

Di 

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan 
berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal  , bersama ini 
clisampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan 
sebagaimana terlampir. 

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan 
kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan 
untuk menanggapi secara tertulis sesuai fommlir terlampir disertai bulcu, 
catatan, data, atau informasi yang mendulcung uraian dalam tanggapan 
tertulis tersebut dalam janglca waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah tanggal sumt ini dikirim dan diharapkan Icehadiran Saudara guna 
meixtberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada : 

Hari/tanggal 
Walctu 
Tempat 
Untuk menemur 

Apabila dalarn jangka walctu tersebur Saudara tidalc memberilcan 
keterangan tiimaIrsud, Surat ICeberatan Saudara tetap diproses 
berclasarkan data yang ada dalrun proses penyelesaian keberatan. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
diucapkan terima kasih 

 tgl 
KEPALA BADAN/DINAS 

NIP: 

Tembuseal 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
\91 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S , M.SI 
NIP. 19770915 00003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LA/vIPIRAN XXX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORIvIAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN 

Nomor  , tgl 
Larnpiran •  
Hal : Perrnohonan Pencabutan atas Pengajuan Keberatan pajak 

Yth. Bupati... 
u.p. Kepala Badan 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Narna 
NPWPD/NOP 

Alarnat 
Nomor Telepon 
Bertindak selaku Wajib Pajak 

  Wakil   Kuasa. 

dari Wajib Pajak 

Nama • 
NPWPD/NOP • 
Alarnat •  

bersarna ini mengajukan pencabutan atas pengajuan keberatan pajak: 

a.. 

b. 

c. dst 

Alasan pencabutan atas pengajuan keberatan pajak adalah 

Demikian surat perrnohonan ini karni sampaikan untuk dapat disetujui. 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) 

Tembusan: 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAFIT M.SI 
NIP. 19770915 00003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXXI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN 
ATAS PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam l3agagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Nomor • 
Sifat 
Lampiran : 
Hal : Surat Jawaban ataa Pencabutan Surat keberatan 

ICepada Yth, 

Di 

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal  bal 
Permohorum Pencabutan Pengajuan Keberatan ataa Surat Kelberatan 
Nomor  , yang kami teriMa pada Tanggal , denwn 
ird kami sampailran bal-bal sebagai berikut : 
1.  

2-

3.  

4. dat 

Berdasarkan pertia. abangan tersebut diatas, maka pernaohonan 
Saludaru tersebut disetujuilditolak 1 

Demilrian disampailcan, atas perhatiannya diucapkan terima kasili. 

  tgl 
ICEPALA BADAN/DINAS 

MP: 

Tembuean 

Ket. 
Coret yang tidak perhz 

s1) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

t\ 
AUDIA S SH, M.SI 

NIP. 19770915 2 003 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXXII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMANGGILAN WAJIB PAJAK UNTUK KLARIFIKASI 
PEMERIKSAAN 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAZRAII 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Nomor : 
Laumpiran : 
Hal : Panggilan Dalam Rangka Verifikasi 

Yth.  

Sehubungan dengan Surat Tugas Verifikasi Nomor 
 tanggal bersama ini cliberitahukan 

bahwa: 

No. Nam.a/MP Pangkat/Gol. Jabatan 

Ditugaskan untuk melakukan Verifikasi dalam rangka 
penerbitan surat ketetapan pajak terhadap pelaksanaan 
ke-wajiban perpajakan Wajib Pajak: 
Narna 
NPWP 
Alarnat 
Masa dan Tahun Pajak 

Sehubungan dengan Verifikasi tersebut, diminta 
kedatangan Saudara ke kantor kami untuk melakukan 
klarifikasi, pada: 
Hari/Tanggal -  
Tempat 
Waktu 

Atas perhatian dan kerja sarna Saudara diucapkan 
terima kasih. 

1̀1 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA 
NIP. 19770915 

H, M.SI 
0003 2 001 

a.n. Kepala 13adan/Dinas 

MP. 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRA14 XXXIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

BERITA ACARA KLARIFIKASI WAJIB PAJAK 

Pada hari ini  tanggal  , bulan   tahun   bertempat 
cli. karni Petugas Verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak: 

No. Narna/NIP Pangkat/Gol. Jabatan 

berdasarkan Surat Tugas Verifikasi Nomor   tanggal 
 telah mentkita Idarifikasi sesuai dengan Surat Panggilan 
Dalam Rangka Verifikasi Nomor tanggal kepada : 
Nama 
Pekerjaan/Jabatan -  
Alamat 
dalam hal ini bertindak selaku 

E Wajib Pajak r- Wakil Kuasa dari Wajib Pajak 

Nama 
NPWP 

Alamat 
= = E 

dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut : 

Dernikian Berita Acara Klarifikasi Wajib Pajak ini dibuat dengan 
sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh: 

Wajib Pajak/Waka/Kuasal Mengetahui, 
Kepala Badan 

*) Coret yang tidak periu 

\S Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR k: 21.1 r31
AUDIA SAF

MP. 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN xxxRr 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUIC HADIR 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Mn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

Nomor : 
Sifat 
Lampiran : 
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 

ICepada Yth., 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan telah dilsaknksan penelitian keberatan 
berdasarkan Surat Tugas Nomor  tanggal  , bersama ini 
disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebsigninumn 
terlampir. 

Mengingat hasft penelitian keberatan tersebut beckaitan dengan 
kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk 
menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir clisertai buku, catatan, 
data, atau informasi yang mendukung uraisui dalam tanggapan tertulis 
tersebut dalam jangka waktu palliag lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 
surat ini chicirim dan diharapkan kehadiran Saudara guna membenIcan 
keterangan atau memperoleh penjelasan pada : 

hari/tanggal 
waktu 
tempat 
untuk menemui 

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan 
keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan 
data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan 

Demilcian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 

Kepala Badan/Dinas 

NIP  

Tembusan 

FORMAT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERA.H 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

Nomor 
•Sifat 

Lampiran : 
Hal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas 
surat Saudara tanggal   Nomor   hal   yang 
pada intinya Saudara keberatan atas  Nomor  
tanggal , dengan ini disnmpaikan beberapa hal terkait hasil penelitian 
keberatan tersebut,antara lain: 

1 
2 
3 
4. dst,  

Apabila masih ada hal yang yang ingin disampaikan atas Pemberitahuan 
Hasil Penelitian Keberatan, Saudara dapat mengajukan Surat Tanggapan atas 
pemberitahuan ini. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 

Kepala Badan/Dinas 

NIP  

Tembusan 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAB 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

Nomor 
Sifat : 
Lampiran : 
Hal : Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan 

ICepada Yth, 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan 
Nomor 
tanggal 
... dengan ini saya: 

Nama 
NPWF'D 
N1K 
Alamat 

dalam hal ini bertindak sebagai: 

13 EI 

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak 

Nama 
N1K 
Alamat • 

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami 
dengan uraian sebagaiberikut: 

Demfician disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima knsih. 

VI Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUICUM • 

SETDA t  TANAH DATAR 

Batusangkar,  

Hormat ICami, 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA S r4 , H, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XXXV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DABBAH 

Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

BERITA ACARA 1321ADIRAR wA.ne3 PAJAK 
NOMOR 

Pada hari ini. tanggal , kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

No Nama Nip Pangkat/Golongan Jabatan 

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal , telah melakukan penelitian 
keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama 
NPWPD/NOPD 

Atas 

Jenis Ketetapan 
Nomor Ketetapan 

•Tanggal Ketetapan 
Masa pajak/Tahun Pajak • 

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada : 

I I Wajib Pajak J Kuasa Wajib Pajak 

Nama 
NPVVP 
Jabatan 
Alamat 

yang telah hadir memenuhl undangan sesuai Surat Pernberitahuan Untuk Hadir Nomor 
  tanggal  dan Wajib Pajak memberlican keterangan tertulis dalam 
suratnya Nomor tanggal. 
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan memberikan keterangan tertulis ini dibuat 
dengan sebenar-benarnya. 

 tgl 
Wajib Pajak/Kuasa* Tim Peneliti 

Mengetahui, 

Nip. 

Ket. 
coret yang tidak pedu 

\9) Salin.an sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG1AN HUKUM 

SETDA DATAR 

Nip. 

Nip. 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA S , SH, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN )00CVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN REDIRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
B.ADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarayah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

BERITA ACARA KETIDARRADIR.AR WAJIB PAJAK 
NOMOR 

Pada hari ini tanggal , kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

No Nama Nip Pangkat/Golongan Jabatan 

Sesuat dengan Surat Tugas Nomor  tanggal , telah melakulcan penelitian 
keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama 
NPWPD/NOPD 

Atas 

Jenis Ketetapan 
Nomor Ketetapan 

•Tariggal Ketetapan 
Masa pajak/Tahun Pajak • 

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada : 

Wajib Pajak J Kuasa Wajib Pajak 

Nama 
NPWP 
Jabatan 
Aleunat 

Telah mengirimican Surat Pemberitahuan Untuk Hadh. Nomor  tanggal 
terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjel.asan 
mengenai keberatannya, narnun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi 
undangan sebagaimana tercantura dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hactir tersebut 
dan tidak memberikan keterangan tertulis. 
Berita Acara Ketidakhad'iran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini 
dibuat dengan sebenar-benarnya. 

tf!› 

Wajib Pajak/Kuasa* Tim Peneliti 

Mengetahui, Nip.  

Nip.  Nip.  

Ket. 
*) coret yang tidak perlu 

\fi Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S 
NIP. 1977091 

H, M.SI 
2 03 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN )0CXVII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENELIT1AN KEBERATAN 

PEMER1NTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran : 
Hal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan 

Kepada Yth, 

Di 

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas 
surat Saudara Tanggal   Nomor  hal   yang pada 
intinya Saudara Keberatan atas Nomor Tanggal 
dengan ini disampaikan beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan 
tersebut, antara lain : 
1. 

2. 

3. 

4. dst 

Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas Pemberitahuan Hasil 
Penelitian Keberatan, Saudara dapat mengajukan Surat Tanggapan atas 
pemberitahuan ini. 

Demikian disampaikan, atas perh.atian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih 

  tgl 
KEPALA BADAN/ DINAS 

NIP: 

Tembusan 

FORMAT 
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FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN 

 , tanggal 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan 

Kepada Yth, 

Di 

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan 
Nomor •  , dengan ini saya : 

Nama 
NPWPD 
NIK 
Alamat 

Dalam hal ini bertindak sebagai : 

Wajib Pajak 

Nama 
Nik 
Alamat 

Kuasa Wajib Pajak 

Dengan ini memberilcan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami dengan 
uraian sebagai berikut : 

 dst 

Demilcian disampaikan, atas perhatian dan kerjasarnanya diucapkan 
terima kasih. 

‘07 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

, tgl 

Hormat Kami 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA SAF SH, M.SI 
NIP. 1977091 2 003 2 001 
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LAMPIRAN XXXVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR  

TENTANG 

KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) NOMOR 
TAHUN ATAS NAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas pengajuan keberatan pajak 
daerahyang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajlb Pajak*) atas nama 
Nomor 
tanggal   yang diterima Badan   berdasarkan Bukti 
Penerimaan Surat Nomor  tanggal atas 
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN* )Nomor   Tahun 
 , perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan pajak daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertImbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati   tentang Keberatan Pajak 
Daerah Atas SPPT/SKPD/SKPDKI3/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor  
Tahun 
Nama 

Mengingat : 1. 
2. 
3. 
4. dst 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS 
SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLEVSKPDN*) NOMOR TAHUN 
ATAS NAMA 

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebaglan/menolak/menambah besamya jumlah 
pajak yang masth harus citbayar*) atas pengajuan keberatan Pajak dengan 
data sebagal berikut: 
a. Wallb Pajak 

Nama 
NIK 
NPWPD/NOPD 
Alamat 

b. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) 
Nomor 
Tanggal 
Masa Pajak/Tahun Pajak 
Jumlah Pajak Terutang 

c. Objek Pajak 
Alamat 

Kelurahan/ Nagari 
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Kelurahan/ Nagari 
Kecamatan 
Kabupaten/ Kota 

• 

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, jumlah pajak 
yang narusaloayar menjaai: 

URAIAN 
POKOK 
PAJAK 

SANKSI ADMINISTRASI JUMLAF 
YANG t 

DIBP KENAIKAN BUNGA 
20/0 

DENDA 
BILL 

1 2 3 4 5 E 
SEMULA PEMBAYARAN 

DIKURANGI MENJADI 
JUMLAH YANG HARUS 
DIBAYAR 

Terbilang : 

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan 
pembetulansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan: 

i. 
2. 

Keterangan 
*) Coret yang tidak perlu 

41 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA ii TANAH DATAR 

i 
AUDIA SAF 

NIP. 19770915 
H, M.SI 
03 2 001 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

BUPATI.... 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN )00CDC 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAH1UN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENELMAN ADMINISTRASI DAN/ATAU 
BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAII 

J1n. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

BERITA ACARA 
VERIFIKASI PENGHAPUSAN PIUTANG 

Pada hari inf   Tanggal  
bertempat di  
SPPT/SICPD Nagari 
eli1A1culatn penghapusannya dengan 

Bulan Tahun  
Verifikasi 

yang akan 
Penghapusan dilsikulmn 

Tahun 
rincian sebagai 

diusulkan untuk 
berikut : 

• 1. Jumlah 

2. Jumlah 
3. Penghapusan 
4. Daftar 

SPPT/SKPD  Nagari yang diliapus 
NO. NAMA JUMLAH NILAI PIUTANG KETERANGAN 

JUMLAH 

Nilai yang dihapus adalah sebesar  Rp fterbilang); 
Daluwarsa; disebabkan kareruit sudah 

yang akan dihapus terlampir. 
Demilcian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

1. 

2. 

1. 
2. 

 , tanggal tersebut 
diatas 

PETUGAS VALIDASI BAITENDA 
NAMA TANDA TANGAN 

PETUGAS VALIDASI 
NAMA TANDA TANGAN 

Disetujui oleh : 
CAMAT  WALI NAGARI 

NAMA 
Nip 

NAMA 

KEPALA I3ADAN/DINAS 
KABUPATEN TANAH DATAR 

NAMA 
Nip 

FORMAT 
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FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN 

Surat Perintah Tugas Nomor: 
Tanggal Penelitian 

A. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak: 
1. NOPD/NOP PBB (untuk PBB-P2) 
2. NPWPD 
3. Nomor Seri SKPD/ SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT /STPD/ 

KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN 
BANDING /PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*) 
Nama 
Kelurahan 
Kecamatan 
Nama dan Alamat :1. 
Ahli Waris 2. 

3. 
Pekerjaan/Usaha 
Nama/Merk Perusahaan 
Alamat 
Nomor Telepon 
Alamat Cabang 
Nama, Jabatan dan alamat 
pengurusan menurut akte 
Notaris terakhir 

Data men enai Tun akan Pa ak 

No Tahun 
Pajak 

NPWPD/ 
NOPD 

SKPD/SPPT PBB P- 
2/ SKPDKB/ SKPDICBT/ STPD 

/KEPUTUSAN 
KEBERATAN/PUTUSAN 

BANDING/PUTUSAN PK MA 

JUM LAH 
PAJAK YANG 

HARUS 
DIBAYAR 

JUMLAH PAJAK 
YANG TELAH 

DIBAYAR 
Jumlah Sisa 

Piutang 
Pajak (Rp) 

Tanggal Rp. 

Catatan : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)/ Surat 
dilcunpirkan 

B. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan : 
1. Keputusan angsuran/penun.daan pembayaran pajak 
2. Surat Keberatan/Banding 
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran 
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa 
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita 
6. Tanggal Pelelangan 

C. Hasil Penelitian Administrasi : 

Tanda Terima Setoran (SITS) agar 

D. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) : 
1.  
2.  

KEPALA BIDANG 

KEPALA BADAN 
KABUPATEN TANAH DATAR 

NAMA 
NIP 

Ket: 
*) coret yang tidak perlu 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA TA DATAR 

Mengetahui 

Kasubid 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA SAF H, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMP1RAN3CL 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN (RETRIBUSI) 

LOGO
IDDIEWIN111111~1~ITANAM 

DABtAH 

DATAR 
aaavvonsas..-.-. Namor Forandk 

NOMOR URITT FORMUUR 

PENDAFTARANRETIIIRIUSE DAERAN 

Keptda : 1th. 
Kepala Badandnas---.-

PE 
L Marap disl dalam rangkap 2 (ne) dan dibindengan lant CETAK. 
2. Bellands r pada larda101e yang tenedn untuk jawaben yarq riberinn 
3. Set kepada Pernerkdah KanDidenTanah Dalar, 

langstng ataudirkkamelalul pos r.ellng lambat langga I 
Di 

L Narna (BadanPertrangan) .• 
2 Atanat 

- Jalan/ Nolur •• 
- RT/RW .- 
- ICelurahan .- 
- Kecamatan .• 
- ICabupaten/Katanwlya .• 
- Nomor TeleprWIP .• 
- Kode Pos .• 

3. Stiat Idnyang dknliki (Falormr/ Strat bin harap dizkiran) 
- Surat Irkt No : Tanggal : 

No : Tarqgal : 
4. Jerds Pajak -- 
RE 
5. Nama Peralik/Peqeloke .- 
6. Pekentenlabann .- 
7. AlamatTempat Tkqgal 

- lalan/ Nanar .• 
- RT/RW -- 
- Itekrahan .• 
- Kecanetan .• 
- KalaqatenKolanterWa .• 
- Nomor TeleponlIP .• 
- ICode Pos .• 

• & Tanda 8MIlDr1 . KTP SDI Paspy 
9. No. dan Tanggal Tanda fluktlDhl .• 

(Fatorap/ dlampIrlan) 

Murtak. Tann 

PPadib Pajak, 

(Monallia»Pajak) 

DIISI OLDI POUGAS MIE1111111 DIISE 011111 PIE1UGM PISIONDIT DIWA 
DRedma Tanggal : (Tgl. Aktf) TIPWPD yang ribeilkat beidasanan nomor kade berllat : 

Kode NPAPD 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NOPD yarq cibedian bertlacalon nomor kale betint : 

Kode NPADD JP Nanor Ur f 

i l 1 1 1 1 1 1 1 I I 
DRedmaaleh : Petugas Penntat Dala 
3abatan Pebajas Penerima labatan Pencatat Dala 

ilialafthe~Di tilanabl~litpda 
ter. (teP Petugas Penerkna) 111P. DID Petugas Pencalat Dala) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA S , H, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XLI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH 
KABUPATEN TANAH 

DATAR 
DINAS 
Jln 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa .• 
Tahun .• 
Nama .• 
Alamat .• 
Tanggal .- 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Pokok Retribusi 

Sanksi Bunga 1% setiap Bulan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
Pembayaran uang retribusi dilakukan bersama dengan pembayaran sanksi bunga 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran 

( ) 
Nip 

 Potong disini 
No • . No Urut 
Urut : 
Nama : Tanggal 
Alamat Yang menerima 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
\fi) Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA TANAH DATAR 

AUDIA SAFI 
NIP. 1977091 

H, M.SI 
003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XLII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDATAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
DINAS 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

FOFtMULIR PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI 
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

Nagari 
Kecamatan 

No Nama Alamat Jenis Retribusi Biaya Retribusi 

Mengetahui, 
Wali Nagari/Camat 

Batusangkar, 

Petugas Pendataan, 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA • TANAH DATAR 

AUDIA S \. 

NIP. 1977091- 20w 103 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XLIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN 
KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN 

MENEKINTAN ICASUPA1111 TAINDI DATAR 

11111. 

RADAII/DOW 
Newator Fanesalr 

NOMOR URUT FORMULIP 

FORMUllit PIDIDAPTAAMP 
RETNIMAIR DAIERAN 

Kapada Yth, 
Kepake Dadan/Dinas. ...... 
Di 

-------
PORNATIAN : 

L Harap eresi dalam mapkap 2 (dua)dan dods dancon heruf CETAIC 
2. Ded tanda s lotaip bersedia dbarAan pada yarip untuk jussaban yanp 
3. Satelah Forrnuir Pancidtman ki ditandatangare, harap deerdkan kombd trasi tbn 

bepada Dienadmah Kabapatan Tanah Datar tangsung agau eildrim enalakd pos 
paing kanbattangpaL---

DIIII OLDI INAMS PA3Alt 

L Nama (Dadan/Pararangan) -
2. Ahmat 

- lalan / Nanor : 
- RTNAV . 
- Kaltralmn/Nagad •
- Kazamatan • 
- KabupatardlCom : 
- Nomar Talapon/HP : 
- ICode ReS '

3. Surat leri yang dndNai (Fatocopy Strat Idn harap lampikan) 
No : Tanggal : 

- Surat lat No : Tangpal -__ : 
4. Amekt Italikerd :11E111111WEPEUMAIIINIPERSAMPAHNI 

KEDERAINIAN PONILIK / MPNINPLOLA (DOSE OL191 INA3111 PAIAK) 

S. Nama Parealk/Pangelda 
6. Nekerjaardlabatan . 

7. MarnatTampat Tmggal 

Muntok, Tahun 

Wallb lbabibeed, 

(--) 

- 3Aan / Namor • 
- RT1RW . 

- 1Cdurahardtagari . 

- Killealffltalt : 

- KabupabanfiCota . 

- Nomor Telepon/HP : 
- Kode Pos • 

& Tanda Wecti Orai : M IcrP .1 5114 Paspor 
9. No. dan Tanggal Tanda Dukti Diii : 

(Fotocopy tibeepkkag) 

DUSZ OLEN PLMIRDAS PENEIZNA DIISI OUSI PETUDAS PENCATAT DATA 
Diatrima Tangapd : (Tgl. 11101F) NPA9PD yang dbarkan berdamkan nomor kade berAut : 

Diterina Data 
Data 

olah : Petugas Mancatat 
labatan Pabigas Panurrina lahatan Pencutat 

Now&POuga~ree Namaikbapes2~Data 

PORMULIRJPENDAMARAN 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 19770915 00003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XLIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA 

LOGO 

PEMDA 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
DENGAN 

TENTANG 

NOMOR • 

Pada hari ini tanggal bulan tahun  , bertempat di  , kami yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

1.    yang selanjutnya disebut PIHAK 
KESATU; 

2.     yang selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA; 

3.   Bupati , dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Pemerintah Daerah Kabupaten  , yang 
selanjutnya disebut PIHAK KETIGA, 

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1 
2 
3  
4. Dst 
5. Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor   Tahtm   tentang  

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor ); 

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendfri disebut PIHAK, sepakat membuat 
dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang   di Kabupaten 
  (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan 
sebagai berikut: 

FY1q.ql 1 
DEFINISI 

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang climaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten 
2. Pemerin.tah Daerah adalah 
3. Perangkat Daerah adalah Organisaqi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 
4. Dst 
5. Dst 
6. Dst 

Pasal 2 ..I4 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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PasR1 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah   yang menjadi kewenangan 
masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses 
teknis administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) 'Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah: 
a.  
b.  
c. Dst 
d. Dst 

Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 
a.  

b. Dst 

c. Dst 

Pasal 4 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU 

(1) Hak PIHAK KESATU dari PIHAK KETIGA melal.ui Badan/Dinas: 
a. 
b. 
c. dst 

(2) Kewajiban PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA melalui Badan/Dinas 
a. 
b. 
c. Dst 

(3) Memastikan PIHAK KETIGA untuk melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK 
KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1) Hak PIHAK KEDUA: 
a. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU dan 

PIHAK KETIGA; dan 
b.  

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA: 
a.  
b. memberikan dukungan kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan   pada 

PIHAK KETIGA; 
c. melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam ; 
d. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama 

antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; 
e. memastikan PIHAK KETIGA untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan 

kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
f. dst 

Pasal 6 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA 

(1) Hak PIHAK KETIGA: 
a 
b 
c. Dst 

(2) Kewajiban PIHAK KETIGA: 
a  
b  

Pasal 7 .. 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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Pasal 7 

KERAHASIAAN 

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau 
informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 8 
PELAKSANAAN 

(1) PIHAK ICESATU menunjuk untuk melaksanakan Petjanjian Kerja Sama ini. 
(2) PIHAK KETIGA memmjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya 

untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini. 
(3) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA masing-masing menyusun Tim Kerja yang di 

dalamnya memuat keanggotaan tim serta mengatur mekanisme teknis dan tahapan 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

(4) PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi  sesuai ketentuan 
perundang-undangan; 

(5) dst 
Pasal 9 

PEMBIAYAAN 

SegEda biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada 
anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang 
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak 
tanggal ditetapkan. 

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK. 

Pasal 11 
PENYELESAIAN PERSELIS1HAN 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Petjanjian Kerja Sama ini, PARA 
PIHAK sepakat untuk menyelesaikamlya secara musyawarah dan mufakat. 

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, 
penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 12 
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) acialah kejadian atau peristiwa yang 
secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielalckan atau berada di luar 
kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut. 

(2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. peperangan; 
b. huru-hara; 
c. sabotase; 
d. pemberontakan; 
e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam 

lainnya); 
f. wabah penyalcit; 
g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan 
h. pemogokan umum 

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada 
PIHAK lainnya selambat-lambalnya dalam waktu 3x24 jam sejak teljadinya keadaan 
kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) 
tersebut. 

(4) PARA PIHAK .1g 
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(4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari 
kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak 
terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesailcan secara 
musyawarah. 

Pasal 13 
SANKSI 

Apabila PARA PIHAK melanggar kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  , PIHAK yang melalculcan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dilalcukan paling 
sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan. 

(2) PIHAK KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedilcit 
setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA. 

Pasal 15 
KORESPONDENSI 

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan 
dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanalcan dalam bentuk tertulis 
dialamatkan pada PARA PIHAK. 

(2) Seluruh pemberitahuan akan berlalcu efektif sejak diterimanya pemberitahuan 
tersebut yang dibuktilcan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang 
menerima. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), malca perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku 
efelctif. 

(4) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
diberitahulcan malca surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang 
ditujulcan ke alamat di atas atau alamat teralchir yang diketahui/tercatat pada PARA 
PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah cliberikan sebagaimana 
mestinya. 

Pasal 16 
PERUBAHAN 

(1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan 
atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di 
Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu PIHAK 
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding 
dan melalculcan perubahan. 

(2) Hal-hal lain yang belum culcup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang 
bersifat melengkapi diadalcan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) 
terhadap Perjanjian Kerja Sama ini. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan atas Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka 
berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dilalcukan perubahan atas Lampiran 
Perjanjian Kerja Sama ini dengan dituangkan dalam Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(4) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupalcan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. 

(5) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja 
Sama ini hanya dapat dilalcukan berdasarkan kesepalcatan PARA PIHAK secara 
tertulis. 

Pasal 17 .g 
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Pasal 17 
PENUTUP 

(1) PARA PIHAK berkomitmen untuk 
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana 

tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan PARA 
PIHAK secara hierarki. 

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana climaksud pada ayat (1) masing-masing 
mempunyai kekuatan hulcum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA 

\§.1 Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SAF 
NIP. 19770915 

, M.SI 
3 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
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LAMPIRAN XLV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PELAYANAN 
KEBERSIHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
Jln 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi : PELAYANAN KEBERSIHAN 
Jems Retribusi 
No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/ bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa btmga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
 ) 
NIP 

Lampiran: 
Halaman 1 untuk wajib retribusi 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 
TANDA TERIMA 

No Urut 
• Nama . Batusan.gkar, Tanggal 
• Alamat . Yang menerima 

NPWR .• 
( ) 

FORMAT 
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FORMAT KARCIS PELAYANAN PERSAMPAHAN 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN HIDUP 
JI 

SERI •  

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN 
Berdasarkan Perda No  

  (Jenis Layanan) 

Rp  /bulan 

FORMAT KARCIS PARKIR 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
DINAS PERHUBUNGAN 

RETRIBUSI 

NO. 
SERI •  

Untuk Kendaraan 
Berdasark.an : UU dst 

Rp. 

Perhatian: 
Kerusalcan, Kehilangan Barang Berharga Anda 

Tidak Menjadi Beban Petugas Parlcir 

Salinan sesuai dengan aslinya 
-, KEPALA BAGIAN HUKUM 

SE'TDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA 
NIP. 197709 

H, M.SI 
003 2 001 

berlaku untuk 1 (satu) kali parkir 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-115-

LAMPIRAN XLVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PELAYANAN KEBERSIHAN 

PEMERINTAH 
KABUPATEN TANAH 

DATAR 
DINAS PERUMAHAN, 

PEMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
Jin 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(STRD) 

No. Urut 

Masa .• 
Tahun .• 
Nama .• 
Alamat .• 
Tanggal .• 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Pokok Retribusi 

Sanksi Bunga 1% setiap Bulan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
Pembayaran uang retribusi dilakukan bersama dengan pembayaran sanksi bunga 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran 

( 
Nip 

) 

Potong disini 
No : No Urut 
Urut : 
Nama : Tanggal 
Alamat Yang menerima 

( ) 

FORMAT 
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FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
SURAT SETORAN RE'TRIBUSI DAERAH 

(SSRD) 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu 
Telah menerima uang sebesar Rp.  

Dari : 

a. Nama 
b. Alamat 
c. Sebagai 

Pembayaran 
d. Berdasarkan SKRD 
e. Jenis Retribusi 

• • 

Nomor: Tanggal: 

KODE REKENING Jumlah (Rp) 

f. Tanggal diterima •  

Yang menerima 
Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Penyetor 

 (Nama)

NIP.  

Lembaran Asli : Untuk Penyetor/Pihak Ketiga 
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu 
Salinan 2 : Arsip 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

\11 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SH, M.SI 
NIP. 197709 5 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN XLVII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PENDAFTARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UivIUM 

PIEMERINTAM RAINIPATEN TANAN DATAIR 
NADAM/DDRAK.—

Ikatear Fanradt 

NOMOR URUT FORMUUR 

FORIMULIR PENDAFTARAN 
RETIRIDU81 DAERAIN 

ICepada Yth, 

Di 

PERNATIAN : 
L Maraparee chiam ranakap 2 (dra)dan citures gangan hurd CETML 
2. lieri tanda s kateip terseda pada yang totukjawahan yang clikedran 
3. Sataiah Fonnak Pandaltaran ini dan diandatingad, harap kernbai citsi tkerahkan 

kepada Marnarketah lenbupetan Tanah Dater langsung dichim alau mdaki pos 

DUSZ IMEN INAUll PATIK 

L Nania (Diden/Partaangan) : 
2 Mamat 

- Jahn / Nomor -
- RTMON -
- 1Cdurahan/Nagari • • 

Kaarnatan •• 
- ItabogatenIKola • 
- Nomor Telepon/HP -
- Kode Pos -

3. Si trin (Fotocopy Surat Lin harap lampekan) rat yang simild 
- Surat lain ..........___ tio : Tanggal : 

No : Tmmai : 
4. 3eatia RebIbmi : IRETRIMNIMPANIORDETTPIADANUMUN 

RETERMIIGAN PRINRUIR / PENIMIDIA (DUSI oufflurans PA71110 

5. Nama PernMr/Permaida •• 
6. Pekeijaannabatan • 

Muntok, Tahun 

Walb RaMikad, 

7. AlsmatTempetTincipl 
- lalan / Nornar • 
- RT/FON •
- Kalurahan/Nagari -
- Katarnalan : 

klitt~Kala : 
- Nomor Telepon/HP : 
- Vede Pos • 

8. Tanda Dukti Oki ., 
1111 laP SD4 I. Paspor 

9. No. dan Tanggal Tanda Dulni Crat -
(Fotoovi dtarapirkan) 

( ) 

11168 01.01 PCIUDAS PENENIIMIL DZISZ CIUM PETUDAS PERICATAT DATA 
Dierkaa Tanggal : (TgL PhaN) NMNPD yang dirankan berdesdcan namor kode benkut : 

Ceierinta oleh : Pearms Pancatat Data 
3abatan Patugas Fenadna labatan Pencatat Data 

DMORAMMI621~it figUith~86~11 

PORNULDUNDIDAPTARAIN 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA T AH DATAR 

AUDIA S SH, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 
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LAMPIRAN XLVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

NADAN/DOSIAS 

1 / 11/ 

PENBWRIAN RADUPA1131 TANAll DATAR Newor Fwandir 

NONOR URUT FORNWIR 

FORNULIR PENDAFTARAN 
afflususi DAERAN 

Kapada Yth, 
Kepaia Itadan/Dinaa-
Di 

PERNATLIN : 
L Hatap datain 2 (dua) dan diturs darepin hwuf CETAK. ermai sanskap 
2. Bosi tanch kotaSCD Iffliftroll dibanian 11 pula yang teunkjamehen yanp 
I Setelah FonnuEr Pandalhawn eal Wai dan dbeadelangani„ hamp kembei ciaerahlon 

kapada Parnarintah Kahupaten Tanah Datar languang atau chtirien nealalui pos 

DERIE OLEN WA3Z PATAK 

L Nams (hdan/Peraeanpol) •- 
2.- Alamat 

- Jalan / Nomor : 
- RT/RW : 
- Kaltraha~ •- 
- Kacanotan -
- KabupatodKota . 
- Flosnor Tdepon/NP : 
- ICade Ibli •

3. Surat hin chadiki (Fotecaory Smat lain harep lappirkard yang 
No : Tanppal : 
No : Tangpal : 

4. 3a1as Raddhard : INTRINUNIPWROUVIIINSAR 
RETERAININIS PEOULIR / PENINFLOLA (DINSI OLEN INAINI PA31110 

S. Ilaina Pain Pangdola : 

(`• PaeOpennebalan : 
7. AlernatTempatTnpgal 

- Wian / FlonaT 

Nuntok, Tahun 

Wajb Restriblud. 

( ) 

' 
- RT/RIN - 
- KOurahanfleapaa -
- Karamatan -
- KabupataallWal : 
- Noinor TdepaWW : 
- Kode Pas • 

& Tanda Rukti DiS : ei KFP SIN eie Paspor 
9. No. danTangpaiTanda Dukti Dit . 

(Falocopy dian~) 

111151 OUNI PETUWIS pemEINA DIEW OUEN PETUGAS PENCATAT DATA 
Ditedwal Tanapal : (T0L Neal) NNYPD yarq diberken beedasadan nunorkode borkut : 

Denrina oieh : Patupas Penatat 
3abatan Pebigas Penerima Jrabatan Pencatat 

Nanehilmax~ina ther~aishogiat~ 

Data 
Data 

RONNIANUIENDAFTARAN 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
Salinan se-suai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA 71, SH, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 
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LAMPIRAN XLIX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PERJANJIAN SEWA LOS/KIOS 

LOGO 

PEMDA 

PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK DAERAH (TOKO) 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 

DENGAN 

TENTANG 

NOMOR • 

Pada hari ini .... tanggal ... bulan ... tahun  , bertempat di  , kami yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

1.    yang selanjulnya disebut PIHAK 
KESATU; 

2. 
KEDUA; 

yang selanjutnya disebut PIHAK 

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
1.  
2. Dst 
3. Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor   Talum   tentang  

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor ); 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat membuat dan menandatan.gani Perjanjian 
Sewa berupa 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 
(2) Dst 

Pasal 2 
OBJEK PERJANJIAN SEWA 

a. Objek perjanjian sewa berupa 

Pasal 3 
PELAKSANAAN 

Pasal 4 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 4. 
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Pasal 5 
JANGKA WAICTU PERJANJIAN 

Pasal 7 
TARIF/ BESARAN SEWA 

Pasal 8 
LARANGAN 

Pasal 9 
DENDA ADMINISTRATIF 

Pasal 10 
PENGAKHIRAN SEWA 

(1) Sewa beralchir apabila 

Pasal 11 
KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (FORCE MAJEURE) 

Pasal 12 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 13 
ADDENDUM 

Hal-hal yang belum diatur 

Pasal 14 
KETENTUAN PENUTUP 

Demilcian perjanjian sewa ini dibuat 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA TANAH DATAR 

k‘ 
AUDIA S • TASH, M.SI 

NIP. 19770915 200003 2 001 
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LAMPIRAN L 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TEGURAN 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
DINAS/BADAN 

JI 

Kepada Yth, 

Di 

SURAT TEGURAN I, II, II *) 
Nomor • 

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum 

(isi surat teguran) 

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana 
mestinya. 

Batusangkar,  
a.n. KEPALA DINAS/BADAN 

NIP. 

*) Coret yang tdak perlu 

 gunting disin.i 

TANDA TERIMA 

Nama 
Alamat • 

Yang menerima 

FORMAT 
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FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH 
KABUPATEN TANAH 

DATAR 
DINAS/BADAN 

JIn 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(STRD) 

No. Urut 

Masa .• 
Tahun .• 
Nama .- 
Alamat .• 
Tanggal .- 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Pokok Retribusi 

Sanksi Bunga 1% setiap Bulan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
Pembayaran uang retribusi dilakukan bersama dengan pembayaran sanksi bunga 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunan Anggaran 

( 
NIP 

) 

 Potong disini 
No • No Urut 
Urut : 
Nama : Tanggal 
Alamat Yang menerima 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

l.S Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA SAFI I, SH, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 
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LAMPIRAN LI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PENDAFTARAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 

NADAII/DIRIA« 

11 11 

PENERDITAN ICADUPATEN TNINN DATAit Nemor Feemalk 

NoNoR URUT FORNUUR 

IORNULIR PENDAFTARAN 
RETIIISUSI DAERAN 

Kepade Yth. 

Di 

PEINIATIAN : 
L Hatatp groi daleen ranglcap 2 (dua) den dturs dengen hund CETNC. 
2- Ded tarda Y ketalC:1 temede dihenlan peda yang untelcjimalun yang 
3_ S i Fonnulr Panddmean ini den dtanclatangeni, harap kandni tisi tiserddmn 

kepade Peentigah Kiimpatin Tanalt Datar langsung dfdrim atau mdalui pos 

DEND KILEN NIA3111 PAILIK 
L Ilaina (tecladRenuangen) -
2.- Nunt* 

- 3alen / Nomor : 
- ROWN . 

• 
- Kehrahasktlaged • 
- Kocarnaten •
- Itabupeten/Kata - 
- Nomor TdepodNP : 
- Kode

3. Surat Itin (Fot000py Smat hin harap hanpit'' kan) yang timiki 
No : Tanggal : 
No : Tanegal : 

4. ImeledIdelhed :REIRNIUNININVIDIANITENNITNEGIATAN UNINIV-
KETERAINTAN PENELIK / PONNEDLA (01151 OLINI tfAlli PAILIQ 

5. Name Penall/Pengelda : 
6. Peketjeadlabeten : 
7. Narnat TempetTMIKM1 

kluntak. Tahun 

litagib Ralrileed, 

( ) 

- 3alen Nernnt . / 
- ROINV . 
- Kalurahanftlaged •
- Kommetan -

- Kab~ltoki : 
- Nomor TdrponItIP . 

- Kode lika • 
da Dukti Did • & Tan . ICIP ffi . Sii Paspor 

9. tko. den Tanggat Tanda Lkukti Dii : 
(Fotoomy dlampirkan) 

DIIIII OUNI PEIUGAS PEIMERIND DOSE OLOI PETUSAS PENCATAT DITA 
D ma Taeggal : (Td. PfraO tINVPD dberian bentesadom nomor kode bedeut yang 

Diterima deh : Petugas Pencarat 
labaten Petuges Penerine labetan Pencatat 

namahOmmiannama fiama~mtimada~ 

: 

Data 
Data 

FORMIWEMPAIFTARMI 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

‘9, Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUICUM 

SETDA ICAB. TANAH DATAR 

AUDIA , M.SI 
NIP. 19770915 2 03 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PERJANJIAN SEWA TOKO 

LOGO 

PEMDA 

PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK DAERAH (TOKO) 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 

DENGAN 

TENTANG 

NOMOR • 

Pada hari ini tanggal bulan tahun  , bertempat di  
bertanda tangan di bawah ini: 

1. 

2. 

, kami yang 

 yang selanjutnya disebut PIHAK 
ICESATU; 

KEDUA; 
yang selanjutnya disebut PIHAK 

Dengan memperhatikEin ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: 
4  
5. Dst 
6. Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor   Tahun   tentang  

(Lembaran Daerah Provinsi Tahun Nomor ); 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian 
Sewa berupa 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 
(2) Dst 

Pasal 2 
OBJEK PERJANJIAN SEWA 

b. Objek perjanjian sewa berupa 

Pasal 3 
PELAKSANAAN 

Pasal 4 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 4. 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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Pasal 5 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Pasal 7 
TARIF/ BESARAN SEWA 

Pasal 8 
LARANGAN 

Pasal 9 
DENDA ADMINISTRATIF 

Pasal 10 
PENGAKHIRAN SEWA 

(1) Sewa berakhir apabila 

Pasal 11 
KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (FORCE MAJEURE) 

Pasal 12 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 13 
ADDENDUM 

Hal-hal yang belum diatur 

Pasal 14 
KETENTUAN PENUTUP 

Demikian perjanjian sewa ini dibuat 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

\N Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SH, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TEGURAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
DINAS / BADAN 

Jl 

Kepada Yth, 

Di 

SURAT TEGU'RAN I, II, II *) 
Nomor • 

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum 

(isi surat teguran) 

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana 
mestinya. 

Batusangkar,  
a.n. KEPALA DINAS/BADAN 

( 
NIP 

*) Coret yang tdak perlu 

1 

 gunting disini 

Nama 
Alamat 

• 

TANDA TERIMA 

, 
Yang menerima 

( ) 

FORMAT 4. 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH 
KABUPATEN TANAH 

DATAR 
DINAS / BADAN 
JIn 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(STRD) 

No. Urut 

Masa .• 
Tahun .• 
Nama .• 
Alamat .• 
Tanggal .• 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Pokok Retribusi 

Sanksi Bunga 1% setiap Bulan 

Jtunlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
Pembayaran uang retribusi dilakukan bersama dengan pembayaran sanksi bunga 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran 

( ) 
NIP 

 Potong disini 
No • No Urut 
Urut : 
Nama : Tanggal 
Alamat Yang menerima 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

‘111 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA SAF M.SI 
NIP. 19770915 200 3 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, 
PARIWISATA DAN OLAH RAGA 

Illemer rimair 
WI/21~18 

110 

1,3~111104114WA11.1131111411111.11113111 

11113(01t 4111UTR3114~ 

1411111111111114.111~11111111 
1112113111= 9110011111 

Kepeila Mh. 
Irapele ilelin~ 
Oli 

PE1111142111111 : 
L Howspdhld~ap2(der.due dedludsipe IssoffiCETAL 
2. Iledaudeipede kidl=1 "Ill~ effilbik~ le141 

dbeller 
I Sabili Fanwairnsidlellwam ill dil dwe dlliad~ lasep dlemilme leeibil 

liepede Paerliali 11~ Taiell Deler leaseee. dirldo ateti weleirai pos 
pillig1~.1---

1111311 aing liffles NEINC 

L Neeee • (Iledera~0 . 
2. Aleenet 

- Jelm / illimer • 
- R1)11111 .- 
- 2~11.pd .• 
- Kaiamela • . 
- 1~231ele .• 

floraerTdepar/HP - . 
- Kale Plas .• 

3. Sratida dImilli lieseplimpirlem) pff (Faiecoprawitt" 
- Selatlefen rie : 1~ : 
- Sagietbia 11.: Taelili : 

4. 3ris lleiblieni :1111311111111111(1111111111311111111~11~111~~1111111111111911~----,) 
IIII~11111 1,114.1312 / 11~111A(1112211( CIUN1111431111rame 

S. Ileme 1~111~ .- 
& Pe1~1§~ • 

Pleulek, lielme 

1111" 11~ 

(--) 

. 
7- limitTemp&71~ 

Milm eblieer - / - 
- RIORIII .• 
- Keloaleni2~1 .• 
- Kameffles - . 
- 1~1(da .• 

IlsierT41~110 • - . 
- Kedelhe .• 

• & Taiiii Ilelifild . inr = see Popar 
9. 119.499 ihneprns9 (liallibl • . 

(falomp(111~ 

WEE liel 114311411111~1111114 111•1111111131 PERM3111111411101312r 11M01 
011eiielluml: (Tst.2101) IIP&PD yfieg ilimilon bodumwrime nassor beele halloit : 

011~alele : Ikkeim Paicat& 
libebn Pelheperestaleee 

Date 
3dysita Paraleteata 

)1ffilagieel~ 11~1)~~1)(a 

R1111~ 1441111~11.1 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
\, Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S , H, M.SI 
N1P. 1977091 20 003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-129-

LAMPIRAN LV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGURUS IZIN 
PEMANFAATAN ASET DAERAH 

Nama Kota, Tanggal 

Nomor 
Lampiran 
Hal : Pernyataan bersedia 

mengurus izin 

Kepada Yth, 
Kepala Badan/Dinas (pengelola tempat rekreasi,wisata, olah raga) 
Di 

Dengan Hormat, 
Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama • 
Alamat 

Jalan 
Kelurahan / Nagari •  
Kecamatan 

Bersama ini menyatakan kesediaan melakukan pengurusan izin untuk kegiatan 

Pada lokasi : 

Jalan 
Kelurahan / Nagari •  
Kecamatan 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Pemohon 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA TANAH DATAR 

AUDIA SAF I SH, M.SI 
NIP. 19770915 2- 1'.003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT IZIN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN/DINAS 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruryung 
BATUSANGICAR 

IZIN PENGGUNAAN/ PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH 
(PEIVIAKAIAN LAPANGAN DAN/ATAU TANAH BUMI PERICEMAHAN 

NOMOR: 

Nama perseorartgan/badan * ) 
Alamat perseorangan/badan * ) 
Telp 
No ICTP/No Akta Pendirian 
Nama / jenis BMD 
Alamat BMD  Telp 

Kab/Kota Propinsi 
Lokasi BMD: 
a. Jalan - 
b. Luas tanah BMD m2 
c. Luas bangunan BMD m2 

Penggunaan/Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut digunakan untuk : 

Masa berlaku izin : tanggal s/d 

Ketentuan-ketentuan : 
1) Dilarang memindahtangankan Izin Penggunaan/Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah (BMD) kepada pihak manapun. 
2) Peruntukan Penggunaan/Pemanfaatan Barang Miffic Daerah (BMD) harus sesuai 

derman izin yang diberikan. 
3) Dilarang mengubah, menarnbah dan mengurangi bentuk Barang Milik Daerah 

(BMD) 
4) Mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) tepat waktu dan kembali seperti 

semula. 
5) Menjaga kebersihan, keindahan dan keutuhan Barang Milfic Daerah (BMD). 
6)Apabila. Pemarintah Kota Yogyakarta bennaksud menggunakan Barang Milik 

Daerah (BMD) sebagaimana tersebut cialam izin untuk kegiatan yang bersifat 
temporer, penting dan/atau mendesak agar menjadi prioritas utama meskipun 
kurun waktu masa berlakunya izin belum berakhir. 

7) Sanggup mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan. 

a.n. BUPATI 

NIP 

NB : Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
di Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S T , H, M.SI 
NIP. 1977091 20 003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LVII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PENDAFTARAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA 

INIDAN/DINAI 

1 11,  

PEWERIATAN KAWIPATEN TANAN DATAR Nonear fronemEr 

NOMOR URUT FORMUUR 

PORNULER PENDAFTARAII 
RETRAMWE DAERAN 

Kepecta

Di 

PERNATIAll : 
L Marap Wei delam earmlop 2 (dua) dan dinfra dengan huniCETMC 
2. Beri tande Y huaIC=I temeda dibenban peda yang emtukjawaban yang 
1 Seedah Fonnufr Pendalbran ini ini dan ditandMangarn, harap riseraldon kanbal 

kapade Penneeintah Kabestaten Tanah D.  langseing dAitim atau makeket pos 

DIESI ClUEN INA3111 NUIIK 
L Nenta (8eden/Paionengar) '
2. Alamat 

- lalan / Noeur -
- RT/RW . 

• 
- Kduraltanftlagari : 
- Kacametan : 

- KabalmiKm/Kata •
- Nomor TellepanitIP • 
- Kode

3. Surat hin cfmaki (Fotocopy Surat lail harap bmpikan) yang 

No : Tanggal : 
No : Tanggal : 

4. Isede Ilandhad : IETIIfflUSEPINDUNIANNAIWPRODUKSIUSANA 
RETWIAINIAN PEINLIK / PENGELOLA (INAK 01.139 WAINII PAIA() 

5. Name Pamik/Pangebb : 
6. Pdarjaanflebatan •
7. Warnat TempetTurtgal 

- labin / Nomor -
- RT/RW . 

- Keltrahm/Nagaii : 
- Karamman 

Muntok, Tattem 

Walb RaWbead, 

( ) 

: 

- ICK~ota •
- Nomor Tdepart/HP -
- Kode Fkl I .•

& Tanda Elukti Dii : iii tcrp eili s)e file Paspor 
9. No. den Tanggel Tanda Dukti Dri . 

(Folixopi diampkkan) 

DUSI GLEN PETINAS POW1014A DOSZ OUtlf PEIUKIAS PENCATAT DKAI 
Diterikee Tanggil : (Tgl P*87) NAVPD yang dibenlan budesadtan namor kode bedat : 

Ditartma dah : Pettigas Pancatat 
3abaian Petuges Parterina 

Data 
Data labatan Pencalat 

Baniehlimashosdeva fia~ginheatatIMa 

FORMULZUBINDAIRMAN 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA T DATAR 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 19770915 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PENDAFTARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH 

ammeijonas 
11110 

PENERDITAN 1tASUPA1191 TANAN DATAR leaenar Faaralir 

NONOR URUT N2RNULD1 

NNUNAJOR PINIDAFTARAN 
arnuausir DAERAN 

1(epada Yth. 
Kepala Badan/Direas-
Di 

M9RINATTAII : 
L Harap dabon 2 (dua) dan dengen hund CETPX-rfai randop rituis 
2. elli tande kataii=1 tarserda dbarican 1r pada yang untukjavachan yang 
1 Sefidah Fonnuir Pandalkaran bi dan harap dearahican himbai riai citendeiangani, 

kapada Panarinesh Kabupatan Tanah Datar langsung dikinra atau inelalui pos 

DEUR OUSI 11/A2/111 PA361( 

L Narna (Barlan/Pannangen) •
L Namat 

- labn / Ilamor : 
- RT/RW • 
- Kdurahardtlagan •• 
- ICacarnatan : 
- Kalcupahadrota •
- Nornor Tdepon/HP •
- Koda Pos : 

1 Surat bin dra i (Fo(oropy Smat line harap landirkan) yang 
- Surat tan _____ No : Tanggal : 

No : Tanggal : 
4. Rinia RabiNati : RETIMUNPIDGANINATAN ANETDAERAN 

ICE1191ANGAN reaLIK / PENGELCUI (DINI 061191 WAND PA3A10 

5. flarns Pantilik/HiegHob -
6. Pakerjnannabaran •
7. NaimatTempatTinggal 

Nuntric, Tahrn 

Wadir Raerlbasi, 

( ) 

- 3dan / leamor • 
- RT/IPN . 

- trakrahan/Nagad : 
- Kinanatan : 

- Kabc~ota . 

- Nosnar TalepordIP : 
- Korie Nes • 

11. Tanda Bukti Dier : ICFP = sse Paspor 
9. No. dart Tangpri Tanda Dicti Din •

(Folocapy diampiluin) 

011111 CIUM PETURCAS PENERINA DIEN 01211 PETUGAS PENCATAT DATA 
Delarina Tanggal : (Td. Mill) NPIND yang dbedcan berdastakan nomor bode bericat : 

Diteriena Data 
Data 

abh : Pandas Pancarat 
labatan Pstugas Palleri11111 3abatan Fbrecatat 

thiniehlminhasioa Mie~inthata~a 

113199411LNLPENDAFTARAN 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

‘97 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S SH, M.SI 
NIP. 19770915 2 0003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LIX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGURUS IZIN 
PEMAKAIAN/PEMANFAATAN ASET DAERAH 

Nama Kota, Tanggal 

Nomor 
Lampiran 
Hal : Pernyataan bersedia 

mengurus izin 

Kepada Yth, 
Kepala Badan/Dinas 
Di 

Dengan Hormat, 
Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama 
Alamat 

Jalan 
Kelurahan/Nagari • 
Kecamatan 

Bersama ini menyatakan kesediaan melakukan pengurusan izin Pemanfaatan Aset Daerah 
(Pernsknian ) untuk kegiatan 
Pada lokasi : 

Jalan 
Kelurahan/Nagari - 
Kecamatan • 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Pemohon 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
47 Salin.an sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA . TANAH DATAR 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 1977091 • 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN 
OLAH RAGA 

JIn 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/ bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Din.as/Badan 

( 
 ) 

Lampiran: NIP 
Halaman 1 untuk wajib retribusi 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 
TANDA TERIMA 

No Urut 
Nama • . Batusangkar, Tanggal 
Alamat • . Yang menerima 
NPWR .• 

( ) 

FORMAT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Jln 

SURAT KETETAPAN RETR1BUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
3. Harap penyetoran dilalcukan pada bank/bendahara penerima 
4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
Lampiran:  ) 
Halaman 1 untuk wajib retribusi NIP 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 

TANDA TERIMA 
No Urut 

Nama .• 
Alamat : Batusanglcar, Tanggal 
NPWR . Yang menerima 

( ) 

FORMAT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jln 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Btmga 

c. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/ bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
Lampiran:  ) 
Halaman 1 untuk wajib retribusi NIP 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 

TANDA TERIMA 
No Urut 

Nama •
Alamat •. Batusangkar, Tanggal 
NPWR : Yang menerima 

( ) 

FORMAT . 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS TENAGA KERJA DAN 
PERINDUSTRIAN 

Jln 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kwang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
Lampiran:  ) 
HalEunan 1 untuk wajib retribusi Nip 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 

TANDA TERIMA 
No Urut 

Nama .• 
• Alamat . Batusangkar, Tanggal 
• NPWR . Yang menerima 

( ) 

FORMAT ..V5 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS PUPRP 
JIn 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah San.ksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan. 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
Lampiran:  ) 
Halaman 1 untuk wajib retribusi NIP 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

Potong disini 

TANDA TERIMA 
No Urut 

Nama •
Alamat : Batusangkar, Tanggal 
NPWR •. Yang menerima 

( ) 

FORMAT . 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DINAS PUPRP (CIPTA KARYA) 

 ---- --, 
n ' 

1 
''---,.--_...--- ' 

DINAS 
PEMERRNITAH 

Alam Bagagarayah 

ICABUPATEN TANAH 

- Batuaangkar 

DATAR 

UMUM 

71814 

anicum 
211TRIBIYAI 

No. Reglatrasi : 

PEKERATAAN 
RUANG DAN 

Pagampung 

PENATAAN 
J1n. Sultan 

PERTANAHAN 
Telp. (0752) 

Nama Pemohon . 

Alamat Pemohon • . 

Pekerjaan 

NPWP 
Batas Penyetoran 
Terakhir tanggal 

. 

• 
: 

A. IRUNCIAN SAINGURIAN GEDUNG 

Alamat Bangunan .• 

: 

Keterbangunan 

Luas 

Jurrdah 

: 

: M2 

. lantai 

Fungsi bangunan 

Bangunan 

Lantai 

PERMITUIGAIII normass TIRDITEGRASI 

Fungsi Bangunan 

... 

: ICompleksitas 0,3 x .... .... 

Permanensi 0,2 x .... .... 

Ketinggian 0,5 x .... .... 

ICepemilikan 

... 

Indeks Parameter Total = ... 

: Indeks Fungsi x 1 (bp x Ip) x Fm 
Indeks Terintegrasi (R) 

: Llt x (110 x SHST) x It x Ibg 
Perhittmgan Retrilbusi 

: .... 

Illhal .* 11.11.0 TorMlisals : ...-

13. RINCIAN PRASARANA DAIIODNAN ORDOWO 

Jenis Prasarana 

1. - 

2. - 

3. 

Keterbangunan Satuan 

unit 

M1 

Harga Satuan 

Rp - 

Rp - 

Harga 

Rp - 

Rp - 

Unal Total Itetzdbmi 
: lap - Ibirlfflang : — 

C. IRETRIB1I31 LAINUYA 

Pelayanan Retribusi 

1. Pencetakan SLF 

Unit Harga 

Rp - 

Rp - 

Rp - 

2. Balik nama 

3. Pemeriksaan 

SBKBG 

RTB 

glliii Total P.Iay. : : 

D. RETIRIBUSI TOTAL 

RetrIbusi Danganian : .... 

Retribusl Prasszazia : Rp - 

Pabiyazian Itetrimst Lain : Rp - 

1111LAI TOTAL ItZTIIIDUSI : ..... 

Batusangkar, 
ICepEtla Dinas 

Pena.taan Ruang 
Pekerjaan Umum, 

dan Pertstnsthstn 

NIP 

FORMAT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
DATAR 

DINAS PERTANIAN 
Jln 

SURAT KETETAPAN RE'TRIBUSI 
DAERAH 
(SKRD) 

No. Urut 

Masa : 
Tahun : 

Nama : 
Alamat : 
Tanggal Jatuh : 
Tempo : 
Objek Retribusi :  
Jenis Retribusi 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran dilakukan pada bank/ bendahara penerima 
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD 

diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu 
persen) perbulan 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran/ 
Kepala Dinas/Badan 

( 
 ) 
NIP 

Lampiran: 
Halaman 1 untuk wajib retribusi 
Halaman 2 untuk bendahara penerima 
Halaman 3 untuk arsip 

 Potong disini 

TANDA TERIMA 
No Urut 

Nama .• 
Alamat • . Batusangkar, Tanggal 

• NPWR . Yang menerima 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

\91 Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SA H, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG 
MILIK DAERAH (PEMAKAIAN GEDUNG/PEMANFAATAN ASET DI ISTANO/ 

PEMANFAATAN ALAT TENUN) 

Contact Person 
Nama: 

No. Pendaftaran 
Nama: 

No Telp/HP :  (diisi oleh petugas) 

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENG(IUNAAN/PEMAICAIAN 
BARANG MILIK DAERAH (BMD) 

Hal : Permohonan Izin Penggunaan 
Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Kepada Yth, 

Di 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama perseorangan/badan *) • 
Alamat perseorangan/badan *) • Telp 
No KTP/No Akta Pendirian 

Dengan ini mengajulcan Izin Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa: 
Nama / jenis BMD 
Alamat BMD 

Kab/Kota Provinsi 
Lokasi Aset : Jalan 
Luas tanah aset  m2 
Luas bangunan aset  m2 

Penggunaan/pemanfaatan BMD (jenis BMD ) Pemerintah Kabupaten 
Tanah Datar tersebut alcan digunakan untuk : 
 Pen 
ggunaan/pemanfaatan BMD ( ) tersebut sampai dengan tanggal: 
 Bersama ini Icami lampirkan syarat-syarat yang diperlulcan. 
Demilcian permohonan ini disampailcan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Pemohon 

(  ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
4, Salinan sesuai dengan aslinya 
- ' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA SA I SH, M.SI 
NIP. 19770915 20 03 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-142-

LAMPIRAN LXII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT TEGURAN ATAS RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG 
(SEKRETARIAT DAERAH) 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
SEKRETARIAT DAERAH 

JI 

Kepada Yth, 

Di 

SURAT TEGURAN I, II, II *) 
Nomor • 

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum melunasi retribusi 
pemakaian ruang 
 (isi surat teguran) 

Untuk menjadi. perhatian Saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana 
mestinya. 

Batusangkar, 
a.n. KEPALA DINAS/BADAN 

NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 

 gunting disini 

TANDA TERIMA 

Nama • 
Alamat • 

Yang menerima 

FORMAT 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG (SEKRETARIAT DAERAH) 

PEMERINTAH 
KABUPATEN TANAH 

DATAR 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jln 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI 
DAERAH 
(STRD) 

No. Urut 

Masa .- 
Tahun .• 
Nama .• 
Alamat .• 
Tanggal .• 

No. Kode Rekening Uraian Retribusi Jumlah (Rp) 

Pokok Retribusi 

Sanksi Bunga 1% setiap Bulan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN : 
Pembayaran uang retribusi dilakukan bersama dengan pembayaran sanksi bunga 

Tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran 

( 
NIP 

) 

 Potong disini 
No No Urut 
Urut : 
Nama : Tanggal 
Alamat Yang menerima 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
/ KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA : . TANAH DATAR 

lh 

AUDIA SA''4; SH, M.SI 
NIP. 19770 5 2 003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN L)C[II 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BUKTI PENERIMAAN SURAT 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN/DINAS 

Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGKAR 

BUICTI PENERIMAAN SURAT REBERATAN ATAS RETRIBUSI PERSETUJUAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Nama NPWPD 

Alamat NIK 

Jenis Retribusi Masa 

Jenis Permohonan : Tahun 

,tanggal 
Petugas Penerima, 

NIP  

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 1977091 200003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN DOKUMEN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

J1n. Sultan Alam Bagagarayah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Surat Permintaan Peminjaman Dolcurnen 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal   Nomor 
  Hal Pengajuart Keberatan atas   Nomor  
Tanggal dengan ini ditainta kepada saudara untuk meminjamkan 
buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy yang meliputi : 

1. 
2.  
3.  
4. Dst 

Buku catatan data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy terselbut wajib disampafican kepada • 

Nama 
Jabatan 
Tempat 

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya surat pertnintaan ini Saudara tidalc meminjarolcan buku, 
catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, 
Surat ICeberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada 
dalam proses penyelesaian keberatan. 

Demilcian disampaikan, atas pe-rhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasilt. 

Kepala 
Dinas/Badan 

Nip. 

Tembusan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
I KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA . TANAH DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA H, M.SI 
NIP. 19770915 20 03 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAII 

JIn. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

Nomor 
Sifat 
Lampiran • 
Hal : Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

Sehubunwin dengan surat Saudara Tanggal   Nomor 
  Hal   yang pada intinya Saudara Keberatan atas 
  Nomor Tanggal  , dengan ini diberitahukan akan 
dilakukan penelitian lapangan pada : 

Hari 
Tanggal 
Lolcasi 

Demi kelancaran jalannya penelitian lapangan, dirninta bantuan 
Saudara atau kuasanya untuk mendarnpingi Tim peneliti Keberatan. 

Demilcian disampailtan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima. lcasilr. 

Kepala 
Dinas/Badan 

Nip. 

Tembusan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
I KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA S H, M.SI 
NIP. 1977091 200 003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXVI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN PIZINGIBLOILAAN PENDAPATAR DAICIRAH 

Jha- Sultan Allam Bagptgarayaah Pagaruyamg 
DATUSANOICAR 

LAPORAN 
NOMOR 

TENTANG 
LAPORAN PENEIMAN ICEBERATAN 

I. UMUM 
A. Identitas Wajil, Pajak : 

1. Nama 
2. NPWPD 
3. NIK 
4. Alamat 

B. ICeberatem WajR) Pajak : 
1. Nomor Surat Keberatan  
2. Tanggal Surat Keberateure -  
3. Tanggabs diterima UPPRD: 
4. Nomor SKPD 
5. Tanggal SKPD 
6. Jenia Pajak 
7. Masa/Taahun Pajkalc

C. Surat Tugaa Penelitia' Lapangan : 
1. Nomor 
2. Tanggal 

H. LATAR BELAKANG DAN TUJ1UAN D1AJUKAN PENELB1AN LAPANGAN 

M. HASH. PRNINJAUAN LAPANGAN DATA/PARTA YANG DIPEROLEH DALAM 
PRNINJAUAN LAPANGAN: 
1  
2 
3. Dst 

Measgetahnii, Pclaksana 
Kcpakt Sub Bidang 

NiP- NiP-

Idenyetudui, 
ICepake Badan/Dinas 

NIP-

‘4, Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

*,!» 

AUDIA S 
#db# 

SH, M.SI 
N1P. 1977091 2k se03 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXVII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT LAPORAN AICHIR HASIL PENELITIAN KEBERATAN RETRIBUSI 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN/DINAS 

J1n. Sultan Alara Bawigarayah Pagarurmg
BATUSANGKAR 

LAPORAN 
NOMOR 

TENTANG 
LAPORAN PENELITIAN KEBERATAN RETRIBUSI 

I. UMUM 
A. Identitas Wajib Retribusi: 

1. Nama. 
2. NIK 
3. Alamat 

B. Keberatan Wajib Retribusi: 
1. Nomor Surat Keberatan - 
2. Tanggal Surat Keberatan: 
3. Tanggal diterirna UPPRD - 
4. Nomor SKRD • 
5. Tanggal SKRD 
6. Jenis Retribusi 
7. Masa/Tahun Retribusi 

C. Surat Tugas Penelitian Lapangari : 
1. Nomor • 
2. Tanggal 

H. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DIAJUKAN PENELITIAN LAPANGAN 

111. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DATA/FAKTA YANG DIPEROLEH DALANI 
PENINJAUAN LAPANGAN: 
1.  
2. 
3. Dst 

Mengetainn, Pelaksana 
Kepala Sub Bidang 

Nip Nip  

Menyetujui, 
Kepala. Badan/Dinas 

Nip. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA H, M.SI 
NIP. 19770915 0 003 2 001 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXVIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN RETRIBUSI 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 

TENTANG 
KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 

DAERAH NOMOR TAHUN ATAS NAMA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : (Surat Permohonan Keberatan Retribusi) Atas Nama Nomor 
 tanggal alamat 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

: . 
2. 
3. 
4. 
5. Dst 

MEMUTUSKAN: 

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH 
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  NOMOR 

TAHUN ATAS NAMA 
: Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak/ 

menambah besarnya jumlah retribusi retribusi yang harus dibayar 
atas pengajuan keberatan retribusi dengan data sebagai berikut: 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah : 
Nomor 
Jenis Retribusi 
Alamat 

Nama Wajib Retribusi /Penanggung 
Pajak 
Semula ditetapkan 
Dikurangi/ditarnbah dengan jumlah 
Besamya Ketetapan menjadi 

• 
: Rp. 

* RP 
* RP 

Dengan ... 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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Dengan huruf 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

BUPATI TANAH DATAR, 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S 
NIP. 1977091 

H, M.SI 
03 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAWIPIRAN LXIX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENELMAN ADMINISTRASI DAN/ATAU PENELITIAN 
LAPANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

PEMERINTAH ICABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN/DINAS 

J1n. Sultan Alant Bagagarayah Pagaruyung 
BATUSANGICAR 

BERITA ACARA 
VERIFIICASI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pada 
bertempat 
Nagari  
penghapusannya 
1. Jumlah 

2. Jumlah 
3. Penghapusan 
4. Daftar 

hari ini   Tang,gal   BuIan 
di   clilakukan Verifikasi 

Tahun   yang 
dengan rincian sebagai berikut : 

SKRD  Nagari yang dihapus: 

Tahun  
Penghapusan 

akan diusulkan 

, 

SKRD 
untuk dilakukan 

NO. NAMA JUMLAH NILAI PIUTANG 1KETERANGAN 

JUMLAH 

Nilai yang dihapus adalah sebesar Rp (terbilang); 
disebabkan karena sudah Daluwarsa; 

yang akan dihapus terlampir. 
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 tanggal tersebut diatas 

1. 

2. 

1. 
2. 

PETUGAS VALIDASI DINAS 
NAMA TANDA TANGAN 

PETUGAS VALIDASI 
NAMA TANDA TANGAN 

Disetujui oleh : 
CAMAT  WALI NAGAR1 

NAMA  NAMA 
Nip 

KEPALA BADAN/DINAS 
ICABUPATEN TANAH DATAR 

NAMA 
Nip 

Salinan sesuai dengan aslinya 
' KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

AUDIA S , M.SI 
NIP. 19770915 00 3 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMP1RAN LXX 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF FISKAL OLEH WAJIB PAJAK 

Nomor • 
Lampiran - 
Hal : Permohonan Insentif Fiskal 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

' tgl 

Sehubungan dengan kami 

mengajukan permohonan Insentif fiskal atas 

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. 

Tembusan 

kli Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUICUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S 
NIP. 19770915 00 

, M.SI 
3 2 001 

Badan/perorangan 

( ) 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXXI 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN 
TERHADAP PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK 

Pada hari ini  tanggal  bulan  tahun 

dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan Wajib Pajak : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

NOPD 

Dengan hasil sebagai berikut : 

•f• ••)  ) telah 

Demikian berita acara ini dibuat dan iditandatangani oleh saksi dan petugas setelah 

dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi 

maklum. 

Wajib Pajak 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S SH, M.SI 
NIP. 1977091 2 003 2 001 

Tanah Datar, 

Petugas : 

1  

2. dst 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025



-154-

LAMPIR,AN LXXII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT PER/vIOHONAN INSENTIF FISKAL OLEH WAJIB RETRIBUSI 

tgl 

Nomor 
Lampiran - 
Hal : Perraohonan Insentif Fiskal 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

Sehubungan dengan kami 

mengajukan permohonan Insentif fiskRI atas 

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan 

Badan/perorangan 

Tembusan 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA S SH, M.SI 
NIP. 19770915 2 003 2 001 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXXIII 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN 
TERHADAP PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI 

Pada hari ini  tanggal  bulan  tahun 

dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan Wajib Retribusi : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

NOPD 

Dengan hasil sebagai berikut : 

•f•  ) telah 

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah 

dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi 

ma.klum. 

Wajib Retribusi 

4.) Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR 

t 
AUDIA SAF H, M.SI 

NIP. 19770915 0•003 2 001 

Tanah Datar, 

Petugas : 

2. dst 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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LAMPIRAN LXXIV 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 9 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN OLEH WAJIB PAJAK 

 , tanggal 

Nomor • 
Lampiran •  
Hal : Permohonan Perpanjangan Batas Waktu 

Kepada Yth, 

Di 
Tempat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama • 
NIK • 
Pekerjaan/Jabatan • 
Nama Usaha • 
Alamat 
No Tlp/HP 
Bersama ini mengukan permohonan perpanjangan batas waktu atas penetapan 
pajak/retribusi berdasarkan SPPT/SKPD/SKRD/ Nomor •  
Tanggal Sebesar Rp  

Alasan permohonan perpanjangan batas waktu pajak/retribusi : 
1  

2  

3. dst 

Demikian permohonan ini saya sampalkan untuk dapat dipertimbangkan. 

Pemohon 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 
kg) Salin.an sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB. TANAH DATAR 

AUDIA 
NIP. 1977091 

SH, M.SI 
200003 2 001 BD TD 2025/NO. 9 TAHUN 2025
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